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KATA PENGANTAR 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI merupakan 

satuan kerja yang lahir setelah semua Lembaga Peradilan Yaitu: 

1. Peradilan Umum; 

2. Peradilan Agama; 

3. Peradilan Tata Usaha Negara; 

4. Peradilan Militer; 

berada di bawah "satu atap" Mahkamah Agung RI. 

Salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Litbang Diklat 

Kumdil adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 1Dagi 

seluruh aparat Peradilan, baik bagi Tenaga teknis (Hakim, Panitera 

dan Jurusita) maupun tenaga non Teknis, termasuk Pejabat Struktural. 

Dan dalam rangka Pelaksanaan tugas tersebut, Badan Litbang 

Diklat Kumdil meliput 4 (empat) unit kerja yakni : 

1. Sekretariat Badan; 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan  

  Peradilan; 

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; 

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan 

Kepemimpinan; 

Salah satu unit dari Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah 

Agung RI adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 

Peradilan adalah Penelitian (Puslitbang). 

Berdasarkan DIPA 2013 Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah 

melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi 

tupoksinya. Salah satunya adalah Penelitian "Perlindungan 

Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator 

Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime"  yang 

merupakan Penelitian Kepustakaan. Penelitian tersebut 
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dilaksanakan diwilayah Hukum Pengadilan di Jakarta. Hasilnya 

telah disusun dan dibuat dalam bentuk Buku Laporan. 

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih 

atas ketulusan dan keikhlasan semua pihak mulai dari 

pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya 

penelitian dan telah menjadi sebuah Buku Laporan Penelitian 

"Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice 

Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized 

Crime". 

Insya Allah, jerih payah kita semua akan menjadi amal sholeh 

dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin. 

 

 

                                     Mega Mendung,     September 2013 

                                                       KEPALA 

                  BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

                            & PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

                                    HUKUM DAN PERADILAN 

 

 

 

 

 

 

 

                         NY. SITI NURDJANAH, SH., MH 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

atas segala limpahan nikmat dan karunianya, sehingga Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan melalui 

DIPA Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 

Anggaran 2013 telah berhasil merealisasikan salah satu tugas 

pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan 

penelitian. 

Kegiatan tersebut diawali dengan Focus Grup Discussion 

(FGD) untuk mendiskusikan Proposal Penelitian berjudul 

"Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan 

Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan 

Organized Crime" kegiatan FGD Proposal tersebut 

berlangsung di Jakarta. Setelah FGD Proposal, dilanjutkan 

dengan memulai pelaksanaan kegiatan Penelitian 

Kepustakaan di Jakarta, melalui kompilasi bahan dan data 

penelitian, seleksi serta analisis terhadap berbagai data, 

bahan, referensi kepustakaan, dan putusan-putusan 

pengadilan yang relevan, serta dilengkapi sejumlah 

wawancara dengan para narasumber yang kompeten. 

Terhadap hasil Penelitian tersebut kemudian dilakukan 

Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) untuk membahas 

dan mendiskusikan Hasil Penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan hasil 

penelitian. 

FGD Proposal Penelitian, maupun FGD Hasil Penelitian 

telah diikuti oleh para undangan, antara lain meliputi 

beberapa Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Tinggi 

Pengawasan, Hakim Tinggi yang diperbantukan pada 

Balitbang Diklat, Hakim Yusitisial, Hakim Tingkat Pertama, 

Fungsional Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, peneliti 

dari Instarisi atau Lembaga lain, Akademisi dari Perguruan 

Tinggi dan Staf Puslitbang. Dengan tujuan untuk 
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mendapatkan berbagai masukan, kritik dan usulan bagi 

penyempurnaan proposal maupun hasil penelitian. 

Diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan 

hasil penelitian, baik bagi kalangan internal Mahkamah 

Agung beserta segenap jajaran dan hirarkinya, maupun bagi 

para stake holder lainnya. 

Buku Laporan Hasil Penelitian ini dibuat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan 

Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah 

selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga kiranya 

dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. 

 

 

                                                    KEPALA 

                  PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

                   BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI 

 

 

 

 

 

 

                  Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.  

                                    NIP. 19590107 198303 1 005 
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SEKAPUR SIRIH 

 

 

  Hasil penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya 

Penanggulangan Organized Crime” merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 

pada 22 April-13 Mei 2013 di Jakarta.    

 

Penelitian yang diselenggarakan Puslitbang Hukum dan 

Peradilan Mahkamah Agung RI ini hakikatnya bersifat penelitian 

kepustakaan (librabry research) sebagai penelitian hukum normatif 

dan diperkuat dengan metode wawancara terstruktur dengan beberapa 

Nara Sumber/Respondent serta dilakukan pula melalui Focus Group 

Discussion (FGD). 

 

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 

mengharapkan semoga hasil penelitian ini yang dikemas dalam bentuk 

buku dapat dijadikan sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, 

pedoman dan sumber untuk para hakim pada 4 (empat) lingkungan 

peradilan. Selain itu juga, buku ini diharapkan dapat membantu semua 

pihak terutama bagi kalangan akademisi, teoretisi, praktisi dan lain 

sebagainya yang ingin lebih mendalami secara intens, detail dan 

terperinci tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower 

dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized 

Crime”. 

 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu 

penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower 

dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized 

Crime” dan terutama khususnya kepada para pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan dalam bentuk buku, saya 

selaku Koordinator Penelitian/Peneliti mengucapkan terima kasih dan 
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demi kesempurnaan buku ini kami mengharapkan kritik yang 

konstruktif. 

 

                                                         Jakarta,  26 Agustus  2013 

                                                             Koordinator Peneliti/Peneliti 

 

 

 

 

                                                             Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 

                                                             Budi Suharyanto, S.H., M.H. 

                                                                  Sudaryanto, S.H., M.H 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

             Dikaji dari perspektif terminologis, whistleblower dan justice 

collaborator diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya 

sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi 

pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “cooperative 

whistleblower”, “participant whistleblower”, “collaborator with 

justice”, “supergrasses” “pentiti”/“pentito”/“callaboratore della 

giustizia” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan 

terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak 

Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 

Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan 

sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan 

melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku 

kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang 

bekerjasama (justice collaborator) merupakan salah satu pelaku 

tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan 

pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan 

sebagai saksi di dalam proses peradilan.  

           Terminologis whistleblower dalam bahasa Inggris disebut 

sebagai “peniup peluit” karena dianalogkan sebagai wasit dalam 

pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit 

sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam 

konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta 

kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau 

korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, whistleblower 

diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku 

kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).
1
 Dalam 

                                                 
1
 Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi, 9 

Desember 2005, www.antikorupsi. Org., dalam: Imam Turmudhi, 

http://www.antikorupsi/
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perkembangan berikutnya, whistleblower berkembang dipelbagai 

negara baik dalam ruang lingkup negara penganut anglo saxon 

maupun negara eropa kontinental maupun juga negara penganut quasi 

anglo saxon dan eropa kontinental, antara lain sebagai berikut: 

 Amerika Serikat melalui Whistleblower Act 1989 dimana 

whistleblower yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, 

penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, 

gangguan dan tindakan diskriminasi; 

 Afrika Selatan melalui Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 

26 Tahun 2000 dimana whistleblower diberi perlindungan dari 

accupational detriment atau kerugian yang berhubungan dengan 

jabatan atau pekerjaan; 

 Canada melalui Section 425.1 Criminal Code of Canada dimana 

whistleblower dilindungi dari pemberi pekerjaan yang 

memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat 

atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi 

pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan 

informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau 

untuk membalas pekerja yang memberikan informasi; 

 Australia melalui Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures 

Act 1994 dimana whistleblower identitasnya dirahasiakan, tidak 

ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan 

dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan 

perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke 

media; dan  

 Inggris diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest 

Disclousures Act 1998 dimana whistleblower tidak boleh dipecah 

dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.  

                                                                                                         
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban (Studi Kasus Susno Djuadji), Tesis, Program Studi Pasca Sarjana 

Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011, hlm. 

29  
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                Di Negara Indonesia, hakikat whistleblower dalam PP 

Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai orang 

yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi 

mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. 

Kemudian dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” tanpa 

memberi pengertiannya. Quentin Dempster menyebut whistleblower 

sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai 

sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi.
2
 Mardjono 

Reksodiputro menyebut sebagai pembocor rahasia atau pengadu.
3
 

               Perkembangan ide justice collaborator sebenarnya bertitik 

tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention 

Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi 

Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan 

bahwa, “Each State Party shall consider providing for the possibility, 

in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person 

who provides substantial cooperation in the investigation or 

prosecution of an offence established in accordance with this 

Convention”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, 

memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman 

dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial 

dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan 

dalam konvensi ini). Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC 

dikemukakan bahwa, “Each State Party shall consider providing for 

the possibility, in accordance with fundamental principles of its 

                                                 
2
 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Calloborator 

Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7  
3
 Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/Wistle Blowers 

dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam 

Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia, Wacana Goverminyboard, hlm. 13  
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domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who 

provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of 

an offence established in accordance with this Convention”, (setiap 

negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan 

kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama 

yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak 

pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini). 

             Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, 

Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung maka justice collaborator 

adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau 

bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar 

suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi 

apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang 

sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sesuai 

SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 ada beberapa pedoman: 

 Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui 

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam 

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di 

dalam proses peradilan.  

 Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang 

signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat 

mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap 

pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau 

mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. 

 Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang 

bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam 

menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat 

mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa 

menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau 

menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan 
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diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara 

yang dimaksud. 

              Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi 

kerja sama saksi pelaku (justice collaborator) dengan penegak hukum 

diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. 

Fasilitasi tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak 

lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus 

merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk 

kejahatan terorisme, penggunaan justice collaborator  dipraktikkan di 

Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis 

(1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba 

diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. 

Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis justice 

collaborator dipergunakan berbeda seperti “supergrasses” (Irlandia), 

“pentiti” atau “pentito” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” 

atau disebut “callaboratore della giustizia”. 

               Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, whistleblower dan 

justice collaborator selintas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4
, United Nations Convention 

Against Corruption (UNCAC)
5
, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 

                                                 
4
 Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006  

1
 Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 

baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian  yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya.  
2
 Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 

tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia  

ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim  dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 
3
 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang  memberikan 

keterangan tidak dengan itikad baik.  
5
 Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) menyebutkan, “Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk 

memasukkan ke dalam system hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang 

perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil 
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Nomor 20 Tahun 2001
6
, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7
, 

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi
8
, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

9
, UU 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10

, UU Nomor 26 Tahun 

                                                                                                         
bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan 

yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan 

menurut konvensi ini”, dan Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap negara 

peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari 

penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam 

penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan 

berdasarkan konvensi ini”. 
6
 Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 

Tahun 2001 menyebutkan bahwa, ”Dalam penyidikan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak 

pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal 

lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”. 
7
 Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menentukan bahwa, 

“Pejabat dan pegawai PPAT, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib 

merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor”, kemudian dalam ketentuan Pasal 

84 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”Setiap Orang yang melaporkan terjadinya 

dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh 

negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 

hartanya, termasuk keluarganya.” 
8
 Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan bahwa, 

”Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan 

terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun 

memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.  
9
 Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 berbunyi, 

“Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila 

mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau memiliki 

secara tidak sah”, ayat (3) berbunyi, “Pelapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari ihak 

yang berwenang”. 
10

 Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, “Di 

sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang  bersangkutan dengan perkara 

tindak pidana Narkotika  dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam 

pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal  

yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya  identitas pelapor”, dan 
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2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
11

, UU Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Terorisme
12

, UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang 

Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime 2000)
13

, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

                                                                                                         
kemudian Pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Saksi, pelapor, penyidik, 

penuntut umum, dan hakim yang  memeriksa perkara tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor  Narkotika beserta keluarganya wajib diberi 

perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa,  

dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun  sesudah proses 

pemeriksaan perkara.”  
11

 Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan, 

bahwa, ”Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, 

teror, dan kekerasan dari pihak manapun, kemudian ayat (2) berbunyi, 

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan 

oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-Cuma dan 

ayat (3) menyebutkan bahwa, “Ketentuan mengenai tata cara perlindungan 

terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah” 
12

 Pasal 33 Perpu 1 Tahun 2002 jo UU Nomor 15 Tahun 2003 

berbunyi, ”Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa 

beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi 

perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan 

diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses 

pemeriksaan perkara”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi, “Perlindungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dan aparat keamanan berupa : 

a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik 

dan mental;  

b. kerahasiaan identitas saksi;  

c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka 
13

 Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2009 jo United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime 2000: 

(1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan 

yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk 

memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan 

pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam 

proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai 
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
14

 PP Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi 

Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
15

, PP Nomor 

57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor 

dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
16

, PP Nomor 24 

                                                                                                         
tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini dan, jika 

patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang 

dekat dengan mereka”  

(2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) 

Pasal ini dapat meliputi, antara lain, tanpa mengurangi 

hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diproses dengan 

semestinya: 

(a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan 

fisik orang tersebut, seperti, sejauh diperlukan dan 

dimungkinkan, menampung mereka dan mengizinkan, 

jika perlu, tidak mengungkapkan atau pembatasan-

pembatasan terhadap pengungkapan informasi yang 

menyangkut identltas dan keberadaan orang tersebut; 

(b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna 

memungkinkan kesaksian yang diberikan oleh saksi 

dengan suatu cara yang menjamin keamanan saksi 

tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan 

melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti 

saluran video atau cara lain yang memadai.  
14

 Pasal 44 ayat (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana 

perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. (2) Hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi 

dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi 

dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain 

yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.  
15

 Pasal 4 diatur tiga bentuk perlindungan yaitu perlindungan 

atas keamanan pribadi korban dari ancaman fisik maupun mental, 

perahasiaan identitas korban dan saksi, dan pemberian keterangan pada 

saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan 

tersangka/terdakwa.  
16

 Pasal 5 menyebutkan bentuk perlindungan terdiri 

perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarga pelapor dan saksi 

dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta pelapor dan 

saksi, perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi dan atau 
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Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan 

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana 

Terorisme
17

, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
18

, PP Nomor 99 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
19

, Peraturan Kapolri Nopol 5 

Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap 

                                                                                                         
pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa 

pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.  
17

 Pasal 3 memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan 

atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas 

saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan 

tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.  
18

 Bab V Tata Cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu Pasal 14  

ayat (1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh  rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi sosial,  pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum  

pada PPT.  (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan  oleh 

saksi dan/atau korban, keluarganya,  temannya, petugas kepolisian, relawan 

pendamping,  atau pekerja sosial.  (3) Pimpinan atau petugas yang ada pada 

PPT wajib  melayani saksi dan/atau korban berdasarkan  ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  (4) Pimpinan atau petugas PPT 

segera menangani saksi  dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang  

ditetapkan. (5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling  lama 24 

(dua puluh empat) jam sejak menerima  saksi dan/atau korban yang sedang 

dirawat atau  dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya  kepada 

petugas kepolisian terdekat.  
19

 Pasal 34A ayat (1) menyebutkan, bahwa: Pemberian Remisi 

bagi Narapidana yang dipidana  karena melakukan tindak pidana terorisme,  

narkotika dan  prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi 

persyaratan: a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum  untuk 

membantu membongkar perkara tindak  pidana yang dilakukannya; b. telah 

membayar lunas denda dan uang pengganti  sesuai dengan putusan 

pengadilan untuk  Narapidana yang dipidana karena melakukan  tindak 

pidana korupsi;  
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Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam 

Perkara Tindak Pidana Terorisme
20

, Peraturan Kapolri Nopol 3 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata 

Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
21

, 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik  

Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-

045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-

55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi 

Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama,
22

 Surat 

                                                 
20

 Pasal 2 menentukan bahwa perlindungan atas keamanan 

pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi dan 

pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa 

bertatap muka dengan tersangka.  
21

 Pasal 17 ayat (1) menentukan Pemeriksaan terhadap saksi 

dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: a. petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh 

terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa; b. menggunakan 

bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan 

bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa; c. 

pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati; d. dilarang 

memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal 

yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa; e. tidak 

memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa; 

f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan 

yang diperiksa; g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan 

kekesalan/ kemarahan yang diperiksa.  
22

 Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Syarat untuk mendapatkan 

perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah: a. adanya informasi 

penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya 

suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;  b. adanya ancaman yang 

nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara 

fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya 

apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; 

dan  c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan 

kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan 



 

 
 

 

11 
 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor:08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 

Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower 

System) Tindak Pidana korupsi Di Lingkungan Kementrian/Lembaga 

dan pemerintah Daerah
23

, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 

04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 

Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
24

 dan lain 

sebagainya.  

              Di Indonesia, praktik perlindungan whistleblower dan justice 

collabolator dilakukan terhadap Vincentius Amin Sutanto, Agus 

                                                                                                         
dibuatkan berita acara penerimaan laporan”. Serta Pasal 4 menentukan 

bahwa, “Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama adalah sebagai berikut: a. tindak pidana yang akan diungkap 

merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir; b. memberikan 

keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu 

tindak pidana serius dan/atau terorganisir; c. bukan pelaku utama dalam 

tindak pidana yang akan diungkapnya; d. kesediaan mengembalikan 

sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal 

mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya ancaman yang 

nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik 

maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya 

apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang 

sebenarnya”.   
23

 Dalam peraturan menteri ini agar disetiap 

Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disusun, ditetapkan dan 

dilaksanakan Sistem Penanganan Pengaduan  (Whistleblower System) Tindak 

Pidana Korupsi di lingkungan instansi masing-masing dengan membuat 

peraturan tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan  

(Whistleblower System) dan menetapkan keputusan tentang Tim Penerima 

Pengaduan Whistleblower. 
24

 Angka 7 SEMA menentukan bahwa, “Dengan merujuk pada 

nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung 

meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-

orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi 

Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakukan khusus dengan 

antara lain memberikan keringanan pidna dan/atau bentuk perlindungan 

lainnya”.  
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Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu dan Endin Wahyudin.
25

 

Kemudian di negara asing, misalnya pada Colen Rowey (Amerika 

Serikat), Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath 

(India), Yoichi Mitzuni (Jepang)
26

, dan lain sebagainya. 

             Pada asasnya, whistleblower dapat berperan besar untuk 

mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, 

pemerintahan maupun perusahaan suasta. Oleh karena itu, 

implikasinya tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan 

whistleblower maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan 

tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, 

pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.                 

             Hal ini dikemukakan Abdul Haris Semendawai dkk yang 

pada pokoknya menyatakan tentang hal sebagai berikut: 

 “Peran Whistleblower di Indonesia perlu terus didorong, 

disosialisasikan, dan diterapkan, baik diperusahaan, lembaga 

                                                 
25

 Vincentius Amin Sutanto mantan financial controller di 

Asian Agri Group melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat 

dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank 

Fortis, Singapura dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian memberi 

keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya 

bekerja. Kemudian Agus Condro Prayitno dalam kasus dugaan suap Bank 

Indonesia kepada Hamka Yandu, Yohanes Waworuntu mengenai masalah 

Sisminbankum dan Endin Wahyudin tentang kasus yang melibatkan suap 

terhadap tiga hakim agung. 
26

 Colen Rowey adalah seorang agen khusus FBI yang 

mengungkapkan kelambanan FBI yang mungkin menyebabkan terjadinya 

serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan 

pentagon. Jeffrey Wigand seorang direksi di Bagian Riset dan 

Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson 

Tobacoo Coorporation yang memberi laporan atau kesaksian atas praktik 

manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga terjadi diperusahaan itu 

kemudian kisah ini diangkat dilayar lebar (1996) dengan judul film ”The 

Insider” dimana film tersebut memenangi Piala Oscar 1996. Shanmughan 

Manjunath seorang manajer diperusahaan minyak milik negara India yang 

mengungkapkan skema penjualan bensin tidak murni, dan Yoichi Mitzutani 

seorang presiden direktur perusahaan penyimpanan Nishinomiya Reizo di 

Jepang yang melaporkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow 

Brand Food Co. Snow telah melakukan pelabelan palsu. 
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pemerintah, dam institusi publik lain. Bagaimana peran 

Whistleblower di Indonesia dibangun dan dikembangkan 

memang membutuhkan waktu dan sebuah proses. Namun 

praktik pelaporan dan perlindungan terhadap Whistleblower 

bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan 

hukum Indonesia, seorang Whistleblower dapat terancam 

karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran 

dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa 

dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan 

untuk mencegah Whistleblower memberikan laporan atau 

kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang 

merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan 

pembalasan dendam. Untuk itu, agar praktik pelaporan dan 

pengungkapan fakta oleh Whistleblower dapat berjalan lebih 

efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 penting 

untuk diterapkan oleh semua hakim dalam memutus perkara 

dan selalu dimonitor pelaksanaannya.”
27

 

                Akan tetapi, sebenarnya dimensi whistleblower dan justice 

collaborator tidak hanya berorientasi sesuai konteks di atas. Aspek ini 

lebih luas dapat dikatakan whistleblower dan justice collaborator dari 

perspektif formulasi serta praktiknya menimbulkan dilema yaitu 

dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai whistleblower 

dan justice collaborator. Hal ini berarti, dari perspektif sistem 

peradilan pidana Indonesia pada posisi dimanakah eksistensi 

seseorang dapat disebut sebagai whistleblower dan justice 

collaborator apakah parsial ditingkat penyidikan, penuntutan, 

peradilan, ataukah kolaboratif  pada semua tingkat tersebut 

dimungkinkan. Selain itu, dalam tataran kebijakan formulatif dan 

                                                 
27

 Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu 

Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto 

Wiryawan, Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. xiv-xv  
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aplikatif pada masa kini (ius constitutum) terdapat adanya 

kekurangjelasan, kekurangtegasan dan kekurangsempurnaan bentuk 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dibandingkan dengan pengaturan di beberapa negara baik mengenai 

lembaga yang mengatur whistleblower dan fustice collaborator, 

pengaturan legislasi, mekanisme, dan lain sebagainya. Sehingga, 

konsekuensi logis dimensi demikian diperlukan untuk masa 

mendatang (ius constituendum) adanya sebuah konsep ideal 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dalam penanggulangan organized crime di Indonesia. 

                Konsekuensi logis, dimensi sebagaimana konteks di atas 

penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan  

Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized 

Crime”, ingin memberi sebuah warna, wacana, dimensi dan sekaligus 

pula ingin mengkaji secara lebih mendalam bagaimana bentuk 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dari perspektif normatif (ius constitutum) dan implementasinya masa 

kini dalam sistem hukum pidana Indonesia, kemudian dikaji juga 

praktek perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice 

collaborator di beberapa negara khususnya dalam penanggulangan 

organized crime serta bagaimana menggagas sebuah konsep ideal 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

di Indonesia untuk masa mendatang (ius constituendum) yang akan 

diformulasikan dan diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia.   

 

B. Fokus Masalah Penelitian 

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan konteks di 

atas maka dapat diformulasikan fokus masalah penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator dalam hukum positif 

Indonesia? 
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2) Bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator  khususnya dalam 

upaya penanggulangan organized crime di Indonesia dan 

beberapa negara? 

3) Bagaimana menggagas konsep ideal perlindungan hukum 

terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam 

upaya penanggulangan organized crime di Indonesia masa 

mendatang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang 

berkaitan dari aspek normatif dan aplikatif terhadap 

implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator masa kini (ius 

constitutum) dalam upaya penanggulangan organized crime 

dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia;  

2. Mengkaji, menganalisis dan memperbandingkan tentang 

praktek perlindungan terhadap whistleblower dan justice 

collaborator khususnya dalam penanggulangan organized 

crime di Indonesia dan beberapa negara asing ; dan 

3. Mengkaji, mendorong dan memberikan masukan (input) 

agar dilahirkan sebuah kebijakan legislasi baru tentang 

konsep ideal perlindungan hukum terhadap whistleblower 

dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan 

organized crime dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

untuk masa mendatang (ius constituendum). 

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut: 

1. Sudut teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan 

sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan Sistem 

Hukum Pidana Indonesia pada khususnya;  dan 
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2. Sudut praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberi 

manfaat bagi arah kebijakan legislasi baru (ius 

constituendum) dalam membuat undang-undang pidana 

pada umumnya dan khususnya terhadap undang-undang 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice 

collaborator di Indonesia untuk masa mendatang.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

             Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum 

terjadinya Revolusi tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali 

pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang 

timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap 

kesewenang-wenangan di masa lampau. Padmo Wahjono 

menyebutkan suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam 

segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis “Nomoi”. 

Immanuel Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum 

(formil), J. Stahl mengetengahkan Negara Hukum (material). A.V. 

Dicey mengajukan “Rule of Law.”
28

 Secara ideal hendaknya suatu 

negara dalam kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum. Oleh 

karena itu, Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan pengertian 

mendasar suatu negara hukum adalah, “...negara  berdasarkan 

hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama 

dihadapan hukum”.
29

 

            Muhammad Tahir Azhary menyebutkan secara konsepsional 

terdapat 5 (lima) konsep utama negara hukum yaitu “Rechtsstaat, 

Rule of Law, Socialist Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum 

Pancasila”.
30

 Konsep “Rechtsstaat” diawali oleh pemikiran 

                                                 
28

 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas 

Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 7   
29

 Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan 

Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini dan Masa Akan Datang, Makalah, 

Jakarta, 1995, hlm. 1-2  
30

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi 

Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, 
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Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal) 

yang menempatkan fungsi “Rechts” pada “staat” hanya sebagai alat 

bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan 

negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara 

ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Immanuel Kant ini, 

terkenal dengan sebutan “Nachtwakerstaat” atau 

“Nachtwachterstaat”. 

             Perkembangan berikutnya, konsepsi Immanuel Kant 

diarahkan menjadi konsep “Rechtsstaat” dalam artian luas sebagai 

negara yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran 

(welvaarstaat dan verzorgingsstaat) dengan variasi unsur-unsur 

utamanya adalah: 

1. Fredrich Julius Stahl, unsur utama berupa, “pengakuan dan 

perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahaan kekuasaan 

negara berdasarkan prinsip trias politica, penyelenggara 

pemerintah menurut undang-undang (wetmatig bestuur) dan 

peradilan administrasi negara”. 

2. Scheltema, dengan unsur utama, “kepastian hukum, persamaan, 

demokrasi dan pemerintah yang melayani kepentingan umum”. 

3. H.D. van Wijk dan Konijnenbelt, dengan unsur utama, 

“pemerintah menurut hukum (wetmatig bestuur), hak-hak asasi, 

pembagian kekuasaan pengawasan oleh kekuasaan peradilan”. 

4. Zippelius, dengan unsur utama, “pemerintahan menurut hukum, 

jaminan terhadap hak-hak asasi, pembagian kekuasaan, dan 

pengawasan yustisial terhadap pemerintah”. 

                 Unsur-unsur utama konsep “Rechtsstaat” di atas, 

tampaknya banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang 

“hak-hak asasi manusia secara alamiah” (hak hidup, kemerdekaan dan 

hak milik) serta “asas pemisahan kekuasaan negara” ke dalam organ 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dalam perkembangannya 

                                                                                                         
Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Penerbit 

Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74  
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dimantapkan lebih lanjut oleh Montesquieu, Blackstone dan Jean 

Jacques Rousseau.
31

 

                Pada dasarnya, konsep negara hukum negara-negara Anglo 

Saxon merupakan bagian tak terpisahkan dari doktrin rule of law dari 

A.V. Dicey yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu supremasi hukum 

atau supremacy of law, persamaan di depan hukum atau equality 

before the law dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak 

perseorangan atau the constitution based on individual rights.  

               Apabila dijabarkan, dengan titik tolak pendapat Sri 

Soemantri Martosoewignjo, Bagir Manan dan Mien Rukmini 

maka hakikatnya pada negara hukum sedikitnya terdiri 4 (empat) 

unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

di Indonesia. Keempat unsur tersebut adalah,  

 Semua tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  

 Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ;  

 Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi 

oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun juga ; dan  

 Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 

          Pemerintahan berdasarkan hukum merupakan pemerintahan 

yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak berorientasi 

kepada kekuasaan. Pada negara berdasarkan atas hukum maka hukum 

ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara 

dan pemerintahannya (supremasi hukum) sehingga dianut tentang 

“ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada 

kedudukan tertinggi.  

              Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) 

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen 

Ketiga. Secara konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi 

sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (rechts zekerheids) 

                                                 
31

 J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara 

dan Hukum,Terjemahan oleh Wiratno dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto, 

Penerbit PT Pembangunan, Jakarta, 1959, hlm. 214. 
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dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights). Pada 

dasarnya, suatu negara berdasarkan atas hukum harus menjamin 

persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu 

untuk menggunakan hak asasinya.  

               Korelasi dengan aspek tersebut di atas, Pembukaan UUD 

1945 menentukan tujuan hukum diformulasikan mencakup pelbagai 

dimensi melalui konsepsi yang bersifat futuristik, yaitu hukum 

ditujukan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. 

               Substansi elementer dalam suatu negara hukum selain 

terdapat persamaan (equality) juga pembatasan (restriction). Batas-

batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. 

Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua 

kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah 

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, 

dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan 

negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai 

hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. 

              Roescoe Pound
32

 menyebutkan ada dua kebutuhan 

pentingnya pemikiran secara filosofis tentang negara hukum. 

Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum. 

Kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban guna mewujudkan 

keamanan mendorong manusia mencari aturan yang mengatur 

manusia terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa 

maupun individu sehingga dapat mendirikan suatu masyarakat yang 

mantap. Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan  umum  dan membuat  

kompromi-kompromi  baru secara terus menerus dalam masyarakat 

                                                 
32

 Roescoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, 

Yale University Press, New Haven, 1959, hlm. 107  
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karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan adanya 

penyesuaian-penyesuaian agar tercapai suatu hukum yang sempurna. 

               Secara teoretis konsepsi negara hukum yang dianut 

Indonesia tidak dari    dimensi formal, melainkan dalam arti materiil 

atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (Welfare 

State) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, selaras konteks di 

atas maka tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah 

terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun 

materiel berdasarkan Pancasila, sehingga “disebut juga sebagai negara 

hukum yang memiliki karakteristik mandiri”. Konkritnya,  

kemandirian  tersebut  dikaji  dari perspektif penerapan konsep dan 

pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia 

dengan tolok ukur berupa Pancasila. Oleh karena itu Negara Indonesia 

ialah Negara Hukum (rechtsstaat) berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Sjachran Basah menyebutkan, bahwa, “...negara hukum a quo 

itu merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang 

dilandasi oleh Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai 

sumber dari segala sumber hukum dengan menolak absolutisme 

dalam segala bentuknya”.
33

  

                Jika teori negara hukum sebagaimana konteks di atas 

diimplementasikan dalam upaya memberantas tindak pidana yang 

bersifat organized crime seperti tindak pidana korupsi, narkotika, 

psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia dan lain 

sebagainya maka hukum dapat dijadikan sarana untuk memaksa dan 

menertibkan agar pelaku diperiksa dan diadili sesuai dengan perangkat  

hukum yang  adil (asas equality before the law dan asas equality 

before the justice) karena dalam hal pengungkapan suatu kasus yang 

bersifat organized crime teramat sulit tanpa adanya peran 

whistleblower dan justice collaborator. Konsekuensi logis demikian, 

diperlukan adanya peranan whistleblower dan justice collaborator 

                                                 
33

 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-

Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah Diucapkan pada Dies Natalis 

XXIX Universitas Padjadjaran pada Tanggal 24 September 1986, Penerbit 

PT Alumni, Bandung, 1992, hlm. 3  
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untuk mengungkapkan kasus yang bersifat organized crime. Akan 

tetapi di sisi lainnya, tentu saja diperlukan suatu perangkat hukum 

bagaimana kebijakan formulasi dapat mengatur untuk dapat memberi 

jaminan hak dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan 

justice collaborator ketika mengungkapkan kasus tersebut. Sehingga,  

dengan demikian diharapkan kasus yang bersifat organized crime 

dapat diungkap berdasarkan peran whistleblower dan justice 

collaborator, kemudian pelakunya (offender/daders) diadili melalui 

mekanisme beban pembuktian yang tetap mengkedepankan Hak Asasi 

Manusia (HAM), sesuai ketentuan hukum acara dan konvenan 

internasional sedangkan di sisi lainnya whistelblower dan justice 

collaborator diberikan pula perlindungan hukum.  

               Pada negara hukum Indonesia, penjatuhan pidana dan proses 

persidangan haruslah tetap dalam rangka koridor hukum berdasarkan 

asas keadilan. Peran whistleblower dan justice collaborator 

mengungkapkan kasus bersifat organized crime diharapkan dapat 

menjadi dasar bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku 

yang sesungguhnya (actor intelectual). Selain itu, dalam negara 

hukum Indonesia juga harus diberikan adanya perlindungan sekaligus 

reward terhadap peran whistleblower dan justice collaborator dalam 

mengungkapkan kasus bersifat organized crime sehingga dengan 

demikian diharapkan nantinya banyak orang yang berani serta 

bersedia untuk menjadi seorang whistleblower dan justice 

collaborator. Aspek dan dimensi ini patut dikedepankan, oleh karena 

dalam suatu negara hukum diharapkan semua orang yang melanggar 

hukum harus dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku dengan tetap bertitik tolak kepada dimensi keadilan.  

              Hakim dalam mengadili perkara berdimensi organized crime 

dengan pelibatan seorang whistleblower dan justice collaborator 

hendaknya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mempunyai 

makna serupa dengan pendapat Eugen Erlich dengan teori living law, 

pada asasnya menyebutkan, bahwa: “at the present as well as at any 
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other time, the center of gravity of legal development lies not in 

legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in 

society it self.”
34

 

              Selain itu, ketika hakim mengadili perkara berdimensi 

organized crime dengan pelibatan seorang whistleblower dan justice 

collaborator hendaknya putusan hakim tersebut mencerminkan dan 

juga berdimensi keadilan (gerechtigkeit), selain kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) sebagaimana 

diintrodusir Gustav Radbruch. Berbicara dimensi keadilan, John 

Rawls menegaskan gagasan keadilan sebagai fairness, suatu teori 

keadilan berdasarkan konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke 

level abstraksi yang lebih tinggi.
35

 Menurut John Rawls sekurangnya 

terdapat dua prinsip pokok yang mengatur keadilan. Pertama, prinsip 

yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas 

seluruh sistem kebebasan pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang 

dapat diselaraskan dengan sistem yang sama baik orang lain.  Kedua, 

menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan) sosial dan ekonomi 

harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal 

mungkin bagi mereka yang paling kurang (tidak) beruntung, dan 

menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan 

dalam kesamaan peluang. Melalui sistem John Rawls ini dapat 

dipahami suatu konsepsi umum tentang keadilan (fairness), karena 

menempatkan aspek kesamaan, baik secara umum (the principle of 

greatest equal liberty), maupun persamaan kesempatan (the principle 

of fair equality of opportunity), dan ketimpangan atau ketidaksamaan 

(the diffrence principle) secara fair, sehingga teorinya disebut juga 

“keadilan sebagai fairness”. 

             Konklusi dan esensi dasar negara hukum, pendapat Eugen 

Erlich, Gustav Radbruch dan John Rawls maka ketika hakim 

mengadili perkara berdimensi organized crime dengan pelibatan 

                                                 
34

 Eugen Erlich, Fundamental Principles of The Sociology of 

Law, Harvard University Press, 1936, vo. 5, 2000, hlm. xx  
35

 John Rawls, A Theory of Justice (Resived Edition), Oxford 

University Press, New York, 1999, hlm. 158  
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seorang whistleblower dan justice collaborator hendaknya putusan 

hakim harus mencerminkan dan berdimensi keadilan, selain kepastian 

hukum dan kemanfaatan. Aspek dan dimensi ini sangat diperlukan 

agar orang menjadi berani, tidak takut, mau dan bersedia untuk 

menjadi seorang whistleblower dan justice collaborator sehingga 

kasus bersifat organized crime dapat terungkap lebih peran seorang 

whistleblower dan justice collaborator serta dalam konteks negara 

hukum tentunya dengan tetap bertitik tolak asas praduga tidak 

bersalah (presumption of innocence), semua orang sama dihadapan 

hukum (equality before the law), dan adanya kesamaan hukum yang 

adil (equality before the justice). 

 

E. Metodologi Penelitian 

     1. Pendekatan Penelitian 

          Pada hakikatnya masalah mendasar penelitian ini adalah 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dalam upaya penanggulangan organized crime. Konsekuensi logis 

aspek di atas maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum dogmatik (dogmatic law research) 

atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum 

normatif maka metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas 

permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (analytical and 

conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan 

pendekatan komparatif (comparative approach) dengan menggunakan 

penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan 

menemukan kebenaran obyektif. Penelitian hukum normatif 

dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum dan konstruksi 

hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, 

inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum in concreto 

yang melandasi adanya perlindungan hukum terhadap whistleblower 

dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized 

crime. Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual untuk 

mengetahui secara lebih intens, detail dan terperinci terhadap adanya 
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konsistensi, kesesuaian dan eksistensi serta sejarah perlindungan 

hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya 

penanggulangan organized crime. Berikutnya pendekatan kasus dan 

perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus 

dan putusan tentang perlindungan hukum terhadap whistleblower dan 

justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime. 

Pada dasarnya, pendekatan sebagaimana yang telah diuraikan konteks 

di atas dalam kerangka untuk membentuk polarisasi pemikiran yang 

lebih lengkap dan detail terhadap pokok permasalahan penelitian 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dalam upaya penanggulangan organized crime, praktek perlindungan 

hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia 

dan beberapa negara asing serta pula membangun konsep ideal 

terhadap perlindungan hukum untuk whistleblower dan justice 

collaborator di Indonesia untuk masa mendatang. 

 

2.  Jenis dan Sumber data 

           Jenis data dalam penelitian meliputi data primer dan data 

sekunder akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada data 

sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap 

agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Adapun 

sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (library 

researach) dan sumber data primer berupa penelitian lapangan (field 

research). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan 

dilakukan terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 
36

 

a. Bahan hukum primer (primary resource atau authooritative 

records), berupa UUD 1945,   Ketetapan MPR, UU dan Kitab UU 

                                                 
36

 Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 

Normatif, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13, vide 

pula: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141, Bambang Sunggono, 

Metodelogi Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm. 93 
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Hukum Pidana Negara Indonesia dan Negara Asing, peraturan 

perundang-undangan beserta pelaksanaannya khusus terhadap 

perlindungan hukum whistelblower dan justice collaborator 

dalam upaya penanggulangan organized crime.  

b. Bahan hukum sekunder (secondary resource atau not 

authoritative records), berupa  bahan-bahan   hukum   yang    

dapat    memberikan   kejelasan   terhadap  bahan hukum primer, 

seperti literatur, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan, 

makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan 

pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hukum 

terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya 

penanggulangan organized crime; dan  

c. Bahan hukum tersier (tertiary resource), berupa bahan-bahan 

hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti 

berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya yang 

terutama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator dalam upaya 

penanggulangan organized crime. 

         Selain itu untuk menunjang eksistensi data sekunder 

sebagaimana disebutkan konteks di atas maka penelitian ini juga 

didukung oleh data primer berupa data lapangan (field research) yang 

diperoleh dari serangkaian teknik wawancara terstruktur dengan 

beberapa responden. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

a.  Studi Kepustakaan 

          Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian 

dikumpulkan melalui metode sistematis dengan dicatat melalui sistem 

kartu (card system) guna untuk lebih memudahkan analisis 

permasalahan. Adapun bahan-bahan tersebut yang dicatat dalam kartu 

antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi 

yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. 

Kemudian mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah 
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kepustakaan dalam bidang hukum pidana khususnya Hukum Pidana 

Khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan 

beberapa negara asing, Undang-Undang yang berkorelasi dengan 

whistlebower dan justice collaborator baik di Indonesia maupun di 

beberapa negara asing. 

 

b. Penelitian lapangan 

           Penelitian lapangan menghasilkan data primer yang berkorelasi 

untuk mendukung atau melengkapi data utama. Adapun prosedur dan 

mekanisme penelitian lapangan dilakukan melalui metode wawancara 

yang bersifat langsung dan terstruktur dengan terlebih dahulu memilih 

dan menetapkan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas 

dan bidang yang relevan dengan penelitian ini. 

 

c.   Lokasi penelitian 

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan 

Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Perpustakaan 

Mahkamah Agung RI, Perpustakan Nasional Republik Indonesia, 

perpustakaan Universitas Padjadjaran, khususnya koleksi khusus 

Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran 

baik di Bandung dan Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 

Perpustakaan Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), 

Perpustakaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Utara, 

Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, perpustakaan lain 

serta situs internet yang menyediakan data sekunder yang sesuai dan 

diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian lapangan 

dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(Jabodetabek). 

 

4. Metode Analisis Data 

            Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya 

dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara 

yuridis kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap “isi maupun struktur 
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hukum positif”
37

 yang berkaitan perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan 

organized crime. Data yang telah dideskripsikan selanjutnya 

ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha 

memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas 

maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan 

yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.
38

 Mengkaji 

berbagai metode interpretasi yang dikembangkan secara   doktriner, 

dalam pemaparan  suatu  aturan  hukum pada penelitian ini diterapkan 

interpretasi gramatikal dengan mengartikan suatu istilah hukum atau 

suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, 

interpretasi sistematis yang  bertitik  tolak  dari sistem aturan yang 

mengartikan suatu ketentuan hukum, serta interpretasi otentik yang 

didasarkan pada arti kata atau istilah yang digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan bersangkutan. 
39

 Data yang telah dideskripsikan 

dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya 

disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan  argumentasi. Langkah 

sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur hukum 

                                                 
37

 Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik 

(Normatif), dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994, 

hlm. 6. 
38

 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi 

Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20 dan Bambang Sutiyoso, 

Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan 

Berkeadilan, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 77  
39

 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan 

Konstruksi..,Ibid., hlm. 9-12, dan lihat juga: Mochtar Kusumaatmadja dan 

Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Buku I, Penerbit Alumni, 

Bandung, 2000, hlm. 108, dan vide pula: Sudikno Mertokusumo dan A. 

Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1993, hlm. 15 dan Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 

Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 57 dan Lie Oen Hock, 

Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Pidato pada waktu pengresmian 

Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Indonesia Pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan 

Masyarakat dari Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 September 

1959, Penerbit PT Penerbitan Universitas, Bandung, Cet. IV, 1965, hlm. 13 
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atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum yang ada. Pada 

tahap eksplanasi dijelaskan mengenai makna yang terkandung dalam 

aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian 

ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling 

berhubungan secara logis. Sedangkan pada tahap argumentasi 

diberikan penilaian terhadap data dari hasil penelitian untuk 

selanjutnya ditemukan kesimpulannya. Oleh  karena  itu,  metode 

analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas 

permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. 

Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif sangat membantu dalam 

proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesakan, 

dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan 

suatu fenomena yang diteliti. 
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BAB II  

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP   

WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR  

DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Organized Crime 

              Sebelum mengkaji mengenai organized crime sebagai salah 

satu jenis kejahatan sangat meresahkan masyarakat dan bahkan negara 

maka kiranya urgen terlebih dahulu dikemukakan mengenai seluk 

beluk kejahatan secara umum. Konsekuensi logis dimensi demikian 

diharapkan dengan memahami kejahatan secara universal dapat 

membantu memberikan persepsi terhadap kejahatan terorganisir 

secara khusus. 

              Kejahatan secara universal didefinisikan sebagai suatu 

perilaku menyimpang dan anti sosial yang menyebabkan keresahan 

dan mengancam eksistensi sistem kehidupan masyarakat. Secara 

khusus, para ahli memberikan definisi kejahatan secara beragam. 

Saparinah Sadli menyebutkan:
 40

  

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang yang selalu ada 

dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat 

yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan 

suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma 

sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat 

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial 

dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi keberlangsungan 

ketertiban sosial. 

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu 

tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan 

dalam masyarakat, sehingga pada masyarakat terdapat kegelisahan, 

dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 

                                                 
40

 Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku 

Menyimpang, 1976, hlm. 56 dalam: Muladi dan Barda Nawawi Arief, 

Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,  PT Alumni, Bandung, 1992, 

hlm. 148 
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hukuman kepada penjahat.
41

  R. Soesilo membedakan pengertian 

kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari 

segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah 

laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 

sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan 

atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat 

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 

ketentraman dan ketertiban.  

Sementara itu J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro 

menyatakan bahwa:
 42

 

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 

pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas 

dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 

(baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas 

atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, 

suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan 

hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan 

waktu. 

             Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan 

akan selalu berubah
43

 sesuai dengan waktu dan tempat dimana 

kejahatan itu didefinisikan oleh masyarakat. Pada dasarnya 

perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

masyarakatnya.
44

 Oleh karena itu laju perkembangan kejahatan akan 

seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju peradaban 

suatu bangsa maka semakin canggih pula kejahatan yang tumbuh dan 

                                                 
41

 Sahruddin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya 

Penanggulangannya, dalam: http://library.usu.ac.id diunduh pada tanggal 23 

Juni 2013 Pkl. 11.11 WIB 
42

 J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Paradoks 

Dalam Kriminologi, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 57 
43

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, 

Bandung, 2006, hlm. 106 
44

 M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Dalam 

Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, CV Bayu 

Media, Malang, 2003, hlm. 1 

http://library.usu.ac.id/
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berkembang pada bangsa tersebut. Oleh karena itu, dengan demikian 

wajarlah jikalau kejahatan mempunyai jenis, pola dan dimensi yang 

beragam. 

              Jenis-jenis kejahatan tersebut dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tipologinya. Light, Keller, dan Calhoun membedakan 

tipe kejahatan menjadi empat yaitu:
45

 

a.   Kejahatan tanpa korban (crime without victim). Kejahatan ini 

tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak 

pidana orang lain. Contoh perbuatan berjudi, penyalahgunaan 

obat bius, mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah 

yang dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa. Meskipun 

tidak membawa korban, perilaku-perilaku ini tetap 

digolongkan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat. 

Kejahatan seperti ini dapat mengorbankan orang lain apabila 

menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut misalnya, 

seseorang ingin berjudi tapi karena tidak memiliki uang lalu 

mencuri harta orang lain, atau perilaku seks yang 

menimbulkan HIV/AIDS dan menularkannya pada orang lain. 

b.   Kejahatan terorganisasi (organized crime). Pelaku kejahatan 

merupakan komplotan yang secara berkesinambungan 

melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau 

kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya 

komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, 

penadah barang curian, atau peminjaman uang dengan bunga 

tinggi (rentenir). Kejahatan terorganisasi yang melibatkan 

hubungan antar negara disebut kejahatan terorganisasi 

transnasional. Contoh penjualan bayi ke luar negeri, penjualan 

perempuan ke Jepang atau Thailand, atau jaringan narkoba 

internasional. 

c.   Kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan ini 

merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang 

                                                 
45

 http://eviana19.blogspot.com, Perilaku Menyimpang, diunduh 

pada tanggal 23 Mei 2013 Pkl. 11.11 WIB 
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dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus 

tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh, penghindaran 

pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, 

atau pejabat negara yang melakukan korupsi. 

d.   Kejahatan korporasi (corporate crime). Kejahatan ini 

merupakan jenis kejahatan yang dilakukan an. organisasi 

dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. 

Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah racun ke 

sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami 

berbagai jenis penyakit. 

 Selain tipe-tipe kejahatan tersebut di atas, juga terdapat 

tipologi lain yang lebih spesifik misalnya berdasarkan jenis 

pelakunya, maka dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan 

konvensional (blue collar crime) dan Kejahatan kerah putih (white 

collar crime). Sedangkan berdasarkan tipologi keseriusan dari akibat 

kejahatannya maka dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan 

biasa (ordinary crime) dan kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crime). Sementara itu berdasarkan tipologi ruang lingkup 

kejahatannya maka dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu national 

crime, international crime dan transnasional crime.   

Berdasarkan tipologi kejahatan yang tersebut di atas, jenis 

kejahatan terorganisir (organized crime) adalah paling rumit dan sulit 

pengungkapannya. Di dalam kejahatan ini dapat dimungkinkan jenis 

kejahatan lain semisal white collar crime, corporate crime dan 

transnasional crime serta international crime berafiliasi. Para pelaku 

organized crime tentunya adalah orang-orang yang mempunyai 

keahlian dibidangnya yang mampu mengorganisir peran, motif dan 

tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan 

dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah 

kejahatan dilakukan. Dalam hal ini jika dipandang dari jenis pelaku 

demikian maka kejahatan organized crime demikian juga digolongkan 

sebagai white collar crime. Di sisi lain, organized crime dalam hal 

penggunaan metode pelaksanaan kejahatannya juga dapat 

dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi yang 
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sengaja diorganisir sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan. 

Dalam hal ini jika dipandang dari jenis sarananya maka kejahatan 

organized crime demikian juga digolongkan sebagai corporate crime. 

Selain itu terdapat juga organized crime dalam hal melakukan 

kejahatannya meliputi lintas negara sehingga juga tergolong sebagai 

transnational crime. Bahkan ada juga organized crime meliputi 

international crime karena jenis kejahatan diorganisir oleh pelaku 

adalah termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh 

konvensi internasional sebagai international crime.   

                Demikian kompleksnya dimensi kejahatan berjenis 

organized crime hingga dalam hal pendefinisiannya pun para ahli 

mengalami kesulitan. Pierre Hauck dan Sven Peterke menyatakan 

bahwa:
46

 

„Kejahatan terorganisir‟ adalah istilah yang sangat ringkas dan 

tajam yang telah menjadi bagian dari kosa kata banyak politisi 

dan masyarakat luas. Istilah ini sering diterapkan tanpa poin 

referensi yang jelas dan, pada kenyataannya, sangat tidak 

menentukan dan samar-samar. Ketidakjelasan ini juga 

mempengaruhi perdebatan akademik yang relevan. Di satu sisi, 

istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu 

kegiatan kriminal yang lebih rumit yang melekat, dalam satu 

bentuk atau yang lain, dalam pasar gelap yang kompleks. Senjata, 

narkotika, dan perdagangan manusia sering dikaitkan dengan 

serangkaian „enabling activities (aktivitas yang saling 

mendukung tapi negatif dan merupakan pelanggaran hukum)‟ 

seperti (ancaman) kekerasan, korupsi, dan pencucian uang. 

Sekelompok penulis mengasumsikan bahwa yang pertama 

merupakan kegiatan inti dari kejahatan terorganisir; yang lain 

merujuk pada yang kedua. Dalam kedua kasus, tindak pidana 

biasanya dapat dikategorikan sebagai „kejahatan serius‟. Mungkin 

                                                 
46

 Pierre Hauck dan Sven Peterke, Kejahatan Terorganisir dan 

Kekerasan Geng dalam Hukum Nasional dan Internasional, dalam: 

International Review of The Red Cross, Volume 92, Number 878, Edisi June 

2010, hlm. 45 
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lebih akurat untuk menggunakan istilah „kriminalitas 

terorganisir‟. Satu masalah dari pendekatan ini adalah bahwa 

pendekatan itu hanya didasarkan pada indikator kriminalitas. 

Kekerasan terhadap orang, misalnya, dapat menjadi sarana 

penting bagi dan karakteristik dari beberapa kegiatan ilegal, tetapi 

belum tentu. Selain itu, ada banyak pasar gelap, mulai dari 

perdagangan rokok selundupan dan mobil curian hingga 

pemerasan terhadap perusahaan multinasional, perjudian, 

prostitusi, dan sebagainya. Namun, sebagai contoh yang 

prostitusi tunjukkan, tidak mungkin untuk menyatakan secara 

umum bahwa mereka yang terlibat dalam masing-masing 

kegiatan terlibat dalam kriminalitas terorganisir. Salah satu akibat 

yang dapat ditemukan bahwa „daftar sederhana kejahatan tidak 

memberitahu kita banyak tentang kejahatan terorganisir‟. Oleh 

karena itu, pendekatan alternatif menempatkan kejahatan 

terorganisir pada level yang sama dengan „kejahatan profesional‟, 

mengikat - dan dengan demikian mengurangi - keluasan mutlak 

yang harus dimiliki oleh konsep definisi apapun tentang 

kejahatan terorganisir. Di sisi lain, „kejahatan terorganisir‟ dapat 

digunakan dalam arti organisasi kriminal seperti „kartel 

narkotika‟ Kolombia dan Meksiko, „Yakuza‟ Jepang, „triad‟ 

Cina, atau „mafia‟ Italia dan AS. Namun, karena sebagaimana 

kompleks dan berbedanya pasar-pasar gelap demikian pula 

dengan karakteristik yang mendefinisikan dari kelompok-

kelompok yang memasoknya. Mereka bervariasi dari jaringan 

kecil dan terhubungkan secara longgar, terdiri dari sejumlah 

orang, hingga organisasi yang bersifat hirarkis dan besar. Tidak 

semua dari mereka, apakah kecil atau tidak, sangat terorganisir 

atau lebih tepatnya tidak teratur, menggunakan kode rahasia, 

personel yang terampil (seperti ekonom, pengacara, atau teknisi), 

atau berperilaku seperti perusahan sah. Oleh karena itu sangat 

sulit mencapai konsensus tentang penggunaan dan makna yang 

tepat dari istilah 'kejahatan terorganisir'. 
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Demikian kompleksnya dimensi kejahatan terorganisir 

(organized crime), implikasinya suatu negara jarang mengatur tentang 

kejahatan terorganisir dalam hukum pidana nasionalnya. Sebagai salah 

satu contoh dari langkanya pengaturan dalam hukum pidana nasional 

terdapat pada negara India melalui Maharashtra Control of Organized 

Crime Act India tahun 1999 yang mendifinisikan kejahatan 

terorganisir sebagai : 

kegiatan yang melanggar hukum secara terus-menerus oleh 

seorang individu, secara sendiri atau bersama-sama, baik sebagai 

anggota sindikat kejahatan terorganisir atau an. sindikat tersebut, 

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau 

intimidasi atau pemaksaan, atau cara lain yang melanggar hukum, 

dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa uang, atau 

mendapatkan keuntungan ekonomi atau lainnya yang tidak 

semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain atau 

mempromosikan pemberontakan (insurgency).
47

 

Meskipun cukup sulit untuk memberikan definisi kejahatan 

terorganisir (organized crime) sebagaimana dikemukakan di atas, 

namun untuk keperluan definisi operasional dalam penelitian ini maka 

peneliti mencoba untuk memberikan pengertian yang sederhana. 

Menurut peneliti, kejahatan terorganisir (organized crime) adalah 

suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui sebuah 

persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat 

sesuai dengan peran dan tugas masing-masing (notabene telah 

terbagi) yang kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi. 

Adapun pemufakatan dan persekongkolan yang dimaksud termasuk di 

dalamnya melakukan, membantu, turut serta, menyuruh, 

menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, dan lain-lain yang terkait 

dengan aktivitas manajerial dalam operasionalisasi kejahatan.   

                                                 
47

 Maharashtra Control of Organised Crime Act, Pasal 2 (e), 

diakses melalui http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/ 

actandor dinances/maharashtra1999.htm tanggal 25 Mei 2013.  
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Sebagaimana kesulitan dalam hal memberikan pengertian atau 

definisi serta ruang lingkup kejahatan terorganisir (organized crime) 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jenis kejahatan ini adalah 

paling rumit diantara jenis kejahatan yang lain. Oleh karena itu, sangat 

sedikit kejahatan-kejahatan terorganisir tersebut dapat dengan mudah 

diberantas aparat penegak hukum. Secara normatif kejahatan jenis ini 

telah dikriminalisasikan, beberapa diantaranya merupakan tindak 

pidana-tindak pidana bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, 

tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak 

pidana lainnya yang terorganisir, yang notabene telah menimbulkan 

masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan 

masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai 

demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan 

berkelanjutan dan supremasi hukum.
48

 Oleh karena itu, upaya 

penanggulangan dan pencegahan organized crime ini harus dengan 

strategi yang tepat dan komprehensif. 

 

B. Upaya Penanggulangan Organized Crime 

Berdasarkan penjelasan konteks di atas bahwa perkembangan 

kejahatan seiring perkembangan masyarakat, dengan demikian sistem 

pencegahan dan penanggulangan dari kejahatan-kejahatan tersebut 

haruslah bersifat responsif mengakomodasi perkembangan masyarakat 

dan wajib berkarakter progresif dalam hal penerapannya. Misalnya 

pada masa lalu, kejahatan konvensional dimana para pelakunya masih 

bermodus operandi sederhana, mampu ditanggulangi dengan sistem 

pencegahan dan penanggulangan yang sederhana. Namun di masa 

sekarang dengan begitu banyaknya jenis kejahatan baru dan modern 

serta terorganisir maka diperlukan pembaharuan terhadap sistem 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan.  
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 Mahkamah Agung RI, SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 

Tentang Perlakuan Bagi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana 

Tertentu 
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    Pada dasarnya tidak sedikit telah dilakukan negara dalam 

melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap 

organized crime. Mulai dari penguatan kompetensi aparat penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), pendirian lembaga 

negara baru bersifat khusus (semisal Komisi Pemberantasan 

Korupsi/KPK, Badan Narkotika Nasional/BNN, Badan Nasional 

Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme/BNPPT, Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia/KOMNAS HAM, dan lain-lain), hingga rekonstruksi sistem 

hukum pidana (pembalikan beban pembuktian, legalisasi intersepsi 

bagi aparat penegak hukum tertentu, penerapan asas retroaktif, dan 

lain-lain). 

   Selain melakukan upaya penegakan hukum secara 

institusional dalam rangka optimalisasi pembaharuan sistem 

pencegahan dan penanggulangan organized crime sebagaimana 

dijelaskan di atas, sangat penting juga diatur mengenai peran serta 

masyarakat. Dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi publik 

guna mengungkapkan tindak pidana terorganisir (organized crime) 

maka harus diciptakan iklim kondusif antara lain dengan cara 

memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada 

setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu 

hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap 

dan menangani organized crime tersebut.  Perlindungan hukum dan 

perlindungan khusus terhadap masyarakat berperan sebagai pelapor, 

saksi, korban ataupun pelaku yang bekerjasama tersebut merupakan 

salah satu strategi utama dalam pengungkapan dan penanganan 

organized crime secara efektif.  

Tanpa adanya upaya optimalisasi kompensasi berupa 

perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi para pelapor, 

saksi, saksi pelapor (whistleblower), korban ataupun pelaku yang 

bekerjasama (justice collaborator) tersebut,  maka sudah tentu aparat 

penegak hukum akan mengalami kesulitan besar dalam membongkar 
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organized crime. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara 

lain:
49

 

a. Tindak pidana semacam ini kerap dilakukan secara 

terorganisir; 

b. Para pelaku sama-sama diuntungkan dengan adanya tindak 

pidana sehingga sulit mengharapkan adanya laporan dari 

pihak yang dirugikan; 

c. Pelaku tindak pidana tidak jarang melibatkan pihak yang 

memiliki kekuatan (kekuasaan/jabatan, finansial, dan 

sebagainya) sehingga orang yang mengetahui tindak pidana 

tersebut takut untuk melaporkan kepada aparat penegak 

hukum; 

d. Pelaku mengetahui cara dan semakin canggih dalam 

menyembunyikan tindak pidana (transaksi dilakukan tunai, 

melakukan money laundering, melalui perantara, menghindari 

percakapan agar tidak terekam, dan sebagainya) sehingga 

tidak mudah untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana 

tersebut. 

 

C.  Pengertian Whistleblower dan Justice Collaborator 

            Menurut sejarahnya, munculnya istilah whistleblower berasal 

dari praktek petugas Inggris yang akan meniup peluit ketika mereka 

melihat kejahatan, peluit juga akan memberitahu aparat penegak  

hukum lainnya dan masyarakat umum dari bahaya.
50

 Sehingga dengan 

demikian selanjutnya whistleblower dikonotasikan sebagai “peniup 

peluit”. Apabila dikontekstualisasikan di Indonesia, bisa dianalogikan 

sebagai “pemukul kentongan”, dimana pemukulan kentongan aparat 

pengamanan tradisional (patroli keliling) memberikan tanda 

pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu peristiwa baik berupa 
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 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan 

Hukum Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators), Satgas 

Pemberantasan Mafia Hukum, Jakarta, 2011, hlm. 5  
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 Imam Thurmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower..., Op. Cit., hlm. 30  
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kejahatan (pencurian, perampokan, dan lain-lain) maupun bencana 

(kebakaran, banjir, dan lain-lain). Oleh karena itu berdasarkan kedua 

konotasi (peniup peluit atau pemukul kentongan) tersebut dapat 

dikatakan bahwa whistleblower identik dengan pengungkap fakta atau 

pembocor rahasia dari suatu peristiwa kejahatan.  

                Dalam perkembangan berikutnya whistleblower dan justice 

collaborator ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, 

“pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, 

“cooperative whistleblower”, “participant whistleblower”, 

“callaborator with justice”, “pentiti” atau bahkan “pengungkap 

fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborators) di Dalam Perkara 

Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana 

adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu 

dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga 

seorang pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) merupakan 

salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang 

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta 

memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.  

Floriano C. Roa
51

 menyebutkan bahwa, “A whistleblower is 

someone in an organization who witnesses behavior by members that 

is either contrary to the mission of the oranization, or threatening to 

the publi interest, and who decides to speak out publicly about it”. 

(Peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang 

menyaksikan perilaku anggota organisasi yang dapat bertentangan 

dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman 

terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk 

menyampaikan hal-hal tersebut). 
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 Floriano C. Roa, Business Ethis and Social Responsibility, 

Philippine Copyright, Fist Edition, Manila, 2007, hlm. 145  
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Mulyana Wirakusumah,
52

 menyebutkan whistleblower 

sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan 

tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya 

mewujudkan good corporate governance. Para whistleblower bukan 

sekadar „tukang mengadu‟ akan tetapi saksi suatu kejahatan. Beberapa 

lembaga seperti KPK sudah mengembangkan sistem online pelaporan 

whistleblower, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah) juga mengembangkan whistleblower system. 

Whistleblower merupakan orang dalam Kementerian/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau lembaga lain yang memiliki akses informasi 

dan mengadukan perbuatan terindikasi penyimpangan.  

Quentin Dempster,
53

 berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan whistleblower adalah peniup peluit, disebut demikian karena 

seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya 

yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya 

pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di 

jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai 

dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan 

musuh dengan bersiul, berceloteh, membocorkan atau 

mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran. Lebih 

lanjut Quentin Dempster
54

 menyebut whistleblower sebagai orang 

yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, 

bahaya malpraktik, atau korupsi. 

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menyebut 

whistleblower sebagai pembocor rahasia atau pengadu.
55

 Adapun yang 

dimaksud pembocor rahasia atau pengadu tersebut adalah seorang 

yang membocorkan informasi sebenarnya bersifat rahasia dikalangan 

                                                 
52

 Buletin Kesaksian, Edisi 2 Tahun 2012, hlm. 23 
53

 Quentin Dempster, Whistleblower (Para Pengungkap Fakta), 

Elsam, Jakarta, 2006, hlm. 1  
54

 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Colloborator 

Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7  
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 Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/Wistle 

Blowers..., Loc. Cit. 
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dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada 

maupun jenis informasi itu bermacam-macam. Sementara itu di 

Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi 

tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun 

bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah 

“orang dalam” diorganisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak 

dalam kegiatan dibocorkan. Karena dia adalah “orang dalam” maka 

dia menempuh resiko dengan perbuatannya.
56

 

Imam Thurmudhi,
57

 berpendapat seseorang dapat dikatakan 

sebagai whistleblower pada dasarnya adalah orang yang melihat 

sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana 

atau pelanggaran, sehingga dengan itikad baik mengungkapkan 

kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang. 

Namun demikian penilaian itikad baik yang dimaksudkan disini 

memiliki nilai yang sangat subyektif, bisa saja ada niat atau 

kepentingan tertentu yang mendasari pengungkapan fakta yang 

dilakukan oleh whistleblower, dengan perhitungan untung rugi dari 

pengungkapan tersebut bisa saja seseorang terdorong untuk menjadi 

whistleblower. 

Floriano C. Roa
58

 menyebutkan beberapa jenis 

whistleblower, yaitu: 

1. Internal whistle blowing occurs within the organization. It is 

going “over the head of immediate superviors to inform 

                                                 
56

 Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia (Whistleblower) 

dan Penyadapan Rahasia (Wrietapping, Electronic Interception) dalam 

menanggulangi Kejahatan di Indonesia, disampaikan dalam Seminar Center 

for Legislacy, Empowerment, Advocacy dan Research (CLEAR) di Hotel Le 

Meredian, 3 Agustus 2010, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10, No. 

6, Juli 2010, hlm. 13. Lihat dalam: Sigit Artantojati, Perlindungan Hukum 

terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis, Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2012, hlm. 55-56 
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 Imam Thurmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower...,  Op Cit, hlm. 33 
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higher management of the wrongdoing”. (Peniup peluit 

internal dilakukan dalam organisasi. Pelaporan tersebut 

disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas sebagai 

supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan 

kepada manajemen atasannya). 

2. External whistle blowing occurs outside the organization. It is 

revealing illegal and immoral activities within the 

organization to outside individuals or groups, regulatory body 

or non government organizations. (Peniup eksternal dilakukan 

di luar organisasi. Peniup peluit membuka kegiatan ilegal atau 

kegiatan immoral dalam suatu organisasi yang disampaikan 

kepada individu atau kelompok di luar organisasi tersebut, 

badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya 

masyarakat. 

a) Current-those who blow the wistle on present employers. 

(Anggota organisasi: mereka yang meniup peluit mengenai 

manajer organisasinya). 

b) Alumni-those who blow the whistle on former employers. 

(Alumni: mereka yang meniup peluit mengenai mantan 

manajernya) 

c) Open-whistleblower discloses his identity. (Terbuka: 

peniup peluit yang membuka identitasnya) 

d) Anonymus-whistleblower who does not disclose his 

identity. (Anonimus: peniup peluit yang menyembunyikan 

identitasnya) 

Konklusi uraian konteks di atas, beberapa sarjana memiliki 

pendapat beragam terkait pengertian whistleblower. Ada berpendapat 

bahwa whistleblower adalah pelapor atau pengungkap fakta yang tidak 

terlibat dalam kejahatan (bukan termasuk pelaku). Pendapat lain 

mengatakan bahwa whistleblower diartikan sebagai “peniup peluit” ini 

juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan 
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(saksi mahkota).
59

 Terhadap pemaknaan pendapat kedua ini, 

kategorisasi whistleblower jenis ini juga dimaknai sebagai justice 

collaborator. Selain pendapat tersebut, Mardjono Reksodiputro 

membedakan definisi dari saksi mahkota, whistleblowers, dan justice 

collaborators. Saksi mahkota adalah saksi utama dari jaksa, 

whistleblowers adalah orang yang membocorkan rahasia/pengadu. 

Baik saksi mahkota maupun whistleblowers adalah justice 

colaborators yaitu orang yang bekerjasama dengan penegak hukum.
60

 

Selain definisi berdasarkan pendapat dari para sarjana tersebut 

di atas, pada dasarnya pengertian whistleblower dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian secara 

tegas sebagai pengungkap fakta, namun secara tersirat dapat dimaknai 

sebagai whistleblower. Misalnya PP Nomor 71 Tahun 2000 menyebut 

orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau 

komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan 

dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 juga tidak memberikan pengertian 

secara spesifik tentang whistleblower (pengungkap fakta), hanya 

memberikan pengertian tentang saksi dan pelapor.
61

 Sementara itu 

SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 pengertian whistleblower dengan justice 

collaborator yang dimaknai oleh SEMA ini adalah berbeda. 

Whistleblower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan 

melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari 

pelaku kejahatan yang dilaporannya. Sementara itu justice 

collaborator dimaknai sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, dimana 

yang bersangkutab bukanlah pelaku utama dan mengakui 

kesalahannya.  

Dalam hukum positif Indonesia, whistleblower dan justice 

collaborator selintas diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 
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Desember 2005, www.antikorupsi.org 
60

 Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku..., 

Loc. Cit. 
61

 Imam Thurmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap 
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2006, Pasal 33, Pasal 37 ayat (3) United Nations Convention Against 

Corruption (UNCAC), Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 

UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) UU 

Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 54 

ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 35 

Tahun 2009, Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun, Pasal 33 UU 

Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2009, 

Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 4 PP Nomor 2 

Tahun 2002, Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2003, Pasal 3 PP Nomor 24 

Tahun 2003, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2008,  kemudian 

berikutnya juga diatur dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) PP Nomor 

99 Tahun 2012, Pasal 2 Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005, Pasal 

17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008, Pasal 3, Pasal 4 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik  

Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-

045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-

55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi 

Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor:08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 

Juni 2012
62

 dan lain sebagainya.  

Akan tetapi, sebagai perbandingan whistleblower di beberapa 

negara seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jerman, Albania, 

Hong Kong, Italia, Kolumbia, Belanda, Canada, Australia dan Inggris 
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Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disusun,ditetapkan dan 

dilaksanakan Sistem Penanganan Pengaduan  (Whistleblower System) Tindak 

Pidana Korupsi di lingkungan instansi masing-masing dengan membuat 
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Pengaduan Whistleblower. 



 

 
 

 

45 
 

diatur dalam bentuk undang-undang. Pada negara Amerika Serikat 

diatur dalam Whistleblower Act 1989, dan The Whistleblower 

Protection Enhancement Act of 2007 yang pada pokoknya melindungi 

peniup peluit yang bekerja pada pemerintah federal pada bagian 

pengawasan dengan tujuan mencegah peniup peluit mendapatkan 

pembalasan dari tempatnya bekerja karena telah mengungkapkan 

informasi tentang adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan 

wewenang, penyalahgunaan peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian 

di Afrika Selatan diatur dalam Pasal 3 Protected Disclosures Act 

Nomor 26 Tahun 2000 yang memberi perlindungan terhadap 

accupational detriment atau kerugian yang berhubungan dengan 

jabatan atau pekerjaan. Pada negara Canada diatur dalam Section 

425.1 Criminal Code of Canada yang pokoknya mengatur 

whistleblower yang dilindungi dari pemberi pekerjaan yang 

memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau 

melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan 

dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada 

pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas 

pekerja yang memberikan informasi. Pada Negara Australia melalui 

Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures Act 1994 dimana 

whistleblower identitasnya dirahasiakan, tidak ada 

pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari 

pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan 

perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media 

dan Inggris diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest 

Disclosures Act 1998 dimana whistleblower tidak boleh dipecah dan 

dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.  

Kemudian justice collaborator dalam Recommendation Rec 

(2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the 

rotection of witnesses and collaborators of justice disebutkan bahwa, 

“callaborator of justice” means any person who faces criminal 

charges, or has been convicted of taking part in a criminal association 

or other criminal organisation of any kind, or in offences of organized 

crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, 



 

 
 

 

46 
 

particularly by giving testimony about a criminal association or 

organisation, or about any offence connected with organized crime or 

other serious crimes”. (Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku 

tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari 

tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan 

terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari 

kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk 

bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan 

kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-

sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana 

yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius 

lainnya). 

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban Republik  Indonesia Nomor: M.HH-

11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 

Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 

Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku 

Yang Bekerjasama disebutkan, bahwa: 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai 

pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat 

penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau 

akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-

aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan 

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta 

memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.  

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Bersama 

tersebut disebutkan bahwa, “Pelapor adalah orang yang mengetahui 

dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan 

terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan 

bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya”, 

sedangkan,  “saksi pelapor adalah adalah orang yang melihat, 
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mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan 

melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada 

pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Berikutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Justice 

collaborator dan Saksi Republik Albania (Republic of Albania The 

Assembly Law Nomor 9205, Dated 15/03/2004 On The Justice 

collaborators and Witness Protection), dalam chapter 1 article 2 

didefinisikan bahwa: 

“A callaborator of justice is considered a person that serves a 

criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, 

toward whom special measures of protection have been applied 

due to callaboration, notifications and declarations made 

during the criminal proceeding on the offences provided in 

letter “e” of this article, and for these reasons is in a real, 

concrete or serious danger”. 

Pada dasarnya justice collaborators dalam undang-undang 

Republik Albania diartikan sebagai seorang yang sedang menjalani 

hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses 

peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang 

khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan 

keterangan, dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan 

pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, 

nyata, dan serius. 

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan 

justice collaborators sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik 

dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan 

kepada penegak hukum dalam bentuk, misalnya pemberian informasi 

penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah 

sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana 
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orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya 

tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya).
63

 

Di Indonesia, praktik perlindungan whistleblower dan justice 

callabolator dilakukan terhadap Vincentius Amin Sutanto, Agus 

Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu dan Endin Wahyudin.
64

 

Kemudian di negara asing, misalnya pada Colen Rowey (Amerika 

Serikat), Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath 

(India), Yoichi Mitzuni (Jepang)
65

, dan lain sebagainya. 

 

 

                                                 
63

 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan 

Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators), Usulan Dalam 

Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 3 
64

 Vincentius Amin Sutanto mantan financial controller di 

Asina Agri Group melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat 

dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank 

Fortis, Singapura dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian memberi 

keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya 

bekerja. Kemudian Agus Condro Prayitno dalam kasus dugaan suap BI 

kepada Hamka Yandu, Yohanes Waworuntu mengenai masalah 

Sisminbankum dan Endin Wahyudin tentang kasus yang melibatkan suap 

terhadap tiga hakim agung. 
65

 Colen Rowey adalah seorang agen khusus FBI yang 

mengungkapkan kelambanan FBI yang mungkin menyebabkan terjadnya 

serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan 

pentagon. Jeffrey Wigand seorang direksi di Bagian Riset dan Pengembangan 

(1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacoo 

Coorporation yang memberi laporan atau kesaksian atas praktik manipulasi 

kadar nikotin rokok yang diduga terjadi diperusahaan itu kemudian kisah ini 

diangkat dilayar lebar (1996) dengan judul film ”The Insider” dimana film 

tersebut memenangi Piala Oscar 1996. Shanmughan Manjunath seorang 

manajer diperusahaan minyak milik negara India yang mengungkapkan 

skema penjualan bensin tidak murni, dan Yoichi Mitzutani seorang presiden 

direktur perusahaan penyimpanan Nishinomiya Reizo di Jepang yang 

melaporkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow Brand Food Co. 

Snow telah melakukan pelabelan palsu. 
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D. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan 

Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized 

Crime 

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus organized 

crime, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada 

kasus tindak pidana kriminal lainnya. Supriyadi Widodo Eddyono 

menyebutkan terdapat beberapa pertimbangan halangan yang sering 

ditemukan, diantaranya:
66

 

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya. 

2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai 

kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan 

mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat 

tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang. 

3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara 

beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti 

ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang 

terlibat dalam hubungan yang dimaksud. 

4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada 

“tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti 

forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku. 

5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi 

dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat 

disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan 

kepada orang lain. 

6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, 

yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk 

mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau 

menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak 

hukum. 
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 Supriyadi Widodo Eddyono, Tantangan Perlindungan 

Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006, Koalisi Perlindungan 

Saksi, Jakarta, 2008  
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7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai 

tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang 

ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para 

saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat 

alibi-alibi palsu.  

Halangan-halangan sebagaimana disebutkan di atas, dapat 

diatasi apabila whistleblower maupun justice collaborator turut 

berpartisipasi bersama aparat penegak hukum membongkar organized 

crime. Oleh karena itu sangat penting jaminan perlindungan hukum 

maupun perlindungan khusus bagi mereka.  Perlindungan bagi para 

pelapor tindak pidana (whistleblower) dan pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) ini merupakan salah satu refleksi “penghargaan 

terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya 

mengungkap kejahatan yang complicated dan serius akibatnya 

sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka 

yang berjasa.”
67

 Penghargaan terhadap mereka adalah sebanding 

dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi 

membantu aparat penegak hukum.  

Sesungguhnya, tidak mudah menjadi seorang whistleblower 

maupun justice collaborator. Ana Radelat dalam kajiannya terhadap 

fenomena para pengungkap fakta (whistleblower) menggambarkan 

beberapa tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta. Terungkap 

tujuh tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta, mulai dari 

penemuan kasus penyimpangan, refleksi terhadap langkah-langkah 

yang diambil, konfrontasi dengan atasan mereka, resiko balas dendam 

dari pihak yang dilaporkan, proses hukum yang panjang, berakhirnya 

kasus hingga tahap memasuki kehidupan yang baru setelah kehilangan 

pekerjaan. Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan 

membawa dampak (konsekuensi) yang akan dialami seseorang. Tidak 

                                                 
67

 Djoko Sarwoko, Reward bagi “Whistleblower” (Pelapor 

Tindak pidana) dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Makalah yang 

disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh 

Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm. 13  
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semua tahap akan mudah dilalui para pengungkap fakta 

(whistleblower) bahkan terkadang karena terlalu panjangnya tahapan 

yang harus dilalui tidak jarang diantara mereka sampai harus 

mengalami pertolongan psikiatris maupun medis akibat tekanan-

tekanan psikis yang harus mereka tanggung.
68

  

Lebih lanjut Ana Radelat menyatakan bahwa berdasarkan 

survey terhadap 233 pengungkap fakta (whistleblower), 90 persen dari 

mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada 

publik dan hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk menjadi 

whistleblower sementara sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi 

whistleblower, mereka adalah para pegawai yang berprestasi, 

memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan rata-rata berangkat dari 

latar belakang agama yang kuat.
69

   

Sementara itu Glazer dan Glazer (1986) melakukan studi 

terhadap 55 pengungkap fakta (whistleblower) untuk mengungkap 

motif mereka menjadi pengungkap fakta menyatakan bahwa mereka 

memutuskan untuk mengungkap fakta berdasarkan keyakinan 

individual. Pengungkap fakta (whistleblower) berasumsi suatu sistem 

yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan 

sistem itu juga korup. Dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian 

dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. 

Umumnya bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para 

pengungkap fakta (whistleblower) bersumber pada tiga hal yakni: 

nilai-nilai keagamaan (religius value), etika profesional (profesional 

ethics) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (social 

responsibility).
70

 

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta (whistleblower) 

di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak sedikit diantara mereka 

harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa 

                                                 
68

 Achmad Zainal Arifin, Fenomena Whistle Blower dan 

Pemberantasan Korupsi, Kompas, 30 April 2005 dalam: Imam Thurmudhi, 

Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower...,  Op Cit, hlm. 32 
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 Achmad Zainal Arifin, Fenomena Whistle Blower....,  Ibid 
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tahun, bahkan beberapa diantara mereka kesulitan mendapatkan 

pekerjaan baru karena dipandang sebagai trouble maker (pembuat 

kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada 

perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya.
71

 Dengan demikian 

tidak sedikit dari para pengungkap fakta tersebut mengalami 

penurunan kualitas hidup disebabkan minimnya penghargaan dan 

perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai. Oleh karena itu 

perlindungan yang diberikan kepada whistleblower maupun justice 

collaborator harus komprehesif, tidak saja sebatas perlindungan 

hukum dan perlindungan khusus yang berlaku selama proses peradilan 

pidana saja, namun juga perlu diberlakukan saat setelah proses 

peradilan. Sebagaimana di Korea Selatan misalnya, selain 

mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan khusus selama 

persidangan, whistleblower diberikan penghargaan secara materi dan 

perlindungan setelah proses peradilan pidana.
72

 Hal ini dapat dijadikan 

contoh di negara Indonesia dan apabila diterapkan dengan baik maka 

besar harapan organized crime dapat diberantas secara optimal 

melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan para pengungkap fakta whistleblower maupun justice 

collaborator.  
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 Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen 

Pemberantasan Korupsi Korea Selatan, Son Yim mengatakan, di negaranya, 

Korea Selatan, whistleblower atau peniup peluit mendapatkan reward dua 
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BAB III 

EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  

WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR  

DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA,  

NOTA KESEPAHAMAN DAN PERATURAN BERSAMA 

 

A. Pengaturan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam 

Hukum Positif Indonesia 

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa organized crime 

bukanlah kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang individu 

dengan motif dan modus operandi sederhana, melainkan kejahatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang ahli 

dibidangnya (white collar crime) dengan menggunakan sistem kinerja 

rapi dan dilaksanakan secara sistematis serta membawa keuntungan 

besar bagi masing-masing pelaku sesuai dengan perannya. Oleh 

karena itu pengungkapan dan penanganan kejahatan jenis ini harus 

menggunakan “orang dalam” baik yang terlibat secara langsung 

(justice collaborator) maupun oleh “orang dalam” yang tidak ikut 

terlibat tapi mengetahui terjadinya kejahatan tersebut (whistleblower). 

Kesaksian dari mereka baik yang berperan sebagai pelapor, saksi 

pelapor maupun saksi pelaku yang bekerjasama sangat penting bagi 

aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani organized 

crime secara efektif. Hal ini dikatakan demikian mengingat bahwa 

salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah 

keterangan saksi yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri 

terjadinya suatu tindak pidana dalam mencari dan menemukan 

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana. Sementara itu penegak hukum dalam mencari dan menemukan 

kejelasan tentang tindak pidana sering mengalami kesulitan karena 

tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik 

fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Selain itu dalam rangka 

menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak 

pidana, perlu diciptakan iklim kondusif dengan cara memberikan 

perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang 
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mengetahui atau menemukan suatu hal guna dapat membantu 

mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal 

tersebut kepada penegak hukum. Konsekuensi logisnya perlindungan 

hukum terhadap mereka harus menjadi bagian utama dari kebijakan 

penanggulangan organized crime sehingga keberpihakan hukum 

terhadap mereka terwujud secara nyata. Tegasnya, konklusi dimensi 

ini diharapkan eksistensi whistleblower dan justice collaborator 

semaksimal mungkin dapat terformulasikan dengan baik dalam 

hukum positif.    

Pada dasarnya eksistensi whistleblower dan justice 

collaborator telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Eksistensi Whistleblower Dalam Hukum Positif Indonesia 

Whistleblower secara tekstual dan tersurat diatur dalam 

SEMA Nomor: 04 Tahun 2011. Dalam SEMA tersebut whistleblower 

diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Pelapor tindak pidana yang 

dimaksud oleh SEMA ini adalah mereka yang mengetahui dan 

melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang 

dilaporkannya. Pelapor tindak pidana (whistleblower) sebagaimana 

dijelaskan SEMA memiliki dua kapasitas atau peran yaitu sebagai 

pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu 

dan bisa juga pelapor tersebut tidak hanya sebatas bertugas 

melaporkan saja tapi juga berperan sebagai saksi. Secara teknis, 

pelapor tindak pidana baik yang berperan sebagai pelapor an sich 

maupun sebagai saksi sekaligus, SEMA tidak mengatur secara detail 

dan komprehensif terkait perlindungan apa saja yang dapat diberikan 

kepada mereka (hanya pengaturan mengenai apabila terlapor tindak 

pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas 

laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan 

dibanding laporan dari terlapor). Hal ini berhubungan dengan ruang 

lingkup SEMA yang hanya dijadikan pedoman bagi para Hakim 
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sewaktu menerima dan memeriksa perkara yang dilaporkan di 

pengadilan, jadi tidak mengikat penegak hukum lainnya. 

Secara umum whistleblower berdasarkan perannya dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi. 

Terkait dua peran tersebut maka hak-hak yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan berbeda, secara rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

Pertama, whistleblower yang hanya berperan sebagai 

pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan tidak secara langsung 

mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak 

pidana. Tegasnya, whistleblower hanya sebatas mengetahui informasi 

yang selanjutnya bermanfaat terhadap suatu pengungkapan fakta 

tindak pidana oleh penegak hukum. Dari perspektif dan optik KUHAP 

pelapor adalah orang yang memberikan laporan kepada pejabat 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu 

tindak pidana. Hal ini diatur sebagaimana pengertian laporan menurut 

pasal 1 angka 24 KUHAP yang menegaskan bahwa laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau 

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 

tindak pidana.  

Konteks ini berarti lazimnya pelapor merupakan manifestasi 

dari peran serta perorangan ataupun masyarakat dalam membantu 

melakukan upaya optimalisasi penegakan hukum pidana dan 

pemberantasan tindak pidana. Selain dalam KUHAP, beberapa 

peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor 

secara khusus diantaranya Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Pelapor 

Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, Pelapor Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelapor Tindak 

Pidana Narkotika, Psikotropika, Terorisme dan lain sebagainya. 

Pelapor Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 

20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002 dan PP Nomor  71 Tahun 

2000.  
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Pendefinisian pelapor tindak pidana korupsi berbeda dengan 

pelapor pada tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 24 KUHAP. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 3 ayat 

(1) PP Nomor 71 Tahun 2000 menyebutkan bahwa “yang dimaksud 

dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu informasi 

kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak 

pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 24 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana.” 

Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 

Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai peran serta masyarakat 

untuk secara aktif memberikan laporan atau informasi atau 

pemberitahuan kepada aparat penegak hukum akan, sedang atau telah 

terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Secara fungsional, masyarakat 

ditingkatkan perannya guna didistribusikan hak dan tanggungjawab 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Sebagai apresiasi pemerintah terhadap pelibatan masyarakat yang 

berperan sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi diberikan penghargaan. Pelibatan masyarakat sebagai 

pelapor ini secara normatif diatur secara rinci dalam pasal 41 UU 

Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang 

menyebutkan bahwa:  

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diwujudkan dalam bentuk : 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, 

memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 

telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak 

hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 
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c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara 

bertanggung jawab kepada penegak hukum yang 

menangani perkara tindak pidana korupsi; 

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang 

laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan 

dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, 

atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan 

berpegang teguh pada asas atau ketentuan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dengan mentaati norma agama dan norma lainnya. 

5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta 

masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Selain dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 

Tahun 2001, pelapor tindak pidana korupsi juga diatur dalam UU 

Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana pada pasal 15 huruf (a) yang 

berbunyi: “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor 

yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 

mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”. Dalam penjelasannya 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan 

perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian 
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jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau 

penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk 

perlindungan hukum. 

Eksistensi pelapor tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan 

UU Nomor 30 Tahun 2002 diatur secara teknis dalam peraturan 

pelaksanaanya berupa PP Nomor 71 Tahun 2000. Pada Pasal 2 ayat 

(1), (2), Pasal  5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 

2000 diatur mengenai hak bagi setiap orang, Organisasi Masyarakat, 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat mencari, memperoleh dan 

memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 

korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak 

hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. 

Diatur juga mengenai tata cara penyampaian informasi, saran, dan 

pendapat atau permintaan informasi tersebut harus dilakukan secara 

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. 

Para pelapor tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum baik 

mengenai status hukum maupun rasa aman. Perlindungan terhadap 

rasa aman dapat diberikan apabila pelapor mengajukan permintaan 

kepada penegak hukum guna pengamanan fisik pada diri pelapor 

maupun keluarganya. Namun perlindungan status hukum pelapor 

tersebut tidak berlaku jika apabila dari hasil penyelidikan dan 

penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan 

pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Demikian juga 

apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan hukum dalam perkara 

lain, maka perlindungan mengenai status hukum tersebut tidak dapat 

diberikan. Selain itu pelapor tindak pidana korupsi juga diberikan hak 

untuk mendapatkan kerahasiaan identitas dalam proses peradilan.  

Selain pelapor tindak pidana korupsi, jenis pelapor tindak 

pidana yang secara khusus mendapatkan pengaturannya di luar 

KUHAP adalah pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Pelapor tindak pidana pencucian uang 

memiliki definisi tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 
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ayat (2) PP Nomor 57 tahun 2003 menyebutkan pelapor adalah setiap 

orang yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi 

keuangan yang mencurigakan atau transaksi yang dilakukan secara 

tunai sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang  atau setiap 

orang yang secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang 

adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. . 

Setiap pelapor pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, 

selama maupun setelah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan 

khusus ini dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
73

 

Terdapat beberapa hak yang didapat oleh pelapor tindak pidana 

pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menurut UU Nomor 8 

Tahun 2010, diantaranya: 

1. Berhak untuk mendapatkan kerahasiaan indentitas baik oleh 

PPATK, penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Apabila 

hak ini dilanggar maka pelapor dan ahli warisnya dapat 

mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan. 

(Pasal 83 ayat (1), (2) UU Nomor 8 Tahun 2010) 

2. Berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Negara baik 

dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 

dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. (Pasal 84 ayat (1), 

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010) 

3. Berhak untuk mendapatkan jaminan tidak dapat dituntut baik 

secara perdata atau pidana atas pelaporan yang diberikan oleh 

yang bersangkutan. (Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 

2010) 

Perlindungan khusus bagi pelapor tindak pidana pencucian 

uang menurut Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 57 tahun 2003 ini, 

didefinisikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh 
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 Pasal 2 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan 

Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 



 

 
 

 

60 
 

Negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor dari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau 

hartanya termasuk keluargannya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) 

yang dimaksud keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti yang terdiri 

dari suami/istri dan anak dari pelapor. Terdapat 4 (bentuk) bentuk 

perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada pelapor tindak 

pidana pencucian uang, yaitu: 

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga 

Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental; 

2. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi; 

3. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; 

dan/atau 

4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka 

atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) PP Nomor 57 

Tahun 2003 menyebutkan perlindungan khusus dilaksanakan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didasarkan adanya 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, 

termasuk keluarga pelapor sebagai akibat disampaikannya laporan 

tentang transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi yang 

dilakukan secara tunai atau disampaikannya laporan tentang adanya 

dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh pelapor. Secara 

teknis perlindungan khusus terhadap pelapor tindak pidana pencucian 

uang yang dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 2005 yang berlaku 

sejak 30 Desember 2005. 

Berdasarkan uraian konteks di atas maka dapat dikatakan 

bahwa eksistensi whistleblower yang berperan sebagai pelapor tindak 

pidana secara normatif diatur dalam KUHAP. Namun pengaturan 

yang terbatas dalam KUHAP menyebabkan lemahnya perlindungan 

terhadap mereka atas segala macam ancaman dan teror yang 

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya maupun keluarganya 

sebagai akibat tindakan pelapor berpartisipasi melakukan pelaporan 
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atas akan, sedang dan telah terjadinya suatu tindak pidana. Pengaturan 

hak-hak terhadap whistleblower yang berperan sebagai pelapor tindak 

pidana yang cukup komprehensif adalah terkait dengan dua tindak 

pidana khusus yaitu pelapor tindak pidana korupsi dan pelapor tindak 

pidana pencucian uang.  

Selain pelapor dari kedua tindak pidana tersebut, perlindungan 

terhadap mereka masih minim, karena hanya didasarkan pada 

KUHAP, sedangkan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, secara 

tekstual hak-hak dan perlindungan terhadap pelapor tidak diatur secara 

rinci karena undang-undang tersebut lebih focus pada pengaturan hak-

hak dan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana yang 

notabene menyampaikan kesaksiannya dihadapan proses peradilan 

pidana. Besar harapan, dengan urgennya perlindungan terhadap 

whistleblower yang berperan sebagai pelapor tindak pidana umum dan 

khusus tersebut maka di masa yang akan datang (ius constituendum) 

perlu diformulasikan ketentuan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang memberikan payung hukum terhadap mereka 

sebagaimana pengaturan hak-hak dan perlindungan dalam tindak 

pidana khusus korupsi dan pencucian uang. 

Kedua, whistleblower yang berperan sebagai saksi pelapor. 

Dimensi ini berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang 

melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami 

sendiri telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang 

secara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum yang 

berwenang. Saksi pelapor dapat diartikan sebagai pelapor yang juga 

berperan sebagai saksi. Saksi jenis ini pada asasnya berbeda dengan 

saksi yang hanya berperan sebagai saksi tanpa berperan sebagai 

pelapor. Kualifikasi whistleblower yang merangkap sebagai pelapor 

dan sebagai saksi ini, harus dibedakan dengan pengertian umum 

tentang pelapor dan saksi secara umum. Dengan adanya pembedaan 

kualifikasi saksi pelapor dengan pelapor dan saksi dalam pengertian 

umum (yang bukan whistleblower) maka akan nampak juga perbedaan 

jenis perlindungan dan penghargaan terhadap mereka masing-masing 

dalam proses peradilan pidana. 
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Secara umum yang dimaksud sebagai saksi menurut Pasal 1 

angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri. Secara fungsional, saksi diharapkan dapat menjelaskan 

rangkaian kejadian berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi 

objek pemeriksaan dimuka persidangan. Saksi dalam peradilan pidana 

menempati posisi kunci sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 

KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat signifikan 

apabila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya 

kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak 

awal hingga diakhir proses peradilan pidana. Bahkan Muhammad 

Yusuf,
74

 secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan 

peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi durk 

number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia 

yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang 

hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem 

hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang 

bukti (real evidence). 

Konsekuensi logisnya, dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang sifatnya mengatur tindak pidana secara 

khusus, maka hak-hak dan kewajiban dari saksi tindak pidana khusus 

tersebut kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

khusus bersangkutan. Misalnya UU Tindak Pidana Korupsi beserta 

Peraturan Pelaksananya; UU yang terkait dengan HAM beserta 

peraturan Pelaksananya; UU Tindak Pidana Terorisme beserta 

Peraturan Pelaksananya; UU Tindak Pidana Pencucian Uang beserta 

peraturan Pelaksananya; dan Peraturan Perundang-undangan khusus 

lainnya. Selanjutnya pada tahun 2006 diterbitkanlah UU Nomor 13 

Tahun 2006 yang secara umum memberikan payung hukum utama 

bagi penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. 
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UU Perlindungan Saksi dan Korban ini juga telah memberikan fondasi 

dasar atas berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 

perlindungan terhadap saksi dan korban. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai eksistensi saksi tindak 

pidana khusus yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan khusus 

dan eksistensi saksi tindak pidana umum yang diatur oleh UU Nomor 

13 Tahun 2006:  

Pertama, saksi pelanggaran HAM berat. Eksistensi saksi 

pelanggaran HAM berat diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 dan 

PP Nomor 2 Tahun 2002. Definisi saksi pelanggaran HAM yang Berat 

dengan definisi saksi dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur 

dalam KUHAP berbeda. Pasal 1 angka (3) PP Nomor 2 Tahun 2002 

mendefinisikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat 

sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan 

mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 

manapun. Adapun yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror, 

dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang 

bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga 

baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak 

dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan.  

Ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 

menentukan setiap saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan 

terhadap mereka wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan 

aparat keamanan secara cuma-cuma. Kemudian Pasal 1 angka (4), 

Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan perlindungan 

tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
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dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan terhadap 

saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini meliputi 

perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan 

mental, perahasiaan identitas korban atau saksi dan pemberian 

keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap 

muka dengan tersangka. 

Secara normatif, tata cara perlindungan terhadap saksi dalam 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam PP Nomor 2 

Tahun 2002. Perlindungan terhadap saksi dalam pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat ini dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak 

hukum dan aparat keamanan; dan atau permohonan yang disampaikan 

oleh korban atau saksi. Pemberian perlindungan dihentikan bilamana 

terdapat permohanan pemberhentian dari yang bersangkutan, atau 

saksi meninggal dunia atau berdasarkan pertimbangan aparat penegak 

hukum dan aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi. 

Kedua, saksi tindak pidana terorisme. Eksistensi saksi 

tindak pidana terorisme diatur dalam UU Tindak Pidana Terorisme, 

UU Nomor 9 Tahun 2013 dan PP Nomor 24 Tahun 2003. Saksi tindak 

pidana terorisme memiliki definisi tersendiri yang berbeda dengan 

definisi saksi menurut KUHAP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 

(2) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa saksi adalah orang 

yang memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 

perkara tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri 

dan alami sendiri.  

Kemudian ketentuan Pasal 2 dan 5 PP Nomor 24 Tahun 2003 

menentukan saksi tindak pidana terorisme memiliki hak untuk 

mendapatkan perlindungan yang terkait dengan rasa aman yang 

diberikan oleh Negara dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan 

dalam perkara tindak pidana terorisme yang membahayakan diri, jiwa 

dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun setelah proses 

pemeriksaan perkara pidana terorisme. Perlindungan tersebut tidak 

hanya untuk yang bersangkutan saja tetapi juga meliputi keluarganya. 

Adapun pengertian keluarga di sini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
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ayat (2) PP Nomor24 Tahun 2003 ini menyebutkan bahwa yang 

dimaksud keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri 

dan anak dari Saksi.  

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud di atas, wajib 

dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme. 

Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat 

pemeriksaan perkara. Perlindungan yang diadakan tersebut dapat 

dimohonkan oleh saksi yang membutuhkan perlindungan kepada 

aparat penegak hukum khususnya kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Secara teknis, pelaksanaan perlindungan diatur lebih lanjut 

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

Menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2003 setidaknya  

terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan bagi saksi tindak pidana 

terorisme yang wajib dilakukan oleh aparat hukum dan aparat 

keamanan yaitu berupa:  

a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan 

mental;  

b. kerahasiaan identitas saksi;  

c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.  

Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 

pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka yang dimaksud di 

atas adalah pemeriksaan saksi di sidang pengadilan dilakukan melalui 

komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Pemeriksaan di sidang 

pengadilan dengan metode demikian dilakukan dengan 

memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian 

keterangan diantaranya tidak dibawah paksaan dan tekanan; tidak 

dipandu; dan didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal 

diperlukan didampingi juga oleh advokat. (Pasal 39 UU Nomor 9 

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme) 
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Ketiga, saksi tindak pidana korupsi. Eksistensi saksi tindak 

pidana korupsi diatur dalam Pasal 35, 36 UU Nomor 31 Tahun 1999 

jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 diatur 

secara teknis dalam peraturan pelaksananya berupa PP Nomor 71 

Tahun 2000. Pada dasarnya setiap orang wajib memberikan 

keterangan sebagai saksi tindak pidana korupsi kecuali ayah, ibu, 

kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari 

terdakwa korupsi. Orang-orang yang dikecualikan tersebut dapat 

diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi apabila mereka 

menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa 

persetujuan terdakwa, mereka dapat memberikan keterangan saksi 

tanpa disumpah. Selain itu kewajiban untuk memberikan keterangan 

sebagai saksi tindak pidana korupsi pun juga berlaku terhadap mereka 

yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya 

diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut 

keyakinannya harus menyimpan rahasia. 

Terhadap para saksi tindak pidana korupsi yang 

menyampaikan laporan dan memberikan keterangan mengenai 

terjadinya tindak pidana korupsi, maka terhadap mereka menurut 

Pasal 15 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat diberikan 

perlindungan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang 

dimaksud dengan “pemberian perlindungan” oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi tersebut  melingkupi juga pemberian jaminan 

keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian 

identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan 

hukum. 

Selain mendapatkan perlindungan sebagaimana yang 

dimaksud di atas, saksi tindak pidana korupsi juga mendapatkan 

perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap “status hukum”-

nya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2000, bentuk perlindungan 

terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak 

dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh 

tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada 

proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Atau 
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dengan kata lain proses hukum kasus korupsi itu harus didahulukan 

daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap 

saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan terhadap 

“status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan 

dan penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat 

keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang 

dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap 

saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap 

rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.  

Keempat, saksi pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang (money laundering). Eksistensi saksi 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah 

diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010) dan PP Nomor 57 tahun 

2003. Definisi saksi tindak pidana pencucian uang dengan saksi pada 

tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP berbeda. 

Saksi tindak pidana pencucian uang menurut PP Nomor 57 tahun 2003 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami 

sendiri. 

Pada dasarnya perlindungan bagi saksi tindak pidana 

pencucian uang menurut UU Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak 

hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum 

berupa perlindungan kepada saksi dari adanya gugatan atau tuntutan 

baik secara perdata atau pidana. Secara fungsional, setiap saksi dalam 

perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan 

khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan 

perkara. Perlindungan khusus didefinisikan sebagai suatu bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan 

rasa aman terhadap Saksi dari kemungkinan ancaman yang 

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. 

Adapun yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga inti yang 
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terdiri dari suami/istri dan anak dari saksi tindak pidana pencucian 

uang.  

Menurut PP Nomor 57 tahun 2003 ini, ada 4 (empat) bentuk 

perlindungan khusus yang dapat diberikan, yaitu: 

1. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Saksi 

dari ancaman fisik atau mental; 

2. perlindungan terhadap harta Saksi; 

3. perahasiaan dan penyamaran identitas Saksi; dan/atau 

4. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka 

atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. 

Perlindungan khusus yang dimaksud di atas dilaksanakan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan adanya 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, 

termasuk keluarga Pelapor dan Saksi sebagai akibat: 

1. Disampaikannya laporan tentang adanya Transaksi Keuangan 

Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan 

Secara Tunai oleh Pelapor atau PPATK karena kewajibannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya 

tindak pidana pencucian uang oleh Pelapor atau PPATK 

secara sukarela; atau 

3. Ditetapkannya seseorang sebagai Saksi dalam perkara tindak 

pidana pencucian uang.  

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 57 tahun 2003 ini, ada 

4 (empat) bentuk perlindungan khusus, maka dalam jangka waktu 

paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan 

diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, Polri akan 

melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk 

perlindungan yang diperlukan. Pemberian perlindungan khusus 

sebagaimana tersebut diatas diberitahukan secara tertulis kepada 

Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu 

kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan. 

Adapun segala biaya yang berkaitan dengan pemberian perlindungan 

khusus terhadap Pelapor dan Saksi, dibebankan pada anggaran Polri 
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tersendiri. Secara teknis perlindungan khusus terhadap pelapor tindak 

pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 

2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005.  

Kelima, eksistensi saksi menurut Pasal 1 angka 2, angka 6, 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, saksi 

didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Tegasnya, UU 

Nomor 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan pada Saksi dan 

Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan 

peradilan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala 

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 

rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan 

oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang ini. Perlindungan saksi berasaskan penghargaan atas harkat 

dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan 

kepastian hukum. 

Pada dasarnya perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa 

aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses 

peradilan pidana. Dalam pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 

ditegaskan bahwa seorang saksi berhak: memperoleh perlindungan 

atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan 

keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari 

pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan 

pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat 

identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh 
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penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat 

nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara 

sampai batas waktu perlindungan berakhir.
75

 Hak-hak tersebut dapat 

diberikan terhadap saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu 

sesuai dengan keputusan LPSK. 

Selain hak-hak tersebut di atas, saksi juga mendapatkan 

perlindungan hukum berupa tidak dapat dituntut secara hukum baik 

pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang 

sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya 

dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang 

akan dijatuhkan. Perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi 

yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 

Secara teknis, pada pemeriksaan persidangan, saksi yang 

merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas 

persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung 

di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi tersebut 

dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan 

dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda 

                                                 
75

 Menurut Djoko Sarwoko, secara ringkas harus dimaknai 

bahwa semenjak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan korban telah memperoleh 

perlindungan, terutama tentang perahasiaan dan atau penyamaran identitas 

dan alamat saksi dan pelapor, sehingga didalam persidangan hakim dan 

penuntut umum tidak boleh membocorkan nama samaran atau identitas yang 

telah disamarkan, lagi pula di persidangan pengadilan telah menyebutkan 

nama atau indentitas lain dari saksi dan pelapor tersebut, demikian pula 

setelah selesai diputusnya perkara terdakwa maka saksi dan pelapor untuk 

dalam jangka waktu tertentu tetap mendapatkan perlindungan. Jika perlu 

dievakuasi atau relokasi pelapor dan saksi ke tempat atau wilayah lain yang 

dipastikan aman dan bebas dari ancaman. Dalam Djoko Sarwoko, Reward 

bagi “Whistleblower” (Pelapor Tindak pidana) dan “Justice Collaborator” 

(Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 

Makalah yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm.10 
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tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. 

Saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui 

sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. 

Adapun tata cara memperoleh perlindungan melalui 

pengajuan permohonan tertulis kepada LPSK dari saksi yang 

bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 

pejabat yang berwenang. Selanjutnya LPSK segera melakukan 

pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Kemudian keputusan 

LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

permohonan perlindungan diajukan. Dalam hal LPSK menerima 

permohonan maka Saksi diminta menandatangani pernyataan 

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi. 

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan 

Saksi yang memuat: kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk 

memberikan kesaksian dalam proses peradilan; kesediaan Saksi 

dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan 

keselamatannya; kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak 

berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas 

persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK; 

kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada 

siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan 

hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada 

Saksi termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan 

kesediaan. Perlindungan atas keamanan Saksi hanya dapat dihentikan 

berdasarkan alasan: Saksi meminta agar perlindungan terhadapnya 

dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; atas 

permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan 

perlindungan terhadap Saksi berdasarkan atas permintaan pejabat 

yang bersangkutan; Saksi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis 

dalam perjanjian; atau LPSK berpendapat bahwa Saksi tidak lagi 

memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. 

Adapun bentuk penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi 

harus dilakukan secara tertulis. 
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Konklusi dasar uraian tentang eksistensi whistleblower yang 

berperan sebagai saksi tersebut di atas maka dapat ditarik “benang 

merah” bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap saksi sebagaimana 

diatur KUHAP masih sangat minim. Adapun bagi saksi tindak pidana 

khusus yang antara lain saksi tindak pidana korupsi, saksi tindak 

pidana pelanggaran HAM yang berat, saksi tindak pidana terorisme, 

dan saksi tindak pidana pencucian uang memiliki pengaturan yang 

cukup bagi hak-hak dan perlindungan terhadap saksi. Sedangkan 

eksistensi saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah 

cukup baik, meskipun masih perlu dilakukan revisi guna upaya 

optimalisasi perlindungan terhadap saksi. Misalnya terkait dengan 

pembatasan jenis saksi yang dapat dilindungi adalah yang hanya 

terbatas pada saksi tindak pidana tertentu yang berdasarkan keputusan 

LPSK. Jadi terhadap saksi yang tidak didasarkan oleh keputusan 

LPSK maka tidak dapat memperoleh hak-hak dan perlindungan 

hukum sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan 

Korban.  

 

2. Eksistensi Justice Collaborator Dalam Hukum Positif Indonesia 

Secara tersurat, penyebutan justice collaborator belum ada 

dalam undang-undang, hanya SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 secara 

rinci menjelaskan definisi dan bentuk perlindungan terhadap justice 

collaborator. Namun secara tersirat, perlindungan hukum terhadap 

orang-orang yang berperan sebagai justice collaborator  telah diatur 

dalam beberapa undang-undang seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

mengakui eksistensi pelaku yang bekerjasama lazim disebut dengan 

istilah saksi mahkota. Eksistensi saksi mahkota selintas diatur dalam 

Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa, “dalam hal penuntut 

umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak 

pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak 

termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara 

terpisah”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP 
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ditegaskan, bahwa: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat 

mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajad ketiga dari 

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.  

Apabila dikaji secara implisit maka redaksional ketentuan 

Pasal 168 huruf b KUHAP  yang berbunyi, “ … atau  yang bersama-

sama sebagai terdakwa, …”, selintas ada mengatur tentang “saksi 

mahkota”. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini nampak 

apabila  terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana 

tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara 

tersendiri (splitsling perkara) dimana keduanya satu sama lain saling 

menjadi saksi. Konkritnya, status mereka masing-masing adalah 

sebagai terdakwa sekaligus juga sebagai saksi terhadap perkara 

lainnya.  

Dari ketentuan pasal KUHAP di atas yang mengatur secara 

implisit  tentang “saksi mahkota” apabila dikaji dari visi teoretis dan 

praktik menimbulkan sebuah nuansa yuridis. Di satu sisi diajukannya 

saksi ini di depan persidangan  diharapkan  dapat mengungkapkan 

kebenaran materiel suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa 

terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit 

pembuktiannya. Akan tetapi di sisi lainnya penerapan jenis saksi ini 

akan berbenturan dengan aspek teoretis dimana pengaturan “saksi 

mahkota”  tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP  dan dari sudut 

pandang hukum pidana materiel  akan menimbukan implikasi yuridis. 

Konkretnya, pada dimensi praktik jenis “saksi mahkota” dibutuhkan 

dalam rangka pengungkapan sebuah perkara sedangkan dari dimensi 

lainnya pengaturan dan implikasi yuridis jenis saksi ini terlihat  dari 

aspek teoretisnya.  

Dalam realitasnya, keberadaan saksi mahkota yang diatur 

dalam KUHAP ini masih menimbulkan pemahaman yang berbeda 

baik dari para pakar hukum pidana. Menurut Hendar Soetama, 

penyalahartian kata saksi mahkota yang diberi makna “saksi kunci” 

yang semata-mata difaedahkan dalam pembuktian. Saksi kunci 
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diterapkan dalam perkara yang dilakukan terdakwa yang terdiri atas 

lebih dari satu orang (tindak pidana penyertaan). Para terdakwa 

dijadikan “saksi silang” dengan terdakwa lain. Mengingat arti 

pentingnya keterangan mereka, timbul pandangan seolah-olah 

kualifikasinya senilai mahkota.
76

 Sedangkan Loeby Loqman,
77

 

menegaskan bahwa praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak 

asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir antar para terdakwa 

sangatlah tidak manusiawi. 

Sementara itu Andi Hamzah,
78

 menegaskan bahwa saksi 

mahkota disalahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa 

dalam hal ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian 

bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan 

kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara 

yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan 

dengan larangan selfcrimination (mendakwa diri sendiri), karena dia 

sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa 

atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong 

tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat 

dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para 

terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena 

pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta 

melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa. 

Lebih lanjut Andi Hamzah
79

 menyatakan bahwa di Belanda dan Italia 

diterapkan saksi Mahkota (kroon getuige) yaitu tersangka/terdakwa 

karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya, 
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 Hendar Soetarna, Whistleblower dan Saksi Mahkota, Jawa 

Pos, 12 September 2011 dalam: Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap 

Saksi Pelaku..., Op. Cit.,  hlm. 59  
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 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan 

Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, 

Surabaya, 2010, hlm. 5   
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 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 
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imbalannya ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, 

misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkotika dan 

terorisme. 

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan 

menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah 

Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang 

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan 

dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya terpisah sebagai 

terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang 

diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1986 K/Pid/1989. Sedangkan di lain pihak, berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1147 K/Pid/1994, Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1590 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1592 K/Pid/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1706 K/Pid/1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa 

lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim 

seharusnya menolak adanya saksi mahkota.
80

 

Pada dasarnya eksistensi justice collaborator secara tersirat 

selain disamakan dengan eksistensi saksi mahkota, dalam peraturan 

perundang-undangan khusus juga diatur secara tersirat. Secara rinci 

peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:   

Pertama, Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur 

mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor ataupun 

saksi pelapor yang ternyata juga terlibat dan dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat 

keterlibatan yang bersangkutan maka terhadap mereka tidak dapat 

diberikan perlindungan berupa status hukum. Namun tetap diberikan 

perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan.  
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Kedua, Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 

menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus 

yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia 

ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang-Undang tidak 

menjelaskan maksud yang lebih rinci, namun dapat ditafsirkan bahwa 

saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka 

yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa: 
81

 

a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk 

memberatkan terdakwa lainnya 

b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat 

bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun 

yang belum diungkapkan 

c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat 

penegak hukum 

d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan pasal di atas 

dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi 

saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama. 

Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 

13 Tahun 2006 tersebut dalam doktrin dan praktik hukum di negara 

Anglo Saxon dikenal sebagai “Plea Bargaining System”. Dalam 

Praktek plea bargaining dilakukan dengan membuat pernyataan 

bersalah atau dikenal dengan terminologi “guilty plea”, sehingga 

dengan pernyataan bersalah seorang terdakwa akan mendapat 

pengurangan hukuman. 
82

 John Sprack menyebutkan lebih lanjut 

bahwa: 

 “It can mean an agreement between the judge and the accused 

that if he pleads guilty to some or all of the offences charged 

against him the sentence will or will not take a certain 
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form…….. Second, plea bargaining can mean an undertaking 

by the prosecution that if the accused will admit to certain 

charges they will refrain from putting more serious charge into 

the indictment or will ask the judge to impose relatively light 

sentence……. Thirdly, plea bargaining may refer to the 

prosecution agreeing with the defence that if the accused pleads 

guilty to a lesser offence they accept the plea…. Lastly, it may 

refer to the prosecution agreeing not to proceed on one or more 

counts in the indictment against the accused if he will plead 

guilty to the remainder”.
83

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya 

peraturan perundang-undangan secara tersirat telah mengakui 

keberadaan whistleblower maupun justice collaborator, namun secara 

tersurat penegasan eksistensi whistleblower dan justice collaborator 

baru muncul pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 

2011. Dalam SEMA disebutkan, whistleblower adalah pihak yang 

mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan 

merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. 

Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak 

pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama 

dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi 

di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud 

SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana 

narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun 

tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak 

pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi 

stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam SEMA dijelaskan bahwa 

keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi 

publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut.  

Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) 

Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against 
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Corruption) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU 

Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) pasal tersebut 

berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, 

memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi 

hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang 

substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang 

diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan ayat (3) pasal tersebut 

adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan 

sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 

kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama 

substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) 

suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. 

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti 

Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation 

Convention Against Transnational Organized Crimes) dimana 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan 

Transnasional menjadi UU Nomor 5 Tahun 2009. 

SEMA ini menjadi pedoman bagi pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding dalam penerapan perlindungan terhadap 

whistleblower dan  justice collaborator. Meskipun keberadaan SEMA 

tidak mengikat sebagaimana undang-undang namun eksistensinya 

dijadikan sebagai petunjuk bagi pengadilan bawahan. Sebagaimana 

pendapat Wirjono Prodjodikoro
84

 yang menyatakan bahwa Surat-

surat Edaran Mahkamah Agung itu tidak mengikat Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi, melainkan justru memberikan pertolongan 

kepada mereka, yang mungkin sudah ada gagasan seperti yang 

termuat dalam surat-surat edaran itu, tetapi ragu-ragu atau kurang 

berani menjalankan gagasan mereka itu. 

Sementara itu menurut Oemar Seno Adji, dengan surat 

edarannya, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi 

yang bertugas untuk mengawasi agar jalannya peradilan dilakukan 
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secara seksama dan penerapan hukum dilakukan sebagaimana 

semestinya, memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk-

petunjuk kepada pengadilan-pengadilan bawahan dalam pelaksanaan 

tugas peradilannya.
85

 Lebih lanjut Oemar Seno Adji mengatakan 

bahwa adalah suatu kenyataan dimana-mana, bahwa undang-undang 

sulit mengikuti secara adequat perkembangan masyarakat dan untuk 

mengatur secara menyeluruh dan tuntas suatu persoalan. Maka 

menjadi tugas hakim untuk mencari dan menemukan hukum dalam 

menghadapi perundang-undangan yang masih terus mengikuti derap 

lajunya masyarakat. Dalam hal ini Surat-Surat Edaran Mahkamah 

Agung berusaha untuk mengatasi dan mengisi kekurangan-

kekurangan atau kekosongan-kekosongan yang kadang-kadang 

dialami dalam praktek peradilan. Ini tidak berarti, bahwa Mahkamah 

Agung dengan demikian duduk di atas kursinya pembuat undang-

undang dan menjalankan “Law Making”, tetapi demi tercapainya 

ketertiban dan kepastian hukum Mahkamah Agung berusaha mengatur 

caranya dan jalannya peradilan di negara kita, agar supaya sesuai 

dengan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, ia dengan 

demikian hanya menjalankan “rule making” saja.
86

 

Berhubung SEMA ini hanya berlaku secara terbatas hanya 

pada tingkat pengadilan maka untuk penegak hukum yang lain masih 

belum terdapat peraturan pelaksanaanya dalam hal perlindungan bagi 

whistleblower dan justice collaborator. Padahal penyamaan persepsi 

diantara penegak hukum amat penting agar tidak terjadi tumpang 

tindih. Penyamaan visi dan misi penegak hukum terkait perlindungan 

terhadap mereka harus menjadi agenda utama. Untuk menyamakan 

visi dan misi mengenai whistleblower dan justice collaborator, maka 

dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri 

Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut 
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mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang 

diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan 

psikis bagi whistleblower dan justice collaborator.  Kedua, 

perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan 

Keempat, memperoleh penghargaan. Semua hak ini bisa diperoleh 

oleh whistleblower atau justice collaborator dengan persetujuan 

penegak hukum. Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus 

pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa 

keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. 

Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi 

pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.  

 

B. Pengaturan Whistleblower dan Justice Callabolator Dalam Nota 

Kesepahaman Serta Peraturan Bersama 

1. Nota Kesepahaman Antara Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban Dengan Kejaksaan Republik Indonesia 

Pengaturan nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor: NK-003/1.6/LPSK/IV/2011, Nomor: KEP-069/A/JA/04/2011 

tanggal 20 April 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Adapun tujuan nota kesepahaman tersebut adalah mewujudkan 

terlaksananya aktivitas perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan 

hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 

saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana serta penyelesaian 

bersama permasahan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara. 

Kemudian nota kesepakatan ini ruang lingkupnya dibatasi 

dalam beberapa hal, yaitu: 

a) Menangani permohonan perlindungan saksi dan korban dalam 

kasus Korupsi, Terorisme, Narkotika, dan Pelanggaran HAM 

yang berat, dan Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi 

saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya; 
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b) Melakukan perlindungan saksi, korban, dan pelapor; 

c) Memberikan dukungan kepada korban dalam proses 

kompensasi, restitusi, ganti kerugian, dan bantuan medis dan 

psikososial; 

d) Menjaga aspek kerahasiaan dalam aktivitas perlindungan saksi 

dan korban, meliputi aspek administrasi dan pelaksanaan teknis; 

e) Kerjasama dalam upaya memberikan informasi tentang 

perkembangan kasus kepada saksi dan korban sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

f) Menyelenggarakan sosialisasi dalam aktivitas perlindungan 

saksi dan korban; 

g) Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dalam 

pelaksanaan aktivitas perlindungan saksi dan korban; 

h) Memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam 

menyelesaikan sengketa hukum dibidang perdata dan tata usaha 

negara dilingkungan LPSK; 

i) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan 

personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.  

Prosedural perlindungan saksi dan korban ini menurut nota 

kesepahaman pemohonan diajukan oleh Kejaksaan kepada LPSK. 

Kemudian LPSK memberi perlindungan terhadap pribadi, keluarga, 

dan harta benda yang bersangkutan dengan kesaksian/keterangan yang 

akan, sedang, dan atau telah diberikan sesuai hak yang ditentukan 

dalam ketentuan perundang-undangan.  

Kemudian aktifitas pemberian bantuan kepada korban 

dilakukan LPSK dengan dukungan Kejaksaan. Apabila ada 

permohonan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat atau 

permohonan restitusi dan/atau ganti kerugian  yang diajukan oleh 

korban melalui LPSK maka diajukan kepada Kejaksaan untuk 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berikutnya terhadap aktifitas perlindungan saksi dan korban 

di dalam proses hukum meliputi LPSK membantu menghadirkan dan 

bersikap netral terhadap saksi dan atau korban dalam memberikan 
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keterangan terkait pembuktian perkara yang ditangani Kejaksaan dan 

perlindungan tersebut tidak menghambat penyelesaian perkara yang 

sedang ditangani oleh Kejaksaan.  

Selain hal itu, dalam nota kesepahaman ini juga diatur tentang 

kerjasama pemberian informasi tentang perkembangan kasus kepada 

saksi dan korban serta pemberian bantuan hukum dan pertimbangan 

hukum. Dalam aspek ini, LPSK dapat meminta bantuan dan 

pertimbangan hukum kepada Kejaksaan dalam rangka aktivitas 

perlindungan saksi dan korban. Permintaan bantuan hukum diajukan 

oleh LPSK kepada Kejaksaan dengan permohonan tertulis disertai 

surat kuasa khusus dan terhadap permintaan pertimbangan hukum 

maka LPSK mengajukan permohonan secara tertulis disertai 

dokumen-dokumen hukumnya. 

   

2. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia Dengan Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban 

Pengaturan nota kesepahaman antara Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia Nomor: SPJ-12/01/08/2010, Nomor: KEP-

066/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Kerjasama 

Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor. Adapun tujuan 

nota kesepahaman ini adalah agar para pihak (KPK dan LPSK) dapat 

bekerjasama dan berkoordinasi dalam memberikan perlindungan 

terhadap saksi atau pelapor sebagai kewenangan yang ditentukan 

kewenangan UU. 

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah 

kerjasama operasional yang meliputi: 

(a) Perlindungan oleh salah satu pihak 

         Pelindungan ini dilakukan dalam hal KPK dapat menyerahkan 

saksi untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK dan LPSK dapat 

menyerahkan calon Pelapor/Pelapor kepada KPK. Penyerahan saksi 

dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani para pihak 

(KPK dan LPSK) serta disetujui oleh saksi, sejak ditandatangani 
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Berita Acara, maka kewajiban tanggung jawab pemberian 

perlindungan saksi beralih kepada LPSK dan akan menentukan bentuk 

perlindungan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi yang telah 

ditentukan LPSK. Kemudian terhadap kerjasama operasional calon 

pelapor/pelapor maka LPSK dapat didampingi orang yang akan 

melaporkan suatu tindak pidana korupsi kepada KPK. LPSK 

berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait 

dengan laporan pelapor kepada KPK yang akan menindaklanjuti 

sesuai prosedur yang berlaku. 

(b) Perlindungan secara bersama-sama 

Kerjasama operasional berupa perlindungan secara bersama-

sama dapat dilakukan dalam hal KPK menyerahkan saksi kepada 

LPSK untuk dilakukan perlindungan. Apabila LPSK memerlukan 

bantuan dalam pelaksanaan perlindungan ini maka LPSK 

mengirimkan permintaan bantuan secara tertulis kepada KPK.  

(c) Pemeriksaan saksi yang dilindungi 

Kerjasama operasional ini meliputi dalam hal KPK akan 

melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada dalam 

perlindungan LPSK, maka KPK memberitahukan secara tertulis 

kepada LPSK yang berkewajiban untuk memberi dukungan 

kelancaran pemeriksaan saksi sesuai ketentuan hukum acara pidana. 

 

3. Nota Kesepahaman Antara Pusat Pelaporan Dan Analisis 

Transaksi Keuangan Dengan Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban 

Pengaturan nota kesepahaman antara Pusat Pelaporan Dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: NK-

46/1.02/PPATK/04/2011, Nomor: NK 002/1.6/LPSK/IV/2011 tanggal 

18 April 2011 tentang Kerjasama Pemberian Perlindungan Kepada 

Pelapor, Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Adapun maksud dan tujuan nota kesepahaman ini sebagai kerangka 

kerjasama dalam rangka pemberian perlindungan serta untuk 

menyiapkan, mensinkronisasikan dan memberdayakan kemampuan 
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guna melakukan pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan/atau 

Korban tindak pidana pencucian uang.  

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah 

kerjasama yang meliputi: 

(a) Pemberian Perlindungan 

Pemberian perlindungan ini dilakukan terhadap setiap orang 

yang melaporkan dan memberikan kesaksian tindak pidana pencucian 

uang diberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang 

membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 

Prosedur perlindungan diajukan oleh PPATK kepada LPSK yang 

brkewajiban memberikan perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau 

Korban Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Para pihak (PPATK dan LPSK) 

wajib menjaga kerahasiaan terhadap berbagai hal yang menyangkut 

aktivitas pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau 

Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. 

(b) Tukar Menukar data dan/atau informasi 

Para pihak (PPATK dan LPSK) dapat melakukan tukar 

menukar data dan/atau informasi dalam hal adanya keterkaitan antara 

pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan antara PPATK dan LPSK  

dalam pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Permintaan atau pemberian informasi 

ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan masing-

masing instansi atau pejabat yang ditunjuk. 

Selanjutnya, PPATK dapat memberikan kepada LPSK tentang 

informasi mengenai indikasi tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan bagi 

Pelapor, Saksi, dan/atau Korban Tindak Pidana Pencucian Uang serta 

informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 

uang. Kemudian LPSK dapat memberikan kepada PPATK tentang 

data dan informasi terkait perlindungan saksi dan korban dan 

informasi lain yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan 

analisis laporan atau pemenuhan permintaan informasi dari Financial 
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Inteligence Unit (FIU) negara lain yang terkait dengan tindak pidana 

pencucian uang sesuai permintaan PPATK. 

(c) Dukungan sarana prasarana 

Dukungan sarana prasarana ini dilakukan oleh PPATK dan 

LPSK saling memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan 

dalam pemberikan perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

(d) Penyusunan Produk Hukum 

Dalam dimensi ini, PPATK dapat meminta masukan dan saran 

dari LPSK dalam menyusun produk hukum yang materi muatannya 

terkait tugas dan kewenangan LPSK. Begitu juga LPSK dapat 

meminta masukan dan saran dari PPATK dalam menyusun produk 

hukum yang materi muatannya terkait dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangan PPATK. 

(e) Sosialisasi Penelitian 

Terhadap sosialisasi maka PPATK dan LPSK dapat melakuan 

kegiatan sosialisasi secara bersama atau sendiri-sendiri mengenai 

pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban Tindak 

Pidana Pencucian Uang serta sosialisasi ini dapat dilakukan dengan 

pihak lain. Kemudian terhadap penelitian maka PPATK dan LPSK 

dapat melakukan kegiatan penelitian secara bersama atau sendiri-

sendiri dalam rangka membangun, membina dan mengembangkan 

kemampuan pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau 

Korban Tindak Pidana Pencucian Uang serta penelitian ini juga dapat 

dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain. 

(f) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia oleh PPATK dan LPSK 

dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia baik secara bersama atau sendiri-sndiri untuk penyiapan, 

pembiaan dan peningkatan kemampuan dalam perlindungan bagi 

Pelapor, Saksi, dan/atau Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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4. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional 

Dengan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 

Pengaturan nota kesepahaman antara Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) Nomor: NK-18/VIII/2010/BNN, Nomor: KEP-

067/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Perlindungan 

Saksi, Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun maksud nota 

kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih 

intensif antara BNN dan LPSK dalam memberikan perlindungan 

kepada Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait dengan kasus tindak 

pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam rangka upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan Prekursor 

Narkotika. Sedangkan tujuannya adalah terjalinnya komunikasi dan 

kerjasama antara BNN dengan LPSK dalam mewujudkan 

perlindungan kepada Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait dengan 

kasus tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, dan 

terwujudnya perlindungan kepada Saksi, Korban, dan/atau Pelapor 

secara konsisten guna memberikan rasa aman kepada Saksi, Korban, 

dan/atau pelapor pada setiap tahap dalam proses peradilan tindak 

pidana narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah 

kerjasama operasional yang meliputi: 

(a) Upaya dan aktivitas perlindungan Saksi, Korban, dan/atau 

Pelapor pada setiap tahap dalam proses peradilan tindak 

pidana narkotika dan Prekursor Narkotika. 

(b) Upaya dan aktivitas perlindungan tersebut meliputi 

perlindungan dari ancaman yang menbahayakan diri, jiwa, 

keluarganya dan/atau harta bendanya, berkenaan dengan 

laporan dan/atau kesaksian baik sebelum, selama, maupun 

sesudah proses hukum peradilan pidananya. 

Kemudian dalam nota kesepakatan ini juga diatur tentang 

kewajiban BNN dan LPSK. BNN berkewajiban melaksanakan upaya 

dan aktivitas perlindungan saksi, korban, dan/atau pelapor dalam 
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proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika secara konsisten serta memberikan informasi dan 

masukan berkaitan dengan berbagai temuan dan hambatan dalam 

proses pelaksanaan perlindungan saksi, korban, dan/atau pelapor dan 

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian LPSK 

berkewajiban memberikan konsultasi tentang proses perlindungan 

saksi, korban, dan/atau pelapor kepada BNN, menerima 

pemberitahuan dan permintaan BNN berkaitan dengan perlindungan 

saksi, korban, dan/atau pelapor serta mempersiapkan dan 

melaksanakan perlindungan saksi, korban, dan/atau pelapor. 

 

5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik  

Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: 

PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: 

KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku 

Yang Bekerjasama. 

Pada dasarnya, dalam peraturan bersama ini diatur tentang 

eksistensi dan perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi 

pelaku yang bekerjasama. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menentukan 

Peraturan Bersama ini dimaksudkan menyamakan pandangan dan 

persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum 

dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan 

memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan 

koordinasi dan kerjasama dibidang pemberian perlindungan bagi 

Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam 

perkara pidana.  

Kemudian tujuan Peraturan bersama ini untuk mewujudkan 

kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam 

menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya 
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mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi 

Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari 

tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga 

masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya 

suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau 

memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan membantu 

aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius 

dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil 

tindak pidana secara efektif.  

Selanjutnya, dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bersama 

juga ditentukan adanya syarat perlindungan bagi pelapor, saksi 

pelapor dan saksi yang berkerja sama. Pasal 3 Peraturan Bersama 

menentukan bahwa syarat mendapatkan perlindungan pelapor dan 

saksi pelapor adalah: 

a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap 

terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius 

dan/atau terorganisir;  

b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya 

ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis 

terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila 

tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang 

sebenarnya; dan  

c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut 

disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan 

laporan.  

               Kemudian Pasal 4 sebagai syarat untuk mendapatkan 

perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah 

sebagai berikut: 

a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana 

serius dan/atau terorganisir;  
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b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal 

untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau 

terorganisir;  

c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan 

diungkapnya;  

d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya 

dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan 

dalam pernyataan tertulis; dan  

e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya 

ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap 

saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila 

tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang 

sebenarnya.  

Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan 

perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelapor dan Saksi 

Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi 

maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan 

dihadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan 

penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan 

keterangan atau laporan yang tidak benar. Dalam hal Pelapor tindak 

pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses 

penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari 

laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Adapun Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan 

perlindungan fisik dan psikis perlindungan hukum penanganan secara 

khusus dan penghargaan. Perlindungan fisik, psikis dan/atau 

perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  Penanganan secara khusus dapat berupa 

pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, 

terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap 

dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani 

pidana badan, pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan 
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terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara 

pidana yang dilaporkan atau diungkap, penundaan penuntutan atas 

dirinya, penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang 

mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang 

diberikannya dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan 

tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya. 

Penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk 

menuntut hukuman percobaan dan/atau pemberian remisi tambahan 

dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang 

narapidana.  

Berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bersama 

ditentukan bahwa Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau 

Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan 

oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat 

penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut 

umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan 

yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. 

Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum 

wajib berkoordinasi dengan LPSK. 

Berikutnya dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama 

ditentukan Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap 

penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. 

Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak 

hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau 

hakim). Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk 

memberikan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib 
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memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan 

dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.  

Dalam ketentuan Pasal 9 dijelaskan bahwa Perlindungan 

dalam bentuk penanganan secara khusus bagi Saksi Pelaku yang 

bekerjasama diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak 

hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut 

umum atau hakim). Pasal 10 Peraturan Bersama menentukan:  

(1) perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a 

berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut 

hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung 

atau Pimpinan KPK;  

b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa 

Agung atau Pimpinan KPK;  

c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, 

alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan; 

(2) Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan 

atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Jaksa Agung atau 

Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib 

menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan 

oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses 

penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan.  

(3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau 

pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) 

huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Berikutnya, dalam hal terjadi pembatalan mengenai 

perlindungan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama 

dikarenakan beberapa aspek, yaitu: 

(1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat 

penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan 

telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang 

tidak benar. 

(2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. 

(3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap 

penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan 

pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang 

menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.  

(4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang 

diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal 

tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang 

telah atau akan diberikan kepadanya. 

 

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan 

Justice Collaborator Dalam Hukum Positif Indonesia 

   Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk 

perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-

undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau 

pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan diatur secara berbeda, diantaranya: menurut Pasal 1 PP 

Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “perlindungan adalah suatu 

bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak 

hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik 

maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, 
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teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan. ” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 

2003 menyebutkan bahwa “perlindungan adalah jaminan rasa aman 

yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, 

dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 

perkara tindak pidana terorisme.”  

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice 

collaborator secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada 

semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun 

setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam 

kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror 

bagi setiap whistleblower dan justice collaborator akan tetap 

mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam 

kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak 

pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan 

membuat bahaya bagi kehidupan whistleblower dan justice 

collaborator yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu 

diberikan tidak hanya bagi whistleblower dan justice collaborator saja 

tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan 

dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh 

langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pengungkap fakta.   

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum 

terdapat empat bentuk perlindungan terhadap whistleblower atau 

justice collaborator diantaranya perlindungan terhadap fisik dan 

psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. 

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis 

 Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang 

mewaqafkan dirinya sebagai seorang whistleblower dan/atau justice 

collaborator akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan 
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kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. 

Keputusan untuk menjadi seorang whistleblower dan/atau justice 

collaborator merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena 

segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi 

terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak 

pidana yang berjenis organized crime, yang notabene para aktor utama 

dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki 

massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau 

jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi 

tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga 

pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan 

pengungkapan fakta oleh para whistleblower dan/atau justice 

collaborator.   

 Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa 

pengorbanan para whistleblower dan/atau justice collaborator harus 

diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan 

terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran 

fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi 

sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, 

khususnya yang berjenis organized crime. Dengan demikian 

komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap 

rasa aman bagi para whistleblower dan/atau justice collaborator akan 

berdampak bagi efektifitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara 

pidana.   

 Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada 

whistleblower dan/atau justice collaborator dapat berupa perlindungan 

terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis 

tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa 

perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, 

gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, 

namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi 

keluarga mereka. Tegasnya, whistleblower dan/atau justice 

collaborator dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa 

beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, 
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kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Dalam konteks 

perlindungan terhadap rasa aman maka secara teknis dibutuhkan 

perlindungan fisik dan psikis whistleblower dan/atau justice 

collaborator serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan 

dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa seorang Saksi 

berhak: 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 

dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. mendapat identitas baru; 

j. mendapatkan tempat kediaman baru; 

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

l. mendapat nasihat hukum; dan/atau 

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 

waktu perlindungan berakhir.   

n. Mendapatkan pendampingan dalam penyidikan sampai 

dengan pemeriksaan di pengadilan; 

o. Mendapatkan tempat kediaman sementara dan/atau 

p. Tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana, administrasi 

maupun perdata atas kesaksian, informasi lain yang akan, 

sedang atau telah diberikannya. 

Sayangnya perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas 

hanya berlaku bagi saksi, yakni orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
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yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
87

 

Tidak termasuk di dalamnya whistleblower yang hanya berperan 

sebagai pelapor yang hanya melaporkan atau memberikan informasi 

mengenai tindak pidana. Hal ini perlu diakomodir dalam revisi UU 

Nomor13 Tahun 2006.  

Selain itu pula perlu direvisi terkait ketentuan yang 

menyebutkan bahwa saksi tindak pidana yang dapat diberikan 

perlindungan hanya sebatas saksi tindak pidana dalam “kasus-kasus 

tertentu” sesuai dengan “keputusan LPSK”.
88

 Jadi di luar dari pada 

keputusan LPSK tersebut, maka tidak dapat diberikan perlindungan 

secara maksimal. Terlebih dengan adanya sistem pengajuan 

permohonan perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, yang 

kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian yang memakan waktu 

dan energi dari para whistleblower dan/atau justice collaborator 

sehingga birokratisasi yang demikian akan menyulitkan bagi mereka 

yang memiliki keterbatasan akses misalnya yang berada di pelosok 

daerah yang notabene jauh dari Kantor LPSK di Jakarta maka hal ini 

tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka kurang 

efektif dan efisien. Oleh karena itu apabila eksistensi LPSK ini tetap 

dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah 

satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum yang 

lain (guna menguatkan LPSK diakomodir dan dikuatkan 

kewenangannya dalam reformulasi pembaharuan hukum acara pidana 

agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penegak hukum dan 

menghilangkan anggapan saling intervensi), maka perlu didirikan 

kantor-kantor LPSK di daerah, bahkan bila perlu disetiap Kabupaten 

dan Kota. Namun apabila eksistensi LPSK yang notabene adalah ad 

hock tersebut dan keberadaannya hanyalah sementara sembari 

menunggu proses perbaikan paradigma perlindungan saksi, pelapor 

                                                 
87

 Pasal 1 angka (2)  UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 
88

 Pasal 5 ayat (2)  UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 
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dan justice collaborator dari penegak hukum maka sudah tentu 

kantor-kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut tidak diperlukan, 

mengingat anggaran Negara yang dikeluarkan akan sangat besar 

sekali. Selain itu ditinjau dari perspektif asas peradilan yang 

sederhana, cepat dan berbiaya ringan, penggemukan institusi sistem 

peradilan pidana ini secara lambat laun akan memperlambat proses 

penyelesaian perkara pidana. Sehingga kewenangan perlindungan 

saksi, pelapor dan justice collaborator tersebut dilekatkan pada unit 

internal dari penegak hukum. Misalnya seperti unit perlindungan 

khusus di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.  

Secara teknis. mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan 

psikis dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. 

Dimensi peraturan bersama ini mengatur mekanisme koordinasi 

berkaitan permohonan perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau 

saksi pelapor diajukan oleh Pelapor atau saksi pelapor kepada LPSK, 

atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya 

(penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada 

LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam permohonan perlindungan diterima 

oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. 

Dalam hal permohonan perlindungan diterima oleh penegak hukum, 

maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK. 

Sedangkan mekanisme perlindungan fisik dan psikis bagi justice 

collaborator diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap 

penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. 

Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama 

diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak 

hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau 

hakim).
89
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2. Penanganan Khusus 

 Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan 

psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya 

pemberian perlindungan rasa aman terhadap whistleblower dan justice 

collaborator
90

 yang memberikan kesaksian di persidangan maka 

dimungkinkan diberikan penanganan khusus berupa: 

a. Dipisahnya tempat penahanan, kurungan atau penjara dari 

tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan 

yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

ditahan atau menjalani pidana badan; 

b. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan secara 

terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara 

yang dilaporkan atau diungkap;  

c. Memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya;  

d. Memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan 

penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan 

dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan  

e. Dapat memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa 

menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya. 

 

3. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam sub bab ini adalah 

perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud 

dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan 

terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak 

dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh 

tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada 

proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.  

Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus 

didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka 
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terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan 

terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil 

penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat 

keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang 

dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap 

saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap 

rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.  

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur 

dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada 

dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, yang 

menyebutkan bahwa: 

(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 

baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya. 

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 

tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan.  

Pada dasarnya bentuk perlindungan antara whistleblower 

dengan justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama 

lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana disebutkan di atas. Pasal itu menyebutkan, whistleblower 

atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang 

telah diberikan. Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus 

tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 

pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidananya. 

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan 

kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau 

dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan 

kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25992/node/650/uu-no-13-tahun-2006-perlindungan-saksi-dan-korban
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tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Penerapan konsep 

protection of cooperating person sebagaimana terdapat dalam pasal 10 

ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kebijakan hukum 

pidana (penal policy) yang sudah sangat tepat mengingat untuk 

pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus 

operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat 

oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana 

sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat 

sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana 

dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan 

terorganisir.
91

 Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para 

pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh 

whistleblower maupun justice collaborator dengan jalan melaporkan 

tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan 

tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara 

pidana maupun perdata. Terhadap fenomena tersebut, ketentuan pasal 

10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 dapat menjadi “angin segar” 

bagi para whistleblower maupun justice collaborator untuk tetap focus 

mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh 

kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan 

tersebut dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana 

dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan 

yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding 

laporan dari terlapor. 

Di dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 telah 

memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan 

terhadap whistleblower agar kesaksian dan laporannya tidak dapat 

dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi, dalam 

praktiknya rumusan Pasal ini belum memberikan pengertian jelas, 

baik persyaratannya maupun implementasinya. Selama ini beberapa 
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persoalan yang biasa muncul antara lain, sering muncul pertanyaan; 

dalam hal apa saja saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 

pidana maupun perdata atas laporan yang telah diberikannya? 

Pengertian soal persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau 

dalam pengungkapan atau pelaporan, atau persyaratan menyangkut 

kriteria kasus dan mengenai kontribusi dari pelapor tersebut, juga 

belum jelas diatur. Begitu juga dengan apresiasi aparat penegak 

hukum terhadap keputusan LPSK memberikan perlindungan terhadap 

pelapor juga minim. Sebab, menurut Abdul Haris Semendawai, 

LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak 

hukum.
92

  

Dengan demikian dibutuhkan kebijakan reformulasi yang 

mengatur lebih jelas dan lebih komprehensif terkait beberapa 

persoalan-persoalan tersebut. Dalam hal ini revisi UU Nomor 13 

Tahun 2006 menjadi momentum tepat untuk mengaturnya secara rinci 

agar tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara aparat penegak 

hukum dengan LPSK dapat diminimalisir. Penyamaan pemahaman 

antar penegak hukum dan LPSK dalam menjalankan ketentuan 

perlindungan terhadap “status hukum” ini dapat diwujudkan melalui 

rapat-rapat koordinasi antar pimpinan lembaga yang terkait dan 

diterbitkannya nota-nota kesepahaman yang dapat dijadikan pedoman 

bersama sebelum adanya revisi Undang-undang.  

Sementara itu untuk justice collaborator, ketentuan pasal 10 

ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 menjadi payung hukum untuk 

mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. Untuk justice 

collaborator yang notabenenya whistleblower yang juga sebagai 

pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan dan 

karenanya sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan. Yang 

memungkinkan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang 

menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
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merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum. Hanya saja untuk lepas dari segala tuntutan 

hukum juga sulit karena whistleblower yang juga sebagai pelaku 

tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, 

tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan 

pidana.
93

 Oleh karena itu ketentuan ini mendatangkan beberapa 

persoalan dan kelemahan.  

Terdapat beberapa pendapat mengenai persoalan eksistensi 

dari ketentuan ini. Menurut Eddy O.S Hiariej, pasal 10 ayat (2) UU 

Nomor 13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat 

whistleblower, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan 

terhadap seorang whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan 

dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut, 

lebih lanjut Eddy O.S Hiariej memberikan penilaian bahwa pasal 10 

ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) 

kerancuan:
94

 

a. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan 

menghilangkan hak eksekutif terdakwa, hal ini merupakan salah 

satu unsur objektivitas peradilan. Ketika whistleblower sebagai 

saksi di pengadilan, maka keterangannya sah sabagai alat bukti 

jika diucapkan dibawah sumpah, namun apabila whistleblower 

berstatus sebagai terdakwa, maka keterangan yang diberikan 

tidak di bawah sumpah. 

b. Whistleblower yang memiliki dua status yang berbeda yaitu 

sebagai saksi sekaligus sebagai tersangka menyebabkan menjadi 

ambigu, siapakah yang akan disidangkan terlebih dahulu atau 

disidangkan secara bersamaan.  

c. Ketentuan pasal 10 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2006 bersifat 

contra legem dengan ayat (1) dalam pasal dan Undang-Undang 
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yang sama, pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban 

dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atas 

laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. 

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 membuat 

pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka tidak dapat 

dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal 

ini berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi 

tersangka, meskipun menurut pasal 10 ayat (2) ini, 

memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi 

whistleblower, namun kemungkinan tersebut tetap tidak dapat 

membuat seorang yang menjadi whistleblower akan bernafas lega 

atau bahkan sam sakali tidak membuat seseorang tertarik untuk 

menjadi whistleblower. 

Sementara itu menurut Supriyadi Widodo Edyono, pasal 10 

ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 memiliki kelemahan, 

diantaranya:
95

  

1. Apa yang dimaksud dengan “seorang saksi yang juga tersangka 

dalam kasus yang sama”. Maksud dari kalimat ini mengisyaratkan 

bahwa, seorang yang dapat diposisikan sebagai justice 

collaborator adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi 

yang juga tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah 

sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban, yakni saksi adalah orang yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga 

adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang 

pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian 

ini tentunya belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang 
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kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang 

mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi diatas, namun 

memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi 

tentang kasus tersebut. Atau pelaku bekerjasama yang berstatus 

narapidana. Kalimat “seorang saksi yang juga tersangka dalam 

kasus yang sama.....” ini juga terhubung dengan kalimat 

“kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” yang 

mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut haruslah 

memberikan keterangannya dalam persidangan atau 

keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. 

Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan 

diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam 

kategori pelaku yang bekerjasama. Bagaimana dengan seorang 

yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar 

pengambilan keputusan? Walaupun dalam proses penyidikan dan 

pra penuntutan informasi dan keterangan yang diberikan orang 

yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan 

pemeriksaan di persidangan? Tentunya posisi orang tersebut tidak 

masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerjasama dan 

akibatnya tidak dapat dijaikan dasar pemberian reward. 

2. Apa makna istilah “kasus yang sama tersebut”? Undang-Undang 

tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. 

Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang 

sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus dimana posisi saksi juga 

sekaligus tersangka dalam kasus yang sama” sehingga dalam 

suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut 

dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak 

terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antar posisi saksi dan 

posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat 

dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak 

pidana yang dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam 

praktek di berbagai negara justru tidak dapt dipraktekkan secara 

maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang 

bekrjasama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang 
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sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini 

yang terpenting, justru pemberian “informasi dan keterangannya” 

bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama” karena dalam 

prakteknya banyak calon pelaku yang bekerjasama akan 

memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku 

bukan”dalam kasus yang sama” 

3. Jika melihat kalimat “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana 

apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya” maksud 

dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat 

perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerjasama 

hanyalah terbatas pada pengurangan hukuman, pelaku yang 

bekerjasama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan 

hukum”. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerjasama 

dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

ini, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang 

dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi 

dan Korban. Intinya perlindungan yang dapat diberikan kepada 

seorang pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman 

semata. Disamping itu kata “kesaksiannya dapat dijadikan 

pertimbangan hakim” menunjukkan bahwa sifat rewardnya yang 

fakultatif (bukan kewajiban) sehingga tidak ada jaminan atau tidak 

ada kepastian hukum bahwa reward tersebut dapat diberikan 

kepada seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itulah 

maka perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah 

perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam prakteknya 

kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru perhitungan 

reward adakn diberikan, namun ketiadaan mekanisme dan 

prosedur penilaian reward dan pengajuannya menyebabkan 

pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan 

kemampuan hakim yang memeriksa (karena hakim memiliki 

kebebasan dalam memutus perkara)    
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            Berdasarkan persoalan di atas, maka untuk memberikan 

pedoman bagi perlindungan “status hukum” dan pelaksanaan 

ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, maka Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Langkah 

progresif dari Mahkamah Agung ini sangat tepat mengingat ketentuan 

pasal 10 tersebut masih perlu pedoman lebih lanjut didalam 

penerapannya. Mahkamah Agung dalam SEMA ini meminta kepada 

para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang 

dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku 

yang bekerjasama dapat diberikan keringanan pidana dan/atau bentuk 

perlindungan lainnya. 

              Secara teknis, untuk saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborators), SEMA ini memberikan kriteria yang bersangkutan 

yaitu bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan dia mengakui 

kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai 

saksi dalam proses peradilan. Selain itu juga dipersyaratkan bahwa 

diperlukan adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang 

sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat 

mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap 

pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau 

mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuannya 

tersebut maka justice collaborators tersebut dapat mempertimbangkan 

penjatuhan pidana dengan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau 

menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan diantara terdakwa 

lainnya yang terbukti bersalah. Namun dalam hal pemberian 

perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu Ketua 

Pengadilan dihimbau untuk mendistribusikan perkara yang terkait 

dengan perkara-perkara yang diungkap oleh saksi pelaku yang 

bekerjasama kepada majelis hakim yang sama sejauh memungkinkan 

dan mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi 

pelaku yang bekerjasama. 
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4. Penghargaan 

            Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para 

whistleblower dan justice collaborator sangat penting keberadaannya 

bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan organized 

crime dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak 

diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa 

bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat 

penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga 

mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi 

whistleblower yang tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan 

terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundangan. Salah satu 

diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.  

             Sementara itu perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi 

justice collaborator dapat berupa keringanan hukuman, termasuk 

menuntut hukuman percobaan, serta pemberian remisi tambahan dan 

hak-hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku 

apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. 

Secara teknis perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi justice 

collaborator dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama 

sebagai berikut: Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada 

Jaksa Agung atau pimpinan KPK; LPSK dapat mengajukan 

rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian 

dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpindan KPK; 

Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alas an 

dan bentuk penghargaan yang diharapkan; Jaksa Agung atau pimpinan 

KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
96

 Selanjutnya dalam 

hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan 

penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutannya 

mengenai peran yang dilakukan oleh justice collaborator dalam 

membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan 
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hakim dalam menjatuhkan putusan. 
97

 Kemudian dalam hal 

penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat maka 

permohonan diajukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama, Jaksa 

Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
98

 

 

D. Kendala-Kendala Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower dan Justice Callabolator  

1. Kendala Peraturan Perundang-undangan 

            Pada dasarnya, kendala perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice callabolator  dalam peraturan perundang-

undangan masih bersifat sumir, parsial dan sektoral sebagaimana 

selintas terlihat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, UU Nomor 31 

Tahun 2009 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010, 

UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 

16 Tahun 2003, PP Nomor 71 Tahun 2000. PP Nomor 2 Tahun 2002, 

PP Nomor 24 Tahun 2003, PP Nomor 57 Tahun 2003, PP Nomor 99 

Tahun 2012 dan lain sebagainya. 

Pada ketentuan sebagaimana konteks di atas, tidak diatur 

mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk 

mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh whistleblower maupun 

justice collaborator. Selain itu, juga tidak diatur tentang limitasi 

dalam aspek bagaimana whistleblower maupun justice collaborator 

dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, 

bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Dimensi ini 

penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut 

whistleblower maupun justice collaborator tidak dikategorisasikan 

sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau 

melakukan pencemaran nama baik. 
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Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral 

tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 

sebagai pedoman bagi whistleblower maupun justice collaborator 

dalam mengungkapkan fakta tersebut apakah dapat diklasifikasikan 

sebagai pengungkapan fakta yang dilarang, bertentangan, melawan 

hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya penyalahgunaan 

kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara 

atau kepentingan publik. 

              Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-

undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang 

perlindungan seorang whistleblower maupun justice collaborator 

terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. 

Secara global kriminalisasi atas resiko tersebut dapat berupa 

pencemaran nama baik, memproses justice collaborator secara kurang 

adil dalam artian diproses lebih dahulu dari pelaku yang 

dilaporkannya, kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat 

serta dicari-carinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah 

dilakukan oleh seorang whistleblower maupun justice collaborator. 

             Konsekuensi logis aspek demikian, ketika seseorang akan 

menjadi whistleblower maupun justice collaborator akan diliputi 

perasaan takut akan adanya balas dendam, timbulnya presepsi 

kurangnya kepercayaan pada kemampuan lembaga yang seharusnya 

bertanggung jawab untuk bertindak atas laporan yang disampaikan 

oleh seorang whistleblower maupun justice collaborator sehingga 

aspek ini merupakan kendala terpenting untuk mendukung eksistensi 

whistleblowing. Oleh karena itu, sangat urgen sifatnya untuk tidak 

hanya melindungi individu agar bersedia menjadi whistleblower 

maupun justice collaborator, tetapi juga memastikan adanya tindak 

lanjut dan investigasi pengungkapan laporan secara memadai, 

proforsional dan independen. 

Memang, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 

Tahun 2006 diatur bahwa, “saksi, korban, dan pelapor tidak dapat 

dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, 

kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Akan tetapi 
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dimensi ini juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti tuntutan 

tersebut apakah hanya sebatas pencemaran nama baik ataukah juga 

dapat mencakup terhadap perkara yang dilaporkannya. Selain itu, 

ketentuan tersebut hanya mengatur bentuk penghargaan yang bersifat 

terbatas khusus hanya peringanan hukuman, bersifat fakultatif dan 

bukan merupakan kewajiban serta tidak dapat diprediksikan dari awal 

karena kewenangannya hanya ada pada hakim.  

Selain itu, aturan konteks di atas menjadi ambigu dan bersifat 

kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni : 

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 

dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan 

dijatuhkan”. 

Isi Pasal 10 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2006, terdapat kata-

kata”saksi yang juga tersangka” merupakan rumusan yang kurang bisa 

dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai 

saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini 

dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Kemudian apabila kita tengok diberbagai Negara tentang 

whistleblower dipastikan berada dalam suatu jaringa mafia, yang jelas 

mengetahui adanya permukafatan jahat., sehingga tidak jarang 

kemudian adanya sindikat kejahatan itu dapat dibongkar, dikarenakan 

adanya suatu pembangkangan yang dilakukan oleh si peniup peluit 

(whistleblower) untuk membongkar atau mengungkap apa yang 

dilakukan oleh kelompok mafia. Sebagai imbalan sang peniup peluit 

(whistleblower) tadi dibebaskan dari tuntutan pidana. 

Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O.S. Hiariej, 

bahwa Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2006 adalah 

bertentangan dengan semangat whistleblower, Kenapa? Karena pasal 

ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang 

whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi 



 

 
 

 

111 
 

hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut.
99

 Lebih 

lanjut Eddy O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa pasal 10 ayat 

(1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) 

kerancuan. 
100

 

Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 

akan menghilangkan hak excusatie terdakwa. Hal ini merupakan salah 

satu unsur objektifitas peradilan. Ketika whistleblower sebagai saksi 

dipengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucpkan 

dibawah sumpah. Apabila whistleblower berstatus sebagai terdakwa 

yang diberikan tidak dibawah sumpah. 

Kedua,disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan 

disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.  

Ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2006 

bersifat kontra legem dengan Ayat (1) dalam pasal dan Undang-

Undang yang sama, pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, 

korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah 

diberikan.  

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 membuat 

pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka semakin tidak jelas, 

karena disana dijelaskan seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat 

dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini, 

berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi 

tersangka. Meskipun menurut Pasal 10 ayat (2) ini, memungkinkan 

akan memberikan keringanan hukuman bagi whistleblower, namun 

kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang 

menjadi whistleblower akan bernafas lega atau bahkan sama sekali 

membuat seseorang tertarik untuk menjadi whistleblower. 

Seorang yang telah menjadi whistleblower, apabila mengacu 

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, harapan untuk lepas dari 
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tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa 

seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah. 

Untuk bisa lepas dari tuntutan hukum adalah menjadi harapan 

bagi whistleblower yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, 

karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum, hamper tidak mungkin. 

Selain ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 

191 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemerikasaan di sidangkan pengadilan, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sementara 

whistleblower yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat 

telah melakukan kesalahan. dan karenanya sangat mudah untuk 

membuktikannya secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Yang 

memungkinkan baginya dalah lepas dari tuntutan hukum sebagimana 

terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa 

jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 

Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena 

whistleblower yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga 

kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam 

kerangka dasar penghapusan pidana.    

                Kemudian juga dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 

71 Tahun 2000 disebutkan bahwa, “Setiap orang, Organisasi 

Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum 

baik mengenai status hukum maupun rasa aman. ” Kemudian dalam 

ayat (2) disebutkan bahwa, “Perlindungan mengenai status hukum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari 

hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang 

memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang 

dilaporkan. ” Ketentuan konteks di atas, juga mempunyai implikasi 
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akan terkendalanya bagaimana cara efektif dan efisien dalam 

melakukan pengungkapan kasus terhadap perkara bersifat organized 

crime yang umumnya dilakukan oleh “pelaku kelas kakap” khususnya 

terhadap pelaku utama, aset tindak pidana, modus operandi dan 

jaringan tindak pidana sehingga kemungkinan eksistensi ketentuan 

tersebut dapat menjadi sebuah batu sandungan apabila ingin 

diterapkannya konsep plea bargaining system terhadap seorang 

whistleblower maupun justice collaborator.  

              Idealnya memang dari kajian perspektif kendala peraturan 

perundang-undangan hendaknya dibuat peraturan yang mengatur 

tentang whistleblower maupun justice collaborator secara tersendiri 

dan bersifat integral.    

   

2. Kendala Kelembagaan 

              Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif 

kendala kelembagaan adalah lembaga mana yang berwenang untuk 

menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang 

whistleblower maupun justice collaborator. Dimensi ini perlu 

mendapat atensi yang penting oleh karena berkorelasi dengan proses 

penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan 

efektif dan di sisi lainnya seorang whistleblower maupun justice 

collaborator mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas 

informasi yang diberikannya.  

            Dikaji dari peraturan perundang-undangan seorang 

whistleblower maupun justice collaborator dapat melaporkan kepada 

LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi 

Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi 

Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Terdapat permasalahan 

tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat 

menerima laporan dari seorang whistleblower maupun justice 

collaborator dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu 

lembaga mana paling krusial untuk menangani laporan tersebut yang 

berkorelasi dengan penjatuhan pidana terhadap seorang whistleblower 

maupun justice collaborator nantinya. Secara tegas dengan lain 
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perkataan dapat disebutkan bahwa apakah lembaga-lembaga 

sebagaimana konteks di atas, di luar sistem peradilan pidana dapat 

memberi keringanan hukuman terhadap seorang whistleblower 

maupun justice collaborator. 

               Kemudian dari perspektif kelembagaan ini problem lainnya 

yang dapat muncul kepermukaan adalah problem kewenangan yang 

berkorelasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan 

kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya, 

pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait pemahaman atas 

fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian 

perlindungan terhadap seorang whistleblower maupun justice 

collaborator dimana pelaksanaan tugas tersebut potensial 

bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, 

Kejaksaan dan KPK) khususnya yang terkait dengan pelaksanaan 

Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006. Konsekuensi logisnya, 

diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta 

kordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap 

whistleblower maupun justice collaborator sehingga dengan demikian 

diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut tidak 

menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktek dan 

pelaporan terhadap seorang whistleblower maupun justice 

collaborator.  

               Idealnya memang dari kajian perspektif kendala 

kelembagaan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus 

yang hanya mengatur whistleblower maupun justice collaborator 

secara tersendiri dan bersifat integral seperti di Amerika Serikat 

dengan The U.S. Office of Special Counsel (OSC), sesuai dengan 

sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Konsekuensi logis 

dimensi ini, memang diperlukan adanya sebuah pembaharuan sistem 

hukum pada umumnya dan khususnya pembaharuan tentang ketentuan 

hukum acara pidana yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur 

masyarakat Indonesia yang berkorelasi dengan sistem peradilan 

pidana Indonesia.   
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3. Kendala Kerjasama Antar Lembaga 

               Pada dasarnya, kehadiran whistleblower maupun justice 

collaborator dalam mengungkapkan suatu kasus apalagi yang bersifat 

organized crime sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral 

dan urgent. Kerjasama whistleblower maupun justice collaborator 

dengan aparat penegak hukum dapat mempermudah tugas 

pengungkapan suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir yang 

bersifat oganized crime terlebih lagi khususnya yang berkaitan dengan 

kepentingan umum (openbare orde) atau negara. Konsekuensi 

logisnya, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk 

mendorong pengungkapan atau pelaporan suatu tindak pidana, yaitu 

dengan cara memberi jaminan dan perlindungan kepada whistleblower 

maupun justice collaborator karena tanpa adanya peran tersebut 

sangat sulit untuk mengungkapkan kejahatan terorganisir yang bersifat 

oganized crime dimana lazimnya kesulitan tersebut timbul karena 

lemahnya dukungan alat bukti/barang bukti yang diperoleh 

disebabkan keterbatasan aparat penegak hukum mendapatkan alat 

bukti yang cukup signifikan untuk mengungkapkan tindak pidana 

tersebut. 

               Dengan tolok ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan 

seorang whistleblower maupun justice collaborator dapat melaporkan 

kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi 

Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi 

Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan maka dimensi ini juga 

merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak 

lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang 

whistleblower maupun justice collaborator dengan kewenangan 

masing-masing maka relatif potensial akan menimbulkan 

problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses 

penanganan laporan. Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut 

relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda 

antara penegak hukum satu dengan lainnya, kemudian ditambah lagi 

belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat 
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sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga 

penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana. 

              Misalnya, problematika dan tumpang tindah terhadap aspek 

siapakah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi seorang 

whistleblower maupun justice collaborator atau juga dapat belum 

diaturnya tentang mekanisme, sistem dan pola pertanggungjawaban 

untuk melindungi pelapor. Dalam ketentuan perundang-undangan 

Indonesia terhadap laporan yang menyangkut tindak pidana korupsi 

dilindungi oleh KPK dan Kepolisian, tindak pidana pencucian uang 

dilindungi oleh PPATK dan Kepolisian. Akan tetapi, menjadi 

pertanyaan lembaga manakah yang akan melindungi terhadap pelapor 

tentang tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking), 

perdagangan narkotika (drug trafficking), dan lain sebagainya. 

            Memang, idealnya dengan banyaknya lembaga yang 

menangani adanya pelaporan terhadap whistleblower maupun justice 

collaborator diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar 

lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna. Selain itu, 

dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum 

maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dengan cara mendorong 

kerjasama dibidang perlindungan terhadap whistleblower maupun 

justice collaborator. Apabila aspek ini dilakukan maka diharapkan 

dalam prakteknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan 

terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap 

implementasinya. 
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BAB IV  

PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM 

UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME  DI 

INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA  

SERTA  MENGGAGAS KONSEP IDEAL 

PERLINDUNGANNYA PADA MASA MENDATANG 

 

A. Praktek Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan 

Justice Collaborator  di Indonesia 

              Praktek perlindungan hukum terhadap whistleblower/saksi 

pelapor pada mulanya sebelum diterbitkan dan diberlakukannya UU 

Nomor 13 Tahun 2006 didasarkan peraturan perundang-undangan 

yang sifatnya khusus misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi 

(UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 

30 Tahun 2002), PP Nomor 71 Tahun 2000, Perlindungan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 15 Tahun 

2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003), PP Nomor 57 tahun 2003, 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2005, Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat (UU 

Nomor 26 Tahun 2000) dan PP Nomor 2 Tahun 2002 dan Tindak 

Pidana Terorisme (UU Nomor 15 Tahun 2003) dan PP Nomor 24 

Tahun 2003.  

               Pada masa ini, praktek perlindungan hukum terhadap 

whistleblower yang cukup fenomenal adalah perlindungan hukum 

terhadap Khairiansyah Salman yang merupakan whistleblower/saksi 

pelapor atas kasus penyuapan yang melibatkan Mulyana Wira 

Kusumah. Khairiansyah Salman adalah saksi pelapor yang 

melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK untuk mengungkap dan 

menangkap tangan aksi penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana 

Wira Kusumah (selaku Ketua Panitia Pengadaan kotak suara untuk 

Pemilu tahun 2004) kepada Ketua Sub Tim Pemeriksa Investigasi 

BPK (Khairiansyah Salman) terkait dengan rencana bantuan untuk 
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penghilangan indikasi penyimpangan dalam hasil laporan pemeriksaan 

investigasi BPK atas pengadaan kotak suara Pemilu 2004. 

              Praktek perlindungan hukum pada kasus ini cukup 

menimbulkan kontroversi terkait dengan keterbatasan pengaturan 

perlindungan terhadap whistleblower yang notabene secara progresif 

diterapkan oleh KPK pada waktu itu. Perlindungan terhadap 

Khairiansyah Salman telah dilakukan sebelum dan sesudah 

penangkapan tangan terhadap pelaku penyuapan. Penangkapan tangan 

atas tindak pidana penyuapan ini mirip dengan metode penjebakan 

yang notabene pada waktu itu masih terbatas pengaturannya untuk 

tindak pidana narkotika dan psikotropika (Pasal 56 huruf a UU Nomor 

5 Tahun 1997 dan Pasal 68 UU Nomor 22 tahun 1997) dikenal istilah 

teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian 

terselubung. Meskipun pada dasarnya aksi penjebakan pada tindak 

pidana penyuapan/korupsi ini telah melibatkan KPK sejak awal, 

permasalahan kemudian muncul terkait dengan posisi Khairiansyah 

Salman yang berperan sebagai orang yang disuap, menurut ketentuan 

umum tentang tindak pidana suap (UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang 

Tindak pidana Suap) seharusnya yang disuap pun dapat ditetapkan 

sebagai pelaku juga dan dikenakan hukuman. Namun kenyataannya 

proses hukum terhadap Khairiansyah Salman selaku pihak yang 

berperan sebagai penerima suap ini tidak diindahkan oleh KPK karena 

pada dasarnya yang bersangkutan berperan demikian atas arahan dan 

koordinasi KPK yang notabene memiliki kewenangan untuk 

memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan ataupun keterangan mengenai terjadinya 

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf a UU 

Nomor 30 Tahun 2002. Perlindungan yang demikian juga merupakan 

implementasi dari perlindungan terhadap status hukum sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000, bentuk 

perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya 

adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama 

baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor 

sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih 
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dahulu. Tegasnya, dengan kata lain proses hukum kasus korupsi itu 

harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh 

tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Selain itu juga 

terdapat jaminan untuk tidak mengubah status pelapor menjadi 

tersangka. Jaminan perlindungan demikian adalah hal wajar karena 

sesuai dengan tujuan dibentuknya ketentuan peran serta masyarakat 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni membantu, 

mempermudah atau memperlancar dalam upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Apabila tidak diberikan jaminan tersebut maka 

harapan untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sia-sia belaka.
101

  

                Selain perlindungan hukum berupa perlindungan terhadap 

status hukum demikian, Khairiansyah Salman juga mendapatkan 

perlindungan terhadap rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor71 Tahun 2000. Perlindungan terhadap rasa aman 

ini dibebankan pada pihak Kepolisian setempat dan aparat Kepolisian 

tersebut wajib memberikan perlindungan dari ancaman-ancaman, 

seperti ancaman kekerasan maupun kekerasan dari pihak manapun 

terhadap Pelapor maupun Keluarganya. Meskipun oleh undang-

undang tidak dijelaskan secara rinci atau detail mengenai bentuk-

bentuk maupun tata cara perlindungan, petugas penyidik KPK 

melakukan perlindungan terhadap Khairiansyah Salman berupa:
102

 

1. Pemasangan alat rekam di depan rumah Khairiansyah 

Salman mulai awal persidangan hingga akhir persidangan. 

Alat rekam tersebut selalu diganti setiap minggunya oleh 

penyidik KPK 

2. Relokasi terhadap saksi pelapor beserta keluarganya 

selama satu bulan di tempat yang aman. Namun karena 
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yang bersangkutan tidak berkenan maka relokasi tidak 

dilaksanakan.  

3. Penyediaan pengawal yang disediakan (dibayar) oleh 

KPK. Adapun petugas pengawal tersebut bertugas 

melindungi saksi pelapor secara langsung selama proses 

persidangan hingga akhir persidangan.  

4. Meminta bantuan atau berkoordinasi dengan Kepolisian 

sektor setempat dimana saksi pelapor tinggal.              

                 Pada tahun 2006 dibentuklah UU Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum bagi berdirinya LPSK. 

Salah satu fungsi LPSK adalah memberikan perlindungan bagi saksi 

baik berstatus sebagai whistleblower/saksi pelapor  maupun sebagai 

justice collaborators. Menurut Maharani Siti Shopia,
103

 dari 124 

permohonan yang diterima oleh LPSK pada tahun 2011, yang dapat 

dikategorikan sebagai justice collaborators yakni saksi yang juga 

pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu penegak hukum 

untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi 

kepada penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses 

peradilan hanya dalam 1 (satu) perkara yaitu perkara Agus Condro 

kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI, satu perkara 

lain dapat dikategorikan sebagai whistleblower/saksi pelapor an. Ir. 

Stanli Erling yang melaporkan Rektor Universitas Manado dalam 

kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Microteaching 

Universitas Manado. Berbeda dengan perlakuan yang diberikan 

kepada Agus Condro, Ir. Stanli Erling justru mendapatkan vonis 

kurungan lima bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri 

Tondano sedangkan perkara yang dilaporkan oleh Ir. Stanli Erling 

oleh Kejaksaan Negeri Tondano telah dikeluarkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan korupsi tersebut.   

                Agus Condro adalah pelapor sekaligus pelaku yang 

bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan 
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tindak pidana korupsi penerimaan travel chaque oleh anggota komisi 

IX DPR RI periode tahun 1999-2004. Berdasarkan kerjasamanya 

dalam melaporkan dan mengungkap perkara korupsi penerimaan 

travel chaque oleh anggota komisi IX DPR RI periode tahun 1999-

2004 tersebut maka oleh majelis hakim dijadikan sebagai hal yang 

meringankan hukumannya menjadi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum 

yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Setidaknya terdapat empat alasan 

Agus Condro layak ditetapkan sebagai Justice Collaborator 

diantaranya: Pertama, dia pelaku korupsi yang bekerja sama 

memberikan informasi faktual, bukan fitnah. Terbukti, oleh 

Pengadilan Tipikor, keterangannya digunakan sebagai bukti yang 

dapat menjerat pelaku korupsi lainnya dalam kasus yang sama. Kedua, 

dia kooperatif dalam menjalani seluruh proses penegakan hukum 

kasusnya, termasuk tidak pernah buron. Ketiga, dia mengakui dengan 

tegas telah melakukan korupsi, bahkan mengembalikan uang korupsi 

yang diterimanya. Keempat, statusnya sebagai pelaku korupsi yang 

bekerja sama, dan karenanya patut dilindungi, secara resmi diakui 

eksistensinya LPSK. Empat hal itulah yang setidaknya harus dimiliki 

oleh siapa pun pelaku korupsi yang ingin mendapatkan status dan 

fasilitas keringanan hukuman sebagai justice collaborator.
104

 

                Menurut Mahrani Siti Shopia,
105

 LPSK telah melakukan 

pendampingan kepada Agus Condro dalam proses persidangan 

sebanyak lebih dari 13 kali, mengajukan permohonan keringanan 

hukuman kepada majelis hakim, mengajukan permohonan 

pemindahan rumah tahanan ke Menteri Hukum dan HAM, 

perlindungan fisik berupa tindakan pengamanan dan pengawalan 

dengan berkoordinasi dengan KPK dan Kepolisian serta mengajukan 

permohonan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu Agus Condro mendapatkan 
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penanganan khusus dan penghargaan dari perannya sebagai justice 

collaborator berupa: 

1. Diberikan untuk memilih tempat dilaksanakannya pidana yaitu 

mendekatkan bersangkutan kepada keluarganya, dengan cara 

pemindahan dari Rutan Polda Metro Jaya ke LP Alas Roban, Jawa 

Tengah, pemindahan tersebut berdasarkan permintaan Agus 

Condro yang disetujui Menteri Hukum dan HAM saat itu 

Patrialis Akbar. 

2. Diberikan ruang khusus kepada bersangkutan selama menjalani 

pidana. Pemberian ruang khusus ini juga sebagai bentuk 

pemberian perlindungan kepada bersangkutan terhadap 

kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang membahayakan 

keselamatan bersangkutan.  

3. Diberikan keringanan tuntutan hukuman, Agus Condro 

mendapatkan vonis 1 tahun 3 bulan denda senilai Rp. 50 juta 

subsider 3 bulan penjara dari tuntutan penuntut umum 1 tahun 6 

bulan denda senilai Rp.50 juta subsider 3 bulan penjara, lebih 

ringan dari para terdakwa lain dalam satu berkas yaitu Rusman 

Lumbatoruan dan Max Moein yang mendapatkan vonis 1 tahun 

8 bulan denda senilai 50 juta subsider 3 bulan penjara dari 

tuntutan 2,5 tahun penjara dengan membayar denda sebilai Rp.50 

juta subsider 3 bulan penjara, dan terdakwa Willem Max 

Tutuarima yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara denda senilai 

Rp.50 juta subsider 3 bulan penjara 

4. Diberikan percepatan dalam proses pemberian hak-haknya, seperti 

hak mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang 

bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), ataupun remisi. Terhitung 

setelah mulai penahanannya pada 28 Januari 2011 sebanyak 1 

bulan 15 hari dan telah menjalani 2/3 masa pidana, oleh karenanya 

berhak untuk menjalani pembebasan bersyarat 

5. Diberikan perlindungan baik terbuka maupun tertutup 

bekerjasama dengan lembaga terkait (seperti LPSK) selama 

menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 

Negara 
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              Selain terhadap Agus Condro, LPSK juga pernah menangani 

perlindungan hukum terhadap Komjen Susno Duadji yang notabene 

juga dikategorikan sebagai justice collaborator. Sebagaimana 

diketahui bahwa Susno Duadji pernah meminta perlindungan kepada 

LPSK. Permohonan perlindungan Susno Duadji terkait dengan 

pengungkapannya kasus Gayus Tambunan dan PT. Salmah Arwana 

Lestari (SAL), permohonan Susno disampaikan pada LPSK tanggal 4 

Mei 2010 dan saat itu yang bersangkutan masih sebagai saksi, 

sedangkan seminggu kemudian atau 11 Mei 2010 Susno ditetapkan 

sebagai tersangka. Perlu diingat jika dikaitkan dengan kasus 

pembukaan blokir rekening atau yang dikenal dengan kasus mafia 

pajak, Susno Duadji harus diposisikan sebagai orang yang telah 

berjasa dalam bidang penegakan hukum karena mengungkap kasus 

tersebut. Tanpa peran Susno, tidak akan mungkin kasus tersebut akan 

terungkap. Dengan diungkapkannya kasus tersebut, kita juga dapat 

mengetahui secara nyata adanya mafia hukum dalam kasus tersebut. 

Jika merujuk pada pengertian saksi menurut undang-undang, posisi 

Susno dapat dikatakan sebagai saksi. Sebab dengan jabatan yang 

disandang saat itu, dia adalah orang yang sangat banyak tahu 

mengenai barang bukti yang terkait dengan pembukaan blokir 

rekening dan penanganan kasus yang melibatkan Gayus Tambunan. 

Hal itu sesuai dengan isi Pasal 1 butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006. 

Pasal itu menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

Menurut Rudi Satrio, Susno Duadji berhak untuk mengajukan 

perlindungan dangan posisi sebagai saksi. Selanjutnya, menjadi 

kewajiban Negara melalui LPSK meresponnya. Meskipun Susno 

Duadji dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arwana 

Lestari dan kasus Pilkada Jabar, tetap memperoleh hak untuk 

mendapatkan perlindungan dari LPSK, asal memenuhi syarat untuk 

memperoleh perlindungan. Menurut Pasal 28 Nomor 13 Tahun 2006, 

perlindungan diberikan kepada saksi dan/atau Korban tindak pidana 
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mempertimbangkan syarat-syarat diantaranya: Sifat pentingnya 

keterangan saksi dan/atau korban, Tingkat ancaman membahayakan 

saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap 

saksi dan/atau korban dan Rekam jejak kejahatan yang pernah 

dilakukan oleh saksi dan/atau korban. 
106

  

                 Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 

13 Tahun 2006 menyatakan seorang saksi juga tersangka dalam kasus 

yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia 

ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tetapi, 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Jadi seorang saksi dan 

sekaligus tersangka (terdakwa) mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan dari LPSK. Hanya Susno tetap dapat dituntut ke 

persidangan. Namun bagi Susno terdapat jaminan bahwa atas 

kesaksiannya akan memperoleh keringanan hukuman. Karena itu 

meski Susno berstatus tersangka dan ditahan di rumah tahanan Negara 

(rutan), dia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan saksi 

dan dapat menempati safe house. Posisi Negara wajib untuk 

memberikan perlindungan sepanjang memenuhi syarat untuk hal 

tersebut. Itulah porsi yang dapat Negara berikan kepada Susno Duadji 

dan sekaligus itulah porsi yang dimiliki oleh Susno Duadji.
107

 

Menindaklanjuti permohonan perlindungan Susno Duadji 

yang diajukan pada 4 Mei 2010, LPSK sejak awal Mei 2010 sudah 

mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk memverifikasi apakah 

jenderal bintang tiga ini memang memenuhi syarat untuk diberikan 

perlindungan atau tidak. Pengumpulan informasi dan bukti-bukti 

untuk memverifikasi apakah Susno Duadji dapat dilindungi atau tidak 

dilakukan oleh LPSK dengan cara melakukan koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait seperti tim Penyidik Polri, pengacara Susno 

Duadji, Susno Duadji sendiri dan beberapa pihak lainnya yang 
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berhubungan dengan kasus ini. Setelah data-data dikumpulkan 

dipelajari dan dianggap cukup, pada tanggal 24 Mei 2010 Pkl.15.45 

WIB LPSK menggelar Rapat paripurna untuk membahas apakah 

Susno Duadji bisa dilindungi atau tidak. Rapat paripurna yang dihadiri 

oleh 5 anggota LPSK tersebut kemudian memutuskan bahwa Susno 

Duadji terlibat dalam 4 (empat) kasus yaitu: (1) Tindak Pidana 

Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan tersangka Gayus 

Tambunan; (2) Tindak Pidana laporan Pencemaran Nama Baik; (3) 

pelanggaran Kode Etik Polri; dan (4) Tindak Pidana Korupsi/Suap PT 

Salmah Arwana Lestari (SAL). Berdasarkan pemilahan tersebut, 

disimpulkan bahwa:
108

 

a. Untuk kasus (1) tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang 

diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan, LPSK menilai 

bahwa Susno Duadji dapat diberikan perlindungan fisik, hukum, 

dan pemenuhan hak-hak procedural sebagai saksi dan 

whistleblower (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor13 Tahun 2006 jo Pasal 

10 ayat 1); 

b. Untuk kasus (4) tindak pidana korupsi/suap PT Salmah Arowana 

Lestari (SAL), LPSK menilai bahwa posisi Susno Duadji adalah 

sebagai tersangka, saksi dan whistleblower. Dalam kasus ini 

LPSK akan memberikan perlindungan fisik, hukum dan 

pemenuhan hak-hak procedural kepada Susno duadji sebagai saksi 

dan whistleblower. Perlindungan yang diberikan LPSK dalam 

kasus ini tidak berarti menganulir status Susno Duadji sebagai 

tersangka dalam kasus yang sama. Keterangan atau kesaksian 

yang akan, sedang atau telah diberikannya dapat dijadikan 

pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan 

dijatuhkan; 

c. Untuk kasus (2) Tindak Pidana Pencemaran nama baik. LPSK 

menilai bahwa Susno Duadji adalah pelapor yang dilaporkan 

balik; 

                                                 
108

 Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower...,   Ibid, hlm.114-115 



 

 
 

 

126 
 

d. Untuk kasus (3) pelanggaran kode etik Polri, LPSK menilai 

bahwa itu wewenang Polri, LPSK tidak bias mengintervensi 

karena bukan ranah LPSK. 

              Rapat paripurna LPSK memutuskan bahwa Permohonan 

perlindungan Susno Duadji dinyatakan berhak untuk mendapatkan 

perlindungan fisik bagi pemohon dan keluarganya, perlindungan 

hukum dan pemenuhan hak-hak procedural. Keputusan ini akan 

disampaikan kepada yang bersangkutan mengenai bentuk 

perlindungan fisik akan ditawarkan kepada Susno Duadji untuk ikut 

menentukan bentuk perlindungan seperti apa yang diinginkannya.
109

    

              Adapun Alasan diberikannya perlindungan fisik, hukum dan 

pemenuhan hak-hak prosedural kepada Susno Duadji karena:
110

 

a. Susno Duadji telah mengajukan permohonan perlindungan secara 

tertulis; 

b. LPSK menilai bahwa keterangan Susno Duadji penting untuk 

mengungkap kasus tersebut; 

c. LPSK menilai adanya unsure ancaman/terror yang dialami oleh 

Susno Duadji, dimana dirinya dan istrinya diikuti oleh ornag yang 

tidak dikenal; dan 

d. LPSK menilai bahwa perlindungan yang diberikan kepaa Susno 

Duadji dalam kasus korupsi didasarkan pada pasal 5 ayat (1) UU 

Nomor13 Tahun 2006, beliau cukup membuktikan bahwa ada 

potensi ancaman yang beliau dan keluarganya terima. 

                Kemudian dalam pelaksanaan perlindungan fisik yang 

diberikan LPSK yaitu berupa penempatan rumah aman, terkendala 

dengan Mabes Polri karena yang bersangkutan juga terkena perkara 

lain yakni korupsi Pilkada Jabar dan oleh Mabes Polri ditempatkan di 

rutan mako brimob, sehingga LPSK tidak dapat menempatkan Susno 

Duadji di rumah aman. Penahanan terhadap Susno Duadji menurut 

penyidik Mabes Polri, bahwa berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi 
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diperoleh bukti permulaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 

Susno Duadji yaitu telah menerima suap dari Syahril Djohar dalam 

proses hukum kasus PT Salmah Arwana lestari dan pemotongan dana 

bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat, 

sehingga oleh Penyidik ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di 

rutan mako brimob kelapa dua. Sedangkan tidak ditempatkannya di 

tempat aman sesuai permintaan LPSK, pihak Mabes Polri tidak dapat 

memenuhinya, hal ini menurut penjelasan Wakil Kepala Divis Humas 

Mabes Polri Brigadir Jenderal Zainuri Lubis menyatakan bahwa safe 

hous (tempat aman) hanya ditujukan bagi saksi dan korban yang 

memenuhi syarat. Sedangkan seorang yang sudah berstatus tersangka 

seharusnya berada di rumah tahanan Negara.
111

  

                Selanjutnya dalam proses peradilan dan putusannya, Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Susno Duadji 

dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp. 200 

Juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim menilai bahwa 

terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua dan dakwaan pertama 

alternatif kelima. Selain itu susno Duadji juga harus membayar uang 

pengganti senilai Rp. 4 Milyar yang harus dibayar dalam jangka 

waktu 1 bulan. Jika tidak dibayar, akan disita harta bendanya atau 

diganti dengan kurungan selama 1 tahun. Adapun hal-hal yang 

meringankan menurut Majelis Hakim adalah status Susno Duadji 

sebagai whistleblower. Hal ini dinyatakan dalam putusan Majelis 

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa “Terdakwa 

merupakaan salah seorang yang mengungkap penyimpangan 

penanganan perkara arwana dan perkara pajak, dimana Terdakwa 

mendapat perlindungan saksi dan sekaligus sebagai 

Tersangka/Terdakwa dari Lembaga Perlindungan Saksi dalam 

Korban  (LPSK) maka berdasarkan pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 

Tahun 2006 berhak mendapat keringanan hukuman. ” Berdasarkan 
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putusan tersebut nampak jelas implementasi perlindungan hukum 

terhadap Susno Duadji yang notabene adalah seorang whistleblower.  

              Akan tetapi, dalam prakteknya terhadap whistleblower dan 

justice collaborator acapkali menimbulkan persoalan tersendiri bagi 

hakim di depan persidangan. Pangeran Napitupulu, Bagus Irawan 

dan Amin Sutikno
112

 menyebutkan permasalahan tersebut terlihat 

dalam aspek-aspek sebagai berikut: 

               Pertama, ada masalah norma hukum dalam perundang-

undangan Indonesia yaitu sejak kapan, siapa yang berwenang, ukuran 

parameter yang digunakan agar seseorang ketika menegakkan hukum 

sehingga pantas menjadi justice collaborator, ternyata tidak ada. 

Kalau dilihat aturan mengenai whistle blower jelas LPSK yang 

menetapkan. Jadi kalau ada seseorang dikatakan sebagai justice 

collaborator lalu penyidik setuju maka harus ada kelengkapan surat 

dari penyidik dan penuntut umum, kemudian kalau ada stempel dari 

penuntut umum maka apalkah hal ini akan mengikat hakim atau tidak.  

              Kedua, kalau seseorang ditetapkan sebagai justice 

collaborator apakah aspek tersebut harus termuat di dalam kalimat 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena hakim dalam memutus perkara 

tidak lepas dari apa yang dimuat dalam surat dakwaan. Cuma juga 

nanti faktanya bisa berbeda dilapangan dimana kalau nantinya 

ternyata penuntut umum atau hakim tidak berpendapat kalau orang ini 

memenuhi syarat sebagai whistleblower atau justice collaborator. 

              Ketiga, ujungnya kalau dilihat dari konsep whistleblower dan 

justice collaborator adalah hal-hal yang meringankan, ini yang 

menjadi pertanyaan apakah bisa?. Mungkin kalau di negara lain tidak 

dikenakan pidana minimal tapi pidana bersyarat atau apa yang bisa 

lebih berguna. Karena pemikiran hakim kalau meringankan ujung-

ujungnya tidak berguna, begitu. Minimal sebelum aturannya jelas 

                                                 
112

 Wawancara dengan Pangeran Napitupulu, Hakim Pengadilan 
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aturan bagi hakim supaya tidak dinyatakan agar sisi profesional itu 

ada, misalnya untuk menentukan justice collaborator itu Jaksa di 

dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana sudah menentukan 

seseorang sebagai whistleblower atau justice collaborator.  

              Selain itu, dalam praktek peradilan perlindungan justice 

collaborator melalui putusan yang lebih ringan dengan mengacu 

kepada SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 telah dijatuhkan oleh 

Mahkamah Agung RI Nomor 920K/Pid.Sus/2013 terhadap terdakwa 

Thomas Claudius Ali Junaidi dalam perkara narkotika. Pada Putusan 

Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.Sus/2012/PN MMR 

tanggal 17 Desember 2012 terdakwa terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 114 ayat (1) UU 35 

Tahun 2009 dan diputus pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang 

Nomor 07/PID/2013/PTK tanggal 18 Februari 2013, menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Maumere. Akan tetapi, putusan Pengadilan 

Tinggi Kupang tersebut kemudian dibatalkan dan Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara tersebut dimana terdakwa dijatuhkan pidana 

selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah 

dijalani kecuali jikalau dikemudian hari terdakwa melakukan tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Pada 

pokoknya ratio decidendi putusan Mahkamah Agung tersebut 

membenarkan alasan kasasi terdakwa sebagai justice collaborator dan 

Mahkamah Agung mempertimbangkannya dengan pidana yang jauh 

lebih ringan dari ketentuan pidana minimal 5 (lima) tahun sesuai 

ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009. 

 

B. Praktek Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan 

Justice Collaborator  di Beberapa Negara 

1. Negara Amerika Serikat 

            Pada negara Amerika Serikat regulasi perlindungan hukum 

terhadap whistleblower dan justice collaborator diatur dalam 
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whistleblower act 1989 yang berorientasi perlindungan dari 

pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, 

gangguan dan tindakan diskriminasi. Apabila diperinci, sebenarnya 

sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat merupakan sebuah 

upaya dari pemerintah untuk memerangi mafioso yang sudah 

sedemikian berbahaya sehingga mengganggu stabilitas nasional. 

Perlindungan saksi pertama kali dilakukan Amerika Serikat pada 

tahun 1970-an, dimana pada waktu itu “sumpah diam” (omerta)
113

 

tidak tergoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang 

melanggar dan bekerja sama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat 

dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya 

pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntutan. 

Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Kehakiman 

(Department of Justice) Amerika Serikat bahwa suatu program 

perlindungan saksi perlu diinstitusikan. 
114

 

             Lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat yang disebut 

Witness Security  (WITSEC), pertama kali dibentuk seorang jaksa 

yang bernama Gerald Shur. Berikutnya, Amerika Serikat membentuk 

program perlindungan saksi dengan regulasi Undang-Undang 

Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 (Witnes Protection Act 

1984). Pada regulasi ini, Amerika Serikat memberi perlindungan 

terhadap keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui 

penempatan tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama 

dan rincian identitas baru. 
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 Joseph Valachi adalah orang pertama dari Mafia-Amerika 

yang melanggar omerta, atau sumpah diam. Pada tahun 1963 dia bersaksi 

dihadapan Komisi Konggres AS tentang stuktur internal mafia dan kejahatan 

terorganisir. Joseph Valachi adalah orang pertama di AS yang ditawarkan 

perlindungan untuk kesaksiannya sebelum program perlindungan saksi 

dibentuk secara formal. 
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 Fred Montanino, Unintended victims of organized crime 
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            Regulasi Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 

1984 (Witnes Protection Act 1984) hakikatnya, berorientasi kepada 

dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu: 

1) Kretaria penerimaan yang ketat, termasuk penilaian terhadap 

resiko bagi masyarakat yang dapat berlaku oleh karena pelaku 

kejahatan yang telah direlokasi; 

2) Pembentukan anggaran untuk mengkompensasi korban dari 

kejahatan yang dilakukan oleh peserta setelah diterima dalam 

program; 

3) Penandatanganan nota kesepahaman yang menguraikan 

kewajiban saksi setelah dirinya diterima dalam program; 

4) Pengembangan prosedur jika momorandum tersebut dilanggar 

oleh peserta; 

5) Pembentukan prosedur untuk pengungkapan informasi peserta 

program dan hukuman yang berlaku terhadap pengungkapan 

informasi tersebut yang dilakukan secara tidak sah; dan 

6) Perlindungan hak-hak pihak ketiga, khususnya menghormati 

utang-utang saksi dan hak perwalian orang tua yang tidak 

direlokasikan ataupun hak-hak kunjungan.  

           Untuk seorang saksi agar dapat diterima dalam program ini, 

perkara bersangkutan merupakan perkara sangat signifikan, kesaksian 

yang diberikan saksi perlu bernilai tinggi untuk keberhasilan 

penuntutan dan tidak ada alternatif lain untuk mengamankan saksi 

secara fisik. Kondisi lain seperti kondisi psikologis saksi dan 

kemampuannya untuk mentaati peraturan dan larangan yang 

diterapkan program juga menjadi faktor. Dalam perkembangannya, 

penerimaan perlindungan telah diperluas dari kejahatan mafia untuk 

juga memasukkan saksi-saksi dari jenis kejahatan terorganisir lainnya, 

seperti kejahatan yang dilakukan oleh kartel obat-obat terlarang, geng 

motor, geng penjara dan geng jalanan. 
115
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           Selain itu, tegasnya saksi tersebut merupakan saksi inti dari 

kasus khusus dalam tipe-tipe sebagai berikut: 

a) Tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum 

Pidana Amerika Serikat, Bagian 1961 ayat (1) tentang 

Kejahatan Terorganisir dan Pemerasan; 

b) Tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan 

dalam Judul 21 Kitab Hukum Pidana Amerika Serikat; 

c) Tiap kejahatan di Negara Bagian manapun yang pada 

hakekatnya mirip dengan kejahatan yang disebutkan di atas; 

d) Persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana 

ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang 

saksi dapat membahayakan keselamaaan saksi tersebut. 

               Dalam praktek di Amerika Serikat maka pelaksanaan 

perlindungan terhadap saksi di bawah Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat (United States Department of Justice). Pada 

departemen ini, perlindungan saksi masuk dalam divisi kriminal 

dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus 

Perlindungan saksi. Dalam implementasinya, pelaksanaan unit ini 

mempunyai hubungan kerja dengan lembaga lainnya dengan pola 

memberikan fungsi pengawasan progran atau fungsi kontrol oleh unit 

perlindungan saksi dengan mengintegrasikan dengan tugas dan fungsi 

institusi lainnya. Instutusi tersebut adalah Kejaksaan Agung, Jaksa 

Penuntut Umum atau badan invenstigasi lainnya, US Marshal Service 

atau unit keamanan lainnya (FBI), Bureau of Prison, Pengadilan, 

Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan pemerintah negara Bagian. Unit 

program perlindungan saksi tersebut berpusat di Kantor Pusat 

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (United States Department 

of Justice), namun dapat pula mendirikan kantor perwakilan di tiap 

Negara Bagian sebagai bagian dari penegakan dari United States 

Department of Justice. 
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                      Hal ini dideskripsikan oleh Supriyadi Widodo 

Eddyono
116

 sebagaimana bagan 1 berikut ini: 

 

Bagan 1. 

Lembaga yang berkorelasi dengan program  

perlindungan saksi di Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

    Pada dasarnya, lembaga-lembaga tersebut yang berkorelasi dengan 

perlindungan saksi. Apabila diperinci, lembaga-lembaga tersebut 

mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 

berikut ini
117

: 
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 Supriyadi Widodo Eddyono, Prosedur Perlindungan Saksi 

di Amerika Serikat, www.perlindungansaksi.worldpress.com, 2005, hlm. 5, di 
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 www.parlemen.net, Lembaga Perlindungan Saksi Draft 

Position Paper, tanpa halaman, di up load pada tanggal 29 Juli 2013  

Jaksa, Penuntut Umum, badan-badan 
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membutuhkan program perlindungan 

saksi 

 

JAKSA AGUNG US  

KANTOR OPERASI  
PENEGAKAN 

Unit Perlindungan saksi,  
Divisi Criminal, 

Departemen of Justice US 
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Tabel 1 

Tugas Unit Perlindungan Saksi 

Dan Lembaga Lain di Amerika Serikat 

 

NO          LEMBAGA TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN 

1. 

 

Unit khusus 

perlindungan saksi 

Mengatur,  mengawasi  dan  melakukan  persetujuan  dan 

penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi 

2. 

 

 

Jaksa Penuntut Umum 

dan Badan Investigasi 

Lainnya 

Melakukan   permohonan   perlindungan   saksi,   dan 

mempersiapkan berkas administrasi 

 

3. 

 

Bureau of prison 

 

Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan 

Atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi 

4. 

 

Pengadilan 

 

Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan 

tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi 

5. 

 

 

Kantor Imigrasi & 

Naturalisasi 

 

• 

 

• 

Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap 

orang asing illegal 

Memberikan persetujuan kepada badan investigasi 

6. 

 

 

 

Pemerintahan negara 

Bagian 

 

 

• 

 

• 

 

Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi 

Lokal 

Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam 

menerapkan UU Perlindungan Saksi 

7. 

 

 

 

US Marshal Service 

 

 

 

• 

 

• 

• 

Melakukan  penilaian  terhadap  saksi  yang  akan 

dimasukan ke dalam program perlindungan 

Melakukan perlindungan terhadap saksi 

Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak 

8. 

 

 

 

 

Jaksa Agung 

 

 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

Mendapatkan  dan  mengevaluasi  semua  informasi 

yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam 

program perlindungan 

Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin 

diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan 

direlokasi 

              

Dalam tabel 1 tersebut terlihat bahwa Unit Khusus Perlindungan Saksi 

mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengatur,  

mengawasi  dan  melakukan  persetujuan  dan penetapan terhadap 

permohonan perlindungan saksi. Jaksa Penuntut Umum dan badan 

invetigasi laiinya berwenang untuk melakukan permohonan 

perlindungan saksi dan memperispakan berkas administrasi. Bureau of 

Prison bertugas mengawasi dan mengatur para saksi dalam status 

tahanan atau narapidana dan mempersiapkan administrasi. Pengadilan 
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bertugas melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan 

tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi.  

              Kantor Imigrasi dan Naturalisasi mempunyai dua tugas, yaitu 

mempersiapkan dokumen perlindungan terhadap orang asing illegal 

dan memberikan persetujuan kepada badan investigasi. Kemudian 

Pemerintah negara bagian mempunyai kewenangan dalam hal 

membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. Selain itu, 

pemerintah negara bagian juga bertugas melakukan kerja sama dengan 

Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan undang-undang 

perlindungan saksi. Institusi US Marshal Service bertugas melakukan 

penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program 

perlindungan, melakukan perlindungan terhadap saksi dan melakukan 

perlindungan dalam keadaan mendesak. Kemudian Jaksa agung 

bertugas mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang 

diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan. 

Jaksa Agung juga bertugas untuk membuat penilaian tertulis atas 

resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi 

akan direlokasi. Supriyadi Widodo Addyono, mendiskripsikan 

perlindungan saksi di Amerika Serikat sebagai berikut: 

1. Status saksi yang berbeda membawa perbedaan pula dalam hal 

prosedur administrasi atau lembaga/instansi yang kompeten dan 

berwenang untuk menentukan dalam aspek memberikan 

perlindungan kepada saksi; 

2. Adanya koordinasi/kerjasama diantara lembaga penegak hukum 

dalam upaya memberikan program perlindungan saksi yang 

merupakan suatu kesatuan (mata rantai) baik sejak ditingkat 

negara bagian hingga berkoordinasi dengan pemerintah pusat; dan 

3. Lembaga/unit perlindungan saksi berada di bawah naungan 

Departemen Kehakiman (Departement of Justice) dalam divisi 

kriminal.
118
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Dari Sistem Peradilan Pidana, Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU 
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              Selain hal tersebut di atas maka dalam regulasi Undang-

Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 (Witnes Protection 

Act 1984) juga diatur tentang jenis saksi yang masuk kualifikasi dalam 

program perlindungan saksi dimana adanya implikasi dalam prosedur 

dan administrasi yaitu seperti saksi biasa, dibedakan menjadi saksi 

dalam lingkup federal dan lingkup lokal yang berada dalam US 

Marshal Service. 

             Kemudian saksi yang berstatus tahanan berada dalam lingkup 

US Marshals Bureau of Prison. Saksi berstatus orang asing dalam 

lingkup US Marshal Service Kantor Imigrasi, status narapidana dalam 

naungan US Marshlas Bureau of Prison dan saksi berstatus informan 

atau informan yang masuk dalam program di bawah naungan US 

Marshal Service.  
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           Lebih detail, dimensi ini disebutkan oleh Supriyadi Widodo 

Eddyono
119

 sebagaimana dalam bagan 2 berikut ini: 

 

Bagan 2 

Jenis-Jenis Saksi dan Lembaga Perlindungannya di Amerika 

Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          Selain itu, dalam Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi 

Tahun 1984 (Witnes Protection Act 1984) bentuk perlindungan yang 
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 Supriyadi Widodo Eddyono, Prosedur Perlindunga saksi..., 

Ibid., hlm. 6 

Jenis saksi yang masuk kualifikasi 

dalam program perlindungan saksi, 

departemen of justice US Yang diatur 

oleh witnes protection 

(kualifikasi ini kemudian akan memilki 

implikasi dalam perbedaan prosedur 

dan administratif) 

Saksi dalam 

status biasa, 

dibedakan 

menjadi saksi: 

Dalam lingkup 

federal Dan 

saksi dalam 

lingkup lokal 

atau negara 

bagian 
 

 

Saksi yang  

Berstatus  

Tahanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksi yang 

berstatus orang 

asing -ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksi yang 

berstatus 

narapidana 

 

 

 

 

 

 

 

Saksi yang 

berstatus 

informan atau 

informan yang 

masuk dalam 

program 

perlindungan 

saksi 

 

Lembaga 

yang paling 

terkait 

US Marshal 

Lembaga 

yang paling 

terkait 

US marshal 

Bureau of 

Prison 

Lembaga 

yang paling 

terkait 

US marshal 

Kantor 

Imigrasi 

Lembaga 

yang 

paling 

terkait 

US 

Marshal 

Bureau of 

Prison 

Lembaga 

yang paling 

terkait 

US 

Marshal 
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diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri sendiri 

maupun terhadap keluarganya, yang terdiri dari: 

 Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam 

program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi 

saksi dan memberi permohonan menjadi saksi. 

 Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga serta 

identitas baru 

 Pengawasan lewat video 

 Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya. 

                   Permohonan agar dilakukan perlindungan atau 

pengawasan Bureau of Prison atau US Marshals Service harus 

disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan untuk diteliti dan 

disetujui. Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, 

Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat 

dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, 

badan-badan investigasi).  

                Setelah menerima permohonan Program Keamanan Saksi, 

Kantor Operasi Penegakan akan memfalitasi agar Kantor US Marshals 

Service mewawancarai calon saksi sebagai dari proses penelitian 

terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara 

pendahaluan ini, maka Kantor Operasi Penegakan menerima 

permohonan pengikutsertaan saksi ke dalam Program segera setelah 

jelas bahwa orang tersebut benar-benar merupakan saksi kunci, 

menghadapi bahaya, dan butuh diikutsertakan ke dalam Program. 

                Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus 

dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan 

Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan 

membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi 

(keluarganya), penundaan atau keiikutsertaan saksi di dalam program 

tidak boleh dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetuji oleh Kantor 

Operasi Penegakan.  

                   Pada asasnya, praktik perlindungan Justice Callabolators 

di Amerika Serikat mengenal 4 (empat) model perlindungan dan 

reward untuk melawan kejahatan terorganisir (organized crime), 
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yaitu: 

   Mekanisme Surat Non Target 

Dimensi ini adalah surat yang disediakan jaksa bagi para saksi 

mata potensial untuk meyakinkan saksi dalam tidak dalam 

sasaran penyidikan. Seorang yang menjadi sasaran penyidikan 

adalah mereka yang diyakini oleh jaksa atas tindak pidana itu 

karena bukti yang sudah cukup. Sebuah surat “non target” 

biasanya digunakan diawal penyidikan, dan hanya untuk mereka 

yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak kriminal. 

Terutama sekali dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak 

pihak, beberapa saksi yang mengetahui beberapa hal mengenai 

kejahatan itu, meskipun kecil atau bahkan tidak bersalah, 

mungkin saja ragu untuk bekerjasama dengan aparat karena 

takut menjadi terlibat dalam penuntutan. Surat Non Target ini 

bukan berisikan janji dari jaksa mengurani hukuman si terdakwa 

yang juga pelaku, karena surat itu hanya memberikan 

perlindungan yang terbatas bagi saksi-saksi potensial.
120

 

   Kesepakatan Tidak Ada Tuntutan 

Dimensi ini diartikan sebagai kesepakatan untuk tidak menuntut 

seorang saksi atas tindak kriminal tertentu yang terjadi sebagai 

imbalan dari kerjasama yang penuh dan kesaksian yang jujur. 

Kesepakatan tidak ada tuntutan biasanya digunakan dalam 

situasi dimana keterlibatan saksi dalam tindak kriminal itu kecil, 

dan kerjasamanya dibutuhkan terhadap pihak-pihak lain yang 

memiliki prosi kejahatan yang lebih besar dalam tindak pidana 

kriminal tersebut.
121

 

   Kekebalan Dalam Berbagai Keadaan Tertentu 

Dimensi ini digunakan sebagai reward seorang saksi yang 

berada di bawah sumpah. Baik di depan juri, penyidik yang 
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disebut dewan juri ataupun dalam persidangan. Kesaksian 

informan witness tidak dapat digunakan untuk menuntut yang 

bersangkutan dalam sebuah kejahatan dimana ia terlibat 

didalamnya. Biasanya mekanisme ini digunakan pada saksi-

saksi yang ragu untuk bersaksi yang memiliki informasi 

berharga mengenai kejahatan yang sedang diselidiki tetapi juga 

terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah 

atau sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut.
122

 

 Kesepakatan Bersama (plea aggrement) Sebagai Bagian 

Dari Tawar Menawar (plea bargain) 

Dimensi kesepakatan bersama (ple aggrement) biasanya 

dinegosiasikan sebagai bagian tawar menawar (plea bargain) 

dimana terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas 

satu atau lebih tindak pidana kriminal yang dilakukan. Ia juga 

mengaku untuk mengambil semua pertanggungjawaban pidana. 

Sebaai bagian dari kesepakatan tersebut, si terdakwa setuju 

untuk bekerjasama secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa, 

termasuk mengungkapkan informasi dan bersedia memberikan 

kesaksian di pengadilan. 
123

 

                 Jika terdakwa memberikan kerjasama yang jujur dan 

penting, jaksa setuju untuk memasukkan mosi sewaktu penjatuhan 

hukuman, yang meminta hakim mengurangi hukuman terdakwa 

sebagai penghargaan kerjasama terdakwa. Meski demikian dalam 

kesepakatan kerjasama ini jaksa dilarang menjanjikan pengurangan 

hukuman dalam bentuk apapun sebagai ganti kesaksian tertentu, 

karena akan dianggap sebagai membeli kesaksian dan hal tersebut 

dianggap tidak etis. Terdakwa yang berkerjasama hanya diminta untuk 

menyatakan keseluruhan kebenaran dalam menjawab pertanyaan 

apapun yang diberikan penuntut umum. Jaksa juga tidak akan 

mengukur nilai kerjasama tersebut sebelum proses kerjasama ini 
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selesai.
124

 

                   Dokumen perjanjian tawar menawar (plea agreement) 

dimasukan ke pengadilan sebelum terdakwa hadir dihadapan hakim 

dan menyatakan diri bersalah. Dalam perjanjian tawar menawar, ada 

beberapa prosedur yang dilakukkan hakim yaitu: hakim harus 

menanyakan terdakwa secara langsung dihadapan sidang terbuka, 

memberitahukan hak-hak terdakwa, memastikan terdakwa memahami 

hak-haknya, memaparkan tuduhan-tuduhannya, sifat dari perjanjian 

tawar menawar tersebut dan memastikan terdakwa dengan suka rela 

setuju untuk mengakui bersalah dibawah perjanjian tawar menawar. 

Hakim juga menanyakan jaksa dan terdakwa untuk memutuskan 

apakah ada landasan faktual untuk pengakuan bersalah ini.
125

 

                       Dalam memutuskan jumlah pengurangan hukuman, 

pola penghukuman di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim 

federal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
126

 

a) Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang 

diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukan 

evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.  

b) Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercayanya) 

informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa. 

c) Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan.  

d) Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang 

mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena 

bantuan yang diberikan pada jaksa. 

e) Ketepatan waktu bantuan tersebut. 

                Kemungkinan terdakwa untuk memberikan informasi palsu 

cenderung ada, karena informan witness/justice mencoba 

memanipulasi penyidik atau jaksa untuk meminimalisir tindak 
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kejahatan mereka sendiri atau untuk melindungi teman-teman. Oleh 

karena itu pernyataan yang dibuat pelaku harus diperiksa ulang oleh 

jaksa dan dikuatkan dengan bukti lain. Jika terdakwa yang 

bekerjasama memberikan informasi palsu, menahan atau 

memutarbalikan informasi tersebut merupakan pelanggaran 

kesepakatan. Bila hal tersebut terjadi kesepakatan berjasama tersebut 

batal dan jaksa tidak perlu memasukan mosi pengurangan hukuman.
127

 

 

2. Afrika Selatan 

               Dikaji dari perspektif sejarahnya, whistleblower diatur dalam 

Pasal 3 Protected Dedosures Act Nomor 26 Tahun 2000 yang 

memberi perlindungan dari accuputional detriment atau kerugian yang 

berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Kemudian terhadap 

justice collaborator sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 185A 

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1977. Kemudian dalam 

Strategi Nasional Pencegahan Kejahatan 1996 mengakui perlindungan 

saksi sebagai aspek krusial untuk mengamankan bukti dari saksi-saksi 

yang rentan terintimidasi dalam peradilan dan mengakui bahwa 

perlindungan saksi merupakan titik lemah dari sistem penegakan 

hukum.  

                  Kemudian tahun 2000 maka Undang-Undang Perlindungan 

Saksi Nomor 112 Tahun 1998 diundangkan, yang menggantikan 

sistem lama. Pada undang-Undang tersebut hakekatnya mengatur 

tentang dimensi-dimensi sebagai berikut:  

(a) Membentuk Kantor Perlindungan Saksi nasional dibawah 

wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan 

Konstitusional. Kantor tersebut dikepalai oleh direktur 

nasional dan memiliki kantor perwakilan pada sembilan 

provinsidi Afrika Selatan. Meskipun belum ada amandemen 

peraturan, pada tahun 2001 kantor tersebut dirubah susunan 
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menjadi bagian dari Lembaga Penuntutan Nasional dan 

semenjak itu dikenal sebagai Unit Perlindungan Saksi; 

(b) Mengatur fungsi dan tugas Direktur, termasuk wewenang 

untuk menentukan penerimaan kedalam program. Keputusan 

Direktur berdasarkan rekomendasi dari kepala kantor cabang 

dan petugas yang relevan dari lembaga penegak hukum serta 

Lembaga Penuntutan Nasional. Keputusan Direktur untuk 

menolak suatu permohonan atau melepaskan seorang dari 

perlindungan dapat ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan 

Perkembangan Konstitusional; 

(c) Mendefinisikan jenis-jenis kejahatan  yang dapat dijadikan 

dasar permohonan perlindungan oleh saksi, prosedur yang 

perlu diataati dan orang-orang yang dapat mengajukan 

permohonan. Daftar tindak pidana tidak bersifat ekslusif oleh 

karena Direktur berwenang untuk menyetujui perlindungan 

bagi saksi dalam proses persidangan lainnya jika dianggap 

bahwa keamanan saksi tersebut memerlukan perlindungan; 

(d) Menentukan bahwa proses persidangan perdata yang 

tertunda oleh karena saksi berada dalam perlindungan dapat 

ditangguhkan oleh hakim, dengan permohonan ex  parte, 

untuk mencegah pengungkapan identitas atau lokasi saksi 

atau untuk mencapai tujuan undang-undang. Kantor 

perlindungan saksi menjadi alamat yang ditujukan dalam 

proses persidangan yang melibatkan saksi tersebut; 

(e) Mendefinisikan tindak pidana dan hukuman keras terhadap 

pengungkapan atau publikasi informasi mengenai orang yang 

berada dalam program atau petugas Kantor Perlindungan 

Saksi agar memastikan keamanan saksi yang dilindungi serta 

petugas program. Keputusan pengungkapan informasi berada 

pada Direktur setelah mempertimbangkan perwakilan dan 

tanpa prasangka terhadap peraturan lain yang berlaku; 

(f) Memberikan wewenang kepada menteri Hukum dan 

Perkembangan Konstitusional untuk menandatangani 

perjanjian dengan negara alain atau organisasi internasional 
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yang mengatur kondisi dan kretaria relokasi saksi ading ke 

Afrika Selatan dan penerimaannya kedalam program 

perlindungan saksi Afrika Selatan. Rekolasi tersebut 

membutuhkan persetujuan Menteri.
128

 

 

              Pada Negara Afrika Selatan, Perlindungan Saksi berada 

dalam Departemen Kehakiman dengan nama Jawatan Perlindungan 

Saksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Nomor 112 

Tahun 1998. Pada dasarnya, tugas dan wewenang jawatan ini adalah 

melindungi saksi, melaksanakan tugas administrative, membuat 

perjanjian dan membuat kesepakatan dengan departemen lainnya. 

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut maka jawatan 

perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi 

lainnya, seperti Komisi Khusus, Direktorat Pengaduan Independen, 

Penuntut Umum, Departemen Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi 

publik lainnya dan pejabat-pejabat keamanan.  

             Undang-Undang Perlindungan Saksi 1998 mengatur 

hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi dengan institusi 

lainnya dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi 

kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikan dengan 

tugas dan fungsi institusi lain.  
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             Hal ini dapat secara terperinci dan jelas dapat dilihat 

sebagaimana bagan 3 berikut ini:
129

 

 

Bagan 3 

Lembaga Yang Berkorelasi Dengan Program 

 Perlindungan Saksi Di Afrika Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jawatan Perlindungan Saksi berkantor pusat di ibukota negara 

dan pemerintah daerah juga mendirikan kantor  jawatan dalam rangka 

melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Kantor cabang 
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yang terdapat di daerah tidak permanen. Kantor Pusat Jawatan 

Perlidungan Saksi berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan 

suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus 

penataan administratif sejauh dianggap perlu. 

             Jawatan Perlindungan Saksi mempunyai tugas antara lain 

melindungi saksi, orang terkait lain dan layanan-layanan yang 

diperlukan, melaksanakan tugas administratif menyangkut 

perlindungan. Jawatan Perlindungan Saksi juga bertugas membuat 

perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan, dan membuat 

kesepakatan dengan departemen lainnya. 

            Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya juga 

mendapat tugas dalam program perlindungan saksi. Tugas itu meliputi 

membuat permohonan perlindungan ke jawatan, dan mempersiapkan 

dokumen pendukung. Menteri Kehakiman mengemban tugas berupa 

meninjau keputusan Jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan 

permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program 

perlindungan. Pejabat keamanan ditugaskan untuk melakukan 

keamanan dan perlindungan bagi saksi, menjalankan kewenangan dan 

harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya. Tugas lainnya 

adalah menerima laporan dari saksi dan meneruskannya kejawatan 

perlindungan.  

             Lembaga Pengadilan mendapat tugas untuk menetapkan bagi 

anak di bawah umum untuk ikut dalam program perlindungan. 

Perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap 

identitas atau keberadaan saksi dalam program juga bagian tugas dari 

pengadilan. Demikian juga dengan pengeluaran oemerintah untuk 

melarang publikasi berupa lukisan, ilustrasi, foto, poster, bahan cetak 

lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan. 

Apabila diperinci lebih jauh mengenai tugas Jawatan Perlindungan 
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Saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan maka dapat dilihat 

sebagaimana terdapat dalam Tabel 2 berikut ini:
130

 

 

Tabel 2 

Tugas Jawatan Perlindungan Saksi 

dan institusi lainnya di Afrika Selatan 

 

No. Nama Lembaga   Tugas dan Kewenangan 

1. Jawatan 

Perlindungan Saksi 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Melindungi saksi, orang terkait lainnya 

dan layanan layanan yang diperlukan 

Melaksanakan tugas administratif 

menyangkut perlindungan 

Membuat perjanjian tentang bantuan 

yang akan dilakukan 

Membuat kesepakatan dengan 

departemen lainnya 

2. Jaksa Penuntut 

Umum dan Badan 

Investigasi Lainnya 

- 

 

- 

Membuat permohonan perlindungan ke 

jawatan 

Mempersiapkan dokumen pendukung 

(administrasi) 

3. Pejabat Keamanan - 

 

- 

Melakukan keamanan dan perlindungan 

saksi 

Menjalankan kewenangan dan harus 

melaksanakan fungsi atau mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan 

atau dibebankan kepadanya 

4. Pengadilan - 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Penetapan bagi anak di bawah umur 

untuk ikut dalam program perlindungan 

Mengeluarkan perintah Penundaan 

Persidangan perdata lainnya yang dapat 

mengungkap identitas atau keberadaan 

saksi dalam program 

Mengeluarkan perintah untuk melarang 

publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamflet, 

poster, bahan cetak) lainnya yang dapat 

mengungkap identitas saksi dalam 

persidangan 
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5. Menteri Department 

of Justice 

- Meninjau keputusan Jawatan 

Perlindungan Saksi berdasarkan 

permohonan dari orang yang merasa 

dirugikan oleh program perlindungan 

6. Organisasi Publik 

lainnya 

- 

 

- 

Membantu pelaksanaan program 

perlindungan 

Memberikan pelayanan terhadap saksi 

sesuai dengan kesepakatan atau 

perjanjian dengan jawatan perlindungan 

 

                   Direktur atau pejabat perlindungan saksi yang telah 

mendapatkan laporan yang telah diberitahu tentang adanya 

permohonan untuk perlindungan atau yang telah menerima 

permohonan tertulis untuk perlindungan, atau jika menyadari bahwa 

laporan atau permohonan akan dibuat, sebelum rampungnya proses 

permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, boleh 

menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan 

sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih 14 hari jika 

dianggapnya perlu untuk keselamatan saksi dan orang terkait, dengan 

mengingat jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang 

terkait hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara jika 

dia menyetujuinya dan orang di bawah umum tidak boleh ditempatkan 

dalam perlindungan sementara tanpa persetujuan orangtua atau 

walinya, kecuali jika Direktur berpendapat bahwa terdapat keadaan-

keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan seperti itu. Jika 

pejabat perlindungan saksi menempatkan saksi atau orang terkait 

dalam perlindungan sementara dia haruslah melaporkan penempatan 

seperti itu kepada Direktur dalam 48 jam.
131

 

                 Pejabat perlindungan saksi harus mempertimbangkan 

kelayakan suatu permhonan perlindungan yang disampaikan atau 

dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin setelah menerima 

permohonan seperti itu, tetapi tidak lebih lama dari 14 hari sesudah 

menerima atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, 
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jika orang itu berada dalam perlindungan sementara, menyampaikan 

laporan kepada Direktur. Laporan sebagaimana dimaksud harus dalam 

bentuk tertulis dan meliputi konfirmasi tertulis dari pihak yang 

berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi 

rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat 

perlindungan, hal-hal lainnya yang terkait dengan faktor-faktor an hal 

lain yang ipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus 

diperhitungkan. Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan 

penempatan seseorang dalam perlindungan boleh membuat 

rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu 

perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan 

dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Pejabat 

perlindungan saksi, yang merekomendasikan untuk menolak 

permohonan untuk perlindungan, harus memberitahu Direktur alasan-

alasan yang mendasari rekomendasi itu.  Atas suatu permohonan, 

Direktur, jika memungkinkan, harus memperhatikan laporan dan 

rekomendasi dari pejabat perlindungan saksi dan harus 

mempertimbangkan sifat dan besarnya resiko atas keselamatan saksi 

dan orang terkait, bahaya yang mungkin menimpa komunitas jika 

saksi atau orang terkait tidak ditempatkan dalam perlindungan, sifat 

dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan 

diminta membei kesaksian, jika kasusnya memungkinkan. 
132

 

Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk 

perlindungan dan jika memungkinkan mempertimbangkan laporan 

pejabat perlindungan saksi, Direktur boleh sebelum mengabulkan atau 

menolak permohonan perlindungan membuat kespakatan sementara 

dengan saksi atau orang terkait menyangkut perlindungannya sesuai 

ketentuan undang-undang, mengabulkan permohonan dan segera 

menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sesuai 

perjanjian perlindungan yang dibuat oleh atau an. saksi atau orang 

terkait dan direktur, atau menolak permohonan dan jika 
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memungkinkan, dengan pemebritahuan tertulis kepada saksi, dan jika 

memungkinkan, membuat perjanjian perlindungan tertulis dengan 

masing-masing orang terkait, yang menetapkan kewajiban Direktur 

dan saksi atau orang terkait atas penempatannya di bawah 

perlindungan. Direktur harus membuat perjanjian perlindungan 

dengan orang tua atau wali dari anak di bawah umum, atau orang yang 

tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian yang mengikat 

secara hukum atau membuat rancangan perjanjian perlindungan 

dengan anak di bawah umur.
133

           

               

3. Belanda 

              Praktek perlindungan terhadap justice collaborator di Negara 

Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (Witness 

Agreements) yaitu perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi 

untuk memberikan kesaksian dengan reward . Ketentuan saksi ini 

termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226 

G-226 L PKC) sejak tahun 2006. Dalam hukum pidana Belanda ada 

perbedaan cukup tajam antara perlindungan fisik dari saksi di satu sisi 

dan, di sisi lain, instrumen untuk membuat perjanjian dengan saksi 

untuk memberikan kesaksian dalam pertukaran reward.
134

  

            Di Belanda perjanjian saksi tidak dipermasalahkan hingga 

abad ke 19. Ditahun-tahun itu banyak perhatian tercurah pada 

perlawanan terhadap kejahatan terorganisir, dalam skala yang lebih 

luas dan spesifik perdagangan obat bius. Dalam perlawanan ini, polisi 

dan JPU merasakan perlunya menggunakan perjanjian saksi untuk 

menguji saksi yang memungkinkan untuk bersaksi melawan terdakwa 

teman mereka. Sebenarnya dasar yang sah untuk ini tidak ada, tapi 

JPU berkuasa untuk melakukan itu karena dia bertindak atas prinsip 

keleluasaan kekuasaan. Mahkamah agung memberi persetujuannya 
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pada argumentasi ini dan dengan begitu dia secara tidak langsung 

mengizinkan JPU membuat janji kepada saksi sebagai imbalan akan 

kesaksian, meskipun mahkamah agung meminta penyusun undang-

undang untuk menyediakan dasar hukum yang lebih spesifik dalam 

penggunaan perjanjian saksi. Bagaimanapun juga karena berbagai 

keadaan hal itu berlangsung hingga 2006 sebelum perjanjian saksi 

dicentumkan dalam prosedur kode pidana kolonial. Saat ini dasar 

hukum untuk perjanjian semacam ini bisa ditemukan di Buku Kedua 

dari prosedur kode pidana judul III bagian 4B/4D (artikel 226G – 

226L ccp). Lebih jauh lagi ada penunjukan asal usul yang penting dari 

dewan pemberi surat kuasa public dari kejaksaan yang disebut 

pengarahan janji pada saksi dalam kasus pidana. Pengarahan ini berisi 

peraturan yang lebih spesifik mengenai perjanjian saksi dari berbagai 

aspek dan harus dihargai sebagai guideline untuk JPU. Ini berarti, 

hakim boleh menganalisa apakah JPU bertindak sesuai pengarahan ini 

dan – jika tidak - hakim bisa menyatakan perjanjian ini tidak sah.
135

 

              Di Negara Belanda, saksi yang membuat kesepakatan dengan 

jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan kesaksian secara 

anonim. Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan fisik 

saksi. Perlindungan ini diberikan oleh Badan Perlindungan Saksi. 

Ketika jaksa penuntut umum melakukan negosisasi dengan saksi 

mungkin akan memperkenalkan saksi dengan Layanan Perlindungan 

Saksi untuk menilai perlunya langkah-langkah perlindungan fisik dari 

saksi (Pasal 226 L PKC). Dalam hal terjadi kesepakatan antara saksi 

dan Perlindungan Layanan Saksi mengenai syarat dan ketentuan 

perlindungan fisi8k saksi (dan kadang-kadang beberapa anggota 

keluarganya juga). Jenis perlindungannya yang akan diambil 

dirahasiakan, tetapi bisa sangat bervariasi, dari identitas baru hingga 

rumah baru di negara atau kota yang berbeda, atau bahkan wajah yang 

berbeda, jika dibutuhkan, dengan operasi plastik. Perjanjian dengan 

agen perlindungan saksi sehubungan dengan perlindungan fisik dari 

saksi harus dibedakan dengan hati-hati, lewat perjanjian dengan jaksa 
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penuntut umum mengenai kewajiban saksi untuk memberikan 

kesaksian.  

                Prosedur perjanjian saksi ini diatur secara rinci dalam 

Hukum Acara Pidana Belanda. Salah satu karakteristik utama dari 

prosedur adalah penilaian hakim terhadap konsep perjanjian antara 

jaksa penuntut umum dan saksi. Mahkamah Agung dapat 

menyampaikan argumentasinya dengan menggunakan hukum yang 

lebih spesifik dan hal ini dimaksukkan dalam hukumacara Belanda. 

Mahkamah Agung akan melihat apakah perjanjian saksi yang dibuat 

jaksa  sesuai dengan pedoman tersebut, apabila tidak sejalan, maka 

hakim dapat memutuskan perjanjian itu tidak pasah (Pasal 226 H 

Nominal 3 PKC). Dalam Perjanjian Saksi Belanda jaksa penuntut 

umum hanya diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut dalam 

kasus-kasus kejahatan serius, yaitu dalam kasus dugaan tindak pidana 

yang diancam oleh setidaknya delapan tahun penjara atau dugaan 

kejahatan yang diancam setidaknya empat tahun penjara dan yang 

dapat dianggap sebagai kejahatan terorganisir serius (Pasal 226 G 

Nominal 1 PKC).
136

 

             J.H. Crijns lebih lanjut menyebutkan dalam Perjanjian Saksi 

maka penghargaan atau reward yang dapat diberikan kepada saksi, 

asasnya tidak diperbolehkan untuk memberikan keringanan lebih 

besar 50% dari hukuman. Ini berarti tidak mungkin mengabulkan 

keringanan melebihi batas yang bisa menghasilkan kebebasan total. 

Dimensi ini Perjanjian Saksi Negara Belanda sangat tegas 

mengaturnya. Aspek ini tidak berarti tidak ada bentuk imbalan lain 

yang bisa ditawarkan kepada saksi yang dianggap menyetujui 

perjanjian tersebut dengan jaksa penuntut umum. Contohnya, 

diperbolehkan menjalankan keringanan hukum dengan tujuan 

mengklaim keuntungan yang diperoleh secara tidak legal. Selain 

aspek yang telah disebutkan sesuai konteks di atas, maka jaksa 

penuntut umum bisa menawarkan segala jenis imbalan yang lebih 
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kecil seperti pemindahan ke penjara lain yang lebih dekat dengan 

keluarga saksi.
137

 

              Selain itu, pemberian reward dalam Perjanjian Saksi Negara 

Belanda dibatasi dalam hal sebagai berikut:
138

 

a) Larangan imunitas total, terlebih lagi tidak diperbolehkan 

menjanjikan imbalan yang akan menghasilkan akibat seperti 

kekebalan hukuman, janji untuk mencegah penyelidikan 

terhadap kemungkinan pidana yang dilakukan saksi. 

Konsekuensi pembatasan sangat penting karena saksi memang 

harus dituntut berdasarkan tindak pidananya sehingga saksi 

jadinya mau melakukan perjanjian dengan jaksa. Oleh karena 

itu, hakim harus melihat apakah ada imbalan kepada jaksa 

terhadap kesaksian yang telah diberikannya. Keringan 

hukuman adalah hal yang biasa dilakukan di Belanda tapi 

jaksa tidak dapat menjamin apakah hakim akan memberikan 

keringanan hukuman.  

b) Larangan adanya reward yang dampaknya sama dengan 

imunitas, misalnya janji tidak melakukan penyelidikan 

mengenai tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh saksi. 

c) Larangan janji-janji tentang substansi dakwaan atau tawar 

menawar tentang dakwaan yang akan dilakukan oleh jaksa 

penuntut umum. 

d) Larangan janji berupa hukuman yang dijatuhkan tidak akan 

dieksekusi. 

e) Larangan memberikan imbalan keuangan.  

f) Larangan memberikan janji kepada saksi tentang 

perlindungan fisik mereka, selain janji untuk memotivasi 

bahwa tindakan yang tepat akan diambil oleh otoritas 

kompeten yaitu Perlindungan Saksi Badan Kepolisian 

Nasional bekerjasama dengan Dewan Lembaga 

Pemasyarakatan Nasional. 
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                Larangan untuk menawarkan kekebalan penuh penuntutan 

atas kejahatan yang dilakukannya sendiri di belanda memiliki 

konsekuensi yang sangat penting karena saksi yang telah membuat 

kesepakatan dengan jaksa penuntut umum selaku akan dituntut atas 

kejahatannya dan ini merupakan beban yang besar dengan banyak 

saksi yang sedang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan 

dengan jaksa penuntut umum. Dalam mempertimbangkan imbalan 

yang diberikan kepada saksi harus berdasarkan prinsip keseimbangan. 

Pertama, harus mempunyai hubungan yang proporsional antara 

kejahatan yang bisa terpecahkan dengan menggunakan perjanjian 

saksi dan di sisi lain kejahatan yang didakwakan kepada saksi. 

Dengan kata lain, seseorang harus menggunakan perjanjian saksi 

hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus besar sebagai kejahtan high 

profile, yaitu “ikan besar” saja yang ditangkap. Kedua, harus ada 

hubungan yang seimbang antaran imbalan yang dijanjikan, pentingnya 

kesaksian dan pentingnya perkara. Ketiga, nilai nominal secara 

financial.
139

 

              Pada dasarnya, meskipun perjanjian saksi tidak begitu banyak 

digunakan di Negara Belanda, beberapa pelajaran dapat diambil dari 

pengalaman Belanda tersebut untuk peraturan Indonesia masa 

mendatang (ius constituendum). Hakekat pengalaman tersebut 

berorientasi kepada dimensi-dimensi sebagai berikut:
140

 

a) Sangat penting untuk mengetahui bahwa penggunaan perjanjian 

saksi tidak harus ekslusif hanya untuk sistem hukum dimana Jaksa 

penuntut Umum yang mempunyai banyak kemungkinan untuk 

menyelesaikan kasus di luar pengadilan secara otonom dengan 

cara tawar menawar permohonan. Karena tawar menawar 

permohonan tidak ada di Belanda, di tempat lain, misalnya di 

Amerika Serikat dan Inggria ada beberapa larangan bagai Jaksa 

Penuntut Umum mengenai imbalan yang boleh ditawarkan pada 

saksi sebagai ganti kesaksiannya. Larangan ini mungkin 
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mempengaruhi kemauan dari saksi, yang mempertimbangkan 

mereka harus bekerja sama atau tidak dengan Jaksa Penuntut 

Umum. Di sisi  lain, larangan ini mungkin menghalangi saksi 

yang kemungkinan mau bersaksi, untuk kepentingannya sendiri. 

Semakin tinggi imbalan yang ditawarkan, semakin besar 

kemungkinan saksi akan mengarang cerita hanya untuk menjamin 

imbalan akan diberikan kepadanya. Begitu jika berbicara 

mengenai hubungan khusus antara resiko dari saksi yang tidak 

bertanggung jawab dan pernyataannya dan tingginya imbalan 

yang dijanjikan. Imbalan yang terlalu tinggi akan menarik pencari 

keuntungan.  

b) Fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memberikan 

jaminan pada saksi bahwa hakim akan mengabulkan keringanan 

yang dijanjikan. Tentu saja, ini adalah aspek yang tidak menarik 

untuk saksi, tapi ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari 

dari sistem Kolonial dimana JPU hanya diperbolehkan untuk 

menawarkan hukuman tertentu; penjatuhan hukuman terserah 

kepada hakim. Harus disadari dari perspektif saksi ini tidak begitu 

menarik karena tidak pasti apakah keringanan akan diberikan atau 

tidak. Di sisi lain pengalaman menunjukkan bahwa di kebanyakan 

kasus dimana ada perjanjian saksi, hakim bersedia mengikuti 

hukuman yang diajukan JPU dan dengan begitu saksi benar 

mendaptkan keringanan.  

c) Review peradilan awal dari perjanjian saksi. Ini mungkin 

dianggap membuang waktu tapi ini bisa mencegah perjanjian 

yang tidak sah digunakan dalam peradilan criminal dengan semua 

konsekuensi negative di masa depan, seperti pengecualin barang 

bukti yang diperoleh secara illegal. Terlebih lagi, review peradilan 

ini berarti pemeriksaan ekstra dan komplet per bagian mengenai 

keandalan saksi dan pernyataannya yang mengurangi risiko 

mengadakan perjanjian dimana saksi menciptakan pernyataan 

mereka kanya untuk mendapatkan imbalan. Review pra peradilan 

juga mencegah JPU–dihadapkan dengan kebutuhan memerangi 
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kejahatan serius dan terorganisir–akan menutup matanya untuk 

saksi yang tidak begitu bisa diandalkan.  

d) Fakta bahwa perjanjian saksi dalam memberi kesaksian tidak bisa 

dianggap lepas dari perjanjian perlindungan fisik saksi. Seperti 

dikatakan hukum Kolonial, ini adalah dua perjanjian yang berbeda 

dengan pihak yang terlibat dan rasio dan efek hukum yang 

berbeda; bagaimanapun juga saksi akan mempertimbangkan 

kedua perjanjian itu sebagai satu dan sama, karena dia tidak akan 

mau meberi pernyataan jika keamanan pribadinya tidak dijamin. 

Pengalaman kolonial menunjukkan setiap kali ada masalah dalam 

hubungan dengan perlindungan saksi, akan segera masalah akan 

timbul dalam hubungan dengan perjanjian saksi. Jadi harus 

disadari bahwa ada hubungan substansial antara kedua hal ini. 

Bagaimanapun juga, ini tidak berarti dua hal ini harus dijadikan 

satu dalam perjanjian yang sama karena ini akan berarti bahwa 

perlindungan fisik dari saksi akan dibuat sepenuhnya tergantung 

dengan kemauannya untuk bertindak berdasarkan perjanjian dan 

pada akhirnya memberi kesaksian. Jika tidak, saksi sebagai 

konsekuensinya kehilangan semua perlindungan dari pemerintah. 

Saya tidak yakin jika itu bijaksana karena praduga umum di 

Belanda adalah pemerintah selalu mempunya tanggung jawab 

tertentu untuk keselamatan saksi dalam peradilan criminal, diluar 

pertanyaan apakah saksi akan mematuhi kewajibannya atau tidak.  

 

4. Jerman 

              Praktek Perlindungan Saksi di Negara Jerman pada awalnya 

tidak dilakukan secara serentak. Perlindungan Saksi baru diterapkan 

diseluruh Jerman sejak tahun 1984. Menyusul pelaksanaan 

perlindungan saksi, maka Kantor Perlindungan Saksi yang pertama 

kalinya dibentuk di Hamburg. Sedangkan perlindungan Saksi di 

Berlin baru diterapkan pada tahun 1984. Kantor Perlindungan Saksi di 

Berlin didirikan pada tahun 1989, sebagai bagian dari Pemberantasan 

Kejahatan dibidang Kejahatan Terorganisasi di Kepolisian. Kantor 

Perlindungan Saksi ini sudah ada 12 tahun sebelum 
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(Zeugenschutzgesetz/ZschG) yang didalamnya mengatur tentang 

Kantor Perlindungan Saksi diterbitkan. Sampai Saat ini sudah lebih 

dari 100 Saksi yang diikusertakan dalam Program Perlindungan Saksi 

di Berlin.
141

 

               Perlindungan saksi di Jerman diatur dalam dua undang-

undang, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Jerman (Strafprozessordnung/StPO), yang pada tahun 1998 diadakan 

perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui undang-

undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan 

Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Undang-

Undang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan. 

Namun ZschG ini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, 

seperti halnya hak-hak saksi dalam ancaman, yang seringkali 

merupakan saksi kunci atas tindak pidana berat.
142

 

               Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk 

pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Tentunya 

setiap negara bagian memeiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan itu 

dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan 

negara bagian dapat dilindungi, namun ketia dia harus pergi ke negara 

bagian lain besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena 

itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari 

masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap 

Negara Bagian Jerman. Sehubungan dengan itu pada tahun 2001 

pemerintah Jerman mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi 

Perlindungan Saksi Dalam Bahaya 

(Zeugenschutzharmonisierungsgezetz (ZshG). Undang-undang ini 

mengatur harmonissasi dari perundang-undangan negara bagian 

tentang perlindungan terhadap saksi. Undang-Undang ini hanya 

mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam undang-undang ini 
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tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban. Selanjutnya 

undang-undang ini tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang 

merupakan Saksi Pelapor (whistleblower).
143

  

               Undang-Undang federal ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2002. Undang-Undang harmonisasi ini ada, karena Jerman itu negara 

federalis dan setiap negara bagian (ada 16 negara bagian) mempunyai 

aparat kepolisian sendiri yang terpisah satu sama lainnya dari setiap 

negara bagian. Perlindungan saksi itu langsung dilakukan oleh aparat 

polisi sendiri atau otoritas lain. Undang-Undang ZshG ini dibuat 

dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari 

suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti Kejahatan 

Terorganisasi (Organized Crime), Terrorisme bersedia untuk 

memberikan kesaksiaannya, mengingat apabila jaminan keselamatan 

tidak diberikan, maka Saksi akan enggan untuk memberikan 

kesaksiannya. Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain 

juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program 

perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya harus 

diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian 

perlindungan itu tidak saja hanya pada saat pemberian kesaksian di 

pengadilan, namun juga mengikutsertakan Saksi dan Orang-orang 

terdekatnya pada Program perlindungan Saksi pada kasus-kasus yang 

bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses 

persidangan usai. Program Perlindungan Saksi meliputi usaha 

merealokasi Saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi 

kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara ditempat baru 

tersebut, pemberian tunjangan hidup, dan lain-lain. Agar Saksi dapat 

diikutkan dalam program perlindungan saksi ini, persyaratan 

utamanya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak 
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pidana berat, yang mana tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait, 

sulit mengadili perkara tersebut.
144

 

                  Pada hakikatnya, Undang-Undang Perlindungan Saksi 

Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap 

Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG) mengatur dimensi untuk para 

saksi
145

, baik saksi korban dan bukan saksi korban. Selain itu, dalam 

undang-undang ini juga diatur masalah hak-hak saksi baik sebelum 

proses persidangan maupun pada saat proses persidangan. Dalam 

aspek hak-hak saksi sebelum proses persidangan meliputi proses 

pemeriksaan saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, perahasiaan identitas 

saksi, dan perubahan identitas saksi. Kemudian hak saksi pada saat 

proses persidangan berupa pemeriksaan secara terpisah dari tersangka 

dan pemeriksaan dengan rekaman kamera. 

                Di Jerman tidak ada Institusi atau komisi khusus yang 

berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. 

Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh 

Zeugenschutzdienststelle atau Kantor atau Unit Perlindungan Saksi 

(Pasal 2 ZshG) dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang 

pencegahan dan penanggulangan bahaya. Unit Perlindungan Saksi ini 

memiliki wewenang yang cukup besar meskipun secara kelembagaan 

ia berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. Berbeda 

dari Rancangan Undang-Undang Indonesia tentang Perlindungan 
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Saksi, ZshG Jerman hanya mengatur masalah wewenang yang 

diberikan kepada Unit Perlindungan Saksi. Mengenai kelembagaan 

Undang-Undang tidak menyinggung sama sekali, hal ini dikarenakan, 

kelembagaan dari Unit Perlindungan Saksi yang berada di bawah 

Kepolisian Jerman. Mengenai masalah Keanggotaan, Prosedur 

Pemilihan Anggota dan Pemberhentian Angota Kantor Perlindungan 

Saksi Jerman, juga menjadi wewenang dari Kepolisian Republik 

Jerman, yang tidak diatur dalam ZshG ini.
146

 

               Kantor Perlindungan Saksi tersebut berada d bawah 

Inspektorat Jendral Kepolisian yang memiliki kewenangan yang 

cukup besar. Lembaga Kepolisian di Jerman berwenang mengatur 

keanggotaan, prosedur pemilihan anggota dan pemberhentian anggota 

Kantor Perlindungan Saksi di Jerman. Di Jerman dibedakan antara 

kantor penyidik dan kantor perlindungan saksi. Kantor yang 

melakukan penyidikan menerbitkan apa yang disebut dengan analisis 

bahaya terhadap saksi. Analisis bahaya ini kemudian diinformasikan 

kepada Kantor Perlindungan Saksi. Penilaian bahaya ini kemudian 

lagi dibuktikan dalam suatu persetujuan dengan kejaksaan, apakah 

suatu tindak permulaan program perlindungan saksi harus dimulai. 

           Kantor Perlindungan Saksi Jerman mempunyai tugas dan 

wewenang adalah sebagai berikut:
147

 

a) Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi 

berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam 

saksi tersebut (Pasal 2 ayat 2); 

b) Menjalankan Program Perlindungan Saksi; 

c) Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan 

terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaan akta 

tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan untuk Kantor 

Penuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait 

(Pasal 2 ayat 3); 
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d)  Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor 

Penuntut Umum (Pasal 2), Kantor Umum dan Kantor Non 

Umum yang terkait (Pasal 4); 

e) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data 

pribadi saksi (Pasal 4 ayat 1); 

f)  Memerintahkan Instansi lain seperti Kantor Umum dan 

Kantor Non Umum untuk tidak menyebarkan data pribadi 

saksi kepada pihak lain (Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 ZshG); 

g) Memerintahkan Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk 

membuat dokumen Penyamaran Identitas maupun dokumen 

identitas yang baru. (Pasal 5 Ayat 1 dan 2 ZshG);  

h) Mencabut Dokumen Penyamaran Identitas dari saksi apabila 

tidak diperlukan lagi (Pasal 6 UU ZshG); dan 

i)  Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu 

kediaman dari Saksi yang terlibat pula dalam persidangan 

selain persidangan pidana (Pasal 11). 

j) Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses 

Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban 

(Zeugenschutzgesetz/ZschG) terhadap program perlindungan 

saksi memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas 

perlindungan lain selain Hak untuk merahasiakan identitas 

dan merubah identitas. Namun ZsHG ini menyebutkan, 

apabila sangat mendesak dan dalam kasus-kasus ekstrim, 

maka terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program 

perlindungan saksi. Tujuan dari program ini adalah untuk 

mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi 

untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya 

sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kepastian 

pelaksaan program ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan 

Saksi pada Kepolisian. Seorang saksi dalam ancaman dapat 

dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas 

dirinya (baik untuk tubuh, jiwa, kesehatan, harta atau 

kebebasaanya) terancam. Tindakan Perlindungan terhadap 

saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur 
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keselamatan yang disyaratkan diatas tidak terpenuhi meskipun 

persidangan belum berakhir. Sebaliknya, apabila keselamatan 

Saksi tersebut sangat terancam, meskipun persidangan telah 

usai, namun perlindungan tersebut masih dapat diberikan.  

               Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh Polisi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Nasehat Umum: Melalui masukan umum maka saksi akan 

diberikan teman bicara, yang kepadanya saksi dapat 

menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya. 

b) Bantuan untuk Membela Diri: Saksi-saksi memilih untuk 

tinggal di tempat kediamannya selama ini, akan dibekali 

pengamanan untuk diri sendiri. Pembekalan tersebut akan 

diberikan oleh Kepolisian yang berwenang. 

c) Pengawasan terhadap Saksi dan perlindungan terhadap 

harta benda Saksi: Tergantung tingkat bahaya yang 

mungkin datang, tempat kediaman dan tempat kerja serta 

harta benda saksi dapat dijaga. 

d) Operatif untuk Penyerang yang Potensial: Tindakan 

Perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif 

apabila Polisi mendapatkan informasi yang memadai. Hal 

informasi ini dapat dimulai dengan menyelidiki identitas 

orang-orang yang mengamati Saksi atau mulai menyelidiki 

rumah saksi, siapa saja tamu yang dicurigai yang 

mendatangi saksi. 

e) Daerah Tempat Tinggal Baru: Jika tempat kediaman 

Saksi telah diketahui oleh sipengancam, maka 

sebagaimana tindakan telah dilakukan sejak dahulu adalah 

dengan merealokasi si Saksi. Untuk jangka pendek Saksi 

dapat dipindahkan ke Hotel. Jika untuk jangka panjang 

Saksi harus dipindahkan bukan tidak mungkin apabila 

diperlukan saksi dapat dipindahkan ke luar kota bahkan ke 

luar negeri. Terkait dengan pemindahan saksi untuk jangka 

waktu yang sangat lama, maka penyediaan tempat kerja 

baru juga harus dilakukan oleh Instansi yang berwenang, 
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begitu juga dengan Sekolah dan tempat pendidikan anak-

anak. Disisi lain, keadaan finansial dari si Saksi juga harus 

dijamin. Juga untuk Saksi tersebut dipasangkan sambungan 

telepon yang aman dari gangguan.  

f) Identitas Baru: Demi menjaga keselamatan saksi, maka 

Saksi dapat diberikan identitas baru. Namun ada 

kemungkinan permasalahan yang timbul. Perubahan 

Identitas baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan Saksi 

di Persidangan Utama. Perubahan ini tentu saja harus 

diikuti baik dengan perubahan catatan kependudukan, 

dengan demikian Pihak yang terkait setelah perubahan 

identitas tersebut tetap mendapatkan dokumen yang 

“benar”, maupun si Saksi mendapatkan dokumen yang 

salah tanpa merubah daftar identitasnya di Catatan 

Kependudukan. Meskipun demikian, ada permasalahan 

yang nantinya harus dibenahi, berkaitan dengan masalah 

perubahaan dokumen tersebut, yakni masalah ahli waris, 

hak atas kebendaan maupun hak-hak kekeluargaan. Selain 

itu Saksi dan Keluarga serta orang-orang terdekatnya harus 

dilatih sedemikian mungkin untuk terbiasa dengan identitas 

baru dari saksi. 

g) Perubahan Penampilan: Pada kasus yang jauh sangat 

ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi 

memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan keuangan 

yang cukup besar, yang diantaranya dapat merubah 

penampilan wajah saksi melalui operasi. 

h) Perlindungan Saksi yang juga merupakan tersangka. 

Saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan 

Tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat 

ditempatkan di ruangan secara terpisah atau ditempat lain 

untuk menghindari kemungkinan bahaya.
148
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5. Australia 

              Pada Negara Australia, whistleblower diatur dalam ketentuan 

Pasal 20 dan 21 Protected Dedosures Act 1984. Whistleblower 

identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara 

pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, 

perlindungan dari tindak pidana pembalasan dan perlindungan 

kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media. 

             Kemudian di Negara Australia dikenal juga adanya Program 

Perlindungan Saksi Nasional (National Witness Protection Program). 

Dalam beberapa negara bagian Australia terdapat pula pemberlakuan 

skema perlindungan saksi regional dalam wilayah Ibukota Australia 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), Northern Territory 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi 2002), New South Wales 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi 1995), Western Australia 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), South Australia 

(Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996), Queensland (Undang-

Undang Perlindungan Saksi 2000), Victoria (Undang-Undang 

Perlindungan Saksi 1996), dan Tasmania (Undang-Undang 

Perlindungan Saksi 2000). 

              Dikaji dari perspektif sejarahnya, di Australia komisi 

kerajaan pada tahun 1983 telah memanfaatkan eksistensi informan 

untuk melawan kejahatan terorganisir (organized crime). Pada saat itu, 

pemberian perlindungan saksi dilakukan dengan model perlindungan 

secara penuh seharian (24 jam), pemberian identitas baru, dan lain 

sebagainya. Pada tahun 1988, sebuah komisi gabungan parlemen 

melakukan penyelidikan komprehensif dan melahirkan Undang-

Undang Perlindungan Saksi pada Tingkat Persemakmuran pada tahun 

1994, dan kemudian undang-undang tersebut berlaku pada beberapa 

negara bagian dan wilayah ibukota Australia. 

           Hakekat undang-undang tersebut pada asasnya berorientasi 

kepada dimensi tentang hal-hal sebagai berikut:
149

 

                                                 
149

 UNDOC, Praktek Terbaik Perlindungan Saksi..., Op. Cit., 

hlm. 8  



 

 
 

 

165 
 

(a) Membentuk Program Perlindungan Saksi Nasional 

(National Witness Protection Program) dan menetapkan 

kriteria ambang batas bagi seorang untuk dapat diterima 

sebagai saksi dalam National Witness Protection Program. 

Seorang saksi menjadi „peserta‟ ketika dirinya diterima 

dalam program; 

(b) Memberikan wewenang kepada Polisi Federal Australia 

untuk mengelola penempatan dan pencabutan saksi dalam 

National Witness Protection Program, termasuk 

penandatanganan nota kesepahaman, penciptaan identitas 

baru dan pemulihan kembali identitas lama; 

(c) Menetapkan mandat atas pembentukan register peserta 

yang sekarang atau dahulu berada dalam National Witness 

Protection Program, yang memuat informasi nama peserta 

dengan identitas baru, dan rincian pidana yang telah 

dijatuhkan kepadanya; 

(d) Menjaga integritas dokumen identitas Persemakmuran 

(nomor berkas pajak, paspor) asalkan dokumen identitas 

peserta dalam program perlindungan saksi sub-nasional 

tidak dapat diberikan kecuali disertai peraturan pelengkap 

dan petunjuk menteri dari Negara bagian atau wilayah 

yang berhubungan dengan isu dokumen identitas tersebut; 

(e) Memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa peserta 

tidak memanfaatkan identitas barunya untuk menghindari 

tanggung jawab perdata atau pidananya, dan menetapkan 

bahwa saksi tidak dapat dimasukkan dalam National 

Witness Protection Program sebagai upaya pendorong atau 

penghargaan karena dirinya akan memberikan pembuktian 

atau kesaksian; 

(f) Menetapkan sanksi pidana terhadap pengungkapan 

informasi peserta secara tidak sah dan menetapkan sanksi 

pidana terhadap peserta yang mengungkapkan informasi 
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yang berhubungan dengan National Witness Protection 

Program. 

              Pada tahun 1997, Undang-undang tersebut di amandemen 

untuk memungkinkan peserta National Witness Protection Program 

melakukan pengungkapan untuk tujuan pengajuan keluhan atau 

memberikan informasi kepada Ombudsman Persemakmuran. Pada 

tahun 2002, Undang-undang tersebut di amandemen kembali untuk 

mengizinkan masuknya orang dalam National Witness Protection 

Program berdasarkan permohonan Pengadilan Internasional. Proses 

pertimbangan seorang yang dinominasikan oleh Pengadilan tersebut 

untuk diterima dalam National Witness Protection Program mirip 

dengan proses penerimaan warga Negara asing atau penduduk dalam 

National Witness Protection Program.
150

 

                 

6. Albania 

            Pada Negara Albania, perlindungan saksi dan justice 

collaborator diatur dalam Republic of Albania The Assembly Law 

Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The Justice collaborators and 

Witness Protection.
151

 Dalam article 1 Republic of Albania The 

Assembly Law Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The Justice 

collaborators and Witness Protection tentang ketentuan umum diatur 

tentang langkah-langkah khusus, cara dan prosedur perlindungan saksi 

dan justice collaborator, organisasi, fungsi, kompetensi dan hubungan 

antara badan yang bertanggung jawab atas usulan, penilain, 

persetujuan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan.  

           Kemudian dalam ketentuan article 2 (b)  Republic of Albania 

The Assembly Law Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The Justice 

collaborators and Witness Protection didefinisikan Justice 

collaborators adalah orang yang sedang menjalani hukuman pidana 

atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang 
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memerlukan perlindungan khusus karena yang bersangkutan telah 

bekerjasama, memberikan keterangan, dan pernyataan yang dilakukan 

selam proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan 

mengalami situasi bahaya yang riil, nyata dan serius. 

                 Dalam article 3 Republic of Albania The Assembly Law 

Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The Justice collaborators and 

Witness Protection diatur tentang Direktorat Perlindungan Saksi dan 

Justice collaborators yang merupakan struktur negara khusus dalam 

Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur 

Jenderal kepolisian Negara Republik Albania serta adanya eksistensi 

Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Justice 

collaborators dimana Komisi ini dipimpin oleh Deputi Menteri 

Ketertiban Umum. 

                Berikutnya dalam article 4, 5 Republic of Albania The 

Assembly Law Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The Justice 

collaborators and Witness Protection maka Direktorat Perlindungan 

Saksi dan Justice collaborators mempunyai kewenangan tentang hal-

hal sebagai berikut: 

 Mempersiapkan untuk dipertimbangkan oleh Komisi Evaluasi 

Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Justice collaborators 

proposal yang dikirim oleh jaksa untuk mengambil tindakan 

perlindungan khusus; 

 Setelah melakukan verifikasi menyajikan informasi tambahan yang 

berkorelasi dengan aspek teknis usulan untuk melaksanakan 

langkah-langkah perlindungan atas permintaan Jaksa atau Komisi 

Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Justice 

collaborators; 

 Memutuskan penerapan tindakan sementara perlindungan sampai 

akeputusan akhir diambil oleh Komisi Evaluasi Tindakan Khusus 

Perlindungan Saksi dan Justice collaborators ; 

 Menyiapkan dan menandatangani perjanjian mengenai tindakan 

khusus perlindungan dengan orang yang dilindungi; 
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 Menindaklanjuti pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan 

yang disetujui oleh Komisi Evaluasi Tindakan Khusus 

Perlindungan Saksi dan Justice collaborators; 

 Mengelola database yang berkorelasi dengan aktifitas Direktorat 

Perlindungan Saksi dan Justice collaborators dan mengambil 

langkah-langkah untuk menjaga dan mengurus mereka sesuai 

dengan tingkat yang sesuai klasifikasi informasi, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

 Mengelola aset dan dana dalam pembuangan Direktorat untuk 

melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus 

perlindungan; 

 Mengusulkan dan mengambil langkah-langkah untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan dengan institusi lain untuk 

pengembangan kegiatan dan pelaksanaan tindakan khusus 

perlindungan saksi dan justice collaborators; 

 Mengelola isus-isu kerjasama dengan badan-badan internasional 

atau negara lain, dibidang perlindungan saksi dan justice 

collaborators; 

 Menyiapkan laporan berkala mengenai kegiatannya, dan membuat 

proposal untuk perbaikan legislasi dn kegiatan lembaga, untuk 

pelaksanaan tindakan khusus perlindungan saksi dan justice 

collaborators; 

                 Kemudian dengan bertitik tolak kepada ketentuan article 10 

Republic of Albania The Assembly Law Nomor 9205, dated 

15/03/2004 On The Justice collaborators and Witness Protection 

Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Justice 

collaborators bertugas mengevaluasi proposal dan menyetujui 

langkah-langkah khusus dari program perlindungan, mengubah, 

mencabut atau mengakhiri perlindungan. Adapun langkah-langkah 

khusus bagi saksi, justice collaborators dan keluarganya atau orang 

yang terkait erat berorientasi kepada dimensi-dimensi sebagai berikut: 

 Merubah identitas; 

 Merubah tempat tinggal; 
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 Perlindungan sementara dari informasi, identitas dan dokumen dari 

orang yang dilindungi; 

 Deklarasi dari saksi dengan identitas dan admnistrasi lain dengan 

cara khusus untuk merubah suara, non penanpilan dan bentuk lain 

yang ditetapkan oleh hukum; 

 Tindakan fisik dan teknis khusus perlindungan, ditempat dimana 

orang yang dilindungi berada, serta transportasi, termasuk juga 

situasi dimana perlindungan tersebut diperlukan untuk pemenuhan 

kewajiban terjadap otoriatas keadilan; 

 Perlindungan dan perlakuan khusus dalam kasus ketika justice 

collaborators telah ditempatkan dipenjara sebagai langkah 

pengamanan pra-sidang atau dihukum dengan pidana penjara; 

 Rehabilitasi sosial; 

 Pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara; 

 Bantuan keuangan dalam periode waktu tertentu; 

 Pemberian saran dan bantuan hukum khusus; dan 

 Cara lain seperti ditentukan oleh hukum. 

                 Pada dasarnya, perlindungan khusus tersebut tidak bersifat 

permanen, karena perlindungan khusus tersebut dapat berhenti
152

, 

dicabut atau dirubah. Ada beberapa hal yang dapat dicabut atau 

dirubah tindakan perlindungan khusus berdasarkan article 19 Republic 

of Albania The Assembly Law Nomor 9205, dated 15/03/2004 On The 

Justice collaborators and Witness Protection, yaitu: 

 Bila dibuktikan bahwa tidak ada situasi berbahaya yang 

memotivasi pelaksanaan tindkan perlindungan khusus; 

 Jika selama penyelidikan dan proses pengadilan, dibuktikan bahwa 

saksi atau justice collaborators memberikan kesaksian palsu atau 

informasi palsu; 
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 Jika orang yang dilindungi melakukan tindak pidana; 

 Jika saksi, justice collaborators atau orang yang dilindungi lainnya 

tidak menghormati keajiban yang disebutkan dalam perjanjian 

perlindungan atau menolak, mengabaikan atau memberikan 

informasi palsu; 

 Jika orang yang dilindungi menolak kesempatan kerja yang 

disediakan oleh Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra 

Kehakiman; 

 Jika otoritas dari negara lain memerlukan penghentian ukuran 

perlindungan khusus dari perubahan tempat tinggal di wilayah 

negara itu.  

                 Apabila bertitik tolak dari Chapter IV article 13-18 

Republic of Albania The Assembly Law Nomor 9205, dated 

15/03/2004 On The Justice collaborators and Witness Protection tata 

cara perlindungan saksi dan justice collaborators dilakukan oleh 

Jaksa/Jaksa Agung. Dalam hal Jaksa berpendapat ada alasan yang 

membenarkan pelaksanaan perlindungan khusus, maka mengusulkan 

kepada Komsisi Evaluasi Tindakan Perlindungan Khusus. Direktorat 

Perlindungan Saksi dan Justice Callobarators mempersiapkan 

dokumentasi untuk pemeriksaan oleh Komisi untuk evaluasi langkah-

langkah perlindungan khusus bersama dengan proposal permohonan. 

Dalam hal ini, jaksa dapat berpendapat terhadap permintaan 

permohonan beralasan kepada Direktorat Perlindungan Saksi dan 

Mitra Kehakiman untuk menerapkan tindakan perlindungan sementara 

dan tepat sesuai keadaan yang senyatanya. Untuk kasus tertentu dan 

mendesak, Direktorat Perlindungan Saksi dan mitra Kehakiman atas 

permintaan Jaksa dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari 

orang yang dilindungi, memutuskan pelaksanaan langsung tindakan 

perlindungan sementara. Keputusan Direktorat ini dilaksanakan 

setelah Kepala Komisi untuk evaluasi tindakan khusus untuk 

perlindungan saksi dan justice collaborators dan Jaksa Agung 

memberikan persetujuan.  
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7. Hong Kong 

              Pada wilayah administratif  Hong Kong, khususnya reformasi 

kepolisian tahun 1984 dibentuk program perlindungan saksi ad hoc 

dan dilanjutkan tahun 1998 di bawah Komisi Independen Melawan 

Korupsi (Independent Commission Against Corruption). Pada tahun 

2000, Peraturan Perlindungan Saksi diberlakukan untuk memberikan 

dasar perlindungan dan bantuan lainnya kepada saksi dan orang yang 

berasosiasi dengan saksi. Peraturan ini memberikan kriteria yang 

seragam untuk berjalannya program perlindungan saksi yang telah 

dibentuk oleh Kepolisian Hong Kong dan Independent Commission 

Against Corruption. 

             Pada dasarnya, peraturan tersebut hakekatnya berorientasi 

kepada aspek-aspek sebagai berikut: 

(a) Membentuk program perlindungan saksi untuk 

memberikan perlindungan dan bantuan lainnya kepada 

orang yang keamanan atau kesejahteraannya terancam 

oleh karena dirinya sebagai saksi. Program tersebut 

diimplementasikan, pada Kepolisian, oleh Unit 

Perlindungan Saksi dan, pada Independent Commission 

Against Corruption, oleh Bagian Perlindungan Saksi dan 

Senjata Api. Unit ketiga sedang dibentuk oleh Departemen 

Bea & Cukai; 

(b) Menetapkan bahwa yang berwenang untuk mengambil 

keputusan tentang manajemen program dan dimasukkan 

atau dikeluarkannya saksi perlu ditunjuk secara tertulis 

oleh Kepala Kepolisian dan Komisaris Independent 

Commission Against Corruption. Hingga tulisan ini 

tercipta, wewenang tersebut berada pada Direktur 

Kejahatan dan Keamanan Kepolisian dan Direktur 

Penyidikan (Sektor Pemerintahan) Independent 

Commission Against Corruption; 

(c) Mendefinisikan kriteria penerimaan kedalam program dan 

dasar penghentian dini, dengan menerangkan kewajiban-

kewajiban saksi; 
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(d) Memberikan wewenang kepada petugas yang memiliki 

wewenang persetujuan untuk mengambil tindakan yang 

pantas dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan 

saksi yang telah dinilai atau sedang dinilai untuk diterima 

kedalam program, termasuk perubahan rincian 

identitasnya; 

(e) Menetapkan prosedur banding terhadap putusan yang 

tidak mengizinkan seorang saksi untuk masuk dalam 

program, mengakhiri perlindungan atau menentukan 

bahwa perubahan identitas tidak termasuk sebagai upaya 

yang berlaku. Banding tersebut di ulas oleh dewan khusus 

yang berwenang untuk menguatkan atau membalikkan 

putusan asli. Peraturan tidak mencegah seorang saksi 

untuk melawan suatu keputusan dari lembaga asal atau 

dewan khusus melalui peninjauan kembali; 

(f) Menghukum pengungkapan informasi identitas dan lokasi 

seorang saksi atau yang telah menjadi peserta program, 

atau informasi yang dapat membahayakan keamanan 

seorang saksi.
153

 

 

8. Kolombia 

               Asal usul program perlindungan saksi Kolombia ada dalam 

Konstitusi 1991, yang menyebutkan salah satu fungsi utama Jaksa 

Agung adalah kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada 

saksi, korban dan pihak lain dalam proses penegakan hukum. Undang-

undang Nomor 418 tahun 1997 menetapkan tiga program 

perlindungan saksi yang berbeda yang dapat dilakukan dengan 

permohonan kepada Jaksa Agung. Yang pertama memberikan 

informasi dan rekomendasi kepada saksi tentang keamanannya secara 

pribadi; yang kedua memberikan pengawasan terbatas terhadap situasi 

saksi; dan yang ketiga melibatkan perubahan identitas dan melindungi 
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korban, saksi dan pihak-pihak yang ada dalam proses persidangan 

serta petugas Kejaksaan Agung.
154

  

               Program ketiga tersebut dikelola oleh Direktorat khusus yang 

bermarkas di Ibukota Bogotá dan memiliki kantor perwakilan di kota 

Barranquilla, Cali, Cúcuta dan Medellín. Terdapat dua divisi: satu 

untuk operasi dan satu untuk urusan administrasi. Tim khusus 

penyidik bertanggung jawab untuk mengevaluasi penyidikan 

kejahatan, mempelajari partisipasi saksi dalam proses persidangan dan 

pada akhirnya menilai tingkat resiko dan ancaman yang muncul 

sebagai konsekuensi dari partisipasi tersebut. Selain itu, ada grup 

bantuan (terdiri dari dokter dan dokter gigi), jaringan dukungan 

dengan tanggung jawab administratif bagi orang yang sudah 

dilindungi oleh program, dan grup keamanan yang bertanggung jawab 

mengimplementasi setiap upaya perlindungan yang diperintahkan oleh 

Direktorat setelah penilaian ancaman. Program ketiga terbuka hanya 

untuk saksi dalam perkara yang melibatkan penculikan, terorisme dan 

perdagangan narkotika, serta menyediakan relokasi tetap dalam 

Kolombia dan perubahan identitas bagi saksi-saksi yang berada dalam 

resiko. Saksi menerima bantuan finansial untuk memulai kehidupan 

baru dengan dukungan psikologis, bantuan medis, konseling dan 

bantuan perpindahan serta pemberian dokumen pribadi baru. 
155

 

                 Menurut undang-undang peserta dapat dikeluarkan dari 

program perlindungan berdasarkan hal-hal berikut ini:  

(a) Menolak untuk mentaati prosedur hukum tanpa alasan; 

(b) Menolak rencana atau program pemindahan; 

(c) Melakukan tindakan serius yang mempengaruhi prosedur   

perlindungan; 

(d) Mengundurkan diri secara sukarela.
156
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9. Italia 

            Dalam sistem di Italia, dasar hukum dari pengaturan atas 

perlindungan terhadap saksi dan pentiti (or collaborators with justice) 

diatur dalam Undang-undang Nomor 8, 15 January 1991 yang 

kemudian telah disesuaikan dalam Law Nomor 82, March 15 –1991, 

dan kemudian diamandemen dengan Law Nomor 45 of 13 February 

2001, "New provisions on kidnapping and on witness protection and 

protection and punishment of criminals collaborating with justice."
157

 

            Menurut Fausto Zuccarelli di Italia, pengembangan program 

perlindungan saksi dan justice callabolators sebagian besar 

dihubungkan dengan munculnya “pentiti” (mereka yang bertobat).
158

 

Sejak tahun 1930, Kitab Hukum Pidana Italia memberikan kekebalan 

sebagian  ataupun penuh dari hukuman jika pelaku memberikan ganti 

rugi atas kerugian kejahatan atau bekerjasama dengan pihak berwajib 

dalam perkara konspirasi politik atau kegiatan yang berhubungan 

dengan gang/kelompok. Di tahun 1970-an kebangkitan Brigade Merah 

(Red Brigade), suatu kelompok teroris Marxist-Leninist, mendorong 

pemberlakuan sejumlah peraturan yang menganjurkan pemutusan 

hubungan dengan kelompok teroris dan untuk bekerjasama dengan 

pihak berwajib. Meskipun upaya tersebut dianggap telah sangat 

berperan dalam pelucutan Brigade Merah, tidak satupun dari peraturan 

tersebut memberikan perlindungan saksi secara formil terhadap pihak-

pihak yang bekerjasama. Baru pada tahun 1984, ketika Mafioso Sisilia 

Tommaso Buscetta menentang Mafia dan memulai karirnya sebagai 

kolaborator hukum, perlindungan saksi dibentuk secara formil. 

Busceta menjadi saksi bintang dalam persidangan Maxi, yang 
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mengarah pada 350 anggota Mafia dihukum penjara. Sebagai imbalan 

kerjasamanya, dia direlokasikan dengan identitas baru.
159

  

               Kejadian tersebut mendorong lebih banyak lagi anggota 

Mafia untuk bekerja sama, dimana hasilnya pada akhir 1990-an 

penegak hukum Italia telah mendapatkan bantuan dari 1,000 lebih 

kolaborator hukum. Di waktu yang sama, proses penegakan hukum 

Italia di kritik tentang kredibilitas saksi serta motivasinya, dan juga 

ada tuduhan terhadap program perlindungan saksi yang tidak 

terorganisir dan manajemen yang buruk. Sebagai tanggapannya, 

sebuah revisi yang komprehensif terhadap Undang-undang Nomor82 

tertanggal 15 Maret 1991 dilaksanakan dan kemudian diberlakukan 

pada January 2001. Salah satu komponen utama dari peraturan yang 

direvisi tersebut adalah untuk menciptakan struktur kolaborator 

hukum yang terpisah dalam program perlindungan saksi.
160

  

              Ketentuan utama dalam Undang-undang Nomor 82, sesuai 

amandemennya pada tahun 2001, adalah sebagai berikut:  

a) Orang yang dapat menerima perlindungan adalah:  

1. Saksi dan informan dalam perkara narkotika, Mafia atau 

pembunuhan;  

2. Saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman 

antara 5 sampai 20 tahun;  

3. Individu yang dekat dengan kolaborator yang berada 

dalam bahaya;  

b) Jenis perlindungan yang diberikan adalah:  

1. “Rencana sementara” yang melibatkan relokasi dan 

nafkah untuk 180 hari;  

2. “Upaya khusus” yang melibatkan rencana perlindungan 

dan reintegrasi sosial bagi individu yang direlokasikan;  
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3. “Program perlindungan khusus” yang memberikan 

relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial dan 

(sebagai jalan terakhir) identitas hukum baru;  

c) Kolaborator hukum yang dijatuhkan pidana penjara perlu 

menjalankan setidaknya seperempat waktu hukumannya 

atau, jika dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, 10 

tahun di penjara sebelum dirinya dimasukkan dalam 

program perlindungan;  

d) Keputusan penerimaan dalam program perlindungan 

dilakukan oleh komisi pusat yang terdiri dari:  

1. Menteri Sekretaris Negara dalam Kementerian Dalam 

Negeri;  

2. Dua hakim atau penuntut umum;  

3. Lima ahli dalam bidang kejahatan terorganisir;  

e) Perubahan identitas perlu memperoleh izin dari Pusat 

Pelayanan Perlindungan, yang bertanggung jawab atas 

implementasi dan penegakan upaya perlindungan. 
161

  

 

C. Menggagas Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower dan Justice Collabolator Dalam Upaya 

Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa 

Mendatang 

1. Lembaga Perlindungan 

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif 

lembaga perlindungan masa mendatang (ius constituendum) 

adalah dimensi tentang eksistensi lembaga mana sekiranya 

paling ideal berwenang untuk menangani dan memberikan 

perlindungan terhadap seorang whistleblower maupun justice 

collaborator. Dimensi ini perlu mendapat atensi penting 

karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar 

dapat ditangani secara tepat, cepat, efektif dan di sisi lainnya 

seorang whistleblower maupun justice collaborator mendapat 
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perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang 

diberikannya.  

            Dikaji dari peraturan perundang-undangan masa kini 

(ius constitutum) seorang whistleblower maupun justice 

collaborator dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, 

Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian 

Nasional dan Komisi Kejaksaan. Terdapat permasalahan 

tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang 

dapat menerima laporan dari seorang whistleblower maupun 

justice collaborator. Dikaji dari perspektif sistem peradilan 

pidana maka dimensi ini berkorelatif terhadap lembaga mana 

paling krusial untuk menangani laporan tersebut dan akhirnya 

nanti bermuara kepada penjatuhan pidana terhadap seorang 

whistleblower maupun justice collaborator. Secara tegas 

dengan lain perkataan dapat disebutkan bahwa apakah 

lembaga-lembaga sebagaimana konteks di atas, di luar sistem 

peradilan pidana mempunyai legitimasi dalam hal dapat 

memberi keringanan hukuman terhadap seorang 

whistleblower maupun justice collaborator. 

            Kemudian dari perspektif banyaknya lembaga 

berwenang menangani laporan seorang whistleblower maupun 

justice collaborator akan menimbulkan problem tersendiri 

dapat muncul kepermukaan seperti problem kewenangan 

berkorelasi dengan perlindungan hukum, seperti dapat 

bersinggungan dengan kewenangan antar aparat penegak 

hukum atau lembaga satu dengan lainnya. Misalnya, 

pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait pemahaman 

atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks 

pemberian perlindungan terhadap seorang whistleblower 

maupun justice collaborator dimana pelaksanaan tugas 

tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan 

penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) 

khususnya terkait pelaksanaan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 
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2006. Konsekuensi logisnya, diperlukan ada penegasan 

kewenangan, fungsi dan tugas serta kordinasi antar lembaga 

untuk melakukan perlindungan terhadap whistleblower 

maupun justice collaborator sehingga diharapkan hubungan 

dan kordinasi antar lembaga tersebut relatif tidak menjadi 

kendala ketika dilakukan implementasi praktek dan pelaporan 

terhadap seorang whistleblower maupun justice collaborator.  

            Terlebih dengan adanya sistem pengajuan permohonan 

perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, kemudian 

dilanjutkan proses penilaian memakan waktu dan energi dari 

para whistleblower dan/atau justice collaborator sehingga 

birokratisasi demikian akan menyulitkan bagi mereka yang 

memiliki keterbatasan akses misalnya berada dipelosok 

daerah yang jauh dari Kantor LPSK di Jakarta maka hal ini 

tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka 

menjadi kurang efektif dan efisien.  

              Oleh karena itu apabila eksistensi LPSK tetap 

dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai 

salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak 

hukum lain (guna menguatkan LPSK diakomodir dan 

dikuatkan kewenangannya dalam reformulasi pembaharuan 

hukum acara pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan 

penegak hukum dan menghilangkan anggapan saling 

intervensi), maka perlu didirikan kantor-kantor LPSK di 

daerah, bahkan bila perlu di setiap Kabupaten dan Kota. 

Namun apabila eksistensi LPSK yang notabene adalah ad 

hock tersebut dan keberadaannya hanyalah sementara sembari 

menunggu proses perbaikan paradigma perlindungan saksi, 

pelapor dan justice collaborator dari penegak hukum maka 

sudah tentu kantor-kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut 

tidak diperlukan, mengingat anggaran negara yang 

dikeluarkan akan sangat besar sekali. Selain itu ditinjau dari 

perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, 

penggemukan institusi sistem peradilan pidana secara lambat 
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laun akan memperlambat proses penyelesaian perkara pidana. 

Sehingga kewenangan perlindungan saksi, pelapor dan justice 

collaborator tersebut dilekatkan pada unit internal dari 

penegak hukum. Misalnya seperti unit perlindungan khusus di 

kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.  

               Idealnya memang dari kajian perspektif 

perbandingan kelembagaan hendaknya dibuat peraturan 

tentang lembaga khusus yang hanya mengatur, menangani dan 

berwenang khusus terhadap whistleblower maupun justice 

collaborator secara tersendiri dan bersifat integral seperti di 

Amerika Serikat dengan The U.S. Office of Special Counsel 

(OSC), sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak 

dibangun. Konsekuensi logis dimensi ini, memang diperlukan 

adanya sebuah pembaharuan sistem hukum pada umumnya 

dan khususnya pembaharuan tentang ketentuan hukum acara 

pidana yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur masyarakat 

Indonesia yang berkorelasi dengan sistem peradilan pidana 

Indonesia.      

 

2. Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice Approach) 

Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif
162

 (Restorative 

Justice Approach) kiranya relatif cocok untuk perlindungan 
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 Keadilan restoratif (restorative justice) diperkenalkan pertama 

kali oleh Albert Eglash yang diartikan sebagai suatu alternatif pendekatan 
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Hudson dan Galaway, Restitution in Criminal Justice, Lexington, 

Massachusset, USA, 1977, hlm. 95). Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum 
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hlm. 126-136). Pasal 1 angka 6 UU 11 Tahun 2012 menyebutkan keadilan 

restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 



 

 
 

 

180 
 

hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator 

dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia 

masa mendatang. Ada beberapa argumentasi yang dapat 

dikemukakan dalam hal ini mengapa konsep pendekatan 

keadilan restoratif yang dikedepankan, yaitu: 

(a) Bahwa dalam hal penanganan perlindungan hukum 

terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam 

upaya penanggulangan organized crime relatif tidak 

dapat diterapkan asas equality before the law dan asas 

non-impunity karena tindak pidana yang bersifat 

organized crime terlalu kompleks, multi dimensional 

dan melintasi batas negara dimana untuk 

pengungkapannya mutlak memerlukan adanya 

whistleblower dan justice collaborator sehingga 

konsekuensi logisnya tidak semua orang harus 

diperlakuan sama karena ada aspek tertentu yang 

membedakan orang tersebut dengan orang lain sehingga 

                                                                                                         
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihaan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Howard 

Zehr menyebutkan bahwa, “Restorative justice is touded as a long-overdue 

third model or a new “lens” a way of hopping off the seesaw, of heading 

more consistently in a new direction while enrolling both liberal politicanc 

who support the welfare model and conservatives who support the justice 

model”. (Howard Zehr, Retributive Justice, Restorative Justice, New 

Perspectives on Crime and Justice: Occasional papers of the MCC Canada 

Victims Offender Ministeries Program the MCC, U.s. Office of Criminal 

Justice, No. 4, Canada Victim Offender Ministries Program, Ontario, 1985, 

hlm. 10) dan Tony Marshall menyebut, “Restorative justice is a process 

whereby all the parties with a stake in a particular offence together to 

resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its 

implications for the future”. (Tony Marshall, Restorative Justice on Tial in 

Britain, in Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-

offender Mediation-International Research Perspectives, edited by H. 

Messmer and H.U. Otto Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Boston, 

1992, hlm. 11) 
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perbedaan itu membuka ruang dan dimensi seseorang 

dapat saja tidak dijatuhi pidana asal bertanggung jawab 

atas perbuatannya dengan melakukan pemulihan 

keseimbangan seperti keadaan semula (restitutio in 

integrum) akibat perbuatan yang telah dilakukannya. 

Tegasnya, dalam hal ini diterapkan asas kesamaan 

hukum yang adil (equality before the justice) ; 

(b) Konsep pendekatan restorative justice berlandaskan 

pada asas ketidaksamaan sebagai keadilan. Kontribusi 

yang diberikan oleh justice collaborator dalam 

mengungkap kasus korupsi ini dijadikan dasar yang 

membedakannya dengan koruptor biasa. Sehingga, 

kontribusinya ini menjadi dasar untuk 

menghindarkannya dari pemidanaan; 
163

 

(c) Pengungkapan kasus-kasus yang pelik dengan 

perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice 

collaborator dalam upaya penanggulangan organized 

crime melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative 

justice approach) akan memberikan rangsangan, berani 

mengungkapkan kebenaran, serta perasaan tidak takut 

sehingga diharapkan nantinya berdampak orang akan 

berlomba-lomba untuk menjadi seorang whistleblower 

dan justice collaborator ;  

(d) Penjatuhan pidana terhadap whistleblower dan justice 

collaborator dalam perkara yang termasuk organized 

crime pada hakikatnya adalah untuk memanusiakan 

manusia agar menjadi orang yang baik. Aspek dan 

dimensi ini pararel dengan eksistensi UU Nomor 12 

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana lembaga 
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pemasyarakatan merupakan tempat untuk membuat 

narapidana menjadi orang yang baik. Filsafat 

pemidanaan dan penjatuhan pidana di Indonesia bukan 

berdasarkan filsafat retributif, melainkan filsafat 

integratif. Oleh karena ini, untuk masa kini hendaknya 

pendekatan keadilan restoratif yang paling harus 

dikedepankan Indonesia; dan 

(e) Konsep pendekatan restorative justice di satu sisi 

dengan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan 

justice collaborator dalam upaya penanggulangan 

organized crime di sisi lainnya, kemudian adanya 

reward dan sekaligus melekat tanggung jawab bagi 

whistleblower dan justice collaborator diharapkan dapat 

mengungkapkan secara signifikan terhadap perkara yang 

berdimensi organized crime. Dalam dimensi ini, 

memang diperlukan perlindungan khusus bagi 

whistleblower dan justice collaborator. Mengapa 

demikian, tiada lain karena para whistleblower dan 

justice collaborator tidak akan berani memberikan 

keterangan apa yang dilihat dan dialami karena ancaman 

tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan 

jiwanya, sementara itu organized crime tersebut 

menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap 

stabilitas ekonomi, perdagangan, ancaman dan 

ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga 

serta nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta 

membahayakan pembangunan berkelanjutan dan 

supremasi hukum. 

Pada dasarnya, konsep pendekatan keadilan restoratif 

(restorative justice approach) membangun dimensi agar 

seseorang berani untuk menjadi seorang whistleblower 

dan justice collaborator dalam perkara yang termasuk 

organized crime. Keputusan dan pendirian seseorang 

akan menjadi seorang whisterblower dan justice 
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collaborator perlu diapresiasi dengan baik sehingga 

membangun kesadaran dan polarisasi berfikir bahwa 

keputusan tersebut akan sangat berguna dan mempunyai 

jasa dalam rangka mengungkapkan perkara organized 

crime. Konsekuensi logisnya, penjatuhan pidana yang 

akan dijatuhkan hakim kepada seorang  whistleblower 

dan justice collaborator mempunyai dimensi keadilan. 

Pemidanaan yang berdimensi keadilan di satu sisi, 

pararel dengan pengungkapan kasus yang bersifat 

organized crime di sisi lainnya, membawa pemidanaan 

seseorang sesuai asas pemasyarakatan, memanusiakan 

narapidana atau pelaku tindak pidana (offender) menjadi 

manusia yang baik.  

 

3. Syarat dan Jenis Perlindungan 

Pada hakikatnya, sebenarnya syarat dan jenis perlindungan 

kepada whistleblower dan justice collaborator berorientasi 

kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Anti 

Korupsi 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 

7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menentukan bahwa, “Each 

State Party shall consider providing for the possibility, in 

accordance with fundamental principles of its domestic law, 

of granting immunity from prosecution to a person who 

provides substantial cooperation in the investigation or 

prosecution of an offence established in accordance with this 

Convention”, (setiap negara peserta wajib 

mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan 

kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja 

sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan 

suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi 

ini). Ide dasar perlindungan berupa imunitas terhadap justice 

collaborator tersebut identik dengan ketentuan Pasal 10 ayat 

(1) UU Nomor 13 Tahun 2006, dimana pemberian imunitas 
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dapat  dijadikan sebagai “bargain position” bagi para pelaku 

ketika memberikan informasi akurat dan berkualitas kepada 

aparat penegak hukum. Dimensi ini berkorelasi dengan 

ketentuan Pasal 32 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dimana 

diwajibkan untuk diberikan perlindungan. Pemberian 

perlindungan kepada justice collaborator diharapkan untuk 

mengungkap jaringan kasus bersifat organized crime, 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Konvensi Palermo 

tentang Transnational Organize Crime, tentang protection of 

witnesses atau perlindungan saksi, yang menentukan bahwa: 

1. Each State Party shall take appropriate measures within 

its means to provide effective protection from potential 

retaliation or intimidation for witnesses in criminal 

proceedings who gives testimony concerning offences 

covered by this convention and, as appropriate, for their 

relatives an other persons close to them. 

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article 

may include, inter alia, without prejudice to the rights of 

the defendant, including the right o due process: 

(a) Establishing procedures for the physical protection 

of such persons, such as, to the extend necessary 

and feasible, relocating them and permitting, where 

appropriate, non disclosure of information 

concerning the identity and whereabouts of such 

persons; 

(b) Providing evidentiary rules to permit witness 

testimony to be given in a manner that ensures the 

safety of the witness, such as permitting testimony to 

be given through the use of communications 

technology such as video links or other adequate 

means. 

3. States Parties shall consider entering into agreements or 

arrangements with other States for the relocation of 

persons referred to in paragraph 1 of this article. 
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4. They provisions of this article shall also apply to victims 

insofar as they are witnesses. 

Selanjutnya, dari dimensi konteks di atas maka seorang 

whistleblower dan justice collaborator merupakan pelapor 

ada dugaan tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana 

yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka 

syarat untuk dapat dilindunginya seorang whistleblower dan 

justice collaborator mengakui keterlibatannya dalam perkara 

yang bersifat organized crime, mau melakukan kerjasama 

yang integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat 

penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta 

mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang 

ditimbulkan akibat tindak pidana bersifat organized crime. 

Kemudian dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat 

perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin 

dapat diperoleh seorang whistleblower dan justice 

collaborator  adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana 

dan/atau perdata dari laporannya, kemudian juga dapat 

berupa perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau 

perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan 

juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas 

kasus yang lain. 

 

4. Model Perlindungan 

4.1. Model hak-hak prosedural atau model partisipasi 

langsung atau aktif (the procedural rights 

model/partie civile model/civil action system).  

Model ini memungkinkan berperan aktifnya (saksi 

korban/pelapor)
164

 dalam proses peradilan pidana 
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 Korban kejahatan dipergunakan dalam beberapa terminologis 

dikaji dari perspektif ilmu kriminologi, victimologi dan hukum positif 

Indonesia (ius constitutum) sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu 

sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 

jo UU 15 Tahun 2003, Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu 
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seperti membantu Jaksa/Penuntut Umum, dilibatkan 

dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib 

didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas 

bersyarat, memberi pertimbangan dalam menentukan 

pidana (victim opinion statement) dan lain sebagainya. 

Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan saksi 

korban/pelapor mempunyai segi positif dalam 

penegakan hukum seperti memenuhi semangat 

pembalasan saksi korban/pelapor serta meningkatkan 

arus informasi kepada hakim. Akan tetapi ada juga segi 

negatif karena partisipasi aktif saksi korban/pelapor 

dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat 

menyebabkan terciptanya konflik antara kepentingan 

umum di bawah kepentingan pribadi saksi 

korban/pelapor yang dapat memicu dendam baru yang 

menjurus pada “secondary victimization”. Pada 

hakikatnya, model ini pada negara-negara Anglo Saxon 

yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar 

“Adversary or Battle Model” akan menimbulkan 

kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga 

(korban). Dalam sistem Eropa Kontinental dimana 

berlaku sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan 

untuk memberikan ruang gerak kepada kontribusi 

korban selama persidangan karena persidangan bukan 

                                                                                                         
(Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang 

berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 

98, 99 KUHAP), dan  perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41, 

42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Pada 

hakikatnya secara konseptual korban kejahatan tidak diakui eksistensinya 

sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam perspektif hukum 

pidana sehingga korban tidak sebagai pihak/bagian dari sistem peradilan 

pidana. Konsekuensi logisnya, maka adanya implikasi sistem peradilan 

pidana yang tidak ada korelasi yang jelas antara korban, pelanggar hukum 

pidana (tersangka, terdakwa, terpidana), polisi dan jaksa penuntut umum. 
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merupakan “legal contest” antara jaksa dan 

pengacara/pelaku.
165

  

 

4.2. Model pelayanan atau model partisipasi secara 

tidak langsung atau model pasif (the services model).  

Dimensi ini menekankan pada pemberian ganti 

kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya 

pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, 

rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. 
166

 Model ini 

penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan 

standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan 

(saksi korban/pelapor), yang dapat digunakan oleh 

polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk 

pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau 

kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, 

pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang 

bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan 

saksi korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini 

melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk 

dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para 

penegak hukum yang lain. Keuntungan model ini 

adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana 

pengembalian apa yang dinamakan integrity of the 

system of institutionalized trust, dalam kerangka 

perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi 

korban/pelapor) akan merasa dijamin kembali 

kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil 

sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan 

saling mempercayai. Keuntungan yang lainnya pada 
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 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan 

Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik, PT Alumni, Bandung, 2012, 

hlm.  
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 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum..., Ibid., 

hlm.  
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model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab 

dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana 

dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang 

diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka 

menentukan kompensasi bagi si korban. Kelemahan 

model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban 

yang di bebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan 

untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu 

kepada saksi dan atau korban, dianggap akan 

membebani aparat penegak hukum karena semuanya 

didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. 

Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab 

pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin 

digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap 

dapat mengganggu efesiensi. Model ini menentukan 

standar baku tentang pelayanan terhadap saksi korban 

yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya: 

Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian 

kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang 

timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, 

apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan 

korban. 
167

 

 

4.3. Model Persuasif/Partisipatif 

Model persuasif/partisipatif merupakan perlindungan 

terhadap whistleblower dan justice collaborator yang 

bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen Sistem 

Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan/pemasyarakatan dan KPK untuk 

perkara korupsi. Pada pokoknya tugas dan kewenangan 
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 Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower..., Op. Cit., hlm. 51-52   
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dari Kepolisian sebagai lembaga penyidikan terhadap 

perkara pidana umum dan pidana khusus. Lembaga 

Kejaksaan merupakan lembaga yang melakukan 

penuntutan terhadap perkara pidana umum dan khusus 

yang dilimpahkan oleh lembaga Kepolisian. Kemudian 

KPK merupakan lembaga yang berwenang melakukan 

penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap perkara 

tindak pidana korupsi yang bersifat extra ordinary 

crime ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Berikutnya lembaga pengadilan yang mempunyai tugas 

dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara perdata, tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus yang diajukan kepadanya. 

Akhirnya, lembaga pemasyarakatan/pemasyarakatan 

merupakan lembaga pelaksana pidana dengan tugas dan 

wewenang sebagai tempat pembinaan narapidana 

berdasarkan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung jawab. Dimensi ini 

dilakukan karena konsisten dengan alur bagan dari 

Sistem Peradilan Pidana baik secara teoretis maupun 

sesuai pandangan doktrina. Model persuasif/partisipatif 

sesuai Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit ini 

terlihat dari bagan 4 berikut ini. 
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Bagan 4: 

Model Persuasif/Partisipatif Sesuai 

Sistem Peradilan  Pidana Dalam Arti Sempit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam dimensi ini, timbul permasalahan bagaimana 

dengan LPSK? Apabila eksistensi LPSK sebagaimana 

ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 masih tetap 

dipertahankan, atau LPSK dimodefikasi dengan 

memperluas kewenangannya, maka hendaknya harus 

juga dimasukan dalam komponen Sistem Peradilan 

Pidana yang diperluas dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara masa mendatang. Begitu pula halnya, 

apabila ingin membangun lembaga baru bersifat 

independen dan mandiri yang khusus menangani 

mengenai whistleblower dan justice collaborator 

sebagaimana dikenal di negara AS, Jerman, Belanda, 

dan lain-lain. Model persuasif/partisipatif sesuai Sistem 

Peradilan Pidana dalam arti luas terlihat dari model 

bagan 5 berikut ini. 
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Bagan 5: 

Model Persuasif/Partisipatif Sesuai 

Sistem Peradilan Pidana Dalam Arti Luas 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                   Model persuasif/partisipatif baik sesuai dengan Sistem 

Peradilan Pidana dalam arti sempit maupun arti luas 

bersifat integral dimana antara komponen tersebut 

saling berkorelasi antara satu dengan lainnya. Apabila 

seorang whistleblower dan justice collaborator melapor 

kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen 

lembaga tersebut akan melindungi. Aspek positif dapat 

dikedepankan dalam dimensi ini relatif dapat 

dihindarkan adanya kriminalisasi terhadap 

whistleblower dan justice collaborator sehingga model 

perlindungan persuasif/partisipatif ini akan memberi 

dimensi rasa aman, menghindarkan rasa takut terhadap 

tuntutan pidana dan/atau perdata serta mempunyai 

dimensi kepastian hukum (rechts-zekerheid) kepada 

whistleblower dan justice collaborator. 

 

4.4. Model Perlindungan Komprehensif 

Model perlindungan komprehensif ini 

direkomendasikan oleh Yutirsa Yunus. Perlindungan 

Justice 

Collaborator/Whistleblo

wer 

 

Kejaksaan Pengadilan Lembaga 

Pemasyarakatan 

 

 

 

Kepolisian 
LPSK / 
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justice collaborator harus dilakukan secara 

komprehensif atau menyeluruh mulai dari: (1) tahap 

pemberian laporan oleh justice collaborator; (2) tahap 

penindaklanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, 

penyidikan, hingga pengadilan; dan (3) tahap putusan 

oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dilaporkan 

tersebut. 

Dimensi ini dapat dilihat sebagaimana tabel 3 berikut 

ini. 

Tabel 3: 

Perlindungan Komprehensif Bagi Justice 

Collaborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan komprehensif ini dimaksudkan agar 

justice collaborator dituntut oleh pihak-pihak yang 

merasa dirugikan atas laporannya. Tuntutan balik 

tersebut memberikan dampak negatif terhadap upaya 

pemberantasan korupsi, oleh karenanya justice 

collaborator jatuhnya putusan pengadilan yang bersifat 

LAPORAN Justice 

Collaborator 

Penindaklanjutan Laporan 

Penyelidikan 

Penyidikan 

Pengadilan 

Putusan Pengadilan 

Perlindungan 

Komprehensif 
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tetap (Inkracht) atas kasus yang dilaporkannya 

tersebut.
168

 

 

4.5. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat 

Hakikat model penjatuhan pidana bersyarat adalah 

mengelaborasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) 

UNCAC/Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Seorang 

pelapor tindak pidana (whistleblower) merupakan pihak 

yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu 

dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan 

yang dilaporkannya. Kemudian terhadap saksi pelaku 

yang bekerjasama (justice collaborator), maka pelaku 

merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, 

mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai 

pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta 

memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses 

peradilan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam 

tuntutan pidananya menyatakan yang bersangkutan 

telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang 

sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut 

umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, 

mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai 

peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-

aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuan tersebut, 

maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator) dalam dalam menjatuhkan pidana yang 

akan dijatuhkan dapat menjatuhkan pidana bersayarat 

khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana 

penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya 

yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam 
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 Yutirsa Yunus, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan 

Hukum..., Op. Cit., hlm. 19 
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pemberian perlakuan khusus berupa keringanan pidana 

hakim tetap wajib mempertimbangkan keadilan 

masyarakat. Hakekat dimensi ini, identik dengan 

ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB 

Anti Korupsi 2003 yang berbunyi, “Each State Party 

shall consider providing for the possibility, in 

appropriate cases, of mitigating punishment of an 

accused person who provides substantial cooperation 

in the investigation or prosecution of an offence 

established in accordance with this Convention”. 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, 

memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, 

memberi hukuman dari seorang pelaku yang 

memberikan kerjasama yang substansial dalam 

penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang 

ditetapkan dalam konvensi ini). 

Dalam prakteknya, model penjatuhan pidana bersyarat 

ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui 

Putusan Nomor 920K/Pid.Sus/2013 terhadap terdakwa 

Thomas Claudius Ali Junaidi dengan ratio decidendi 

Putusan Mahkamah Agung tersebut membenarkan 

alasan kasasi terdakwa sebagai justice collaborator 

kemudian Mahkamah Agung membatalkan Putusan 

Pengadilan Tinggi, mengadili sendiri dengan 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) 

tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah 

dijalani kecuali jikalau dikemudian hari terdakwa 

melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 

selama 2 (dua) tahun berakhir. Putusan Mahkamah 

Agung ini menerobos ketentuan pidana minimal selama 

5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU 

35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa. 
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4.6. Model Perlindungan Melalui Teleconference 

Salah satu bentuk perlindungan menangani perkara 

bersifat organized crime terhadap whistleblower dan 

justice collaborator yang merasa terancam jiwanya 

ketika dilakukan pemeriksaan didepan persidangan 

adalah melalui pemeriksaan dengan teleconference. 

Pemeriksaan demikian dalam hukum positif Indonesia 

belum diatur, walaupun prakteknya telah dikenal dan 

dilakukan. Pada awalnya, persidangan menggunakan 

media teleconference mengundang perdebatan   panjang. 

Ada pendapat yang pro dan  tak sedikitnya  

menentangnya. Padahal apabila disimak lebih jauh dalam  

dunia peradilan di Indonesia, teleconference pernah 

dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, 

Pengadilan HAM Ad Hoc serta perkara Abu Bakar 

Ba‟asyir. Dan  untuk  di Bali  dalam perkara  peradilan 

kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron Alias 

Muhklas   diselenggarakan teleconference dari kesaksian 

Wan Min bin  Wan Mat dari Malaysia.
169

  Sedangkan 
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 Pada dasarnya polarisasi pemikiran Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Dernpasar dalam Putusan Nomor: 

224/Pid.B/2003/PN.Dps tanggal 2 Oktober 2003 an. terdakwa ALI Gufron 

Alias  Muhklas memperkenankan digelarnya teleconference adalah: (a). 

Bahwa memang benar teleconference tidak diatur dalam KUHAP karena 

pembuat undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya 

revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat sehingga 

KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara 

kaku/formal legalistik memang teleconference tidak sesuai ketentuan Pasal 

160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran 

saksi secara fisik di ruang persidangan. Akan tetapi majelis hakim dengan 

tolok ukur ketentuan Pasal 27 ayat (1)  UU 14/1970 yo UU 35/1999 

mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan  untuk menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 

Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil 

dalam hukum pidana, maka aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara 

selektif.  (b). Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk 
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penyelenggaraan teleconference  di Indonesia  telah 

beberapa kali diselenggarakan baik atas permintaan Jaksa 

                                                                                                         
mendapatkan kebenaran materiil sehingga teleconference hanyalah sekedar 

sarana untuk mencarai keberanaran materiil tersebut sehingga pa salahnya 

apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan teleconference saksi juga bisa 

hadir di ruang sidang secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji 

keterangan saksi dan keteranganyapun bisa didengar semua orang. Memang 

adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai 

perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri.  (c).  Bahwa keberatan 

Tim Penasihat hukum yang menyatakan ketidakberhasilan Jaksa Penuntut 

Umum tidak perlu disiasati dengan cara teleconference karena  Pasal 162 

KUHAP mengaturnya maka Majelis berpendapat karena saksi yang telah 

disumpah di penyidik kemudian dibacakan dan keteranganh tersebut 

disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang 

diucapkan di sidang (Pasal 162 (1), (2) KUHAP) maka karena ini saksi Wan 

Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media teleconference. 

(d). Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan 

teleconference bertentangan dengan azas kompetensi Peradilan maka majelis 

menyatakan tidak dapat diterima karena apabila hal ini diterima akan 

mengakibatkan Peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam 

menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Menurut Majelis pemeriksaan 

saksi jarak jauh dengan menggunakan teleconference adalah merupakan salah 

satu wujud lahirnya Peradilan infrormasi yang berjangkauan global, lintas 

batas. Bagi majelis pemeriksaan melalui media teleconference mirip dengan 

cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan 

transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri 

yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. (e) Bahwa terhadap 

kekhawatiran saksi Wan Min Wan Mat akan memberaikan keterangan tidak 

dalam keadaanh bebas/tertekan maka hal ini berdasarkan Penetapan majelis 

Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan sseorang Hakim 

Anggota, Jaksa dan Penasihat Hukum dan disiarkan melalui media televisi 

nmaka majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut memberikan 

keterangan dalam keadaan tidak bebas. Hal ini berkesesuaian ketika 

penasihat Hukum menanyakan apakah saksi tersebut memberi keterangan 

dalam keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada di 

depannya dan tidak ada petugas kepolisian disekitarnya. (f) Bahwa 

berdasarkan Pasal 27 UU 15 Tahun 2003 memungkinkan dipakainya alat 

bukti pemeriksaan berupa infromasi yang diucapkan secara elektronik yang 

dalam hal ini dapat diartikan termasuk melalui media teleconference.   
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Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sebagaimana 

terlihat pada tabel 4 sebagai berikut:  

 

Tabel 4: 

Praktik  “Teleconference” Di Indonesia 

 

Perkara Sikap 

Jaksa 

Sikap Kuasa 

Hukum 

Sikap 

Hakim 

Lokasi 

Saksi 

Biaya 

Rahardi 

Ramelan 

Menolak Mengusulkan Setuju Konsulat 

RI di 

Jerman 

SCTV 

Pengadilan 

HAM 

Adhoc 

Mengu- 

 sulkan  

Menolak Setuju Dili Bank 

Dunia 

Abu Bakar  

Ba’asyir 

Mengu- 

 sulkan 

Menolak 

Walk out 

Setuju Singapura 

Dan Kuala 

Lumpur 

? 

Ali  

Gufron 

Mengu- 

 sulkan 

Menolak Setuju Kuala 

Lumpur 

Negara 

 

                 Sebenarnya, memang logis teleconference menimbulkan 

perdebatan panjang. Di satu sisi perkembangan hukum (law in book) 

ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat (law in action), 

apalagi bila diperbandingkan dengan kemajuan teknologi. Sedangkan 

di sisi lainnya,  KUHAP sebagai basis acara pemeriksaan perkara 

pidana tidak mengaturnya. Apabila kita bertitik tolak dari kajian 

formal legalistik memang sepintas teleconference bertentangan 

dengan ketentuan Pasal  160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP. 

Pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan  

saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut 

urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang 

setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum.  Kemudian dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) 

KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap 

hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk 
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meninggalkannya. Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual  

dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang persidangan. 

Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakkan kebenaran material 

yang bermuara pada keadilan dalam praktik sedikit telah ditinggalkan. 

Misalnya, secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 661 

K/Pid/1988 tanggal  19 Juli 1991 dengan kaedah dasar dimana 

keterangan saksi yang disumpah di Penyidik kerena suatu halangan 

yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dimana keterangannya 

tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian  di bawah 

sumpah. Dari konteks tersebut di atas, maka dunia peradilan telah 

melakukan suatu  terobosan dimana kehadiran saksi  secara fisik  di 

depan persidangan ada kalanya dapat disimpangi. 

               Dari kajian teoretis dan praktik sebenarnya perdebatan 

panjang pro dan kontra penggunaan teleconference disebabkan 

beberapa faktor. Pertama, kebijakan formulatif (pembuatan undang-

undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum)  di Indonesia 

mengacu kepada ketentuan hukum positif (ius constitutum). 

Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum 

yang bersifat formal legalistik, sehingga terdapat jurang yang relatif 

tajam dalam mencari keadilan. Tegasnya, keadilan yang dikejar dan 

diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-

undang. Kedua, karena KUHAP tidak mengatur teleconference maka 

pro dan kontra penggunaannya tergantung kepada apakah akan 

merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak. Apabila 

diperhatikan terjadinya persidangan teleconference di Indonesia maka 

adanya sikap ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan 

Penasihat Hukum. Pada sidang Rahardi Ramelan Penuntut Umum 

menolak sedangkan Penasihat hukum menyetujuinya sedangkan pada 

sidang Pengadilan HAM Ad Hoc dan Abu Bakar Ba‟asyir malah 

kebalikannya. Ketiga, ternyata terhadap eksistensi teleconferene 

Hakim menyetujui dilakukan teleconference. Aspek ini sebenarnya 

harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin 

dipandang negatif masyarakat. Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal  

5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 disebutkan, Hakim dan hakim konstitusi 
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wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Dalam menggali, mengikuti, 

memahami dan mengejar kebenaran material dalam hukum pidana 

maka aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif              

               Ternyata dalam KUHAP teleconference tidak diatur. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti dikenal 

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Kelima limitasi alat bukti tersebut  yang 

diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia  dewasa ini. Apabila 

dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti  di satu sisi dapat 

menguntungkan, akan tetapi di sisi lainnya dapat pula merugikan. 

Dikatakan menguntungkan karena secara limitatif   kelima limitasi 

alat bukti sebagai tolok ukur  adanya kepastian hukum untuk dapat 

membuktikan seseorang bersalah ataukah tidak. Akan tetapi dikatakan 

merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan 

membelenggu hakim dalam mencari kebenaran material untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kemajuan jaman dan 

teknologi maka alat bukti lainnya, seperti film, teleconfence, sampel 

darah, pita suara  dan lain sebagainya relatif kurang diakomodir 

sehingga penterapannya  menimbulkan problematik. 

                Apabila kita bertitik tolak kepada hukum pembuktian dari 

rumpun Eropa Kontinental (Belanda)  dimana  banyak hukum 

Indonesia diterapkan berdasarkan asas konkordansi, ternyata baik 

hukum acara perdata/pidana telah menghapuskan adanya limitasi alat 

bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada 

asasnya, ditinggalkannya atau dihapuskannya penyebutan satu persatu 

alat bukti tersebut disebabkan karena tidak lagi memuaskan, tidak lagi 

komplit dan overbodig (berkelebihan). Tidak lagi komplit karena alat 

bukti moderan nantinya tidak dapat diterapkan dalam praktik 

peradilan.  

                  Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup 

diatur dalam suatu perundangan-undangan. Konsekuensi pengaturan 

limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP di atas maka di 

Indonesia yang dikejar adalah keadilan undang-undang bukanlah 
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keadilan sesuai perkembangan masyarakat. Tegasnya, tentu ada 

perbedaan yang tajam keadilan dari optik pembentuk dan penterapan 

undang-undang dengan keadilan yang diinginkan oleh kebanyakan 

masyarakat.  Pada dasarnya, keadilan undang-undang bernuansa dan 

akhirnya bermuara kepada aspek formal legalistik. Titik tertinggi dari 

keadilan yang formal legalistik ini tentu sepintas membuat  para 

pemegang kebijakan aplikatif sebagai “corong undang-undang”.  

Apabila direnungkan lebih filsafati, aspek ini tentu terpulang kepada 

dunia pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, kurikulum dunia 

pendidikan memang mengacu kepada aspek formal legalistik. Dengan 

lebih mengkedepankan aspek formal legalistik maka kebijakan 

aplikatif dalam menetapkan dan melihat sebuah undang-undang dari 

optik hukum positif. Konkretnya, sepanjang tidak diatur dalam sebuah 

undang-undang maka hal ini tidak dapat dilakukan. Contoh faktual 

adalah teleconference dimana karena tidak diatur dalam KUHAP 

maka tidak dapat dilakukan. Padahal, sebenarnya muara dari 

penegakan hukum idealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran 

materiallah yang harus dicari sehingga aspek yang bersifat 

administratif, formal dan relatif kurang  substansial, hendaknya 

ditinggalkan.  

               Bagaimana menyiasati teleconference sebagai bentuk 

kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana  sebagai salah satu 

cara mendapatkan kebenaran material dapat terealisir untuk masa ke 

depan? Penulis, condong apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi 

khususnya dalam limitasi alat-alat bukti. Mungkin, kini setelah 

KUHAP berumur 32 tahun,  kelima alat bukti dalam KUHAP sudah 

saatnya untuk dihapus atau ditinggalkan. Pada dasarnya, setiap atau 

semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali undang-undang 

menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan 

pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di 

dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Akan 

tetapi, apabila dikaji lebih mendalam sebenarnya secara “diam-diam” 

asasnya praktik peradilan di Indonesia telah menterapannya. 

Misalnya, sebagai contoh konkret menurut kajian teoritik sistem 
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pembuktian yang diatur ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 

menyebutkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan 

titik tolak demikian, menurut kajian teoritik dan padangan doktrina 

maka sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah 

sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, bagaimana dalam 

praktiknya? Ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi 

sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak 

yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat 

bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh 

karena ini, apabila polarisasi pemikiran  limitasi alat bukti dalam 

revisi KUHAP mendatang dihapuskan maka membawa konsekuensi 

kepada sistem pembuktian yang dianut menjadi sistem pembuktian 

bebas.  Di samping itu, implikasi yang pasti timbul adalah kebebasan 

hakim yang terlampau bebas. Konteks ini sebenarnya dapat 

diminimalisir dengan adanya rambu-rambu untuk menjaga agar 

kebebasan hakim dipergunakan sebagaimana mestinya berupa adanya 

katup pengaman seperti pedoman pemidanaan. Selain itu, implikasi 

yang timbul maka sistem hukum Indonesia akan bergeser bukan lagi 

menjadi Eropa Kontinental akan tetapi menjadi “quasi” Eropa 

Kontinental dengan Anglo Saxon/Case Law. Aspek ini sebenarnya 

tidaklah perlu dirisaukan, oleh karena sekarang di dunia  baik sistem 

Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental tidak ada yang menganutnya 

secara murni. Begitupun dengan Belanda, sebagai sumber utama 

hukum Indonesia telah meninggalkan kemurnaian sistem Eropa 

Kontinental dalam hukum pembuktiannya. Dengan adanya sistem 

pembuktian baru dalam KUHAP mendatang maka bukan saja 

teleconference dapat diakomodir, akan tetapi seiring perkembangan 

jaman dan teknologi maka bukti moderen lainnya relatif dapat 

diterapkan dalam praktik peradilan guna mendapatkan kebenaran 

materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat. 
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              Konsekuensi logis konklusi di atas, maka sangat 

memungkinkan dan rasional apabila pemeriksaan di depan 

persidangan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam 

upaya penanggulangan organized crime di Indonesia masa mendatang 

hendaknya dipergunakan media teleconference. Urgensi, eksistensi 

dan relevansi adanya media teleconference ini diakui oleh M. 

Mohammad Saleh sebagai berikut: 

             “Pada tahun 2002 ketika saya menjabat sebagai Ketua 

Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat dalam 

memberikan perlindungan pada Whistleblower dan Justice 

Collaborator yaitu pada saat persidangan perkara Abu Bakar 

Ba‟asyir yang didakwakan melakukan tindak pidana makar 

pada Negara Republik Indonesia dengan bertempat di 

gedung BMG Kemayoran telah melakukan pemeriksaan 

saksi-saksi yang berada di Singapura dan malaysia dengan 

melalui Teleconference pada saat itu belum diundangkan 

Undang-Undang Terorisme dan undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban, pada saat itu undang-

undang belum mengatur tentang pembuktian melalui 

teleconference. Memang harus diakui perkembangan 

teknologi lebih cepat perkembangannya daripada 

perkembangan hukum. Namun, demi untuk mencari 

kebenaran materiil dirasa perlu untuk mendengarkan 

keterangan saksi-saksi yang berada di Singapura dan 

Malaysia terutama mereka yang ikut kegiatan yang 

dilakukan oleh Abubakar Ba‟syir di Malaysia dan Singapura 

pada saat itu (Justice Collaborator). Alhasil setelah 

teleconference tersebut dilaksanakan cukup memberikan 

gambaran bagi Majelis tentang kegiatan Abu Bakar Ba‟syir 

dikedua negara itu”.
170

 

                                                 
170

 H. Mohammad Saleh, Keynote Speech Wakil Ketua 

Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dalam Rapat Koordinasi Antara LPSK 

Dengan Unsur Aparat Penegak Hukum Dalam Proses peradilan Pidana 

Dengan Tema “Membangun Sistem perlindungan Dan Pemberian 
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              Kedepan, memang diperlukan adanya teleconference untuk 

memberi perlindungan seorang Whistleblower dan justice collaborator 

dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia sehingga 

diharapkan nantinya diharapkan adanya keberanian untuk menjadi 

saksi di depan persidangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
Penghargaan Kepada Justice Collaborator (Saksi Pelaku Yang Bekerja 

Sama) Pada Tindak Pidana Terorganisasi”, dalam: Majalah Varia Peradilan, 

Majalah Hukum, Tahun XXVII No. 333, Agustus 2013, hlm. 8 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan 

justice collaborator dalam hukum positif Indonesia adalah 

perlindungan bersifat fisik dan psikis, penanganan khusus, 

perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan bersifat 

fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan untuk keamanan 

pribadi whistleblower dan justice collaborator  tetapi juga 

kepada keluarganya. Penanganan khusus ketika memberi 

kesaksian di persidangan, perlindungan hukum terhadap status 

hukum dan penghargaan dapat berupa keringanan hukuman, 

termasuk menuntut hukuman percobaan, serta pemberian 

remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai 

perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang 

bekerjasama adalah seorang narapidana. 

2. Praktek perlindungan hukum terhadap whistleblower dan 

justice collaborator  khususnya dalam upaya penanggulangan 

organized crime di Indonesia dan beberapa negara bersifat 

variatif dan parsial. Praktek perlindungan di Indonesia 

tercermin dilakukan LPSK (Agus Condro, Susno Djuadi, Ir. 

Stali Erling), KPK (Khairiansyah Salman) dan Pengadilan 

Negeri (Agus Condro, Susno Djuadi) dan Mahkamah Agung 

RI (Thomas Claudius Ali Junaidi). Kemudian praktek 

perlindungan di beberapa Negara (Amerika Serikat, Afrika 

Selatan, Belanda, Jerman, Australia, Albania, Hong Kong, 

Kolumbia dan Italia) diatur dalam regulasi khusus seperti 

Whistleblower Act 1989 (Amerika Serikat), Protected 

Dedosures Act 26 Tahun 2000 (Afrika Selatan), Republic of 

Albania The Assembly Law Nomor 9205, dated 15/03/2004 

On The Justice collaborators and Witness Protection 

(Albania), lembaga khusus seperti Jawatan Perlindungan 

Saksi (Afrika Selatan), Kantor Unit Perlindungan Saksi 
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(Jerman), Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan 

Saksi (Albania) dan lain sebagainya dengan tugas khusus 

berupa kewenangan mengatur, mengawasi dan melakukan 

persetujuan, perjanjian terhadap perlindungan saksi. 

3. Menggagas konsep ideal perlindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator dalam upaya 

penanggulangan organized crime di Indonesia masa 

mendatang hendaknya meliputi dimensi lembaga 

perlindungannya, syarat, jenis dan juga model 

perlindungannya. Khusus konsep ideal model perlindungan  

terhadap whistleblower dan justice collaborator masa 

mendatang dapat berupa model hak-hak prosedural atau 

model partisipasi langsung atau aktif (the procedural rights 

model/partie civile model/civil action system, model 

pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau 

model pasif (the services model), model Persuasif/Partisipatif, 

model Perlindungan Komprehensif, atau model Penjatuhan 

Pidana Bersyarat dan model perlindungan melalui 

teleconference. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam apakah 

tetap mempertahankan LPSK seperti sekarang ini, LPSK baru 

dengan diperluas kewenangannya ataukah lembaga baru 

bersifat mandiri dan independen yang mengatur khusus 

tentang whistleblower dan justice collaborator  sebagaimana 

dikenal di negara Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, 

Jerman, Albania, dan lain sebagainya. 

2. Hendaknya dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan UU 

Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya 

yang mengatur mengenai whistleblower dan justice 

collaborator  sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih 

lengkap, memadai dan komprehensif. 
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3. Perlu difikirkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan 

dari pelbagai sudut pandang tentang apakah terhadap 

whistleblower dan justice collaborator  khususnya dalam 

upaya penanggulangan organized crime perlu dilakukan 

penuntutan ataukah tidak, atau juga hanya dijatuhkan pidana 

ringan berupa penjatuhan pidana percobaan.  
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                                               LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

P   U   T   U   S   A   N 

Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST 

 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. 

  

PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI, yang 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat 

pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan, 

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : 

 

I.   N a m a  :    AGUS CONDRO  

      PRAYITNO; 

 Tempat lahir :    Batang, Jawa Tengah; 

 Umur/ Tangal lahir :    49 tahun/29 Agustus 1961; 

 Jenis Kelamin :    Laki-laki; 

 Kebangsaan :  Indonesia; 

 Tempat tinggal     :   Kedung Rejo RT.04 / Rw.05, 

Proyonanggan Selatan, Batang 

 Agama :   Islam; 

Pekerjaan   :         Mantan Anggota Komisi IX  

     DPR RI. 

 Pendidikan  : S-1 Fisip. 

 

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : 

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak tanggal 

28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011; 

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak 

tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011; 
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3. Hakim Ketua Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 

April 2011; 

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 April 2011 sampai 

dengan tanggal 25 Juni 2011; 

 

II. N a m a :     MAX MOEIN; 

Tempat lahir :     Majene; 

Umur/ Tangal lahir :     68 tahun/12 Mei 1942; 

Jenis Kelamin :     Laki-laki; 

Kebangsaan :  Indonesia; 

Tempat tinggal     :   Jalan Kemang I Nomor7A, 

Kemang, Jakarta Selatan; 

Agama :   Islam; 

Pekerjaan   :         Mantan Anggota Komisi IX  

                                                              DPR RI; 

Pendidikan   :  S-3; 

 

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : 

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak tanggal 

28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011; 

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak 

tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011; 

3. Hakim Ketua Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 

April 2011; 

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 April 2011 sampai 

dengan tanggal 25 Juni 2011; 

 

III. N a m a :     RUSMAN LUMBAN  

       TORUAN 

Tempat lahir :     Tapanuli; 
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Umur/ Tangal lahir :     66 tahun/27 April 1944; 

Jenis Kelamin :     Laki-laki; 

Kebangsaan :  Indonesia; 

Tempat tinggal     :   Kampung Parung Serab, 

RT.06/RW.05 Nomor60, 

Kelurahan Tirta Jaya, 

Kec.Sukmajaya, Depok. 

Agama :   Kristen Protestan; 

Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi IX 

DPR RI; 

 Pendidikan   :  D-3; 

 

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : 

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 

01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011; 

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak 

tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011; 

3. Hakim Ketua Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 

April 2011; 

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 April 2011 sampai 

dengan tanggal 25 Juni 2011; 

 

IV. N a m a :     POLTAK SITORUS; 

Tempat lahir :     Pematang Siantar; 

Umur/ Tangal lahir :     67 tahun/16 Agustus 1943; 

Jenis Kelamin :     Laki-laki; 

Kebangsaan :  Indonesia; 

Tempat tinggal     :    Jalan Plamboyan Nomor80 

Kel.Srengseng, 

Kec.Kembangan, Jakarta Barat. 

Agama :   Kristen Protestan; 
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Pekerjaan  :  Mantan Anggota Komisi IX 

DPR RI; 

Pendidikan   :  S-1; 

 

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : 

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak tanggal 

28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011; 

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak 

tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011; 

3. Hakim Ketua Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 

April 2011; 

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 April 2011 sampai 

dengan tanggal 25 Juni 2011; 

 

V. N a m a :     WILLIEM MAX  

       TUTUARIMA; 

Tempat lahir :     Yogjakarta; 

Umur/ Tangal lahir :     60 tahun/26 April 1950; 

  Jenis Kelamin :     Laki-laki; 

  Kebangsaan :  Indonesia; 

Tempat tinggal     :  Jalan Papandayan Nomor17 

Semarang;   

Agama :   Kristen Protestan; 

Pekerjaan  :  Mantan Anggota Komisi IX 

DPR RI 

Pendidikan   :  S-1; 

 

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan : 

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak tanggal 

01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011; 

2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sejak 

tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011; 
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3. Hakim Ketua Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 

April 2011; 

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 April 2011 sampai 

dengan tanggal 25 Juni 2011; 

Terdakwa I. AGUS CONDRO PRAYITNO, didampingi oleh 

Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Firman Wijaya, SH., MH, Tina 

H.Tamher, SH., MH, para Advokat/ Pengacara pada Firman - Tina 

Law Firm , yang beralamat di Jl. Minangkabau Nomor44, Gedung 

SHAFA, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 

April 2011 ;  

Terdakwa II. MAX MOEIN dan Terdakwa IV. POLTAK 

SITORUS, didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Petrus 

Salestinus, SH, Martin Erwan, SH, Robert Keytimu,SH, C.Suhadi,SH, 

Silvester Nong M,SH, Risha S. Halim, SH, Berlin Pandiangan, SH, 

Jefferson Dau,SH, Parlin Sitorus, SH, Carel Ticualu, SH, Hasoloan 

Hutabarat, SH, Erlina Tambunan,SH, Leidermen Ujiawan, SH., MH, 

Posma Siahaan, SH, Yunico Syahrir, SH, Hasyim Nahumarury, SH, 

Rusdianto Matulatuwa,SH, Desman Gultom,SH.MH.MBA,  para 

Advokat pada Law Office “PETRUS SELESTINUS,SH & 

ASSOCIATES”, berkantor di LINGGA DARMA BUILDING Lt.2, 

Jalan Warung Buncit Raya Nomor17, Rangunan, Jakarta Selatan, 

berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 4 April 2011; 

Terdakwa III. RUSMAN LUMBAN TORUAN, didampingi 

oleh Tim Penasihat Hukumnya: Arteria Dahlan, S.T, SH, Jack 

Sidabutar, SH.,MM.,Msi, Sophar Maru Hutagalung, SH.,MH, Yodben 

Silitonga, SH, Diarson Lubis, SH, Jhon Sidi Sidabutar SH.MH, Pantas 

Nainggolan, SH, Dorma H. Sinaga,SH, Ana Sofa Yuking, SH.,MH, 

Magda Widjajana,SH, Alfred Simanjuntak, SH, Freddy Tua 

Simatupang, SH, Risa Mariska, SH, Sebastian Marpaung,SH, Arif 

Abdillah Alldy,SH, Natalia Petricia Sitorus, SH, Nidyasari Anisa,SH, 

Risnawati Ritonga, SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH, para 

Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum ARTERIA DAHLAN 
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LAWYERS, beralamat di Kantor  Wisma     46 - Kota BNI,  44
th
 Floor 

- Suite 4405 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 5 April 2011; 

Terdakwa V. WILLIEM MAX TUTUARIMA, didampingi 

oleh Tim Penasihat Hukumnya Sugeng Teguh Santoso,SH, Yanuar 

P,Wasesa,SH.Msi, Sirra Prayuna, SH, Diarson Lubis,SH, Tanda 

Pardamaian Nasution, SH, Junimart Girsang, SH.MH, Simeon Petrus, 

SH, Edison Panjaitan, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum 

SUGENG TEGUH SANTOSO yang beralamat di Jalan Deplu Raya 

Nomor15 B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta 

Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011; 

  PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; 

Telah membaca :  

1.  Surat Penetapan Ketua Pengadilan  Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 

14/PID.B/TPK/ 2011/ PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 

2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini ; 

2.    Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor : 14/PID.B/TPK/2011/ PN JKT-PST Tanggal 30 

Maret 2011 tentang penetapan hari sidang ; 

3.  Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini   ;  

  Telah membaca berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; 

Telah mendengar keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, 

Terdakwa III, dan Terdakwa V  

Telah membaca dan memeriksa serta meneliti barang-barang 

bukti; 

Telah membaca surat dari Rumah Tahanan Negara Klas I 

Cipinang Nomor W7.Eu.PK.01.01.01-3373, tanggal 24 Mei 2011 jo. 

Surat Keterangan Kematian Nomor W7.Eu.PK.01.07.01-3367, tanggal 

24 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Rutan Klas I 

Cipinang yang menerangkan bahwa Terdakwa POLTAK SITORUS 
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telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 pukul 

10.15 WIB.; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV (POLTAK 

SITORUS) telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan 

penuntutan pidana telah hapus, Maka selanjutnya Majelis Hakim tidak 

akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini, terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan  oleh Terdakwa IV (POLTAK 

SITURS) karena hapusnya pidana bagi Terdakwa IV (POLTAK 

SITORUS) tersebut;  

  Telah mendengar Pembacaan Requisitoir (Tuntutan Pidana) 

Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan 

pada persidangan tanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut 

supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 

1. Menyatakan   Terdakwa   AGUS   CONDRO   PRAYITNO, 

Terdakwa   MAX   MOEIN, Terdakwa RUSMAN LUMBAN 

TORUAN, dan Terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana sebagaimana 

dalam dakwaan KEDUA. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap : 

2.1. Terdakwa  AGUS CONDRO PRAYITNO Pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 

dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, 

dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.  

2.2. Terdakwa MAX MOEIN Pidana penjara selama 2 (dua) 

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan 
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denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 

3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa 

tetap dalam tahanan.  

2.3. Terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN Pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 

dikurangi masa tahanan dan denda Rp.50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, 

dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.  

2.4. Terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA Pidana 

penjara selama 2(dua) tahun dikurangi masa tahanan dan 

denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 

3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa 

tetap dalam tahanan.  

3. Menghukum pula Terdakwa MAX MOEIN dan Terdakwa 

RUSMAN LUMBAN TORUAN untuk dijatuhi pidana tambahan 

berupa perampasan uang dan barang-barang yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi atau kekayaan yang senilai dengan hasil 

kejahatan tersebut, yaitu masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah), yang ada pada para Terdakwa tersebut 

dan keluarganya. 

4.   Menyatakan barang bukti berupa: 

4.1. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

pengembalian   dari Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNO (BB-350). 

Dirampas untuk Negara. 

4.2. 1 (Satu) Bundel dokumen perjanjian perikatan/bukti setor 

pembayaran apartemen Teluk Intan an. Agus Condro 

Prayitno, dengan perincian : (BB Nomor 9) 

a. 15 (Lima belas) lembar asli surat perjanjian pengikatan 

jual beli nomer : 1367/PPJB/ATI/VI/06 tanggal 12 Juni 

2006 dengan pihak pertama an. PT.TRIKA BUMI 

PERTIWI dan pihak kedua an. AGUS CONDRO 

PRAYITNO dan Lampirannya. 

b.  1 (satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada 
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PT.TRIKA BUMI PERTIWI dari AGUS CONDRO 

PRAYITNO sebagai bukti pembayaran kepemilikan 

apartemen Teluk Intan pada Tower: T6 Lantai: L11 

Nomer: C. 

c.  1 (satu) lembar asli lampiran cara pembayaran 

apartemen oleh AGUS CONDRO PRAYITNO pada 

apartemen Teluk Intan lantai 11 type 70 yang 

ditandatangani oleh Pembeli an. AGUS CONDRO 

PRAYITNO. 

d.  1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima anak kunci 

unit hunian apartemen Teluk Intan dengan nama pemilik 

AGUS CONDRO PRAYITNO tanggal 21 Mei 2008. 

e.  1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomer: 000469 

dengan nama pemohon AGUS CONDRO PRAYITNO 

pada apartemen Teluk Intan.  

f.  1 (satu) buah amplop dengan tulisan PT.TRIKA BUMI 

PERTIWI apartemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan 

RayaTeluk Gong Jakarta Utara dengan isi amplop : 

1(Satu) buah anak kunci apartemen Teluk intan Nomer : 

C dan Lantai: 11 , 1 ( Satu ) buah kartu Tower Topaz 

dengan nomer R06 00488 dan 1 (satu ) buah kartu 

dengan nomer: 2007-100748.C . 

Dirampas sebagai pengganti barang yang diperoleh 

dari tindak pidana korupsi. 

4.3. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomor urut 87 ( Delapan puluh tujuh ) an. 

Drs.POLTAK SITORUS mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Lampung 

Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor1) 
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Dikembalikan kepada istri almarhum Poltak Sitorus 

yaitu saksi TRUCIANA RATNA FARIDA SITORUS. 

4.4. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 126 (Seratus dua puluh enam) an. 

RUSMAN LUMBAN TORUAN,B.Th mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Barat Kotamadya Depok yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor2). 

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSMAN 

LUMBANTORUAN.  

4.5. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 131 ( Seratus tiga puluh satu ) an. 

Drs.AGUS CONDRO PRAYITNO mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Tengah Kabupaten Batang yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor3). 

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNOMOR 

4.6. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomor urut 150 ( Seratus lima puluh ) an. 

WILLIEM M.TUTUARIMA.SH mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Tengah Kabupaten Semarang yang ditetapkan di Jakarta 
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pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor4). 

Dikembalikan kepada Terdakwa WILLIEM MAX 

TUTUARIMA. 

4.7. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 179 (Seratus tujuh puluh sembilan) an. 

MAX MOEIN,MA.,MBA mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat 

Kotamadya Pontianak yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor5). 

Dikembalikan kepada Terdakwa MAX MOEIN. 

4.8. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Sementara Nomer: 

50858 dari PT. Phinisindo Zamrud Nusantara kepada an. 

RUSMAN LUMBANTORUAN Tanggal 10 Juni 2004 

dengan jumlah uang sejumlah Rp.158.169.600.- (Seratus 

Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan 

Ribu Enam Ratus Rupiah) yang menerima ESTHER 

WIWIEK PURWANTI untuk pembayaran LUNAS 

pembelian 1 (Satu) Unit Kios an. RUSMAN 

LUMBANTORUAN di ITC Depok dengan Lokasi pada 

Lantai GROUND / Blok B Nomer 88. (BB Nomor 6). 

4.9. 1 (Satu) Lembar asli Bukti penyetoran Giro kepada 

rekening PT.Phinisindo Zamrud Nusantara dengan nomer 

rekening : 2083212042 sejumlah Rp 150.000.000 

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan nama Penyetor 

Wahyu pada Bank Internasional Indonesia. (BB Nomor 

7) 

4.10. 1 (satu) keping DVD R 8X    merk   Verbatim    dengan    

nomer   seri MAH6B5KG14124108 dengan tulisan 

Dudhie Makmun Murod Tanggal 13 Oktober 2008 (BB 
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Nomor 8) 

4.11. 4 (empat) lembar Fotocopi DAFTAR PEMESANAN The 

Dharmawangsa Hotel, Jakarta per tanggal 25 Mei 2004 

sampai dengan 7 Juni 2004. (BB Nomor 10) 

4.12. 1 (satu) lembar Fotocopi GROUP BOOKING NAME 

and BOOKING NUMBER pada The Dharmawangsa 

Hotel Jakarta dari Bank Indonesia dengan nomor 11716.0 

pada tanggal 29 Mei 2004 an. Mrs.Miranda S.Goeltom. 

(BB Nomor 11) 

4.13. 1 (satu) lembar Fotocopi PEMBAYARAN pada Klub 

Bimasena dengan nomor 106125 pada tanggal 29 Mei 

2004 an. Miranda S.Goeltom.(BB Nomor 12) 

4.14. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor: 

32.03.73.1006/7875/ 8241568 an. SYAHRONI. (BB 

Nomor 13) 

4.15. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010411 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 14) 

4.16. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010413 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 15) 

4.17. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010414 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 16) 

4.18. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010415 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). (BB Nomor 17) 

4.19. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

32.03.26.2009/6120/ 4749946 an. BENNY SEMAN 

MIHARSA. (BB Nomor 18) 
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4.20. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010412 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 19) 

4.21. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

32.03.73.1006/27/4991379 an. JUNJUNGAN DOLOK 

SARIBU. (BB Nomor 20) 

4.22. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010416 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 21) 

4.23. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010417 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 22) 

4.24. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5406.061169.0244 an. WAHYU BUDIONOMOR (BB 

Nomor 23) 

4.25. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010418 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). (BB Nomor 24) 

4.26. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010419 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 25) 

4.27. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010420 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 26) 

4.28. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

11.5007.260477.0004 an. RONNY RENALDY 

TUTUARIMA. (BB Nomor 27) 

4.29. 1  (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010571 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). (BB Nomor 28) 

4.30. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010572 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 29) 

4.31. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010573 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 30) 

4.32. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010574 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). (BB Nomor 31) 

4.33. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

11.5007.681074.0006 an. LIZA OCTAVIA 

TUTUARIMA. (BB Nomor 32) 

4.34. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010575 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 33) 

4.35. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010576 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 34) 

4.36. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010577 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 35) 

4.37. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010578 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor36) 
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4.38. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010579 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 37) 

4.39. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010580 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 38) 

4.40. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5303.120542.0002 an. MAX MOEIN MA.MBA. (BB 

Nomor 39) 

4.41. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010401 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 40) 

4.42. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010402 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 41) 

4.43. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010403 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 42) 

4.44. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010404 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 43) 

4.45. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010405 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 44) 

4.46. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010406 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah).(BB Nomor 45) 

4.47. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010407 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 46) 

4.48. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010408 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 47) 

4.49. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010409 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 48) 

4.50. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010410 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 49) 

4.51. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 29086-001659 

an. AGUS CONDRO PRAYITNOMOR (BB Nomor 50) 

4.52. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010503 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 51) 

4.53. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010504 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 52) 

4.54. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010505 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 53) 

4.55. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010501 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 
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puluh juta rupiah). (BB Nomor 54) 

4.56. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010502 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 55) 

4.57. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010506 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah). (BB Nomor 56) 

4.58. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010507 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 57) 

4.59. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010508 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 58) 

4.60. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010509 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 59) 

4.61. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010510 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 60) 

4.62. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 09.5208. 

520549. 0020 an. Dra.TRUCIANA RF SITORUS. (BB 

Nomor 61) 

4.63. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010438 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 62) 

4.64. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010433 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 63) 

4.65. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010434 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 64) 

4.66. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010435 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 65) 

4.67. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010437 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 66) 

4.68. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010431 dengan nominal Rp. 50. 000.000,-  (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 67) 

4.69. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010436 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 68) 

4.70. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010491 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 69) 

4.71. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5208.530980.5502 an. 

TRINANDASEPTINAPURNAMAS. (BB Nomor 70) 

4.72. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010432 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 71) 

4.73. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010439 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 72) 

4.74. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

32.75.13.1008.07663 an. SUKIRNOMOR (BB Nomor 

73) 

4.75. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010281 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 74) 

4.76. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010282 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 75) 

4.77. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010283 dengan nominal Rp. 50. 000.000,-  (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 76) 

4.78. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010284 dengan nominal Rp. 50. 000.000,-  (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 77) 

4.79. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010285 dengan nominal Rp. 50. 000.000,-  (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 78) 

4.80. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010286 dengan nominal Rp. 50. 000.000,-  (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 79) 

4.81. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010287 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 80) 
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4.82. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010288 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 81) 

4.83. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010289 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 82) 

4.84. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010290 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 83) 

4.85. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010321 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 84) 

4.86. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010322 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 85) 

4.87. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010323 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 86) 

4.88. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010324 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 87) 

4.89. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010325 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 88) 

4.90. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 



 

 
 

 

239 
 

135010326 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 89) 

4.91. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010327 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 90) 

4.92. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010328 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 91) 

4.93. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010329 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 92) 

4.94. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010330 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 93) 

4.95. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

10.5104.190555.0001 an. SAPTO AMAL 

DAMANDARI, DRS. (BB Nomor 94) 

4.96. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010643 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 95) 

4.97. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010644 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 96) 

4.98. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

10.5504.100548.1003 an. WASHARI.  (BB Nomor 97) 

4.99. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010641 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah). (BB Nomor 98) 

4.100. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5306.141269.0345 an. INDARTO. (BB Nomor 99) 

4.101. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010642 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 100) 

4.102. 1 (satu) lembar FOTOCOPI SIM A dengan nomor 

550914410235 an. BUDHININGSIH.  (BB Nomor 101) 

4.103. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010462 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 102) 

4.104. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010463 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 103) 

4.105. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010464 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 104) 

4.106. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010465 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 105) 

4.107. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010466 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 106) 

4.108. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010467 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 107) 

4.109. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 



 

 
 

 

241 
 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010468 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 108) 

4.110. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010469 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 109) 

4.111. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010440 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 110) 

4.112. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

11.5505.120466.0001 an. SUKISNOMOR (BBNomor 

111) 

4.113. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010470 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 112) 

4.114. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5310.680742.0018 an. Nl LUH MARIANI 

TIRTASARI.(BB Nomor 113) 

4.115. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010291 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 114) 

4.116. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010292 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 115) 

4.117. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010293 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 116) 

4.118. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010294 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 117) 

4.119. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010295 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 118) 

4.120. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010296 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 119) 

4.121. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010297 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 120) 

4.122. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010298 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 121) 

4.123. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010299 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 122) 

4.124. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010300 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 123) 

4.125. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

02034/01.10.2006/01 an. DRS.MUH.IQBAL (BB Nomor 

124) 

4.126. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010482 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 125) 
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4.127. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5307.300574.0281 an. ARDHANA ARESWARA 

(BB Nomor 126) 

4.128. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010483 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 127) 

4.129. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

32.75.07.1007.03318 an. YUDA PARIPURNA (BB 

Nomor 128) 

4.130. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010484 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 129) 

4.131. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010485 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 130) 

4.132. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010487 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 131) 

4.133. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010488 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 132) 

4.134. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010486 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 133) 

4.135. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010481 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 134) 



 

 
 

 

244 
 

4.136. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010489 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 135) 

4.137. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010490 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 136) 

4.138. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 

09.5308.020540.7002 an. DRS.SOEWARNA (BB 

Nomor 137) 

4.139. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010493 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 138) 

4.140. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010494 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 139) 

4.141. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010495 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 140) 

4.142. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010461 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 141) 

4.143. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010492 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 142) 

4.144. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010496 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah) (BB Nomor 143) 

4.145. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010497 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 144) 

4.146. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010498 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 145) 

4.147. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010499 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 146) 

4.148. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010500 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 147) 

4.149. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5005.531274.0199 an. DESSY RUSTIANTI 

WAHYU P. (BB Nomor 148) 

4.150. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010334 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 149) 

4.151. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010335 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 150) 

4.152. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010336 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 151) 

4.153. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010337 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 152) 

4.154. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010338 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 153) 

4.155. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010339 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 154) 

4.156. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010340 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 155) 

4.157. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5404.280667.0274 an. BINSAR TORAS 

MARINGAN S. (BB Nomor 156) 

4.158. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010624 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 157) 

4.159. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010621 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 158) 

4.160. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010625 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 159) 

4.161. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010646 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 160) 

4.162. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010361 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 161) 

4.163. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010362 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 162) 

4.164. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010363 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 163) 

4.165. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010364 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 164) 

4.166. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010365 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 165) 

4.167. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010368 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 166) 

4.168. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010366 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 167) 

4.169. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010367 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 168) 

4.170. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010369 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 
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puluh juta rupiah) (BB Nomor 169) 

4.171. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010370 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 170) 

4.172. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010371 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 171) 

4.173. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010372 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 172) 

4.174. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010373 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 173) 

4.175. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010374 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 174) 

4.176. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010622 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 175) 

4.177. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010623 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 176) 

4.178. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010649 dengan nominal Rp. 50. 000.000, lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 177) 

4.179. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010650 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 178) 

4.180. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010585 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 179) 

4.181. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010586 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

jutarupiah) (BB Nomor 180) 

4.182. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010443 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

jutarupiah) (BB Nomor 181) 

4.183. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010444 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 182) 

4.184. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010445 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 183) 

4.185. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010446 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 184) 

4.186. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5404.520960.0324 an. TMONNA MANIK. (BB 

Nomor 185) 

4.187. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010311 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 186) 
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4.188. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010312 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 187) 

4.189. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010313 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 188) 

4.190. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010314 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 189) 

4.191. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5303.190368.0275 an. TURYANTO. (BB Nomor 

190) 

4.192. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010315 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 191) 

4.193. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010316 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 192) 

4.194. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010317 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 193) 

4.195. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010318 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 194) 

4.196. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010319 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah) (BB Nomor 195) 

4.197. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010320 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 196) 

4.198. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

11.5006.050857.0002 an. SOEDJONO PRAJITNO (BB 

Nomor 197) 

4.199. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010331 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 198) 

4.200. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010332 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 199) 

4.201. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010521 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 200) 

4.202. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010522 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 201) 

4.203. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010523 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 202) 

4.204. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010524 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 203) 

4.205. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 



 

 
 

 

252 
 

135010525 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 204) 

4.206. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010526 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 205) 

4.207. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010527 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 206) 

4.208. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010528 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 207) 

4.209. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010529 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 208) 

4.210. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010530 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 209) 

4.211. 2 (dua) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian 

Pembelian Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 

009331. (BB Nomor 210) 

4.212. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima 

Pengiriman Travellers Cheque Rupiah Bll No Ref RP 

08062004. (BB Nomor 211) 

4.213. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Single Credit 

(Confirmation Advice) RTGS Terminal PT.Bank 

Internasional Ind. (BB Nomor 212) 

4.214. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir salinan / copi 

faksimili TC Confirmation Bank Artha Graha tanggal 8 

Juni 2004. (BB Nomor 213) 



 

 
 

 

253 
 

4.215. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian 

Pembelian Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 

009369 tanggal 11 Juni 2004 untuk nomor 135-010794 

s/d 135-010813, 131-017098 s/d 131-017297 dan 125-

018672 s/d 125-018871. (BBNomor 214) 

4.216. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima 

Pengiriman Travellers Cheque Bll tanggal 11 Juni 2004. 

(BB Nomor 215) 

4.217. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Dokumen RTGS 

Terminal PT.Bank Artha Graha tanggal 11 Juni 2004 

sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (BB 

Nomor 216) 

4.218. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 01/DPR RI/l/2002-2003 tentang 

Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai 

dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia pada tahun sidang 2002-2003. 

(BB Nomor 217) 

4.219. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 02/DPR RI/l/2003-2004 tentang 

Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai 

dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia pada tahun sidang 2003-2004. 

(BB Nomor 218) 

4.220. 10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopi legalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 02 A / DPR Rl / I / 2001-2002 tentang 

Penetapan Ruang Lingkup Tugas dan Pasangan Kerja 

Komisi I sampai IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mulai tahun sidang 2001-2002. (BB Nomor 



 

 
 

 

254 
 

219) 

4.221. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649451. (BB Nomor 220) 

4.222. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649452. (BB Nomor 221) 

4.223. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649453. (BB Nomor 222) 

4.224. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649454. (BB Nomor 223) 

4.225. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649455. (BB Nomor 224) 

4.226. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649456. (BB Nomor 225) 

4.227. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649457. (BB Nomor 226) 

4.228. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Slip Aplikasi Transfer Bank 

Artha Graha Nomor 953609 tertanggal 8 Juni 2004. (BB 

Nomor 227) 

4.229. 1 (satu) lembar FOTOCOPI TC Confirmation perihal 

pembelian TC Rupiah Bank Internasional Indonesia 

tertanggal 8 Juni 2004. (BB Nomor 28) 

4.230. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran tahun 2004 

atas rekening nomor : 0081292574. (BB Nomor 229) 

4.231. 5 (lima) lembar fotocopi dilegalisir perjanjian kerjasama 

usaha antara PT.FMPI dengan SUHARDI alias 

SUHARDI S alias FERRY S. (BB Nomor 230) 

4.232. 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Tanda Terima uang 

Travel Check sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh 

empat milyar rupiah) dari PT.FMPI kepada SUHARDI 

alias FERRY S. (BB Nomor 231) 

4.233. 1 (satu) lembar fotocopi KTP Nomor 

09.5307.230939.0031 an. H. Abdul Aziz. (BB Nomor 

232); 

4.234. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bll nomor 135010516 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 233); 

4.235. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010517 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 234); 

4.236. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010518 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 235); 

4.237. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010519 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 236); 

4.238. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010520 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 237); 

4.239. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010531 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 238); 

4.240. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010532 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 239); 

4.241. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010533 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 240); 

4.242. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010534 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 241); 

4.243. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010535 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 242); 

4.244. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010536 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 243); 

4.245. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010537 nominal Rp 
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50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 244); 

4.246. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010538 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 245); 

4.247. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010539 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 246); 

4.248. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010540 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 247); 

4.249. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010381 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 248); 

4.250. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010382 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 249) 

4.251. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010385 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 250); 

4.252. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010386 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 251); 

4.253. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010387 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 252); 

4.254. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010388 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 253); 

4.255. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010389 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 254); 

4.256. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010390 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 255); 
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4.257. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010383 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 256); 

4.258. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010384 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 257); 

4.259. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

09.5006.581063.0181 an. Djamilah (BB Nomor 258); 

4.260. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010271 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 259); 

4.261. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010272 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 260); 

4.262. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 1350102353 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 261); 

4.263. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

09.5307.230567.0204 an. John Samuel T. (BB Nomor 

262); 

4.264. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010551 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 263); 

4.265. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010552 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 264); 

4.266. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010553 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 265); 

4.267. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010554 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 266); 

4.268. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010555 nominal Rp 
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50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 267); 

4.269. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010556 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 268); 

4.270. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010558 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 269); 

4.271. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010559 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 270); 

4.272. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010560 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 271); 

4.273. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 

18.5012.220865.0001 an. lr. Himawan Basuki R. (BB 

Nomor 272); 

4.274. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010191 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 273); 

4.275. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010192 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 274); 

4.276. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010193 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 275); 

4.277. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010351 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 276); 

4.278. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010352 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 277); 

4.279. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005517 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 278); 



 

 
 

 

259 
 

4.280. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005518 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 279); 

4.281. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005519 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 280); 

4.282. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005520 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 281); 

4.283. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005521 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 282); 

4.284. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 

19.22.2008/8540/1961492 an. Entin Rustini. (BB Nomor 

283) 

4.285. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010614 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 284); 

4.286. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

21.0009.080378.0004 an. Dyah Listyawati. (BB Nomor 

285); 

4.287. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010608 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 286); 

4.288. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010609 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 287); 

4.289. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010610 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 288); 

4.290. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

09.5201.560271.5512 an. Patricia Sibarani. (BB Nomor 

289); 

4.291. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bll nomor 135010201 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 290); 

4.292. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010202 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 291); 

4.293. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010203 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 292); 

4.294. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010204 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 293); 

4.295. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010205 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 294); 

4.296. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010206 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 295); 

4.297. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010207 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 296); 

4.298. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010208 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 297); 

4.299. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010209 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 298); 

4.300. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010210 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 299); 

4.301. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010273 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 300); 

4.302. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010274 nominal Rp 
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50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 301); 

4.303. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010275 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 302); 

4.304. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010276 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 303); 

4.305. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010277 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 304); 

4.306. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010278 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 305); 

4.307. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010279 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 306); 

4.308. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010280 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 307); 

4.309. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

09.5304.120273.0631 an. Bachtiar. (BB Nomor 308); 

4.310. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010197 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 309); 

4.311. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010198 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 310); 

4.312. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010200 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 311); 

4.313. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010611 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 312); 

4.314. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bll nomor 135010612 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 313); 

4.315. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010613 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 314); 

4.316. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 

09.5307.681264.0338 an. SUMARNI. (BB Nomor 315); 

4.317. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010379 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 316); 

4.318. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010380 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 317); 

4.319. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010581 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 318); 

4.320. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010582 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 319); 

4.321. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010583 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 320); 

4.322. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010584 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 321); 

4.323. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010640 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 322); 

4.324. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010639 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 323); 

4.325. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010638 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 324); 
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4.326. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010637 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 325); 

4.327. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010636 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 326); 

4.328. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010635 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 327); 

4.329. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010634 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 328); 

4.330. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010633 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 329); 

4.331. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010632 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 330); 

4.332. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010631 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 331); 

4.333. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010630 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 332); 

4.334. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010629 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 333); 

4.335. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010628 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 334); 

4.336. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010627 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 335); 

4.337. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 
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09.5301.420446.0118 an. RUMUNDUNG BUTAR-

BUTAR (BB Nomor 336); 

4.338. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010341 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 337); 

4.339. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010342 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 338); 

4.340. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010343 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 339); 

4.341. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010344 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 340); 

4.342. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 

09.5208.240775.0265 an. RANTO LUMBAN BATU 

(BB Nomor 341); 

4.343. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010345 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 342); 

4.344. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010348 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 343); 

4.345. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010349 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 344); 

4.346. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010350 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 345); 

4.347. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 

09.5208.050539.0205 an. DRS.T.D.LUMBAN BATU 

(BB Nomor 346); 

4.348. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010346 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 347); 

4.349. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010347 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 348); 

4.350. 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Proses Pembahasan 

dan Pemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia tahun 2004 (BB Nomor 349); 

4.351. Uang Tunai Sejumlah Rp 100.000.000 ,- (Seratus Juta 

Rupiah) dengan perincian Pecahan Rp 100.000.-(Seratus 

ribu rupiah) sebanyak 800 (Delapan ratus) Lembar dan 

Pecahan Rp 50.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 

400 (Empat ratus) Lembar. (BB Nomor 350); 

4.352. Uang tunai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) lembar pecahan 

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (Bukti setoran ke Kas 

Negara). (BB Nomor 351); 

Tetap terlampir dalam berkas perkara. 

5.   Menetapkan agar terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, 

Terdakwa MAX MOEIN, Terdakwa RUSMAN LUMBAN 

TORUAN, dan Terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA 

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-          

(Sepuluh ribu rupiah). 

Telah membaca nota pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO) tertanggal 08 
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Juni 2011 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar 

Terdakwa I AGUS CONDRO PRAYITNO dapat diberi pidana yang 

seringan-ringannya karena terdakwa I AGUA CONDRO PRAYITNO 

adalah Wistle Blower yang membuka perkara ini pada aparat penegak 

hukum; 

Telah membaca nota pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa II  (MAX MOEIN) tertanggal 08 Juni 2011 yang 

pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim 

memutuskan, sebagai berikut : 

1. Menolak Dakwaan Pertama, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat 

(1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun  

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

2. Menyatakan dakwaan Kedua, Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 

3. Membebaskan terdakwa MAX MOEIN dari dakwaan pertama 

dan kedua; 

4. Mengembalikan serta memulihkan harkat serta martabat 

Terdakwa seperti dalam keadaan semula; 

5. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;  

Telah membaca pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa II (MAX 

MOEIN) sendiri yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 08 

Juni 2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar 

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan atau setidak tidaknya 

menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan hukum 

dan rasa keadilan; 
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Telah membaca nota pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN) tertanggal 

08 Juni 2011 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar 

Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama dan 

dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 

(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

2. Menyatakan Terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama dan 

dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noimor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

3. Membebaskan Terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN 

dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak tidaknya 

melepaskan dari segala tuntutan hukum; 

4. Memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan 

harkat serta martabatnya dalam keadaan semula; 

5. Membebaskan dari status tahanan; 

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara; 

A T A U 

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon 

putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) denagn 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri TERDAKWA 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak 

pernah menjalani sanksi pidana apapun sebelumnya; 

2. Terdakwa bukanlah actor intellectual dalam perkara a quo 

sebagaimana yang telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum; 

3. Terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perkara aquo; 

4. Selama dalam proses  persidangan Terdakwa bersikap sopan 

dan telah mengikuti  jalannya persidangan dengan baik; 

5. Terdakwa adalah suami dan ayah yang menjadi tumpuan 

harapan untuk meneruskan keluarga  di masa depan; 

6. Terdakwa mempunyai dedikasi dalam pembangunan negeri; 

Telah membaca pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa III 

(RUSMAN LUMBAN TORUAN) sendiri    yang dibacakan dalam 

persidangan tertanggal 08 Juni 2011, yang pada pokoknya mohon agar 

Majelis Hakim mengambil putusan yang seadil - adilnya dan terdakwa 

menyatakan rasa penyesalan yang sebesar-besarnya; 

Telah membaca Nota pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa V  (WILLIEM MAX TUTUARIMA) tertanggal 

08 Juni 2011 yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar 

Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa WILLIEM  MAX TUTUARIMA tidak 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) 

ke-1 KUHPidana; 

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua; 

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan 

kepada Negara; 

Telah membaca pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa V  

(WILLIEM MAX TUTUARIMA)  sendiri yang dibacakan dalam 

persidangan tertanggal 08 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon 
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kepada Majelis Halkim agar dapat menjatuhkan putusan yang obyektif 

berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan serta terdakwa menyesali 

perbuatannya yang sedalam dalamnya; 

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Penasihat Hukum 

Terdakwa  I (AGUS CONDRO PRAYITNO), Terdakwa II (MAX 

MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN) dan 

Terdakwa V (WILLIEM MAX TUTUARIMA), Penuntut Umum 

mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan 

pidananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim 

Penasihat Hukum Terdakwa  I (AGUS CONDRO PRAYITNO), 

Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN 

TORUAN) dan Terdakwa V (WILLIEM MAX TUTUARIMA), telah 

menyatakan tetap pada nota pembelaan (Pledoi)nya; 

 Menimbang, bahwa Terdakwa I (AGUS CONDRO 

PRAYITNO), Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN 

LUMBAN TORUAN) dan Terdakwa V (WILLIEM MAX 

TUTUARIMA), tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa sesuai 

dengan surat dakwaan tertanggal tanggal 28 Maret 2011, yang telah 

dibacakan dalam persidangan tertanggal tanggal 28 Maret 2011 

sebagai berikut : 

PERTAMA  : 

Bahwa mereka Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX 

MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK SITORUS dan 

WILLEM MAX TUTUARIMA selaku Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR Rl) masa jabatan Tahun 1999 - 20G4 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 313/M 

Tahun Tanggal 28 September 1999 baik bertindak sendiri-sendiri atau 

bersama-sama DUDHIE MAKMUN MUROD, M.B.A (perkaranya 

telah disidangkan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan 

PANDA NABABAN, SOETANTO PRANOTO, BUDININGSIH, 

MUH. IQBAL, MATHEOS PORMES, ENGELINA PATTIASINA, 

Nl LUH MARIANI TIRTASARI, SOEWARNO (berkas perkara 

diajukan secara terpisah) , IZEDRIK EMIR MOEIS dan SUKARDJO 
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HARDJOSOEWIRJO. pada hari dan tanggal yang tidak dapat 

dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Restoran Bebek Bali di 

Komplek Taman Ria Senayan Jakarta, gedung Nusantara I DPR Rl Jl. 

Gatot Subroto Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang 

berdasarkan-Pasal 5  jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk 

dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan 

mengadilinya telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima 

pemberian uang seluruhnya senilai Rp. 9.800.000.000,- (sembilan 

milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk Travellers Cheque 

Bank Internasional Indonesia (TC Bll) dari NUNUN NURBAETI 

melalui AHMAD HAKIM SAFARI MJ als. ARIE MALANGJUDO, 

yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya yaitu mereka Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, 

POLTAK SITORUS dan WILLEM MAX TUTUARIMA mengetahui 

bahwa pemberian tersebut diberikan karena mereka Terdakwa selaku 

Anggota Komisi IX DPR Rl  telah melaksanakan Pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 

41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 

serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 02 A DPR RI/I/2001-2002 tanggal 10 September 2001, 

dengan imbalan sejumlah uang, perbuatan mana dilakukan dengan 

cara-cara sebagai berikut : 

 Mereka terdakwa selaku Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), pada sekitar awal 

bulan Mei 2004 bersama dengan Anggota Komisi IX lainnya 

menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan 

proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam 
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rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden Rl MEGAWATI 

SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu MIRANDA SWARAY 

GULTOM, HARTADI A. SARWONO, dan BUDI ROCHADI; 

 Mereka terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2004 

bertempat di ruang rapat Fraksi PDI-P DPR-RI lantai 1 gedung 

Nusantara I DPR-RI mengikuti rapat internal fraksi PDI-P, yang 

dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P dan 

anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P lainnya yaitu TJAHJO 

KUMOLO selaku Ketua Fraksi PDI-P serta PANDA NABABAN 

selaku Sekretaris Fraksi PDI-P, membahas seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan disemua komisi termasuk agenda Komisi IX 

tentang pemilihan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 

yang mana dalam rapat internal tersebut TJAHJO KUMOLO 

menyampaikan bahwa untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia, Fraksi PDI-P akan mencalonkan dan mendukung 

MIRANDA SWARAY GULTOM, sebagai calon Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia, sehingga Anggota Fraksi PDI-

P pada Komisi IX diminta untuk mengamankan dan 

berkonsentrasi penuh dalam pemilihan tersebut; 

 Mereka terdakwa, selanjutnya mengikuti pertemuan berikutnya 

yang dipimpin oleh IZEDRIK EMIR MOEIS bertempat di ruang 

rapat Poksi 9 Gedung DPR-RI, yang dihadiri oleh anggota 

Komisi IX DPR-RI dari fraksi PDI-P dan Sekretaris Fraksi PDI-P 

PANDA NABABAN yang mana dalam pertemuan tersebut 

TJAHJO KUMOLO kembali memberikan arahan dengan 

mengatakan bahwa anggota Fraksi PDI-P di Komisi IX DPR Rl 

harus menjaga soliditas suara karena telah bersepakat untuk 

memilih MIRANDA SWARAY GULTOM, sebagai Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia, dan PANDA NABABAN 
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ditunjuk sebagai Koordinator Pemenangan MIRANDA 

SWARAY GULTOM, selain itu juga ada pembicaraan bahwa 

MIRANDA SWARAY GULTOM bersedia memberikan uang 

berkisar antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 

500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan anggota komisi IX dari 

fraksi PDI-P akan dipertemukan dengan MIRANDA SWARAY 

GULTOM; 

 Mereka terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004 

sekitar  pukul 15:00 WIB bertempat di Klub Bimasena ruang 

Dwarawati Hotel Dharmawangsa Jakarta mengikuti pertemuan 

dengan MIRANDA SWARAY GULTOM, yang dihadiri pula 

oleh TJAHJO KUMOLO, PANDA NABABAN, IZEDRIK 

EMIR MOEIS, dan anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-

P lainnya dalam rangka mengenal pribadi MIRANDA SWARAY 

GULTOM dan upaya pemenangannya dalam pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan 

tersebut MIRANDA SWARAY GULTOM selain menyampaikan 

visi dan misinya juga melakukan klarifikasi tentang isu 

pernikahan pertama dan agamanya; 

 Mereka terdakwa pada tanggal 8 Juni 2004, bertempat di ruang 

rapat Komisi IX DPR-RI periode tahun 1999 - 2004 lantai 1 

Gedung Nusantara I DPR-RI, mengikuti pelaksanaan presentasi 

dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 

terhadap 3 (tiga) calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

yaitu MIRANDA SWARAY GULTOM, HARTADI A. 

SARWONO, dan BUDI ROCHADI yang dilanjutkan dengan 

acara pemilihan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

melalui mekanisme voting, yang mana dalam voting tersebut 

MIRANDA SWARAY GULTOM terpilih sebagai Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009; 

 Selanjutnya beberapa saat setelah selesai acara pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut, PANDA NABABAN 

menghubungi H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA melalui 



 

 
 

 

273 
 

telepon untuk menemui seseorang yang bernama AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO di restoran 

Bebek Bali di komplek Taman Ria di Senayan untuk menerima 

titipan dari NUNUN NURBAETI, untuk memenuhi permintaan 

PANDA NABABAN tersebut kemudian H DUDHIE MAKMUN 

MUROD menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias 

ARIE MALANGJUDO melalui telepon dengan mengatakan akan 

mengambil titipan dengan kode merah dan disepakati tempat 

pertemuannya di Restoran Bebek Bali komplek Taman Ria 

Senayan, yang mana sebelumnya AHMAD HAKIM SAFARI  

MJ alias ARIE MALANGJUDO telah diminta NUNUN 

NURBAETI untuk menyerahkan amplop berisi TC Bll dalam tas 

karton yang sudah diberi label dengan warna merah, kuning, 

hijau dan putih; 

 Sesampainya di restoran Bebek Bali H. DUDHIE MAKMUN 

MUROD, MBA melalui telepon menanyakan posisi keberadaan 

AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO, 

selanjutnya meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE 

MALANGJUDO supaya masuk ke restoran dan ketika H. 

DUDHIE MAKMUN MUROD. MBA bertemu AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO langsung 

menanyakan apakah ia yang membawa titipan dari NUNUN 

NURBAETI dan dibenarkan oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ 

alias ARIE MALANGJUDO, kemudian H. DUDHIE MAKMUN 

MUROD, MBA menerima sebuah tas karton berlabel warna 

merah berisi TC Bll dalam amplop tertutup dari AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO sebagaimana 

arahan dari NUNUN NURBAETI; 

 Bahwa H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA setelah 

menerima TC Bll senilai Rp.9.800.000.000,-(sembilan milyar 

delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian memberitahu 

PANDA NABABAN dan oleh PANDA NABABAN disarankan 

untuk dibagikan kepada anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, 
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dengan rincian mereka Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, 

MAX MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK 

SITORUS dan WILLEM MAX TUTUARIMA masing-masing 

mendapat bagian dari H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA 

sebanyak 10 lembar TC Bll senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) dan lainnya dibagikan kepada : 

No. Nama  Jumlah 

1. H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA Rp. 500.000.000,- 
2. Nl LUH MARIANI TIRTASARI Rp. 500.000.000,- 

3. ABERSON M. SIHALOHO Rp. 500.000.000,- 

4. MATHEOS PORMES Rp. 350.000.000,- 

5. SUWARNO Rp. 500.000.000,- 

6. SUTANTO PRANOTO Rp. 600.000.000,- 

7. MUH.IQBAL Rp. 500.000.000,- 

8. ENGELINA PATIASINA Rp. 500.000.000,- 

9. BUDININGSIH Rp. 500.000.000.- 

10. PANDA NABABAN Rp. 1.450.000.000.- 

11. SURATAL HW. Rp. 500.000.000,- 

12. JEFFREY TONGAS LUMBANBATU Rp. 500.000.000,- 

 

Selebihnya dibagikan oleh PANDA NABABAN kepada 

SUKARDJO HARDJOSOEWIRJO senilai Rp. 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) dan IZEDRIK EMIR MOEIS senilai Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 

Mereka terdakwa mengetahui bahwa pemberian TC Bll tersebut 

berkaitan dengan proses Pemenangan MIRANDA SWARAY 

GULTOM sebagai Deputi Gubemur Senior Bank Indonesia dalam 

pelaksanaan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 

bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagai anggota 

Komisi IX DPR Rl yang dilarang menerima imbalan dari pihak 

lain dalam menjalankan tugasnya; 

 ---------- Perbuatan Mereka terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, 

MAX MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK 

SITORUS dan WILLEM MAX TUTUARIMA diancam pidana 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) butir b 

Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan  

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang    Perubahan    atas  Undang-

undang   Nomor   31    Tahun    1999   tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana. 

 

ATAU: 

KEDUA: 

Bahwa mereka terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX 

MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK SITORUS dan 

WILLEM MAX TUTUARIMA selaku Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR Rl) masa jabatan Tahun 1999 – 2004 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 313/M 

Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 baik bertindak sendiri-sendiri 

atau bersama-sama dengan H. DUDHIE MAKMUN MUROD, 

M.B.A (perkaranya telah disidangkan secara terpisah) dan bersama-

sama pula dengan PANDA NABABAN, SOETANTO PRANOTO, 

BUDININGSIH, MUH. IQBAL, MATHEOS PORMES, ENGELINA 

PATTIASINA, Nl LUH MARIANI TIRTASARI, SOEWARNO 

(berkas perkara diajukan secara terpisah), IZEDRIK EMIR MOEIS 

dan SUKARDJO HARDJOSOEWIRJO. pada hari dan tanggal yang 

tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di 

Restoran Bebek Bali di Komplek Taman Ria Senayan Jakarta gedung 

Nusantara I DPR Rl Gatot Subroto Jakarta atau setidak-tidaknya di 

tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam 

wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya 

telah menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian uang 

seluruhnya senilai Rp. 9.800.000000.- (sembilan miiyar delapan ratus 

juta rupiah) dalam bentuk Travellers Cheque Bank Internasional  
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Indonesia (TC BII) dari NUNUN NURBAETI melalui AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ als. ARIE MALANGJUDO. padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya 

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu mereka Terdakwa 

AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN 

LUMBAN TORUAN, POLTAK SITORUS dan WILLEM MAX 

TUTUARIMA mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan 

karena kewenangan mereka Terdakwa selaku Anggota Komisi IX 

DPR Rl dalam pelaksanaan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02A DPR RI/l/2001-

2002 tanggal 10 September 2001, perbuatan mana dilakukan dengan 

cara-cara sebagai berikut:  

 Mereka terdakwa selaku Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), pada sekitar awal 

bulan Mei 2004 bersama dengan Anggota Komisi IX lainnya 

menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan 

proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam 

rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden Rl MEGAWATI 

SOEKARNOPUTRI, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2004, dengan 3 (tiga) orang calon yaitu MIRANDA SWARAY 

GULTOM, HARTADI A. SARWONO, dan BUDI ROCHADI; 

 Mereka terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2004 

bertempat di ruang rapat Fraksi PDI-P DPR-RI lantai 1 gedung 

Nusantara I DPR-RI mengikuti rapat internal fraksi PDI-P, yang 
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dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P dan 

anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P lainnya yaitu TJAHJO 

KUMOLO selaku Ketua Fraksi PDI-P serta PANDA NABABAN 

selaku Sekretaris Fraksi PDI-P, membahas seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan disemua komisi termasuk agenda Komisi IX 

tentang pemilihan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 

yang mana dalam rapat internal tersebut TJAHJO KUMOLO 

menyampaikan bahwa untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia, Fraksi PDI-P akan mencalonkan dan mendukung 

MIRANDA SWARAY GULTOM, sebagai calon Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia, sehingga Anggota Fraksi PDI-P 

pada Komisi IX diminta untuk mengamankan dan berkonsentrasi 

penuh dalam pemilihan tersebut; 

 Mereka terdakwa, selanjutnya mengikuti pertemuan berikutnya yang 

dipimpin oleh IZEDRIK EMIR MOEIS  bertempat di ruang rapat 

Poksi 9 Gedung DPR RI, yang dihadiri oleh Anggota Komisi IX 

DPR-RI dari Fraksi PDI-P dan Sekretaris Fraksi PDI-P PANDA 

NABABAN yang mana dalam pertemuan tersebut TJAHJO 

KUMOLO kembali memberikan arahan dengan mengatakan 

bahwa anggota Fraksi PDI-P di Komisi IX DPR Rl harus 

menjaga soliditas suara karena telah bersepakat untuk memilih 

MIRANDA SWARAY GULTOM, sebagai Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia, dan PANDA NABABAN ditunjuk 

sebagai Koordinator Pemenangan MIRANDA SWARAY 

GULTOM, selain itu juga ada pembicaraan bahwa MIRANDA 

SWARAY GULTOM bersedia memberikan uang berkisar antara 

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) dan anggota komisi IX dari fraksi PDI-P 

akan dipertemukan dengan MIRANDA SWARAY GULTOM; 

 Mereka terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004 

sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di Klub Bimasena ruang 

Dwarawati Hotel Dharmawangsa Jakarta mengikuti pertemuan 

dengan MIRANDA SWARAY GULTOM, yang dihadiri pula 
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oleh TJAHJO KUMOLO, PANDA NABABAN, IZEDRIK 

EMIR MOEIS, dan anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-

P lainnya dalam rangka mengenal pribadi MIRANDA SWARAY 

GULTOM dan upaya pemenangannya dalam pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia, yang mana dalam pertemuan 

tersebut MIRANDA SWARAY GULTOM selain menyampaikan 

visi dan misinya juga melakukan klarifikasi tentang isu 

pernikahan pertama dan agamanya; 

 Mereka terdakwa pada tanggal 8 Juni 2004, bertempat di ruang 

rapat Komisi IX DPR-RI periode tahun 1999 - 2004 lantai 1 

Gedung Nusantara I DPR-RI, mengikuti pelaksanaan presentasi 

dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 

terhadap 3 (tiga) calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

yaitu MIRANDA SWARAY GULTOM, HARTADI A. 

SARWONO, dan BUDI ROCHADI yang dilanjutkan dengan 

acara pemilihan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 

melalui mekanisme voting, yang mana dalam voting tersebut 

MIRANDA SWARAY GULTOM terpilih sebagai Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009; 

 Selanjutnya beberapa saat setelah selesai acara pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut, PANDA NABABAN 

menghubungi H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA melalui 

telepon untuk menemui seseorang yang bernama AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO di restoran 

Bebek Bali di komplek Taman Ria di Senayan untuk menerima 

titipan dari NUNUN NURBAETI, untuk memenuhi permintaan 

PANDA NABABAN tersebut kemudian H DUDHIE MAKMUN 

MUROD menghubungi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias 

ARIE MALANGJUDO melalui telepon dengan mengatakan akan 

mengambil titipan dengan kode merah dan disepakati tempat 

pertemuannya di restoran  Bebek Bali komplek Taman  Ria 

Senayan,  yang  mana sebelumnya AHMAD HAKIM SAFARI  

MJ ALIAS ARIE MALANGJUDO telah diminta NUNUN 
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NURBAETI untuk menyerahkan amplop berisi TC Bll dalam tas 

karton yang sudah diberi label dengan warna merah, kuning, hijau 

dan putih; 

 Sesampainya di restoran Bebek Bali H. DUDHIE MAKMUN 

MUROD, MBA melalui telepon menanyakan posisi keberadaan 

AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO, 

selanjutnya meminta AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE 

MALANGJUDO supaya masuk ke restoran dan ketika H. 

DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA bertemu AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO langsung 

menanyakan apakah ia yang membawa titipan dari NUNUN 

NURBAETI dan dibenarkan oleh AHMAD HAKIM SAFARI MJ 

alias ARIE MALANGJUDO, kemudian H. DUDHIE MAKMUN 

MUROD, MBA menerima sebuah tas karton berlabel warna 

merah berisi TC Bll dalam amplop tertutup dari AHMAD 

HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO sebagaimana 

arahan dari NUNUN NURBAETI; 

 Bahwa H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA setelah 

menerima TC Bll senilai Rp.9.800.000.000,-(sembilan milyar 

delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian memberitahu 

PANDA NABABAN dan oleh PANDA NABABAN disarankan 

untuk dibagikan kepada anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, 

dengan rincian mereka Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, 

MAX MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK 

SITORUS dan WILLEM MAX TUTUARIMA masing-masing 

mendapat bagian dari H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA 

sebanyak 10 lembar TC Bll senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) dan lainnya dibagikan kepada :  

 

Nama

r 

Nama  Jumlah 

1. H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA Rp. 500.000.000,- 
2. Nl LUH MARIANI TIRTASARI Rp. 500.000.000.- 

3. ABERSON M. SIHALOHO Rp. 500.000.000.- 



 

 
 

 

280 
 

4. MATHEOS PORMES Rp. 350.000.000,- 

5. SUWARNO Rp. 500.000.000,- 

6 SUTANTO PRANOTO Rp. 600.000.000.- 

7. MUH.IQBAL Rp. 500.000.000,- 

8. ENGELINA PATIASINA Rp. 500.000.000,- 

9. BUDININGSIH Rp.         500.000.000,- 

10. PANDA NABABAN Rp.     1.450.000.000,- 

11. SURATAL HW. Rp. 500.000.000,- 

12. JEFFREY TONGAS LUMBANBATU Rp. 500.000.000,- 

 

Selebihnya dibagikan oleh PANDA NABABAN kepada 

SUKARDJO HARDJOSOEWIRJO senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) dan 

IZEDRIK EMIR MOEIS senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah); 

 Mereka Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa 

pemberian TC Bll tersebut berkaitan kewenangannya selaku 

anggota Komisi IX DPR Rl dalam rangka pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia; 

 

---------Perbuatan mereka Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, 

MAX MOEIN, RUSMAN LUMBAN TORUAN, POLTAK 

SITORUS dan WILLEM MAX TUTUARIMA diancam pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 

KUH Pidana; 

 

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Tim 

Penasihat Hukum Terdakwa MAX MOEIN dan Terdakwa POLTAK 

SITORUS (sekarang almarhum) dan Terdakwa RUSMAN LUMBAN 

TORUAN, telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan setelah Jaksa 
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Penuntut Umum diberi kesempatan untuk menanggapi keberatan/ 

eksepsi tersebut, akhirnya Majelis Hakim  menjatuhkan putusan sela 

yang amarnya sebagai berikut : 

M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum 

Terdakwa II, MAX MOEIN, Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN 

TORUAN) dan Terdakwa IV (POLTAK SITORUS) untuk 

seluruhnya; 

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan 

perkara; 

3. Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan 

akhir; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, 

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan 

sebagai berikut : 

1. Saksi KRISNA PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi bekerja di Bank BII pada bagian Control Acount; 

 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2004 benar ada permintaan 

Traveller Cheque dari PT. First Mujur sebanyak 480 lembar 

dengan nilai per lembar Rp.50 Juta,- sehingga total seluruhnya 

adalah Rp.24 Milyar; 

 Bahwa setahu saksi PT First Mujur membeli TC dari Bank 

BII melalui Bank Artha Graha dan siapa nama yang 

melakukan transaksi tersebut saksi tidak tahu; 

 Bahwa menurut saksi Traveller Cheque tersebut meskipun 

telah diserahkan kepada pihak lain akan tetapi masih bisa 

dimonitor apabila dicairkan, karena pada saat pencairan akan 

terlihat identitas pihak yang mencairkan; 

 Bahwa data-data yang ditunjukkan penyidik tentang nama-

nama yang mencairkan Traveller Cheque tersebut adalah sama 

dengan data-data yang ada pada kantor saksi; 
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2. Saksi DUDHIE MAKMUN MUROD, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah anggota komisi IX DPR-RI periode 1999-

2004 dari Fraksi PDI-P; 

 Bahwa saksi bersama-sama dengan para Terdakwa di komisi 

IX DPR-RI periode 1999-2004, yang pada tanggal 8 Juni 2004 

mengikuti proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia dan pada waktu itu salah satu pesertanya adalah 

MIRANDA SWARAY GULTOM; 

 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, ketika proses pemilihan 

tersebut berjalan, saksi ditelpon oleh Sdr. Panda Nababan agar 

mengambil titipan dari Ibu Nunun Nurbaeti yang akan 

diserahkan oleh saksi Ari Malang Judo di Restoran Bebek Bali 

di daerah Taman Ria Senayan Jakarta; 

 Bahwa setelah saksi menerima titipan tersebut yang berupa 

amplop coklat besar dan di dalamnya ada amplop-amplop 

warna putih, kemudian atas perintah Sdr Panda Nababan 

amplop-amplop tersebut untuk dibagikan kepada teman-teman 

dari Fraksi PDI-P yang ada di Komisi IX, namun setelah saksi 

laporkan kepada Sdr Emir Moeis sebagai Ketua, oleh yang 

bersangkutan diminta untuk dibawa ke ruangannya dan 

disanalah amplop-amplop tersebut dibagi; 

 Bahwa setahu saksi amplop-amplop tersebut masing-masing 

ada namanya dan saksi mengetahui kalau amplop-amplop 

tersebut isinya Traveller Cheque setelah dibuka di ruangan 

Sdr.Emir Moeis; 

 Bahwa setahu saksi  para Terdakwa mendapat bagian masing-

masing 10 lembar Traveller Cheque  dengan nilai total setiap 

orang Rp.500 Juta; 

 Bahwa saksi juga merangkap sebagai bendahara Fraksi dan 

selama ini tidak pernah memberi dana kepada setiap anggota 

Fraksi untuk kegiatan kampanye, baik kampanye legislatif 



 

 
 

 

283 
 

maupun kampanye PilPres karena didalam Fraksi tidak pernah 

ada dana untuk itu; 

 Bahwa pada saat penyerahan Traveller Cheque kepada para 

Terdakwa saksi tidak pernah menjelaskan bahwa itu untuk 

keperluan kampanye Legislatif maupun Pilpres; 

 Bahwa saksi pada saat membagi amplop yang berisi Traveller 

Cheque tersebut tidak ingat kepada siapa saja, karena jumlah 

anggotanya banyak, namun seingat saksi Terdakwa AGUS 

CONDRO PRAYITNO saksi yang memberikan, sedangkan 

masih ada sisa yang belum sempat dibagi dan akhirnya yang 

membagi Sdr. EMIR MOEIS; 

 Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Hotel 

Dharmawangsa dan di Ruang Fraksi Gedung Nusantara yang 

semua itu adalah dalam rangka penggalangan untuk 

mendukung MIRANDA SWARAY GULTOM; 

 

3. Saksi SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi bekerja pada PT. Wahana Esa Sembada dan Sdr. 

NUNUN NURBAETI sebagai Direktur Utamanya; 

 Bahwa sejak tahun 1992 s/d tahun 2006 saksi sebagai 

Sekretaris Sdr. NUNUN NURBAETI dengan tugas 

diantaranya mengatur jadwal kegiatan, memesan tiket dan 

surat menyurat; 

 Bahwa saksi mengenal dengan saksi ARI MALANG JUDO 

karena yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT. Wahana 

Esa Sejati dan merupakan partner Sdr. NUNUN NURBAETI; 

 Bahwa kantor Sdr. NUNUN NURBAETI dengan ARI 

MALANG JUDO bersebelahan, sehingga setiap saat dipanggil 

oleh Sdr. NUNUN NURBAETI saksi ARI MALANG JUDO 

langsung datang; 
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 Bahwa saksi tidak tahu kalau Saksi ARI MALANG JUDO 

pernah disuruh Sdr. NUNUN NURBAETI untuk mengantar 

titipan ke Restaurant Bebek Bali;  

 Bahwa saksi tidak tahu tentang kedatangan anggota DPR-RI 

yang datang ke kantor Sdr NUNUN NURBAETI; 

 Bahwa saksi mengetahui apabila Sdr. NUNUN NURBAETI 

kenal dengan saksi MIRANDA GULTOM, tapi saksi tidak 

pernah melihat Saksi MIRANDA GULTOM datang ke kantor 

Sdr. NUNUN NURBAETI; 

 Bahwa saksi pernah mencairkan 20 lembar Traveller Cheque 

dan uangnya ditransfer ke rekening Sdr. NUNUN 

NURBAETI, akan tetapi saksi lupa siapa yang menyuruh 

mencairkan Traveller Cheque tersebut; 

 Bahwa setahu saksi Sdr. NUNUN NURBAETI saat ini sedang 

berada di Singapura untuk berobat dan saksi pernah menengok 

sambil mengantar obat; 

 

4. Saksi Dra. NINING INDRA SHALEH, Msi., dibawah sumpah 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah SEKJEN DPR-RI sejak pertengahan 

tahun 2008; 

 Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun ketika 

perkara ini terjadi yaitu pada tahun 2004, saksi belum 

menjabat sebagai SEKJEN; 

 Bahwa ketika tahun 2004 jabatan saksi adalah Biro Pimpinan 

dan benar pada waktu itu ada pemilihan Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia dan sebagai salah satu pesertanya 

adalah MIRANDA SWARAY GULTOM; 

 Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2004 para terdakwa 

duduk di Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-P dan mengikuti 

pemilihan Deputi Gubernur Senior yang pada waktu itu 

dimenangkan oleh MIRANDA SWARAY GULTOM; 
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 Bahwa saksi pada waktu itu tidak terlibat dalam persidangan 

karena saksi masih menjabat pada Biro Pimpinan, namun 

setahu saksi setiap anggota DPR-RI terikat dengan Kode Etik; 

 Bahwa setahu saksi didalam kode etik tersebut diatur, bahwa 

setiap anggota DPR-RI dilarang menerima imbalan atau 

hadiah dari pihak lain; 

 

5. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah Direktur Keuangan PT First Mujur; 

 Bahwa  pada tanggal 8 Juni 2004 saksi pernah membeli 480 

lembar Traveller Cheque dari Bank BII dengan nilai per 

lembar Rp.50 Juta, sehingga total nilai semuanya Rp.24 

Milyar; 

 Bahwa Traveller Cheque tersebut adalah untuk pembayaran 

pembelian 5000 Ha kebun kelapa sawit di Sumatera Utara, 

dimana saksi diperintah oleh Sdr. Hidayat Lukman sebagai 

Direktur Utamanya untuk menyiapkan pembayaran tersebut 

dan yang akan melakukan pembayaran adalah Sdr.FERRY 

YEN yaitu sahabat Sdr. Hidayat Lukman; 

 Bahwa antara Sdr. Hidayat Lukman dengan FERRY YEN 

bekerja sama didalam pembelian kebun kelapa sawit yang ada 

di Sumatera Utara tersebut; 

 Bahwa awalnya saksi diminta mempersiapkan chek untuk 

uang muka pembayaran kebun kelapa sawit, namun Sdr. 

FERRY YEN kemudian minta supaya ditukar dalam bentuk 

Traveller Cheque dan setelah oleh saksi dilaporkan kepada 

Sdr. Hidayat Lukman selaku atasan saksi dan yang 

bersangkutan menyetujui, maka oleh saksi Traveller Cheque 

tersebut dipersiapkan dengan jumlah sebanyak 480 lembar 

dengan nilai per lembar Rp. 50 Juta; 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi ARI 

MALANG JUDO; 
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 Bahwa setahu saksi pembelian kebun kelapa sawit tersebut 

akhirnya batal dan menurut informasi uang milik perusahaan 

PT. First Mujur telah dikembalikan sebagian yaitu sebesar 

Rp.10 Milyar; 

 

6. Saksi TUTUR, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah karyawan Bank Artha Graha cabang 

Sudirman pada bagian Teller; 

 Bahwa pada tanggal  8 Juni 2004 pagi ada nasabah yang 

datang dengan membawa 7 lembar chek senilai Rp.24 Milyar, 

untuk ditransfer ke Bank BII dengan keterangan untuk 

pembayaran Traveller Cheque dari PT First Mujur; 

 Bahwa setelah saksi mendapat Traveller Cheque dari Bank BII 

sekitar jam 11.00 an, kemudian diserahkan kepada pembeli; 

 Bahwa seingat saksi jumlah Traveller Cheque tersebut adalah 

480 lembar dengan nilai per lembar Rp.50 Juta, sehingga total 

jumlah seluruhnya sebesar Rp.24 Milyar; 

 

7. Saksi GREGORIUS SURYO WIARSO, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah karyawan Bank Artha Graha dengan 

jabatan Kadiv Treasury; 

 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 pada bagian saksi telah 

mendapat permintaan Traveller Cheque dari cabang sebanyak 

480 lembar dengan nilai per lembar Rp.50 Juta, sehingga total 

seluruhnya sebesar Rp.24 Milyar; 

 Bahwa kemudian kemudian Traveller Cheque tersebut dipesan 

ke Bank BII dan yang menyerahkan langsung ke pihak cabang 

adalah Bank BII; 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Sdr. 

NUNUN NURBAETI; 
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 Bahwa saksi mengetahui bahwa Traveller Cheque tersebut 

menjadi perkara dari pemberitaan surat kabar; 

 

8. Saksi SYAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi pernah menjadi staf Terdakwa Rusman Lumban 

Toruan; 

 Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa Rusman Lumban 

Toruan untuk mencairkan Traveller Cheque sebanyak 4 

lembar dan oleh saksi dicairkan sebanyak dalam waktu yang 

berbeda, yaitu pada tanggal 14 Juni 2004 sebanyak 1 lembar 

senilai Rp.50 Juta, pada tanggal 23 Juni 2004 sebanyak 2 

lembar senilai Rp.100 Juta dan tanggal 6 Juli 2004 sebanyak 1 

lembar senilai Rp.50 Juta; 

 Bahwa Traveller Cheque tersebut saksi cairkan di BII cabang 

Jln Margonda Depok dan seluruh uangnya diserahkan kepada 

Terdakwa Rusman Lumban Toruan; 

 Bahwa saksi membenarkan barang bukti Traveller Cheque 

yang ditunjukkan di persidangan; 

 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian Ruko oleh 

Terdakwa Rusman Lumban Toruan;  

 

9. Saksi JUNJUNGAN DOLOK SARIBU, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rusman Lumban Toruan 

karena satu gereja; 

 Bahwa saksi pernah mencairkan 2 lembar Traveller Cheque 

senilai Rp.100 Juta; 

 Bahwa saksi mendapatkan Traveller Cheque tersebut dari 

saksi T Sinaga selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja 

HKBP Depok II dan saksi sebagai bendaharanya; 
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 Bahwa setelah saksi mencairkan traveller Cheque tersebut 

uangnya kemudian diserahkan kepada Gereja; 

 Bahwa saksi membenarkan fotocopy Traveller Cheque yang 

diperlihatkan di persidangan; 

10.  Saksi Ir. AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE 

MALANGJUDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Wahana Esa Sejati, dimana 

saksi menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan 

Sdri.NUNUN NURBAETI sebagai Presiden Komisaris; 

 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004 saksi pernah diminta 

menghadap Sdri NUNUN NURBAETI dan ketika menghadap 

telah ada seseorang yang menunggu di ruangan Sdri.Nunun 

Nurbaeti dan ketika itu saksi diperkenalkan bahwa namanya 

Hamka Yandhu anggota DPR-RI; 

 Bahwa saksi kemudian diminta oleh Sdri.Nunun Nurbaeti 

untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota dan 

waktu itu saksi sudah menolak dengan mengatakan kenapa 

harus saksi yang menyerahkan, namun dikatakan Sdri. Nunun 

Nurbaeti bahwa “Ini kan Anggota Dewan, gak pantas kalau 

yang menyerahkan Office Boy” dan ditambahkan bahwa saksi 

supaya pasif saja, karena nanti sudah pada menghubungi; 

 Bahwa pada saat itu juga Sdri. Nunun Nurbaeti, bahwa tamu 

yang diperkenalkan tadi yang akan mengatur semua dan pada 

waktu Saksi Hamka menyarankan agar barang yang akan 

diserahkan diberi tanda warna merah, kuning dan hijau di 

kantong tas belanjanya; 

 Bahwa maksud pemberian warna tersebut adalah untuk 

membedakan bahwa warna merah untuk anggota DPR-RI dari 

PDI-P, warna kuning untuk anggota DPR-RI dari Golkar dan 

warna hijau untuk anggota DPR-RI dari PPP serta yang polos 

untuk anggota DPR-RI dari Fraksi ABRI; 
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 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 saksi dihubungi via telpon 

oleh saksi DUDHI MAKMUN MUROD dengan mengatakan 

dari PDI-P akan mengambil titipan dan agar diantar di 

Restaurant Bebek Bali Taman Ria Senayan, kemudian hal 

tersebut saksi sampaikan kepada Sdri. Nunun Nurbaeti dan 

tidak lama kemudian titipan tersebut diantar keruangan saksi 

sebanyak 4 karton tas belanja masing-masing 2 kantong besar 

dan 2 kantong kecil; 

 Bahwa setelah itu saksi berangkat ke Restaurant Bebek Bali 

dan disana ketemu dengan Saksi Dudhi Makmun Murod 

sambil mengatakan “Oh ini titipan dari Ibu Nunun” yang 

selanjutnya saksi menyerahkan kantong tas dengan kode 

merah kepada Saksi Dudhi Makmun Murod; 

 Bahwa setelah dari Restaurant Bebek Bali saksi ditelpon oleh 

seseorang yang bernama Endin J. Soefihara yang mengaku 

dari PPP dan saksi diminta ke Hotel Atlet Century dan 

kemudian saksi menuju kesana menyerahkan tas kantong 

dengan kode hijau kepada Saksi Endin Endin J Soefihara;  

 Bahwa saksi baru mengetahui kalau isi titipan tersebut adalah 

Traveller Cheque ketika ada saksi Udju Juhaeri bersama 3 

temannya datang ke kantor saksi untuk mengambil titipan dan 

disana amplop-amplop tersebut dibuka dan saksi Udju Juhaeri 

mengatakan bahwa bahwa isinya adalah Traveller Cheque 

sambil mengatakan “Itung-itung sebagai uang pension, karena 

mulai sekarang Fraksi ABRI tidak ada lagi”  

 Bahwa menurut saksi untuk kantong warna kuning diambil 

oleh saksi Hamka Yandhu di Kantor saksi dan oleh saksi 

diserahkan di lantai 2 kantor PT Wahana Esa Sejati; 

 Bahwa sejak Tahun 2000 saksi kenal dengan Sdri. Nunun 

Nurbaeti karena saksi bekerja di Perusahaan milik Sdri. 

Nunun Nurbaeti dan Adang Darajatun, juga selain PT. 

Wahana Esa Sejati Sdri. Nunun Nurbaeti juga mempunyai 
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perusahaan yang bernama PT. Wahana Esa Sembada yang 

sama-sama berkantor di Jln. Riau; 

 Bahwa saksi mengenal juga dengan saksi Miranda Swaray 

Gultom, karena pada Tahun 2004 saksi pernah diajak Sdri. 

Nunun Nurbaeti untuk bertemu bahwa dengan Miranda 

Swaray Gultom di kantornya, karena saksi ditawari untuk 

menjadi Sekretaris GABSI, namun saksi menolak; 

 Bahwa setahu saksi Sdri. Nunun Nurbaeti adalah simpatisan 

partai PDI-P dan pada Tahun 2004 Sdri.Nunun Nurbaeti 

sering menyuruh anak buahnya untuk menyampaikan 

bingkisan-bingkisan dalam kegiatan kampanye Pilpres Tahun 

2004; 

 Bahwa saksi meyakini dana yang diserahkan kepada para 

Anggota DPR-RI tersebut bukan dari dana perusahaan karena 

perusahaan tidak mempunyai dana untuk itu; 

 

11.  Saksi TRUCIANA RATNA FARIDA SITORUS, dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa Poltak Sitorus; 

 Bahwa saksi pernah diminta untuk mencairkan Traveller 

Cheque BII (TC BII) antara  

 Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Traveller Cheque 

tersebut, namun setahu saksi dana yang berasal dari pencairan 

Traveller Cheque tersebut dipergunakan oleh bulan Juni-Juli 

sebanyak 8 lembar yang saksi cairkan 1 atau 2 lembar setiap 

pencairan; Terdakwa Poltak Sitorus untuk kampanye PilPres; 

 Bahwa Traveller Cheque yang saksi cairkan sebanyak 8 

lembar, masing-masing nilai perlembar nya Rp.50 Juta, 

sehingga total semuanya adalah Rp.400 Juta dan seluruhnya 

diserahkan kepada Terdakwa Poltak Sitorus; 

 Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang bernama Trinanda 

Septina Purnama Sitorus juga mencairkan 2 lembar Traveller 

Cheque, dengan nilai seluruhnya Rp.100 Juta; 
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 Bahwa saksi membenarkan Foto Copy Traveller Cheque yang 

saksi cairkan yang ditunjukkan di persidangan; 

 

12.  Saksi TRINANDA SEPTINA PURNAMA SITORUS, dibawah 

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah puteri dari Terdakwa Poltak Sitorus; 

 Bahwa saksi pernah diminta untuk mencairkan Traveller 

Cheque oleh terdakwa Poltak Sitorus sebanyak 2 lembar 

dengan nilai Rp.50 Juta per lembarnya, sehingga jumlah 

seluruhnya Rp.100 Juta; 

 Bahwa saksi tidak tahu dari mana Traveller Cheque tersebut 

demikian juga peruntukannya; 

 Bahwa uang hasil pencairan Traveller Cheque tersebut oleh 

saksi diserahkan kepada Terdakwa Poltak Sitorus; 

 Bahwa saksi membenarkan Foto Copy Traveller Cheque yang 

saksi cairkan yang ditunjukkan di persidangan; 

 

13.  Saksi ESTHER WIWIEK PRIWANTI, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi pernah menerima 3 lembar Traveller Cheque BII 

sebagai pembayaran pembelian 1 unit kios di ITC Depok an. 

Rusman Lumban Toruan, senilai per lembarnya Rp.50 Juta; 

 Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lagi Terdakwa Rusman 

Lumban Toruan menambah dengan uang tunai karena saksi 

tidak tahu berApa nilaI seluruhnya kios yang dibeli oleh 

Terdakwa Rusman Lumban Toruan; 

 Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy  

Traveller Cheque yang saksi terima yang ditunjukkan di 

persidangan; 

 

14.  Saksi WAHYU BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa; 

 Bahwa saksi bekerja pada PT. Phinisindo Zamrud Nusantara 

yang bergerak di bidang property; 

 Bahwa saksi pada tanggal 11 Juni 2004 pernah diminta 

mencairkan 3 lembar Traveller Cheque BII senilai per 

lembarnya Rp.50 juta, sehingga jumlah seluruhnya Rp.150 

juta; 

 Bahwa saksi mengetahui Traveller Cheque tersebut adalah 

untuk pembayaran Kios yang ada di ITC Depok, namun saksi 

tidak tahu dari mana dan berapa harga Kios yang dibeli; 

 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di 

persidangan adalah foto copy Traveller Cheque yang saksi 

cairkan; 

 

15.  Saksi TIONGKU SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah sesama jemaat gereja dengan Terdakwa 

Rusman Lumban Toruan; 

 Bahwa saksi  adalah Ketua pembangunan gereja sejak tahun 

2004 sampai dengan sekarang; 

 Bahwa saksi pernah menerima sumbangan untuk 

pembangunan gereja dari Terdakwa Rusman Lumban Toruan 

dan diberikan dalam bentuk Traveller Cheque BII sebanyak 2 

lembar, dengan nilai perlembarnya Rp.50 juta; 

 Bahwa setelah menerima Traveller Cheque tersebut oleh saksi 

diserahkan kepada saksi Junjungan Dolok Saribu selaku 

bendahara; 

 Bahwa saksi membenarkan foto copy Traveller Cheque yang 

saksi terima dari Terdakwa Rusman Lumban Toruan yang 

ditunjukkan di persidangan; 
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16.  Saksi BENEDICTUS SEMAR MIHARJA WAHI alias 

BENNY SEMAN MIHARJA, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa; 

 Bahwa saksi pernah diminta mencairkan Traveller Cheque  

sebanyak 1 lembar dengan nilai Rp.50 juta yang berasal dari 

Sdr. Zaenal Arifin, yaitu anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P; 

 Bahwa  pada saat mau mencairkan Traveller Cheque tersebut 

Sdr. Zaenal Arifin mengatakan untuk dana kampanye PilPres 

Mega – Hasyim; 

 Bahwa uang hasil pencairan tersebut oleh saksi dipergunakan 

untuk kampanye PilPres untuk wilayah kota Bekasi; 

 Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan 

adalah Foto Copy Traveller Cheque yang saksi cairkan; 

17.  Saksi Prof. MIRANDA SWARAY GULTOM, S.E., M.A., 

Phd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Max Moein, Poltak 

Sitorus dan Williem Max Tutuarima; 

 Bahwa saksi pada bulan Juni 2004 telah dicalonkan untuk 

menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan oleh 

karenanya saksi mempersiapkan untuk Fit and Profer test; 

 Bahwa sebelum test tersebut dilakukan, saksi telah melakukan 

pertemuan dengan para anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P 

di Hotel Dharmawangsa dengan maksud, saksi akan 

menyampaikan visi dan misi selain saksi minta agar didalam 

pelaksanaan Fit and profer test tidak lagi dipersoalkan masalah 

pribadi/keluarga saksi; 

 Bahwa dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa tersebut 

yang mempunyai inisiatif adalah saksi dan biaya untuk 

menyelenggarakan pertemuan tersebut dibayar oleh saksi; 
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 Bahwa selain melakukan pertemuan dengan anggota DPR –RI 

dari komisi IX dari Fraksi PDI-P saksi juga mengadakan 

pertemuan dengan anggota DPR-RI komisi IX dari Fraksi 

ABRI yang berjumlah 4 orang di kantor saksi di Niaga Tower; 

 Bahwa seingat saksi yang hadir pada pertemuan di Hotel 

Dharmawangsa selain para terdakwa juga ada Sdr. Panda 

Nababan dan saksi Dhudi Makmun Murod; 

 Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Nunun Nurbaeti dalam 

kegiatan sosialita dan karena anak saksi dengan anak Sdri. 

Nunun Nurbaeti sama-sama sekolah di San Fransisco, 

disamping itu saksi pernah menawari Sdri. Nunun Nurbaeti 

untuk menjadi Sekretaris GABSI; 

 Bahwa seingat saksi Sdri. Nunun Nurbaeti pernah datang ke 

kantor saksi bersama dengan cucu dan susternya, namun 

tentang keikut sertaannya Ari Malangjudo saksi agak lupa; 

 Bahwa saksi sering bertemu dengan Sdri.Nunun Nurbaeti pada 

acara-acara Fashion show, Perkawinan dan kegiatan-kegiatan 

sosial;  

 Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang Traveller Cheque 

yang dibagi bagi kepada para anggota Komisi IX ketika 

pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, saksi 

mendengar hal tersebut dari pemberitaan di mas media; 

 Bahwa pada pertemuan di hotel Dharmawangsa antara saksi 

dan para anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P tidak ada janji-

janji tertentu, termasuk saksi tidak pernah menjanjikan akan 

memberi dana Rp.300 Juta sampai Rp.500 Juta kepada para 

anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P tersebut; 

 

18.  Saksi TJAHJO KUMOLO, S.H., dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah Ketua Fraksi PDI-P sejak tahun 2003 

sampai sekarang; 
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 Bahwa menurut saksi para Terdakwa adalah anggota Komisi 

IX DPR-RI bersama 14-15 anggota lainnya dari Fraksi PDI-P 

yang pada tanggal 8 Juni 2004 mengikuti pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia; 

 Bahwa tentang pencalonan Saksi Miranda Swaray Gultom 

sebagai Deputi Gubernur senior Bank Indonesia Fraksi PDI-P 

mendukung yang bersangkutan, karena dianggap cakap dan 

memenuhi persyaratan; 

 Bahwa tentang informasi pembagian Traveller Cheque saksi 

tidak tahu menahu, namun ketika masalah tersebut mencuat, 

saksi pernah menanyakan kepada Saksi Dudhie Makmun 

Murod dan dijelaskan bahwa Traveller Cheque tersebut 

langsung dibagikan kepada anggota Komisi IX dari Fraksi 

PDI-P; 

 Bahwa mengenai dana untuk kampanye baik Legislatif 

maupun PilPres dari Fraksi PDI-P tidak pernah menyediakan 

dana karena Fraksi tidak punya dana untuk itu dan untuk 

keperluan kampanye semuanya dengan biaya masing-masing 

anggota; 

 Bahwa saksi pernah menanyakan juga kepada Terdakwa 

Rusman Lumban Toruan dan Willem Max Tutuarima tentang 

penerimaan traveller Cheque tersebut dan yang bersangkutan 

membenarkan; 

 Bahwa saksi membenarkan Sdr.Panda Nababan adalah 

Sekretaris Fraksi PDI-P dan tentang perintah Sdr. Panda 

Nababan kepada Dudhi Makmun Murod agar mengambil 

Traveller Cheque di Restaurant Bebek Bali, saksi tidak tahu 

menahu; 

 Bahwa saski tidak kenal dengan Sdri. Nunun Nurbaeti; 

 

19.  Saksi UDJU DJUHAERI, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa saksi adalah anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi 

ABRI; 

 Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena dalam satu 

persidangan pada Komisi IX yang membidangi Keuangan, 

BUMN dan Bappenas; 

 Bahwa sebelum pemilihan Sdri. Miranda Swaray Gultom 

sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, saksi 

bersama Sdr. Darsup Yusuf, Suyitno dan Sulistyadi semua 

dari Fraksi ABRI mendatangi kantor Saksi Miranda Swaray 

Gultom untuk mengetahui misi dan visinya; 

 Bahwa saksi kenal Sdri. Nunun Nurabaeti dan suaminya 

Sdr.Adang Darajatun karena senior saksi, yaitu sewaktu Sdr. 

Adang Darajatun sebagai Wakapolri saksi sebagai Direktur 

Intel; 

 Bahwa saksi pada tanggal 8 Juni 2004 pernah menerima 

telpon dari seorang wanita yang saksi perkirakan adalah Sdri. 

Nunun Nurbaeti, yang meminta saksi bersama teman-

temannya datang di Jln.Riau Nomor17 Menteng dan setelah 

sampai disana oleh saksi Ari MalangJudo memberi bingkisan , 

kemudian setelah dibuka isinya adalah Traveller Cheque 

sebanyak masing-masing 10 lembar dengan nilai per lembar 

Rp.50 Juta; 

 Bahwa saksi mempergunakan uang dari pencairan Traveller 

Cheque untuk keperluan sehari-hari; 

 Bahwa saksi sebenarnya tidak memilih Saksi Miranda Swaray 

Gultom karena soal keyakinan; 

 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di 

persidangan yaitu Foto Copy Traveller Cheque yang saksi 

terima; 

 

20.  Saksi DR. ENDIN AJ SOEFIHARA, M.MA, dibawah sumpah 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa saksi adalah anggota Komisi IX DPR-RI periode 1999-

2004 dari Fraksi PPP; 

 Bahwa saksi pada tanggal 8 Juni 2004 turut memilih Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia; 

 Bahwa salah satu pesertanya adalah Saksi Miranda Swaray 

Gultom;  

 Bahwa saksi kenal dengan Sdri.Nunun Nurbaeti karena pernah 

sama-sama hadir pada acara Halal bil halal masyarakat Jawa 

Barat; 

 Bahwa saksi pernah menerima Traveller Cheque dari Saksi 

Ari MalangJudo yang diterima saksi di Hotel Atlet Century 

dan jumlahnya 10 lembar dengan nilai per lembar Rp.50 Juta, 

sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp.500 Juta; 

 Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemberian Traveller 

Cheque tersebut ada kaitannya dengan pemilihan Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, saksi baru mengetahui ketika 

diperiksa di KPK; 

 Bahwa saksi tidak menggunakan Traveller Cheque tersebut 

untuk kepentingan pribadi, karena menuruy saksi terhadap 

barang yang tidak jelas asal usulnya adalah subhat yaitu antara 

halal dan haram, sehingga barang tersebut saksi titipkan 

kepada seseorang dengan alasan apabila di kemudian hari 

bermasalah akan dikembalikan; 

 Bahwa Traveller Cheque tersebut saksi titipkan kepada Sdr. 

Daniel Tanjung dan sekarang sudah dikembalikan kepada 

KPK; 

 Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi 

Miranda Swaray Gultom sebelum pemilihan Deputi Gubernur 

Senior berlangsung dan saksi tidak memilih saksi Miranda 

Swaray Gultom pada saat voting dilakukan; 

 Bahwa saksi membenarkan barang bukti Traveller Cheque 

yang saksi terima yang ditunjukkan di persidangan; 
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21.  Saksi Ir. IZEDRIK EMIR MOIES, Msi, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah Ketue Komisi IX pada saat ada pemilihan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; 

 Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sesama 

anggota komisi IX DPR-RI yang pada waktu itu ikut dalam 

pemilihan Deputi Gubernur Senior; 

 Bahwa saksi ikut  melakukan pertemuan dengan saksi 

Miranda Swaray Gultom di Hotel Dharmawangsa, karena ada 

instruksi dari Sdr.Panda Nababan selaku sekretaris Fraksi; 

 Bahwa  dakam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan-

kesepakatan apapun, kecuali hanya terbatas pada penyampaian 

misi dan visi dari saksi Miranda Swaray gultom; 

 Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dudhi Makmun 

Murod membagi-bagi amplop kepada para anggota Komisi IX 

dari Fraksi PDI-P termasuk para Terdakwa di ruang komisi 

akan tetapi ada yang dibagi langsung oleh Saksi Dudhi 

Makmun Murod di ruangan lain; 

 Bahwa saksi mendengar ketika pembagian amplop tersebut 

saksi Dudhi Makmun Murod mengatakan kepada teman-

teman bahwa ini upah capaek dan ini untuk bergerak di 

daerah, akan tetapi ada juga yang disampaikan dengan bahasa 

daerah; 

 Bahwa saksi mempercayai bahwa pembagian tersebut ada 

kaitannya dengan upah capek karena habis ada pemilihan 

Deputi Gubernur Senior; 

 Bahwa pada waktu itu saksi tidak mau menerima amplop 

tersebut karena saksi tidak enak dengan Miranda Swaray 

Gultom, sebab yang bersangkutan adalah teman sekolahnya; 

 Bahwa secara logika amplop tersebut dapat diduga bersal dari 

Saksi Miranda Swaray Gultom, karena ada kata-kata upah 
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capek dari saksi Dudhi Makmun Murod dan ketika itu hanya 

ada satu kegiatan; 

 Bahwa akhirnya amplop yang diterima oleh saksi diserahkan 

kepada sdr.Panda Nababan dan saksi tidak tahu dikemanakan 

amplop tersebut oleh sdr. Panda Nababan; 

 Bahwa beberapa waktu kemudian saksi diberi amplop lagi 

oleh Sdr.Panda Nababan dan saksi menduga bahwa amplop 

yang diberikan tersebut juga yang dulu-dulu itu juga, namun 

oleh karena kata Sdr.Panda Nababan amplop tersebut adalah 

bantuan dari Fraksi maka saksi terima dan selanjutnya 

diserahkan kepada staf saksi dan dicairkan untuk dikirim ke 

Kalimantan Timur untuk keperluan konsituante; 

 Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima kepada 

KPK sebesar Rp.200 Juta; 

 Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri.Nunun Nurbaiti dan 

saksi tidak tahu menahu hubungannya dengan Sdri.Miranda 

Swaray Gultom; 

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya 

Terdakwa Agus Condro Prayitno, mengajukan saksi-saksi yang 

meringankan, yaitu : 

 

1.  Saksi ADNAN TOPAN HUSODO, dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut:: 

 Bahwa saksi dengan Terdakwa Agus Condro pernah 

bertemu pada bulan Juli-Agustus 2008 di Citos dan salah 

satu café di Senayan; 

 Bahwa  dalam pertemuan tersebut saksi mendapat cerita dari 

Terdakwa Agus Condro, tentang kronologis dan detail 

tentang kasus dugaan suap yang sekarang disidangkan dan 

cerita tersebut diperkuat dengan bukti-bukti penerimaan dari 

pihak lain; 

 Bahwa Terdakwa Agus Condro bercerita bahwa Traveller 

Cheque yang diterima senilai Rp.250 Juta dan telah habis 
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dibelikan apartemen dan mobil, selain Terdakwa Agus 

Condro masih banyak teman-temannya di Komisi IX yang 

menerima Traveller Cheque juga dan pada waktu itu saksi 

menyarankan kepada Terdakwa Agus Condro untuk 

melaporkan sendiri ke KPK; 

 Bahwa Terdakwa Agus Condro mengakui apabila 

penerimaan Traveller Cheque tersebut adalah setelah 

pemilihan Deputi Gubernur Senior Sdr. Saksi Miranda 

Gultom; 

 Bahwa pada waktu Terdakwa melaporkan kasus tersebut ke 

KPK yang bersangkutan masih anggota DPR-RI, namun 

setelah itu turun surat pemberhentian dari partai; 

 Bahwa terdakwa Agus Condro menyadari akan resiko 

apabila melapor hal tersebut, termasuk di penjara dan 

dipecat dari partainya;  

 

2. Saksi PROF. DR. MAHFUD M.D., dibawah sumpah 

menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi dengan Terdakwa Agus Condro Prayitno 

pernah menjadi teman satu tim ketika sama-sama di 

DPR/MPR-RI didalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang 

Dasar 1945; 

 Bahwa secara intensif antara Saksi dengan Terdakwa Agus 

Condro Prayitno bertemu antara tahun 2005-2008 dan dalam 

pertemuan tersebut sering Terdakwa mengatakan kepada 

saksi bahwa yang bersangkutan gelisah karena dalam 

kaitannya bangsa Indonesia yang harus bebas Korupsi; 

 Bahwa Terdakwa juga menerangkan kepada saksi bahwa 

sering dalam ceramah selalu mengajarkan hal-hal yang 

berkaitan dengan agama akan tetapi Terdakwa sendiri selalu 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ceramah yang 

disampaikan; 
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 Bahwa secara spesifik Terdakwa pernah mengatakan di 

Garut kepada saksi, bahwa setelah dipindah ke Komisi IX 

korupsinya semakin besar, karena sewaktu di Komisi II ada 

korupsi tapi kecil-kecilan, kalau di Komisi IX belum bekerja 

sudah diberi uang Rp.25 Juta untuk uang perkenalan, 

disamping itu Terdakwa juga bercerita mempunyai mobil 

dan rumah dari hasil Korupsi; 

 Bahwa Terdakwa Agus Condro bercerita juga, bahwa 

bathinnya merasa ditekan terus dan merasa bersalah, oleh 

karena itu Saksi pernah menyarankan agar melaporkan 

kepada penegak hukum tapi dengan resiko akan dihukum, 

akan tetapi itu lebih baik karena menghilangkan tekanan dan 

mengungkap kebenaran; 

 Bahwa Terdakwa tidak menerangkan secara khusus tentang 

Traveller Cheque yang pernah diterima serta kaitannya 

dengan pemilihan Deputi senior Gubernur Bank Indonesia; 

 Bahwa setelah Terdakwa Agus Condro melaporkan hal 

tersebut ke Penegak hukum, kemudian saksi SMS kepada 

yang bersangkutan dengan mengatakan anda bagus sudah 

dengan sadar menyampaikan kebenaran; 

 Bahwa menurut saksi dengan telah secara sadar melapor dan 

membongkar kasus, secara ilmu hokum common sein, maka 

Terdakwa Agus Condro sudah sewajarnya mendapat 

keringanan hukuman; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I (AGUS 

CONDRO PRAYITNO) telah memberikan  keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut:  

 Bahwa Terdakwa adalah anggota DPR-RI pada Komisi IX 

(sebelumnya Komisi VII) dari Fraksi PDI-P; 

 Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 8 Juni 2004 

dan Fit and Profer test dilakukan sehari sebelumnya; 



 

 
 

 

302 
 

 Bahwa menurut Terdakwa sebelum pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia berlangsung, telah 

dilakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa dalam rangka 

penyampaian Visi dan Misi dan sekaligus permintaan dari 

saksi Miranda Swaray Gultom untuk tidak mempersoalkan 

hal-hal yang bersifat pribadi dan keluarga; 

 Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa 

tersebut selain Saksi Miranda Swaray Gultom juga sebagian 

besar anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P dan hadir juga 

Sdr.Panda Nababan yang pada waktu itu memimpin 

pertemuan dan memberi penjelasan, bahwa temen-temen 

PDI-P  akan mendukung Saksi Miranda Swaray Gultom; 

 Bahwa selum pertemuan di Hotel Dharmawangsa sudah ada 

pertemuan di ruang Poksi yang intinya mendukung saksi 

Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia dan terdakwa sudah mendengar ada 

selentingan masalah uang, yang pada saat itu dipimpin 

Tjahyo Kumolo selaku Ketua Fraksi dan terdengar 

informasi, bahwa saksi Miranda Swaray Gultom bersedia 

memberi Rp.300 Juta, tetapi kalau diminta Rp.500 Juta juga 

siap; 

 BahwaTerdakwa sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur 

Senior ( Tanggal 9 Juni 2004), kemudian diberi Traveller 

Cheque oleh Saksi Dudhi Makmun Murod, yang pada waktu 

itu diserahkan di ruang Saksi Emir Moeis, dan dikatakan 

oleh saksi Dudhi Makmun Murod bahwa “ini sudah cair” 

dan oleh karena sebelumnya ada informasi bahwa Saksi 

Miranda Swaray Gultom akan memberi uang Rp.300 juta, 

maka setahu Terdakwa Traveller Cheque tersebut ada kaitan 

dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior; 

 Bahwa Terdakwa menerima Traveller Cheque sebanyak 10 

lembar dengan  nilai per lembarnya Rp.50 Juta, sehingga 

total; seluruhnya Rp.500 Juta dan setelah Terdakwa cairkan 
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kemudian sebagian dibelikan mobil oleh Terdakwa 

sedangkan sisanya dipergunakan untuk membantu temannya 

bisnis cabe merah dan untuk bisnis kapling tanah; 

 Bahwa setelah Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka oleh 

KPK, Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada KPK 

dengan uang tunai Rp.100 Juta dan menyerahkan 1 (satu) 

unit apartemen senilai kurang lebih Rp.420 Juta; 

 Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar informasi, bahwa 

pembagian Traveller Cheque tersebut untuk kegiatan 

kampanye PilPres; 

 Bahwa Terdakwa tentang kode etik dan peraturan 

perundang-undangan yang melarang anggota DPR-RI 

menerima hadiah atau imbalan dan Terdakwa sudah lama 

ingin mengembalikan uang tersebut, namun uangnya belum 

mencukupi, bahkan terdakwa telah beberapa kali konsultasi 

dengan ICW dan saksi Prof. DR Mahfud MD.; 

 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri.Nunun Nurbaeti 

dan Terdakwa membenarkan Traveller Cheque yang 

Terdakwa cairkan adalah Foto copynya yang ditunjukkan di 

persidangan; 

 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II (MAX 

MOEIN ) telah memberikan  keterangan yang pada pokoknya sebegai 

berikut : 

 Bahwa  Terdakwa adalah anggota Komisi IX DPR-RI dari 

Fraksi PDI-P untuk periode Tahun 1999-2004; 

 Bahwa Terdakwa benar ikut pemilihan Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia yang salah satu pesertanya adalah 

Saksi Miranda Swaray  Gultom dan benar yang 

bersangkutan yang terpilih; 

 Bahwa Terdakwa pernah menerima Traveller Cheque 

sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp.50 Juta per lembarnya 
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dan waktu itu yang menyerahkan adalah Dudhie Makmun 

Murod, sambil mengatakan ini ada bantuan untuk 

kampanye; 

 Bahwa setahu saksi Traveller Cheque tersebut bukan ada 

kaitannya dengan pemilihan Saksi Miranda Swaray Gultom, 

setahu Terdakwa benar daru Fraksi, mengingat partai PDI-P 

adalah pemenang Pemilu dan Ketua Umumnya sebagai 

Presiden, sehingga wajar apabila banyak bantuan dan Fraksi 

selaku kepanjangan tangan partai banyak uang/dana; 

 Bahwa uang dari pencairan Traveller Cheque tersebut telah 

terdakwa perguanakan untuk biaya kampanye PilPres di 

daerah pemilihan Terdakwa yaitu Kalimantan Barat; 

 Bahwa Terdakwa mengetahui ada kode etik dan Undang-

Undang yang melarang anggota DPR-RI dilarang menerima 

imbalan atau hadiah; 

 Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Traveller 

Cheque yang Foto copynya ditunjukkan di persidangan 

adalah yang diterima terdakwa; 

 Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa III 

(RUSMAN LUMBAN TORUAN) telah memberikan  keterangan 

yang pada pokoknya sebegai berikut :  

 Bahwa Terdakwa adalah anggota DPR-RI Periode tahun 

1999-2004 yang bergabung pada komisi IX dari Fraksi PDI-

P; 

 Bahwa pada waktu pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia Terdakwa ikut, termasuk ikut hadir pada waktu 

pertemuan di Hotel Dharmawangsa, yang dipimpin Sdr. 

Panda Nababan yang pada saat itu mengatakan “Mir teman-

teman PDI-P akan mendukung anda” 

 Bahwa Terdakwa juga pernah ikut rapat yang dipimpin saksi 

Tjahyo Kumolo yaitu pada tanggal 28 Mei 2004 dan pada 
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waktu itu Terdakwa dan temen-temen diinstruksikan untuk 

memilih saksi Miranda Swaray gultom; 

 Bahwa sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior 

diberi Traveller Cheque oleh saksi Dudhie Makmun Murod 

sebanyak 10 lembar dengan nilai per lembar Rp.50 Juta 

sehingga total Rp.500 juta; 

 Bahwa Traveller Cheque tersebut Terdakwa perguanakan 

untuk kampanye 4 lembar, bantuan gereja 2 lembar, 3 

lembar untuk pembelian kios di ITC Depok dan 1 lembar 

lagi juga untuk kampanye; 

 Bahwa terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdri. Nunun 

Nurabaeti; 

 Bahwa awalnya Terdakwa tidak menegetahui apabila 

Traveller Cheque tersebut ada kaitannya dengan pemilihan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, karena setahu 

Terdakwa adalah untuk bantuan kampanye PilPres dari 

partai; 

 Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan 

membenarkan bahwa foto copy Traveller Cheque yang 

ditunjukkan dipersidangan adalah benar Traveller Cheque 

yang Terdakwa terima; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa V 

(WILLIEM MAX TUTUARIMA) telah memberikan  keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa Terdakwa adalah anggota DPR-RI periode tahun 

1999-2004 dari Fraksi PDI-P dan bertugas di Komisi IX 

sejak tahun 2002 menggantikan saksi Tjahyo Kumolo; 

 Bahwa  Terdakwa pernah ikut pertemuan di Hotel 

Dharmawangsa yang dipimpin Sdr.Panda Nababan dan pada 

waktu ada penjelasan dari Sdr.Panda Nababan, bahwa PDI-P 

akan mendukung Saksi Miranda Swaray Gultom; 

 Bahwa Terdakwa juga ikut pada waktu pertemuan di Ruang 

Poksi ketika itu ada saksi Tjahyo Kumolo memberi arahan, 
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bahwa PDI-P mendukung Saksi Miranda Swaray Gultom 

akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tentang isue uang 

Rp.200 Juta sampai Rp.300 Juta; 

 Bahwa beberapa hari setelah pemilihan Deputi Gubernur 

Senior yang pada waktu itu dimenangkan Saksi Miranda 

Swaray Gultom, Terdakwa menerima Traveller Cheque dari 

saksi Dudhie Makmun Murod sebanyak 10 lembar, dengan 

nilai per lembar Rp.50 Juta; 

 Bahwa setahu Terdakwa Traveller Cheque tersebut bantuan 

untuk kampanye PilPres dan pada saat menerima Terdakwa 

tidak mengetahui kalau ada kaitannya dengan pemilihan 

Deputi Gubernur Senior; 

 Bahwa Terdakwa kemudian mencairkan Traveller Cheque 

tersebut di Semarang dan Terdakwa menyuruh anaknya, 

kemudian uangnya telah dipergunakan untuk kampanye di 

daerah pemilihan terdakwa yaitu Semarang; 

 Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.500 

Juta kepada KPK; 

 Bahwa Terdakwa membenarkan Foto Copy Traveller 

Cheque yang ditunjukkan di persidangan adalah yang 

Terdakwa terima; 

 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang 

bukti berupa : 

1. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

pengembalian dari Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO 

(BB-350); 

2. 1 (satu) Bundel dokumen perjanjian perikatan/bukti setor 

pembayaran apartemen Teluk Intan an. Agus Condro Prayitno, 

dengan perincian : (BB Nomor 9), dengan perincian : 

a. 15 (Lima belas) lembar asli surat perjanjian pengikatan jual beli 

nomer : 1367/PPJB/ATI/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 dengan 
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pihak pertama an. PT.TRIKA BUMI PERTIWI dan pihak 

kedua an. AGUS CONDRO PRAYITNO dan Lampirannya. 

b. 1 (satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada PT.TRIKA 

BUMI PERTIWI dari AGUS CONDRO PRAYITNO sebagai 

bukti pembayaran kepemilikan apartemen Teluk Intan pada 

Tower: T6 Lantai: L11 Nomer: C. 

c. 1 (satu) lembar asli lampiran cara pembayaran apartemen oleh 

AGUS CONDRO PRAYITNO pada apartemen Teluk Intan 

lantai 11 type 70 yang ditandatangani oleh Pembeli an. AGUS 

CONDRO PRAYITNO. 

d. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima anak kunci unit 

hunian apartemen Teluk Intan dengan nama pemilik AGUS 

CONDRO PRAYITNO tanggal 21 Mei 2008. 

e. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomer: 000469 dengan nama 

pemohon AGUS CONDRO PRAYITNO pada apartemen Teluk 

Intan.  

f. 1 (satu) buah amplop dengan tulisan PT.TRIKA BUMI 

PERTIWI apartemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan RayaTeluk 

Gong Jakarta Utara dengan isi amplop : 1 ( Satu ) buah anak 

kunci apartemen Teluk intan Nomer : C dan Lantai: 11, 1 (satu) 

buah kartu Tower Topaz dengan nomer R06 00488 dan 1 (satu) 

buah kartu dengan nomer: 2007-100748.C . 

3. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang peresmian 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih untuk masa 

keanggotaan tahun 1999-2004 dengan nomor urut 87 (Delapan 

puluh tujuh) an. Drs.POLTAK SITORUS mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Lampung 

Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE. (BB Nomor 1)  

4. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang peresmian 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih untuk masa 
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keanggotaan tahun 1999-2004 dengan nomer urut 126 (Seratus 

dua puluh enam) an. RUSMAN LUMBANTORUAN,B.Th 

mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah 

pemilihan Jawa Barat Kotamadya Depok yang ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor 2).   

5. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang peresmian 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih untuk masa 

keanggotaan tahun 1999-2004 dengan nomer urut 131(Seratus 

tiga puluh satu) an. Drs.AGUS CONDRO PRAYITNO mewakili 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Tengah Kabupaten Batang yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE. (BB Nomor 3).  

6. 1 (Satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang peresmian 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih untuk masa 

keanggotaan tahun 1999-2004 dengan nomor urut 150 (Seratus 

lima puluh) an. WILLIEM M.TUTUARIMA.SH mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 

Kabupaten Semarang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 

September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.(BB 

Nomor4). 

7.  1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang peresmian 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih untuk masa 

keanggotaan tahun 1999-2004 dengan nomer urut 179 (Seratus 

tujuh puluh sembilan) an. MAX MOEIN, MA., MBA mewakili 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan 

Kalimantan Barat Kotamadya Pontianak yang ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor 5).  

8. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Sementara Nomer: 50858 dari 
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PT.Phinisindo Zamrud Nusantara kepada an. RUSMAN 

LUMBANTORUAN Tanggal 10 Juni 2004 dengan jumlah uang 

sejumlah Rp 158.169.600 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta 

Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang 

menerima ESTHER WIWIEK PURWANTI untuk pembayaran 

LUNAS pembelian 1 (satu) Unit Kios an. RUSMAN 

LUMBANTORUAN di ITC Depok dengan Lokasi pada Lantai 

GROUND / Blok B Nomer 88. (BB Nomor 6). 

9. 1 (satu) Lembar asli Bukti penyetoran Giro kepada rekening 

PT.Phinisindo Zamrud Nusantara dengan nomer rekening : 

2083212042 sejumlah Rp 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta 

Rupiah ) dengan nama Penyetor Wahyu pada Bank Internasional 

Indonesia. (BB Nomor 7) 

10. 1 (satu)    keping    DVD    R    8X    merk   Verbatim    dengan    

nomer   seri MAH6B5KG14124108 dengan tulisan Dudhie 

Makmun Murod Tanggal 13 Oktober 2008 (BB Nomor 8) 

11. 4 (empat) lembar Fotocopi DAFTAR PEMESANAN The 

Dharmawangsa Hotel, Jakarta per tanggal 25 Mei 2004 sampai 

dengan 7 Juni 2004. (BB Nomor 10) 

12. 1 (satu) lembar Fotocopi GROUP BOOKING NAME and 

BOOKING NUMBER pada The Dharmawangsa Hotel Jakarta 

dari Bank Indonesia dengan nomor 11716.0 pada tanggal 29 Mei 

2004 an. Mrs.Miranda S.Goeltom. (BB Nomor 11) 

13. 1 (satu) lembar Fotocopi PEMBAYARAN pada Klub Bimasena 

dengan nomor 106125 pada tanggal 29 Mei 2004 an. Miranda 

S.Goeltom.(BB Nomor 12) 

14. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor: 32.03.73.1006/7875/ 

8241568 an. SYAHRONI.(BB Nomor 13) 

15. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010411 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 14) 

16. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010413 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 15) 
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17. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010414 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 16) 

18. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010415 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 17) 

19. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.03.26.2009/6120/ 

4749946 an. BENNY SEMAN MIHARSA. (BB Nomor 18) 

20. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010412 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 19) 

21. 1(satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.03.73.1006/27/ 

4991379 an. JUNJUNGAN DOLOK SARIBU.(BB Nomor 20) 

22. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010416 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 21) 

23. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010417 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 22) 

24. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5406.061169.0244 an. 

WAHYU BUDIONOMOR(BB Nomor 23) 

25. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010418 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 24) 

26. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010419 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 25) 

27. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010420 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 26) 

28. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5007.260477.0004 an. 

RONNY RENALDY TUTUARIMA.(BB Nomor 27) 

29. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010571 dengan 
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nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 28) 

30. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010572 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 29) 

31. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010573 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 30) 

32. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010574 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 31) 

33. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5007.681074.0006 

an. LIZA OCTAVIA TUTUARIMA.(BB Nomor 32) 

34. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010575 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 33) 

35. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010576 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 34) 

36. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010577 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 35) 

37. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010578 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB Nomor36) 

38. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010579 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 37) 

39. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010580 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 38) 

40. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5303.120542.0002 

an. MAX MOEIN MA.MBA.(BB Nomor 39) 

41. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010401 dengan 
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nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 40) 

42. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010402 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 41) 

43. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010403 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 42) 

44. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010404 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 43) 

45. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010405 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 44) 

46. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010406 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 45) 

47. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010407 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 46) 

48. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010408 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 47) 

49. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010409 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 48) 

50. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010410 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 49) 

51. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 29086-001659 an. 

AGUS CONDRO PRAYITNOMOR.(BB Nomor 50) 

52. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010503 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 51) 

53. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 
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Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010504 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 52) 

54. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010505 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 53) 

55. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010501 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 54) 

56. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010502 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 55) 

57. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010506 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 56) 

58. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010507 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 57) 

59. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010508 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 58) 

60. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010509 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 59) 

61. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010510 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 60) 

62. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 09.5208.520549. 

0020 an. Dra.TRUCIANA RF SITORUS. (BB Nomor 61) 

63. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010438 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 62) 

64. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010433 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 63) 



 

 
 

 

314 
 

65. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010434 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 64) 

66. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010435 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 65) 

67. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010437 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 66) 

68. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010431 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 67) 

69. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010436 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 68) 

70. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010491 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 69) 

71. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5208.530980.5502 

an. TRINANDASEPTINAPURNAMAS. (BB Nomor 70) 

72. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010432 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 71) 

73. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010439 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 72) 

74. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.75.13.1008.07663 an. 

SUKIRNO.(BB Nomor 73) 

75. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010281 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 74) 

76. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010282 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 75) 
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77. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010283 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 76) 

78. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010284 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 77) 

79. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010285 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 78) 

80. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010286 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 79) 

81. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010287 dengan 

nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 80) 

82. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010288 dengan 

nominal Rp.50. 000.000, (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 81) 

83. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010289 dengan 

nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 82) 

84. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010290 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 83) 

85. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010321 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 84) 

86. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010322 dengan 

nominal Rp.50. 000.000, (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 85) 

87. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010323 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 86) 

88. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 
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Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010324 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 87) 

89. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010325 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 88) 

90. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010326 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 89) 

91. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010327 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 90) 

92. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010328 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 91) 

93. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010329 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 92) 

94. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010330 dengan 

nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 93) 

95. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 10.5104.190555.0001 an. 

SAPTO AMAL DAMANDARI, DRS. (BB Nomor 94) 

96. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010643 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 95) 

97. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010644 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 96) 

98. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 10.5504.100548.1003 

an. WASHARI. (BB Nomor 97) 

99. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010641 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 98) 

100. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5306.141269.0345 
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an. INDARTO. (BB Nomor 99) 

101. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010642 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).(BB Nomor 

100) 

102. 1 (satu) lembar FOTOCOPI SIM A dengan nomor 

550914410235 an. BUDHININGSIH. (BB Nomor 101) 

103. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010462 dengan 

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 

102) 

104. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010463 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 103) 

105. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010464 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 104) 

106. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010465 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 105) 

107. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010466 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 106) 

108. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010467 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 107) 

109. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010468 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 108) 

110. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010469 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 109) 

111. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010440 dengan 
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nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 110) 

112. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5505.120466.0001 

an. SUKISNOMOR (BBNomor 111) 

113. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010470 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 112) 

114. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5310.680742.0018 

an. Nl LUH MARIANI TIRTASARI.(BB Nomor 113) 

115. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010291 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 114) 

116. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010292 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 115) 

117. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010293 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 116) 

118. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010294 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 117) 

119. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010295 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 118) 

120. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010296 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 119) 

121. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010297 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 120) 

122. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010298 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 121) 

123. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010299 dengan 



 

 
 

 

319 
 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 122) 

124. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010300 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 123) 

125. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 02034/01.10.2006/01 

an. DRS. MUH.IQBAL(BB Nomor 124) 

126. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010482 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 125) 

127. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5307.300574.0281 

an. ARDHANA ARESWARA (BB Nomor 126) 

128. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010483 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 127) 

129. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.75.07.1007.03318 an. 

YUDA PARIPURNA(BB Nomor 128) 

130. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010484 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 129) 

131. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010485 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 130) 

132. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010487 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 131) 

133. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010488 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 132) 

134. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010486 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 133) 

135. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010481 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 134) 
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136. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010489 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 135) 

137. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010490 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 136) 

138. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 

09.5308.020540.7002 an. DRS.SOEWARNA(BB Nomor 137) 

139. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010493 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 138) 

140. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010494 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 139) 

141. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010495 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 140) 

142. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010461 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 141) 

143. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010492 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 142) 

144. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasionai Indonesia dengan nomor 135010496 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 143) 

145. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010497 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 144) 

146. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010498 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 145) 

147. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010499 dengan 
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nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 146) 

148. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010500 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 147) 

149. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5005.531274.0199 

an. DESSY RUSTIANTI WAHYU P. (BB Nomor 148) 

150. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010334 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 149) 

151. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010335 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 150) 

152. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010336 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 151) 

153. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010337 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 152) 

154. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010338 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 153) 

155. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010339 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 154) 

156. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010340 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 155) 

157. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5404.280667.0274 an. 

BINSAR TORAS MARINGAN S. (BB Nomor 156) 

158. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010624 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 157) 

159. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010621 dengan 
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nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 158) 

160. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010625 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 159) 

161. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010646 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 160) 

162. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010361 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 161) 

163. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010362 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 162) 

164. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010363 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 163) 

165. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010364 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 164) 

166. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010365 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 165) 

167. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010368 dengan 

nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 166) 

168. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010366 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 167) 

169. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010367 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 168) 

170. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010369 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 169) 
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171. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010370 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 170) 

172. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010371 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 171) 

173. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010372 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 172) 

174. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010373 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 173) 

175. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010374 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 174) 

176. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010622 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 175) 

177. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010623 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 176) 

178. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010649 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 177) 

179. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010650 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 178) 

180. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010585 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 179) 

181. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010586 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh jutarupiah) (BB Nomor 180) 

182. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 
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Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010443 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh jutarupiah) (BB Nomor 181) 

183. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010444 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 182) 

184. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010445 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 183) 

185. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010446 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 184) 

186. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5404.520960.0324 

an. TMONNA MANIK. (BB Nomor 185) 

187. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010311 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 186) 

188. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010312 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 187) 

189. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010313 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 188) 

190. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010314 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 189) 

191. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5303.190368.0275 

an. TURYANTO. (BB Nomor 190) 

192. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010315 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 191) 

193. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010316 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 192) 

194. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 
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Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010317 dengan 

nominal Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 193) 

195. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010318 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 194) 

196. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010319 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 195) 

197. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010320 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 196) 

198. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5006.050857.0002 

an. SOEDJONO PRAJITNO(BB Nomor 197) 

199. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010331 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 198) 

200. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010332 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 199) 

201. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010521 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 200) 

202. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010522 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 201) 

203. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010523 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 202) 

204. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010524 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 203) 

205. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010525 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 204) 
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206. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010526 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 205) 

207. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010527 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 206) 

208. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010528 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 207) 

209. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010529 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 208) 

210. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010530 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 209) 

211. 2 (dua) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian Pembelian 

Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 009331.(BB Nomor 

210) 

212. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima Pengiriman 

Travellers Cheque Rupiah Bll No Ref RP 08062004. (BB Nomor 

211) 

213. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Single Credit (Confirmation 

Advice) RTGS Terminal PT.Bank Internasional Ind. (BB Nomor 

212) 

214. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir salinan / copi faksimili TC 

Confirmation Bank Artha Graha tanggal 8 Juni 2004. (BB Nomor 

213) 

215. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian 

Pembelian Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 009369 

tanggal 11 Juni 2004 untuk nomor 135-010794 s/d 135-010813, 

131-017098 s/d 131-017297 dan 125-018672 s/d 125-018871. 

(BB Nomor 214) 

216. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima Pengiriman 

Travellers Cheque Bll tanggal 11 Juni 2004. (BB Nomor 215) 
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217. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Dokumen RTGS Terminal 

PT.Bank Artha Graha tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp 

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (BB Nomor 216) 

218. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/l/ 

2002-2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I 

sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia pada tahun sidang 2002-2003. (BB Nomor 

217) 

219. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/l/ 

2003-2004 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I 

sampai dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia pada tahun sidang 2003-2004. (BB Nomor 

218) 

220. 10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopi legalisir Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02 

A/DPR Rl/I/2001-2002 tentang Penetapan Ruang Lingkup Tugas 

dan Pasangan Kerja Komisi I sampai IX Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia mulai tahun sidang 2001-2002. (BB 

Nomor 219) 

221. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649451. (BB Nomor 220) 

222. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649452. (BB Nomor 221) 

223. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649453. (BB Nomor 222) 

224. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649454. (BB Nomor 223) 

225. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649455. (BB Nomor 224) 

226. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 
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CC 649456. (BB Nomor 225) 

227. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan nomor cek 

CC 649457. (BB Nomor 226) 

228. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Slip Aplikasi Transfer Bank Artha 

Graha Nomor 953609 tertanggal 8 Juni 2004. (BB Nomor 227) 

229. 1 (satu) lembar FOTOCOPI TC Confirmation perihal pembelian 

TC Rupiah Bank Internasional Indonesia tertanggal 8 Juni 2004. 

(BB Nomor 28) 

230. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran tahun 2004 atas 

rekening nomor : 0081292574. (BB Nomor 229) 

231. 5 (lima) lembar fotocopi dilegalisir perjanjian kerjasama usaha 

antara PT.FMPI dengan SUHARDI alias SUHARDI S alias 

FERRY S. (BB Nomor 230) 

232. 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Tanda Terima uang Travel 

Check sebesar   Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar 

rupiah) dari PT.FMPI kepada SUHARDI alias FERRY S. (BB 

Nomor 231) 

233. 1 (satu) lembar fotocopi KTP Nomor 09.5307.230939.0031 an. 

H.Abdul Aziz. (BB Nomor 232) 

234. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010516 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah)(BB Nomor 233) 

235. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010517 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah)(BB Nomor 234) 

236. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010518 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah)(BB Nomor 235) 

237. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010519 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah)(BB Nomor 236) 

238. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010520 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 237) 
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239. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010531 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 238) 

240. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010532 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 239) 

241. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010533 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 240) 

242. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010534 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 241) 

243. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010535 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 242) 

244. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010536 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 243) 

245. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010537 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 244) 

246. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010538 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 245) 

247. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010539 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 246) 

248. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010540 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 247) 

249. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010381 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 248) 

250. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 
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nomor 135010382 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 249) 

251. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010385 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 250) 

252. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010386 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 251) 

253. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010387 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 252) 

254. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010388 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 253) 

255. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010389 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 254) 

256. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010390 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 255) 

257. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010383 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 256) 

258. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010384 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 257) 

259. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5006.581063.0181 an. 

Djamilah (BB Nomor 258) 

260. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010271 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 259) 

261. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010272 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 260) 
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262. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 1350102353 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 261) 

263. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5307.230567.0204 an. 

John Samuel T. (BB Nomor 262) 

264. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010551 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 263) 

265. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010552 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 264) 

266. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010553 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 265) 

267. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010554 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 266) 

268. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010555 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 267) 

269. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010556 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 268) 

270. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010558 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 269) 

271. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010559 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 270) 

272. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010560 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah)(BB Nomor 271) 

273. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 18.5012.220865.0001 an. 

lr.Himawan Basuki R. (BB Nomor 272) 
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274. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010191 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 273) 

275. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010192 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 274) 

276. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010193 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 275) 

277. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010351 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 276) 

278. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010352 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 277) 

279. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135005517 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 278) 

280. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135005518 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 279) 

281. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135005519 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 280) 

282. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135005520 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 281) 

283. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135005521 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 282) 

284. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 19.22.2008/8540/1961492 

an. Entin Rustini. (BB Nomor 283) 

285. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010614 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
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rupiah) (BB Nomor 284) 

286. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 21.0009.080378.0004 an. 

Dyah Listyawati. (BB Nomor 285) 

287. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010608 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 286) 

288. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010609 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 287) 

289. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010610 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 288) 

290. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5201.560271.5512 an. 

Patricia Sibarani. (BB Nomor 289) 

291. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010201 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 290) 

292. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010202 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 291) 

293. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010203 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 292) 

294. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010204 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 293) 

295. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010205 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 294) 

296. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010206 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 295) 

297. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010207 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
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rupiah) (BB Nomor 296) 

298. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010208 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 297) 

299. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010209 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 298) 

300. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010210 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 299) 

301. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010273 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 300) 

302. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010274 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 301) 

303. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010275 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 302) 

304. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010276 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 303) 

305. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010277 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 304) 

306. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010278 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 305) 

307. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010279 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 306) 

308. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010280 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 307) 



 

 
 

 

335 
 

309. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5304.120273.0631 an. 

Bachtiar. (BB Nomor 308) 

310. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010197 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 309) 

311. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010198 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 310) 

312. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010200 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 311) 

313. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010611 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 312) 

314. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010612 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 313) 

315. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE Bll 

nomor 135010613 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) (BB Nomor 314) 

316. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 09.5307.681264.0338 an. 

SUMARNI. (BB Nomor 315) 

317. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010379 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 316) 

318. 1(satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010380 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 317) 

319. 1(satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque  Bll Nomor 135 

010581 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 318) 

320. 1(satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010582  senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 319) 
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321. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010583 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 320) 

322. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010584 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 321) 

323. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010640 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 322) 

324. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010639 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 323) 

325. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010638 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 324) 

326. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010637 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 325) 

327. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010636 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 326) 

328. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010635 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 327) 

329. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010634 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 328) 

330. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010633 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 329) 

331. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010632 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 330) 

332. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 
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010631 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 331) 

333. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010630 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 332) 

334. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010629 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 333) 

335. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010628 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 334) 

336. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll Nomor 135 

010627 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (BB 

Nomor 335) 

337. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5301.420446.0118 

an. RUMUNDUNG BUTAR-BUTAR (BB Nomor 336) 

338. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010341 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 337) 

339. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010342 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 338) 

340. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010343 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 339) 

341. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010344 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 340) 

342. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 09.5208.240775.0265 an. 

RANTO LUMBAN BATU (BB Nomor 341) 

343. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010345 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 342) 

344. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 
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Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010348 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 343) 

345. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010349 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 344) 

346. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010350 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 345) 

347. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 09.5208.050539.0205 

an. DRS.T.D.LUMBAN BATU(BB Nomor 346) 

348. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010346 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 347) 

349. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS CHEQUE 

Bank Internasional Indonesia dengan nomor 135010347 dengan 

nominal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 348) 

350. 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Proses Pembahasan dan 

Pemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 

2004(BB Nomor 349) 

351. Uang Tunai Sejumlah Rp 100.000.000 ,- (Seratus juta rupiah) 

dengan perincian Pecahan Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) 

sebanyak 800 (Delapan ratus ) Lembar dan Pecahan Rp.50.000 ,- 

(Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (Empat ratus) Lembar. 

(BB Nomor 350) 

352. Uang tunai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri 

dari 5.000 (lima ribu) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) (Bukti setoran ke Kas Negara). (BB Nomor 351) 

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara 

sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat 

digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini; 

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan 

kepada saksi-saksi dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan 

Terdakwa V di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang 

berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan 
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membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan 

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V yang 

membenarkan barang bukti tersebut; 

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar 

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, 

Terdakwa III dan Terdakwa V dan memperhatikan serta meneliti 

secara seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 

dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai 

berikut : 

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO), 

Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN 

LUMBAN TORUAN) dan Terdakwa V (WILLIEM MAX 

TUTUARIMA) adalah anggota DPR Rl dari Fraksi PDI-P 

pada Komisi IX perode Tahun 1999-2004;  

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO) 

adalah anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 

September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 131 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 

Kabupaten Batang, Terdakwa II (MAX MOEIN) adalah 

anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 

September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 179 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah Kalimantan Barat Kotamadya 

Pontianak, Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN) 

adalah anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 

September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 
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1999-2004 dengan nomor urut 126 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah Jawa Barat Kota Depok, 

Terdakwa V (WILLIEM MAX TUTUARIMA) adalah 

anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 

September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 150 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah Jawa Tengah Kabupaten 

Semarang. 

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO), 

Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN 

LUMBAN TORUAN) dan Terdakwa V (WILLIEM MAX 

TUTUARIMA) mengikuti proses pemilihan Anggota Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 

tanggal 8 Juni 2004 di gedung Nusantara I DPR-RI, yang salah 

satu pesertanya adalah MIRANDA SWARAY GULTOM; 

 Bahwa benar setelah selesai acara pemilihan Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia tersebut, saksi H. DUDHIE 

MAKMUN MUROD, MBA atas permintaan PANDA 

NABABAN melalui telepon  menemui seseorang yang 

bernama saksi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE 

MALANGJUDO di restoran Bebek Bali di komplek Taman 

Ria di Senayan untuk menerima titipan dari NUNUN 

NURBAETI, dan untuk memenuhi permintaan PANDA 

NABABAN tersebut kemudian saksi H DUDHIE MAKMUN 

MUROD menghubungi saksi AHMAD HAKIM SAFARI  MJ 

alias ARIE MALANGJUDO melalui telepon dengan 

mengatakan akan mengambil titipan dengan kode merah dan 

disepakati tempat pertemuannya di restoran Bebek Bali 

komplek Taman Ria Senayan, yang  kemudian saksi H. 

DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA menerima sebuah tas 

karton berlabel warna merah berisi TC Bll dalam amplop 
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tertutup dari AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE 

MALANGJUDO; 

 Bahwa benar saksi H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA 

setelah menerima tas karton berisi TC Bll senilai Rp. 

9.800.000.000,-(sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) 

tersebut kemudian memberitahu PANDA NABABAN dan 

oleh PANDA NABABAN disarankan untuk dibagikan kepada 

anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, selanjutnya saksi H. 

DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA bersama dengan Emir 

Moeis membagikan kepada anggota DPR dari fraksi PDIP 

dengan rincian mereka Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNO sebanyak 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah), MAX MOEIN sebanyak 10 lembar 

senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), RUSMAN 

LUMBAN TORUAN sebanyak 10 lembar senilai Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan WILLIEM MAX 

TUTUARIMA sebanyak 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) dan selebihnya dibagikan kepada 

anggota komisi IX dari Fraksi PDI-Perjuangan; 

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO) 

ketika menerima TC Bll sebanyak sepuluh lembar senilai Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mengetahui pemberian 

tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota 

Komisi IX DPR Rl dalam rangka pemilihan Gubernur Senior 

Bank Indonesia, dan hal tersebut juga didengar oleh teman-

teman yang lainnya sesama anggota Fraksi PDI-Perjuangan 

pada komisi IX karena saksi DUDHI MAKMUN MUROD 

sambil mengatakan "ini uangnya sudah cair" dan 

sebelumnya sudah beredar informasi bahwa ibu Miranda 

bersedia memberi Rp. 200 juta-Rp. 300 juta bahkan apabila 

diminta Rp.500 juta juga bersedia;. 

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO), 

Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN 
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LUMBAN TORUAN) dan Terdakwa V (WILLIAM MAX 

TUTUARIMA) mengetahui adanya Kode etik DPR Nomor 

Nomor 03B/DPR RI/l/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 

yang menyatakan bahwa " Anggota Dewan dilarang 

menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan juga 

mengetahui ketentuan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan 

nepostisme yang melarang bagi penyelenggara negara 

mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya 

menolak untuk menerima pemberian tersebut atau langsung 

melaporkan pemberian tersebut kepada Penegak hokum; 

 Bahwa benar Terdakwa II (MAX MOEIN), Terdakwa III 

(RUSMAN LUMBAN TORUAN) dan Terdakwa V 

(WILLIEM MAX TUTUARIMA) di depan persidangan 

menyatakan mengetahui adanya Kode etik DPR Nomor 

Nomor 03B/DPR RI/l/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 

yang menyatakan bahwa " Anggota Dewan dilarang 

menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan juga 

mengetahui ketentuan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan 

nepostisme yang melarang bagi penyelenggara negara 

mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; 

 Bahwa benar dipersidangan alasan Bahwa  Terdakwa II (MAX 

MOEIN), Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN) dan 

Terdakwa V (WILLIAM MAX TUTUARIMA) pemberian 

tersebut sebagai bantuan fraksi untuk kampanye Pilpres adalah 

tidak didukung alat bukti yang sah, karena berdasarkan 

keterangan saksi H. DUDHIE MAKMUN MUROD selaku 

Bendahara fraksi dan saksi TJAHYO KUMOLO yang 
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menyatakan tidak ada anggaran fraksi untuk bantuan anggota 

untuk kampanye; 

 Bahwa benar Saksi H. DUDHIE MAKMUN MUROD pada 

saat memberikan langsung kepada para Terdakwa menyatakan 

tidak pernah memberikan TC tersebut sebagai bantuan fraksi 

untuk kampanye Pilpres; 

 Bahwa benar dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia telah diadakan pertemuan yang dipimpin saksi 

CAHYO KUMOLO di ruang fraksi PDIP Gedung Nusantara 

yang diikuti Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITONO, 

terdakwa MAX MOEIN, terdakwa RUSMAN LUMBAN 

TORUAN dan terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA dan 

anggota fraksi PDIP lainnya, yang mana dalam pertemuan 

tersebut menyepakati dipilihnya Miranda S. Goeltom sebagai 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan anggota fraksi 

PDIP diminta menjaga soliditas dalam pemenangan Miranda 

S. Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; 

 Bahwa benar sebelum dilakukan pemilihan pernah pula 

dilakukan pertemuan di Hotel Darmawangsa yang diikuti 

antara lain Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO), 

Terdakwa II (RUSMAN LUMBAN TORUAN), Terdakwa V 

(WIILIEM MAX TUTUARIMA), PANDA NABABAN serta 

anggota fraksi PDIP lainnya dengan acara perkenalan antara 

anggota Komisi IX fraksi PDIP dengan Miranda Swaray 

Gultom; 

 Bahwa benar Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO) 

dalam proses penyidikan telah mengembalikan uang sebesar 

Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan satu 

buah apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Raya, Teluk 

Gong, Jakarta Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;  

 Bahwa benar Terdakwa V (WILLIEM MAX TUTUARIMA) 

pada saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara 

an. H. DUDHIE MAKMUN MUROD telah mengembalikan 
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seluruh uang yang diterima senilai Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan 

telah disetor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan 

an. H. DUDHIE MAKMUN MUROD; 

 Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Terdakwa II ( 

MAX MOEIN) dan Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN 

TORUAN) telah habis untuk membiayai kegiatan kampanye 

PilPres; 

 Bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah membenarkan barang 

bukti Travelle Cheque (TC) yang pernah diterimanya dan 

barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan; 

 

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan 

diungkapkan bersamaan dengan penelaahan dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan-

pertimbangan hukum selanjutnya ; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh 

fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya 

Majelis Hakim akan meninjau dari segi hukum (yuridis) dalam 

pemeriksaan perkara aquo untuk selanjutnya menerapkan fakta-fakta 

hukum tertsebut dengan unsur-unsur dari dakwaan-dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum;       

 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Jaksa 

Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut : 

KESATU :  Melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) butir b 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Permberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHPidana; 
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A T A U : 

 

KEDUA :  Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 

Ayat (1) Ke-1  KUHPidana; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I, Terdakwa 

II, Terdakwa III  dan Terdakwa V telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan yang bersifat ALTERNATIF, maka sebagai 

konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari 

dakwaan-dakwaan tersebut untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta 

hukum yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan;  

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati 

dengan seksama ternyata fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan 

akan lebih tepat apabila diterapkan untuk membuktikan dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan KEDUA;  

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua terdakwa terdakwa 

telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 

55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, yang mengandung unsur-unsur antara 

lain : 

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 

2. Menerima hadiah atau janji; 

3. Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. 

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang ikut serta 
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(delneming); 

 

Ad. 1. Unsur : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ; 

Menimbang, bahwa tentang anasir “Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang secara limitatif telah 

diatur dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyelanggara Negara 

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) 

adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-

undang Rl Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara negara yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang 

Rl Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih 

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dimaksud dengan 

penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 

eksekutif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Undang-undang Rl Nomor 

28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan "penyelenggara negara"  meliputi: 

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 

3. Menteri; 

4. Gubernur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku; 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya 
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dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menimbang, lebih lanjut diatur pula di dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Bab III pasal 24 menyatakan "Dewan 

Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga Perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara" 

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Dewan 

Perwakilan Republik Indonesia Nomor: 03-A/DPR-RI/I/2001-2002 

tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia, Bab II Kedudukan, Susunan, Fungsi 

Tugas dan Wewenang Pasal 2 menyatakan "DPR adalah lembaga 

tinggi negara". 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut diatas apabila 

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

telah terungkap : 

 Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan 

Terdakwa V adalah anggota DPR RI  ; 

 Bahwa Terdakwa I (AGUS CONDRO PRAYITNO) adalah 

anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 

28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 131 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 

Kabupaten Batang. 

 Bahwa Terdakwa II (MAX MOEIN) adalah anggota DPR-

RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI berdasarkan Keppres 

Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 September 1999 

tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 

yang terpilih masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 
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nomor urut 179 mewakili Partai Demokrasi Perjuangan 

daerah Kalimantan Barat Kotamadya  Pontianak. 

 Bahwa Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN) 

adalah anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 

28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 126 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah Jawa Barat Kota Depok. 

 Bahwa Terdakwa V (WILLIEM MAX TUTUARIMA) 

adalah anggota DPR-RI diangkat sebagai Anggota DPR-RI 

berdasarkan Keppres Rl Nomor 313/M tahun 1999 tanggal 

28 September 1999 tentang Peresmian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat yang terpilih masa keanggotaan tahun 

1999-2004 dengan nomor urut 150 mewakili Partai 

Demokrasi Perjuangan daerah Jawa Tengah Kabupaten 

Semarang. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut 

menurut Majelis Hakim, maka kedudukan Para Terdakwa telah 

memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-undang No 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme, Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah sesuai pula 

dengan  Peyeleggara Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, 

maka unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" 

sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur yang pertama telah 

dapat  terpenuhi; 
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 Ad. 2.  Unsur : “Menerima hadiah atau janji”: 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima 

Hadiah atau Janji dalam unsur ini adalah menerima segala sesuatu 

yang mempunyai nilai baik sesuatu yang bernilai tersebut berujud 

maupun tidak berujud, sedangkan Janji yang dimaksudkan dalam 

unsur ini adalah sesorang yang telah menawarkan sesuatu dan akan 

dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat tawaran tersebut 

diberikan; 

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dihubungkan dengan 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana beberapa saat 

setelah selesai acara pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia tersebut,  saksi H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA 

diminta oleh PANDA NABABAN melalui telepon untuk menemui 

seseorang yang bernama saksi AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias 

ARIE MALANGJUDO di restoran Bebek Bali di komplek Taman Ria 

di Senayan untuk menerima titipan dari seseorang dan kemudian saksi 

H DUDHIE MAKMUN    MUROD menghubungi saksi AHMAD 

HAKIM SAFARI  MJ alias ARIE MALANGJUDO melalui telepon 

dengan mengatakan akan mengambil titipan dengan kode merah dan 

disepakati tempat pertemuannya di restoran Bebek Bali komplek 

Taman Ria Senayan; 

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi AHMAD 

HAKIM SAFARI  MJ alias ARIE MALANGJUDO, beberapa hari 

sebelumnya saksi telah diminta NUNUN NURBAETI untuk 

menyerahkan amplop berisi TC Bll dalam tas karton yang sudah diberi 

label dengan warna merah, kuning, hijau dan putih, kemudian saksi H. 

DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA menerima sebuah tas karton 

berlabel warna merah berisi TC Bll dalam amplop tertutup dari 

AHMAD HAKIM SAFARI MJ alias ARIE MALANGJUDO 

sebagaimana arahan dari NUNUN NURBAETI. 

Menimbang, bahwa saksi H. DUDHIE MAKMUN MUROD, 

MBA setelah menerima tas karton berisi TC Bll senilai Rp. 

9.800.000.000,-(sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut 

kemudian memberitahu PANDA NABABAN dan oleh PANDA 
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NABABAN disarankan untuk dibagikan kepada anggota Komisi IX 

dari Fraksi PDI-P, selanjutnya saksi H. DUDHIE MAKMUN 

MUROD, MBA bersama saksi Emir Moeis membagikan kepada 

anggota DPR dari fraksi PDIP dengan rincian mereka Terdakwa 

AGUS CONDRO PRAYITNO sebanyak 10 lembar senilai 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), MAX MOEIN sebanyak 10 

lembar senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), RUSMAN 

LUMBAN TORUAN sebanyak 10 lembar senilai Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) dan WILLIEM MAX TUTUARIMA 

sebanyak 10 lembar senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

dan selebihnya dibagikan kepada anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-

P yang lainnya; 

Menimbang, bahwa sebagai anggota DPR Rl para Terdakwa 

seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa sebagai Penyelenggara 

Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang 

memerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan demikian perbuatan 

Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, terdakwa MAX MOEIN, 

terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN dan terdakwa WILLIEM 

MAX TUTUARIMA menerima imbalan masing-masing sepuluh 

lembarTC senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui 

saksi DUDHIE MAKMUN MUROD yang berasal dari Arie Malang 

Yudo dalam peranan para Terdakwa sebagai anggota Komisi IX DPR 

Rl, maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan sebagai menerima 

hadiah; 

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II MAX 

MOEIN dan Terdakwa III RUSMAN LUMBAN TORUAN telah 

membantah bahwa pemberian masing-masing 10 lembar Traveller 

Cheque ada kaitannya dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior 

Bank Indonesia dan setahu Terdakwa II dan Terdakwa III adalah 

untuk biaya kampanye PILPRES yang dibagi dari Fraksi, namun 

menurut Majelis Hakim argumentasi Terdakwa II MAX MOEIN dan 

Terdakwa III RUSMAN LUMBAN TORUAN tersebut tidaklah 

beralasan, mengingat sesuai keterangan saksi DUDHIE MAKMUN 
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MUROD dan TJAHYO KUMOLO, bahwa Fraksi PDI-P tidak 

mempunyai dana untuk itu dan ketika Traveller Cheque tersebut 

dibagikan tidak ada penjelasan seperti itu karena para penerima 

Traveller Cheque sudah tahu sebelumnya, maka alasan/argumentasi 

Terdakwa II MAX MOEIN dan Terdakwa III RUSMAN LUMBAN 

TORUAN tersebut dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya harus 

dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut 

diatas, maka menurut  Majelis Hakim unsur "menerima hadiah" 

sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang kedua  telah 

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III dan 

Terdakwa V ; 

 

Ad. 3.  Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut 

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran 

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 

hubungannya dengan jabatannya. 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pengertian 

unsur “Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut 

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan 

dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” 

secara sederhana dapat diilustrtsikam bahwa Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau 

wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang 

memberi hadiah atau janji, akan tetapi Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang 

memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku 

oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat 

memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah 

atau janji; 

Menimbang, bahwa uraian pengertian tersebut diatas, 

meskipun sederhana namun menurut Majelis Hakim  sudah cukup 
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memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak ada ketentuan 

yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya, namun cukup yang bersangkutan  

menurut  pengetahuan atau oleh kepatutan dapat menduga bahwa 

pemberian atau janji tersebut ada hubungannya dengan sesuatu 

kekuasaan susuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatan, atau 

oleh anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada 

hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh 

penerima pemberian atau janji karena jabatannya tersebut; 

Menimbang, bahwa unsur tersebut apabila dihubungkan 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah 

terungkap: bahwa Terdakwa I AGUS CONDRO PRAYITNO, 

Terdakwa II MAX MOEIN, Terdakwa III RUSMAN LUMBAN 

TORUAN dan Terdakwa V WILLIEM MAX TUTUARIMA 

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa 

sendiri benar telah  menerima Traveller Cheque Bll masing-masing 

sebanyak 10(sepuluh) lembar senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah); 

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui pemberian 

tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota Komisi IX 

DPR Rl, hanya Terdakwa II MAX MOEIN, Terdakwa III RUSMAN 

LUMBAN TORUAN dan Terdakwa V WILLIEM MAX 

TUTUARIMA awalnya tidak mengetahui bahwa penerimaan 

Traveller Cheque BII tersebut ada kaitannya dengan pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia ; 

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui adanya Kode 

etik DPR Nomor Nomor 03B/DPR RI/l/2001-2002 tanggal 16 

Oktober 2001 yang menyatakan bahwa:       "Anggota Dewan dilarang 
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menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku", dan para Terdakwa juga  

mengetahui ketentuan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi dan nepostisme yang 

melarang bagi penyelenggara negara mengharapkan imbalan dalam 

bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, 

seharusnya menolak untuk menerima pemberian tersebut atau 

langsung melaporkan pemberian tersebut kepada Penegak hukum; 

Menimbang, bahwa alasan para Terdakwa pemberian tersebut 

sebagai bantuan fraksi untuk kampanye Pilpres adalah tidak didukung 

alat bukti yang sah, karena berdasarkan keterangan saksi H. DUDHIE 

MAKMUN MUROD selaku Bendahara fraksi yang menyatakan 

bahwa pada saat pemberian Traveller Cheque tersebut tidak ada 

pembicaraan bahwa hal itu untuk kepentingan kampanye dan 

disamping itu tidak ada anggaran fraksi untuk bantuan anggota fraksi 

berkampanye dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan 

saksi TJAHYO KUMOLO di depan persidangan, maka dengan 

demikian alasan para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "diketahui atau 

patut diduga hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut 

pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya 

dengan jabatannya" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur 

yang ketiga  telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 

 

Ad. 4. Unsur : Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang ikut 

serta (delneming); 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur  Pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP adalah  dihukum seperti pelaku dari perbuatan 

yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut melakukan; 

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk 

penyertaan yaitu : 

a. Yang melakukan (pleger) 



 

 
 

 

354 
 

b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) 

c. Yang turut serta melakukan (medepleger); 

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah 

satu unsur saja telah terbukti di persidangan, maka telah cukup untuk 

mempersalahkan para Terdakwa dan hal tersebut apabila dihubungkan 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa 

dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia telah 

diadakan pertemuan yang dipimpin saksi TJAHYO KUMOLO di 

ruang fraksi PDI-P Gedung Nusantara yang diikuti Terdakwa AGUS 

CONDRO PRAYITNO, terdakwa MAX MOEIN, terdakwa 

RUSMAN LUMBAN TORUAN dan terdakwa WILLIEM MAX 

TUTUARIMA dan anggota fraksi PDIP lainnya, yang mana dalam 

pertemuan tersebut menyepakati dipilihnya Miranda S. Goeltom 

sebagai Deputi Senior Bank Indonesia, dan anggota fraksi PDIP 

diminta menjaga soliditas dalam pemenangan Miranda S. Goeltom 

sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. 

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan di Hotel 

Darmawangsa yang diikuti antara lain Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNO, terdakwa RUSMAN LUMBAN TORUAN, terdakwa 

WIILIEM MAX TUTUARIMA, PANDA NABABAN serta anggota 

fraksi PDIP lainnya dengan acara perkenalan antara anggota Komisi 

IX fraksi PDIP dengan Miranda Swaray Goeltom; 

Menimbang, bahwa sebagai realisasinya pada tanggal 8 Juni 

2004 Miranda Swaray Goeltom dipilih okeh Komisi IX DPR Rl 

sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, selanjutnya saksi 

DUDHIE MAKMUN MUROD menerima imbalan atau hadiah dari 

NUNUN NURBAETI melalui saksi AHMAD HAKIM SAFARI 

MALANG JUDO dalam bentuk TC Bll seluruhnya senilai Rp. 

9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian 

TC tersebut dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IX dari fraksi 

PDIP antara lain Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO senilai Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terdakwa MAX MOEIN senilai 

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terdakwa RUSMAN 

LUMBAN TORUAN senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
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rupiah), terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA senilai Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan anggota Komisi IX DPR Rl 

dari fraksi PDIP lainnya; 

 Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan 

para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Komisi IX dari Fraksi 

PDI-P lainnya adalah merupaka bentuk atau kualifikasi para Terdakwa 

dalam mewujudkan tindak pidana dan merupakan pula sebagai orang 

yang turut serta melakukan (medepleger); 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 

diatas, maka unsur turut serta sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa; 

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas 

ternyata perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa  III dan 

Terdakwa V telah memenuhi semua unsur dari pasal didalam dakwaan 

kedua  Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa I, 

Terdakwa II, Terdakwa  III dan Terdakwa V harus dinyatakan telah 

terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim mendapat 

keyakinan atas kesalahan para Terdakwa; 

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Kedua Jaksa Penuntut 

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun sebelum 

menyatakan para Terdakwa dapat dipidana dengan dakwaan yang 

telah terbukti tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa II MAX MOEIN, 

Terdakwa III RUSMAN LUMBAN TORUAN dan Terdakwa V 

WILLIEM MAX TUTUARIMA yang pada pokoknya berpendapat, 

bahwa kesalahan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V tidak 

terbukti dan mohon agar kepada para Terdakwa tersebut dibebaskan; 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam 

pertimbangan hukum pada pembuktian unsur-unsur dimana Majelis 

Hakim telah berkesimpulan, bahwa para Terdakwa telah terbukti 

melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kedua 

Jaksa Penuntut Umum, maka kesimpulan Majelis Hakim tersebut 

sekaligus sebagai tanggapan, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat 

dengan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh tim 
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Penasihat Hukum Terdakwa  II MAX MOEIN, Terdakwa III 

RUSMAN LUMBAN TORUAN dan Terdakwa V WILLIEM MAX 

TUTUARIMA, karena alasan para Terdakwa II, Terdakwa III dan 

Terdakwa V yang tidak mengetahui bahwa penerimaan Traveller 

Chek BII sebesar masing-masing Rp.500 juta ada kaitannya dengan 

pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dipandang tidak 

beralasan, karena disamping para Terdakwa II. Terdakwa III dan V 

tidak dapat membuktikan sebaliknya, hal tersebut juga bertentangan 

dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yaitu 

H.DUDHIE MAKMUN MUROD dan TJAHYO KUMOLO; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 

diatas, maka menurut Majelis Hakim argumentasi Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V tersebut dianggap 

tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak; 

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Tim Penasihat 

Hukum Terdakwa I AGUS CONDRO PRAYITNO secara yuridis 

tidak membantah atau keberatan dengan analisa yuridis yang 

dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya, 

namun hanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I AGUS 

CONDRO PRAYITNO dapat diberikan putusan yang berdimensi 

keadilan, mengingat Terdakwa I AGUS CONDRO PRAYITNO 

adalah WISTLE BLOWER dan hal tersebut juga didukung dengan 

surat dari Lembaga Perlindungan Saksi 

NomorR.0706/1.3/LPSK/05/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang intinya 

menyangkut keringanan hukuman, maka terhadap hal ini Majelis 

Hakim tidak menanggapi secara yuridis pula dan akan 

mempertimbangkan tentang berat ringannya pidana yang akan 

dijatuhkan terhadap Terdakwa I AGUS CONDRO PRAYITNO 

tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena Nota pembelaan (Pledoi) dari 

Tim Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V 

dinyatakan ditolak, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 
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Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh 

karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 

pembenar dan pemaaf pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa 

adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab , maka terhadap 

para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya haruslah 

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

berbentuk alternatif maka dengan terbuktinya dakwaan kedua dan 

telah dapat mempersalahkan para Terdakwa serta para Terdakwa akan 

dijatuhi pidana, maka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, 

Terdakwa  III dan Terdakwa V dinyatakan akan dijatuhi pidana, maka 

terhadap tuntutan Jaksa Penuntut agar para Terdakwa juga dijatuhi 

pidana tambahan berupa pidana denda beralasan untuk dikabulkan, 

mengingat sifat dari ancaman pidana dalam pasal yang telah terbukti 

tersebut adalah komulatif, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

agar terhadap Terdakwa II MAX MOEIN dan III RUSMAN 

LUMBAN TORUAN dibebani untuk dilakukan perampasan terhadap 

harta miliknya, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena 

disamping hal tersebut tidak turut didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum, juga karena dalam perkara aquo tidak adanya kerugian negara 

yang timbul. Dan disamping itu pula menurut Majelis Hakim 

semangat dari Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah pengembalian kerugian negara sebanyak-

banyaknya yang muncul karena adanya perbuatan Korupsi yang 

dilakukan oleh seorang Terdakwa dan tidak demikian dengan perkara 

aquo; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 

tersebut diatas, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang 

perampasan harta milik Terdakwa II dan III tersebut haruslah ditolak, 

mengingat dengan telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
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perbuatannya, menurut Majelis Hakim adalah sudah merupakan 

fineshman tersendiri bagi para Terdakwa, sedangkan bagi Terdakwa I 

AGUS CONDRO PRAYITNO dan Terdakwa V WILLIEM MAX 

TUTUARIMA yang telah mengembalikan uang secara sukarela yang 

pernah diterima adalah merupakan hak Terdakwa I dan Terdakwa V, 

karena hal tersebut sangatlah berpengaruh kepada kepuasan bathin dan 

ketenangan jiwanya, disamping hal tersebut telah dijadikan hal-hal 

yang meringankan didalam Jaksa Penuntut Umum mengajukan 

tuntutan pidananya;  

  Menimbang, bahwa Terdakwa I (AGUS CONDRO 

PRAYITNO) dalam proses penyidikan telah mengembalikan uang 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyerahkan satu 

buah apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Raya, Teluk Gong, 

Jakarta Utara dengan dokumen berupa 1 (Satu) Bundel dokumen 

perjanjian perikatan/bukti setor pembayaran apartemen Teluk Intan 

an. Agus Condro Prayitno, dengan perincian : (BB Nomor 9) dengan 

perincian : 

a. 15 (Lima belas) lembar asli surat perjanjian pengikatan jual beli 

nomer : 1367/PPJB/ATI/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 dengan 

pihak pertama an. PT.TRIKA BUMI PERTIWI dan pihak kedua 

an. AGUS CONDRO PRAYITNO dan Lampirannya; 

b. 1 (satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada PT.TRIKA 

BUMI PERTIWI dari AGUS CONDRO PRAYITNO sebagai 

bukti pembayaran kepemilikan apartemen Teluk Intan pada 

Tower: T6 Lantai: L11 Nomor: C. 

c. 1 (satu) lembar asli lampiran cara pembayaran apartemen oleh 

AGUS CONDRO PRAYITNO pada apartemen Teluk Intan 

lantai 11 type 70 yang ditandatangani oleh Pembeli an. AGUS 

CONDRO PRAYITNO; 

d. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima anak kunci unit 

hunian apartemen Teluk Intan dengan nama pemilik AGUS 

CONDRO PRAYITNO tanggal 21 Mei 2008; 

e. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomer: 000469 dengan nama 

pemohon AGUS CONDRO PRAYITNO pada apartemen Teluk 
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Intan; 

f. 1 (Satu) buah amplop dengan tulisan PT.TRIKA BUMI 

PERTIWI apartemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan RayaTeluk 

Gong Jakarta Utara dengan isi amplop : 1 (satu) buah anak kunci 

apartemen Teluk intan Nomer : C dan Lantai: 11 , 1 (satu) buah 

kartu Tower Topaz dengan nomer R06 00488 dan 1 (satu) buah 

kartu dengan nomer: 2007-100748.C . 

Maka terhadap uang dan apartemen tersebut akan dilakukan 

perampasan untuk negara; 

 Menimbang, bahwa Terdakwa V (WILLIEM MAX 

TUTUARIMA) pada saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan 

perkara an. H. DUDHIE MAKMUN MUROD telah mengembalikan 

seluruh penerimaan TC senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) kepada negara melalui KPK dan telah disetor ke kas negara 

berdasarkan putuan pengadilan an. H. DUDHIE MAKMUN MUROD, 

oleh karena itu terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan lagi 

menentukan status hukumnya lagi didalam putusan atas perkara aquo; 

  Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara 

ini harus dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, 

kecuali barang bukti berupa : 

 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 

nomor urut 87 (Delapan puluh tujuh) an. Drs.POLTAK 

SITORUS mewakili Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan daerah pemilihan Lampung Kabupaten 

Lampung Selatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE. (BB Nomor1) Dikembalikan kepada istri 

almarhum Poltak Sitorus yaitu saksi TRUCIANA 

RATNA FARIDA SITORUS. 

 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 
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Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 

nomer urut 126 (Seratus dua puluh enam) an. RUSMAN 

LUMBANTORUAN, B.Th mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat 

Kotamadya Depok yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE. (BB Nomor 2). Dikembalikan kepada 

Terdakwa RUSMAN LUMBANTORUAN.  

 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 

nomer urut 131 (Seratus tiga puluh satu) an. Drs. AGUS 

CONDRO PRAYITNO mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 

Kabupaten Batang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE.(BB Nomor 3). Dikembalikan kepada 

Terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNOMOR 

 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 

nomor urut 150 (Seratus lima puluh) an. WILLIEM 

M.TUTUARIMA.SH mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 

Kabupaten Semarang yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE.(BB Nomor 4). Dikembalikan kepada 

Terdakwa WILLIEM MAX TUTUARIMA; 

 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 
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Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 dengan 

nomer urut 179 (Seratus tujuh puluh sembilan) an. MAX 

MOEIN,MA., MBA mewakili Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat 

Kotamadya Pontianak yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN JUSUF 

HABIBIE. (BB Nomor 5). Dikembalikan kepada 

Terdakwa MAX MOEIN;  

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa III 

RUSMAN LUMBAN TORUAN dan Tim Penasihat Hukumnya telah 

mempermasalahkan tentang status tanah berikut bangunan milik 

Terdakwa III yang terletak di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan 

Kumajaya , Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1279 dan 

3172 an. Rusman Lumban Toruan dengan alasan telah dilakukan 

pemblokiran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Depok, sehingga 

ketika akan dilakukan peralihan hak/dijual oleh Terdakwa III untuk 

keperluan berobat anaknya yang sakit tidak bisa dilakukan, dalam hal 

ini Majelis Hakim setelah mendengar penjelasan/tanggapan Jaksa 

Penuntut Umum, bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut, 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan penyitaan dan tidak 

pula diajukan sebagai barang bukti di persidangan aquo, maka 

didalam putusan perkara ini Majelis Hakim mempertegas terhadap 

tanah dan bangunan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan perkara 

ini dan oleh karenanya diberi kebebasan kepada Terdakwa III untuk 

dilakukan tindakan hukum oleh Terdakwa III atas tanah dan bangunan 

tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi 

pidana , maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para 

Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana 

yang akan dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan 

bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa 
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haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis 

Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka 

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil, 

perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

yang ada pada diri para Terdakwa; 

Hal-hal yang memberatkan: 

a.  Terdakwa I (Agus Condro Prayitno) ; 

 - Tidak ada. 

b. Terdakwa II (Max Moein) ; 

 1. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 

 2. Terdakwa tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil 

kejahatan ke negara melalui KPK 

c. Terdakwa III (Rusman Lumban Toruan) ; 

1.  Terdakwa tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil 

kejahatan ke negara melalui KPK 

d.  Terdakwa V (Williem Max Tutuarima) ; 

    - Tidak ada. 

 

Hal-hal yang meringankan : 

a. Terdakwa I (Agus Condro Prayitno) : 

1. Terdakwa mengakui terus terang ; 

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

3. Terdakwa menyesali perbuatannya; 

4. Terdakwa belum pernah dihukum ; 

5. Terdakwa telah menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil 

kejahatan ke negara melalui KPK yaitu Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan 

menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen 

kepemilikannya ; 

6. Terdakwa adalah sebagai Pelapor sehingga perkara korupsi 
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penerimaan TC Bll oleh anggota komisi IX DPRRI periode 

tahun 1999-2004 dapat terungkap;  

b.  Terdakwa II (Max Moein) : 

1. Terdakwa telah berusia lanjut; 

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

3. Terdakwa belum pernah dihukum; 

c. Terdakwa III (Rusman Lumban Toruan): 

1. Terdakwa telah berusia lanjut; 

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

3. Terdakwa belum pernah dihukum; 

4. Terdakwa menyesali perbuatannya; 

d. Terdakwa V ( Williem Max Tutuarima) : 

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 

3. Terdakwa belum pernah dihukum; 

4. Terdakwa telah berusia lanjut; 

5. Terdakwa telah menyerahkan seluruh uang yang diperoleh dari 

hasil kejahatan ke negara melalui KPK; 

 Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa 

tersebut diatas, maka masa pidana yang akan dijatuhkan berikut 

dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan, mengingat 

pemidanaan bukanlah sebagai sarana b alas dendam akan tetapi lebih 

kepada sarana introfeksi bagi para Terdakwa dan adanya efek jera 

bagi masyarakat pada umumnya, sehingga di masa yang akan datang 

para Terdakwa dapat lebih berhati-hati didalam menjalani kehidupan, 

baik sebagai warga negara ataupun sebagai aparatur negara demikian 

pula bagi masyarakat pada umumnya, hal ini akan dapat mejadi potret 

tentang adanya penindakan hukum terhadap siapapun yang telah 

melakukan kesalahan, sehingga masyarakat juga akan lebih berhati-

hati didalam melakukan kehidupannya sebagai warga negara dengan 

segala hak dan kewajibannya;  

Memperhatikan/mengingat ketentuan pasal 11 Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang 

bersangkutan; 

 

M E N G A D I L I : 

 

1. Menyatakan Terdakwa I (Agus Condro Prayitno),  Terdakwa II 

(Max Moein), Terdakwa III (Rusman Lumban Toruan) dan 

Terdakwa V (Williem Max Tutuarima) tersebut diatas telah 

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;----------------- 

2. Menjatuhkan pidana : 

 Terhadap Terdakwa I (Agus Condro Prayitno) oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) 

bulan;------------------------------------------------------------------ 

 Terdakwa II (Max Moein) oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;------------ 

 Terdakwa III (Rusman Lumban Toruan)  oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) 

bulan;------------------------------------------------------------------ 

 Terdakwa V (Williem Max Tutuarima) oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) 

bulan;------------------------------------------------------------------ 

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I (Agus Condro 

Prayitno), Terdakwa II (Max Moein), Terdakwa III (Rusman 

Lumban Toruan)  dan Terdakwa V  (Williem Max Tutuarima), 

masing-masing sebesar Rp 50.000.000,-( Lima Puluh Juta Rupiah) 

dan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan masing-

masing selama 3 (tiga)  bulan;------------------------------------------- 
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4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang 

dijatuhkan;------------------------------------------------------------------ 

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; ------------------- 

6. Menetapkan barang bukti berupa : 

6.1. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) pengembalian dari Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNO (BB-350); 

6.2. 1 (satu) Bundel dokumen perjanjian perikatan/bukti setor 

pembayaran apartemen Teluk Intan an. Agus Condro 

Prayitno, dengan perincian : (BB Nomor 9), dengan 

perincian : 

a. 15 (Lima belas) lembar asli surat perjanjian 

pengikatan jual beli nomer : 1367/PPJB/ATI/VI/06 

tanggal 12 Juni 2006 dengan pihak pertama an. 

PT.TRIKA BUMI PERTIWI dan pihak kedua an. 

AGUS CONDRO PRAYITNO dan Lampirannya; 

b. 1 (satu) bundel asli bukti setor pembayaran kepada 

PT.TRIKA BUMI PERTIWI dari AGUS CONDRO 

PRAYITNO sebagai bukti pembayaran kepemilikan 

apartemen Teluk Intan pada Tower: T6 Lantai: L11 

Nomer: C; 

c. 1 (satu) lembar asli lampiran cara pembayaran 

apartemen oleh AGUS CONDRO PRAYITNO pada 

apartemen Teluk Intan lantai 11 type 70 yang 

ditandatangani oleh Pembeli an. AGUS CONDRO 

PRAYITNO; 

d. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima anak 

kunci unit hunian apartemen Teluk Intan dengan nama 

pemilik AGUS CONDRO PRAYITNO tanggal 21 

Mei 2008; 

e. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomer: 000469 

dengan nama pemohon AGUS CONDRO 

PRAYITNO pada apartemen Teluk Intan; 
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f. 1 (Satu) buah amplop dengan tulisan PT.TRIKA 

BUMI PERTIWI apartemen Teluk Intan Jalan Teluk 

Intan RayaTeluk Gong Jakarta Utara dengan isi 

amplop : 1 (satu) buah anak kunci apartemen Teluk 

intan Nomer : C dan Lantai: 11 , 1 (satu) buah kartu 

Tower Topaz dengan nomer R06 00488 dan 1 (satu) 

buah kartu dengan nomer: 2007-100748.C . 

Dirampas untuk Negara; 

6.3. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomor urut 87 (Delapan puluh tujuh) an. 

Drs.POLTAK SITORUS mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Lampung 

Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor 1)  

Dikembalikan kepada istri almarhum Poltak Sitorus 

yaitu saksi TRUCIANA RATNA FARIDA SITORUS. 

6.4. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 126 (Seratus dua puluh enam) an. 

RUSMAN LUMBANTORUAN,B.Th mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Barat Kotamadya Depok yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor 2).  

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSMAN LUMBAN 

TORUAN.  

6.5. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 
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peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 131 (Seratus tiga puluh satu) an. 

Drs.AGUS CONDRO PRAYITNO mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Tengah Kabupaten Batang yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE.(BB Nomor 3).  

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS CONDRO 

PRAYITNOMOR 

6.6. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomor urut 150 (Seratus lima puluh) an. 

WILLIEM M.TUTUARIMA.SH mewakili Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa 

Tengah Kabupaten Semarang yang ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE.(BB Nomor4).  

Dikembalikan kepada Terdakwa WILLIEM MAX 

TUTUARIMA; 

6.7. 1 (satu) Lembar ASLI Petikan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 313/M tahun 1999 tentang 

peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

terpilih untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004 

dengan nomer urut 179 (Seratus tujuh puluh sembilan) an. 

MAX MOEIN,MA.,MBA mewakili Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat 

Kotamadya Pontianak yang ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 September 1999 oleh BACHARUDDIN 

JUSUF HABIBIE. (BB Nomor 5).  

Dikembalikan kepada Terdakwa MAX MOEIN. 

6.8. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Sementara Nomer: 
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50858 dari PT.Phinisindo Zamrud Nusantara kepada an. 

RUSMAN LUMBANTORUAN Tanggal 10 Juni 2004 

dengan jumlah uang sejumlah Rp.158.169.600 (Seratus 

Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan 

Ribu Enam Ratus Rupiah) yang menerima ESTHER 

WIWIEK PURWANTI untuk pembayaran LUNAS 

pembelian 1 (satu) Unit Kios an. RUSMAN 

LUMBANTORUAN di ITC Depok dengan Lokasi pada 

Lantai GROUND / Blok B Nomer 88. (BB Nomor 6). 

6.9. 1 (satu) Lembar asli Bukti penyetoran Giro kepada 

rekening PT.Phinisindo Zamrud Nusantara dengan nomer 

rekening : 2083212042 sejumlah Rp 150.000.000 

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nama Penyetor 

Wahyu pada Bank Internasional Indonesia.(BB Nomor 7) 

6.10. 1 (satu)    keping    DVD    R    8X    merk   Verbatim    

dengan    nomer   seri MAH6B5KG14124108 dengan 

tulisan Dudhie Makmun Murod Tanggal 13 Oktober 

2008 (BB Nomor 8) 

6.11. 4 (empat) lembar Fotocopi DAFTAR PEMESANAN The 

Dharmawangsa Hotel, Jakarta per tanggal 25 Mei 2004 

sampai dengan 7 Juni 2004. (BB Nomor 10) 

6.12. 1 (satu) lembar Fotocopi GROUP BOOKING NAME 

and BOOKING NUMBER pada The Dharmawangsa 

Hotel Jakarta dari Bank Indonesia dengan  nomor 

11716.0 pada tanggal 29 Mei 2004 an. Mrs.Miranda 

S.Goeltom. (BB Nomor 11) 

6.13. 1 (satu) lembar Fotocopi PEMBAYARAN pada Klub 

Bimasena dengan nomor 106125 pada tanggal 29 Mei 

2004 an. Miranda S. Goeltom. (BB Nomor 12) 

6.14. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor: 32.03.73.1006/ 

7875/8241568 an. SYAHRONI. (BB Nomor 13) 

6.15. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010411 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah). (BB Nomor 14) 

6.16. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010413 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 15) 

6.17. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010414 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 16) 

6.18. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010415 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 17) 

6.19. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.03.26.2009/ 

6120/4749946 an. BENNY SEMAN MIHARSA. (BB 

Nomor 18) 

6.20. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010412 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 19) 

6.21. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.03.73.1006/ 

27/4991379 an. JUNJUNGAN DOLOK SARIBU. (BB 

Nomor 20) 

6.22. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010416 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 21) 

6.23. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010417 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 22) 

6.24. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5406.061169. 

0244 an. WAHYU BUDIONOMOR (BB Nomor 23) 

6.25. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010418 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 24) 

6.26. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010419 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 25) 

6.27. 1(satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010420 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 26) 

6.28. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5007.260477. 

0004 an. RONNY RENALDY TUTUARIMA. (BB 

Nomor 27) 

6.29. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010571 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 28) 

6.30. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010572 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 29) 

6.31. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010573 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 30) 

6.32. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010574 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 31) 

6.33. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5007.681074. 

0006 an. LIZA OCTAVIA TUTUARIMA. (BB Nomor 

32) 

6.34. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010575 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 33) 

6.35. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010576 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 34) 

6.36. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010577 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 35) 

6.37. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010578 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor36) 

6.38. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010579 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 37) 

6.39. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010580 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 38) 

6.40. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5303.120542.0002 an. MAX MOEIN MA.MBA. (BB 

Nomor 39) 

6.41. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010401 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 40) 

6.42. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010402 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 41) 
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6.43. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010403 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 42) 

6.44. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010404 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 43) 

6.45. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010405 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 44) 

6.46. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010406 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).(BB Nomor 45) 

6.47. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010407 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 46) 

6.48. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010408 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 47) 

6.49. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010409 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 48) 

6.50. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010410 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 49) 

6.51. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 29086-001659 

an. AGUS CONDRO PRAYITNOMOR (BB Nomor 50) 
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6.52. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010503 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 51) 

6.53. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010504 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 52) 

6.54. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010505 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 53) 

6.55. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010501 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 54) 

6.56. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010502 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 55) 

6.57. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010506 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 56) 

6.58. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010507 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 57) 

6.59. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010508 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 58) 

6.60. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010509 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 59) 

6.61. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010510 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 60) 

6.62. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 

09.5208.520549.0020 an. Dra.TRUCIANA RF 

SITORUS. (BB Nomor 61) 

6.63. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010438 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 62) 

6.64. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010433 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 63) 

6.65. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010434 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 64) 

6.66. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010435 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)(BB Nomor 65) 

6.67. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010437 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 66) 

6.68. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010431 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 67) 

6.69. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010436 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 68) 

6.70. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010491 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 69) 

6.71. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5208.530980. 

5502 an. TRINANDA SEPTINA PURNAMAS. (BB 

Nomor 70) 

6.72. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010432 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 71) 

6.73. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010439 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)(BB Nomor 72) 

6.74. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.75.13.1008. 

07663 an. SUKIRNOMOR (BB Nomor 73) 

6.75. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010281 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)(BB Nomor 74) 

6.76. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010282 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)(BB Nomor 75) 

6.77. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010283 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah)(BB Nomor 76) 

6.78. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010284 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 77) 

6.79. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010285 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 78) 

6.80. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010286 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 79) 

6.81. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010287 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 80) 

6.82. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010288 dengan nominal Rp 50. 000.000, (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 81) 

6.83. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010289 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 82) 

6.84. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010290 dengan nominal Rp 50. 000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 83) 

6.85. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010321 dengan nominal Rp 50. 000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 84) 

6.86. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010322 dengan nominal Rp 50. 000.000, (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 85) 
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6.87. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010323 dengan nominal Rp 50. 000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 86) 

6.88. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010324 dengan nominal Rp 50. 000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 87) 

6.89. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010325 dengan nominal Rp 50. 000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 88) 

6.90. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010326 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 89) 

6.91. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010327 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 90) 

6.92. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010328 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 91) 

6.93. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010329 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 92) 

6.94. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010330 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 93) 

6.95. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 10.5104.190555. 

0001 an. SAPTO AMAL DAMANDARI, DRS. (BB 



 

 
 

 

378 
 

Nomor 94) 

6.96. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010643 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).(BB Nomor 95) 

6.97. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010644 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).(BB Nomor 96) 

6.98. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 10.5504.100548. 

1003 an. WASHARI. (BB Nomor 97) 

6.99. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010641 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 98) 

6.100. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5306.141269. 

0345 an. INDARTO. (BB Nomor 99) 

6.101. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010642 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).(BB Nomor 100) 

6.102. 1 (satu) lembar FOTOCOPI SIM A dengan nomor 

550914410235 an. BUDHININGSIH. (BB Nomor 101) 

6.103. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010462 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 102) 

6.104. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010463 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 103) 

6.105. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010464 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah) (BB Nomor 104) 

6.106. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010465 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 105) 

6.107. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010466 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 106) 

6.108. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010467 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 107) 

6.109. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010468 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 108) 

6.110. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010469 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 109) 

6.111. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010440 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 110) 

6.112. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5505.120466. 

0001 an. SUKISNOMOR (BB Nomor 111) 

6.113. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010470 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 112) 

6.114. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5310.680742. 

0018 an. Nl LUH MARIANI TIRTASARI. (BB Nomor 

113) 
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6.115. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010291 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 114) 

6.116. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010292 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 115) 

6.117. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010293 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 116) 

6.118. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010294 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 117) 

6.119. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010295 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 118) 

6.120. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010296 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 119) 

6.121. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010297 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 120) 

6.122. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010298 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 121) 

6.123. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010299 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 122) 

6.124. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010300 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 123) 

6.125. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 02034/01.10. 

2006/01 an. DRS.MUH.IQBAL (BB Nomor 124) 

6.126. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010482 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 125) 

6.127. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5307.300574. 

0281 an. ARDHANA ARESWARA (BB Nomor 126) 

6.128. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010483 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 127) 

6.129. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 32.75.07.1007. 

03318 an. YUDA PARIPURNA (BB Nomor 128) 

6.130. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010484 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 129) 

6.131. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010485 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 130) 

6.132. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010487 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 131) 

6.133. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010488 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 132) 

6.134. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010486 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 133) 

6.135. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010481 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 134) 

6.136. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010489 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 135) 

6.137. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010490 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 136) 

6.138. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP dengan nomor 09.5308. 

020540.7002 an. DRS.SOEWARNA(BB Nomor 137) 

6.139. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010493 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 138) 

6.140. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010494 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 139) 

6.141. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010495 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 140) 

6.142. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010461 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 141) 

6.143. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010492 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 142) 

6.144. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010496 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 143) 

6.145. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010497 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 144) 

6.146. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010498 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 145) 

6.147. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010499 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 146) 

6.148. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010500 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 147) 

6.149. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5005.531274. 

0199 an. DESSY RUSTIANTI WAHYU P. (BB Nomor 

148) 

6.150. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010334 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 149) 

6.151. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010335 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 150) 

6.152. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010336 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 151) 

6.153. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010337 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 152) 

6.154. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010338 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 153) 

6.155. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010339 dengan nominal Rp .50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 154) 

6.156. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010340 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 155) 

6.157. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5404.280667. 

0274 an. BINSAR TORAS MARINGAN S. (BB Nomor 

156) 

6.158. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010624 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 157) 

6.159. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010621 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 158) 
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6.160. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010625 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 159) 

6.161. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010646 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 160) 

6.162. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010361 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 161) 

6.163. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010362 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 162) 

6.164. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010363 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 163) 

6.165. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010364 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 164) 

6.166. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010365 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 165) 

6.167. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010368 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 166) 

6.168. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010366 dengan nominal Rp 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 167) 

6.169. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010367 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 168) 

6.170. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010369 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 169) 

6.171. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010370 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 170) 

6.172. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010371 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 171) 

6.173. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010372 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 172) 

6.174. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010373 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 173) 

6.175. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010374 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 174) 

6.176. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010622 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 175) 
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6.177. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010623 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 176) 

6.178. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010649 dengan nominal Rp. 50. 000.000, lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 177) 

6.179. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010650 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 178) 

6.180. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010585 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 179) 

6.181. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010586 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

jutarupiah) (BB Nomor 180) 

6.182. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010443 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 181) 

6.183. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010444 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 182) 

6.184. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010445 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 183) 

6.185. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 
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135010446 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 184) 

6.186. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5404.520960. 

0324 an. TMONNA MANIK. (BB Nomor 185) 

6.187. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010311 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 186) 

6.188. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010312 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 187) 

6.189. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010313 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 188) 

6.190. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010314 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 189) 

6.191. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 09.5303.190368. 

0275 an. TURYANTO. (BB Nomor 190) 

6.192. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010315 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 191) 

6.193. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010316 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 192) 

6.194. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010317 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 193) 
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6.195. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010318 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 194) 

6.196. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010319 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 195) 

6.197. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010320 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 196) 

6.198. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 11.5006.050857. 

0002 an. SOEDJONO PRAJITNO (BB Nomor 197) 

6.199. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank I Internasional Indonesia dengan nomor 

135010331 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 198) 

6.200. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010332 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 199) 

6.201. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010521 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 200) 

6.202. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010522 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 201) 

6.203. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010523 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 202) 
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6.204. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010524 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 203) 

6.205. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010525 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 204) 

6.206. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010526 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 205) 

6.207. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010527 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 206) 

6.208. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010528 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 207) 

6.209. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010529 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 208) 

6.210. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010530 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 209) 

6.211. 2 (dua) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian 

Pembelian Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 

009331. (BB Nomor 210) 

6.212. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima 

Pengiriman Travellers Cheque Rupiah Bll No Ref RP 

08062004. (BB Nomor 211) 
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6.213. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Single Credit 

(Confirmation Advice) RTGS Terminal PT.Bank 

Internasional Ind. (BB Nomor 212) 

6.214. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir salinan / copi 

faksimili TC Confirmation Bank Artha Graha tanggal 8 

Juni 2004. (BB Nomor 213) 

6.215. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Formulir Perjanjian 

Pembelian Travellers Cheque Rupiah Bll Nomor PAF 

009369 tanggal 11 Juni 2004 untuk nomor 135-010794 

s/d 135-010813, 131-017098 s/d 131-017297 dan 125-

018672 s/d 125-018871. (BB Nomor 214) 

6.216. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Tanda Terima 

Pengiriman Travellers Cheque Bll tanggal 11 Juni 2004. 

(BB Nomor 215) 

6.217. 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Dokumen RTGS 

Terminal PT.Bank Artha Graha tanggal 11 Juni 2004 

sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (BB 

Nomor 216) 

6.218. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 01/DPR RI/l/2002-2003 tentang 

Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai 

dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia pada tahun sidang 2002-2003. 

(BB Nomor 217) 

6.219. 4 (empat) lembar dokumen fotocopi dilegalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor: 02/DPR RI/l/2003-2004 tentang 

Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai 

dengan Komisi IX, Badan Urusan Rumah Tangga dan 

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia pada tahun sidang 2003-2004. 

(BB Nomor 218) 
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6.220. 10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopi legalisir 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor : 02 A / DPR Rl / I / 2001-2002 tentang 

Penetapan Ruang Lingkup Tugas dan Pasangan Kerja 

Komisi I sampai IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mulai tahun sidang 2001-2002. (BB Nomor 

219) 

6.221. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649451. (BB Nomor 220) 

6.222. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649452. (BB Nomor 221) 

6.223. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649453. (BB Nomor 222) 

6.224. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649454. (BB Nomor 223) 

6.225. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649455. (BB Nomor 224) 

6.226. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649456. (BB Nomor 225) 

6.227. 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank Artha Graha dengan 

nomor cek CC 649457. (BB Nomor 226) 

6.228. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Slip Aplikasi Transfer Bank 

Artha Graha Nomor 953609 tertanggal 8 Juni 2004. (BB 

Nomor 227) 

6.229. 1 (satu) lembar FOTOCOPI TC Confirmation perihal 

pembelian TC Rupiah Bank Internasional Indonesia 

tertanggal 8 Juni 2004. (BB Nomor 28) 

6.230. 12 (dua belas) lembar asli Rekening Koran tahun 2004 

atas rekening nomor : 0081292574. (BB Nomor 229) 

6.231. 5 (lima) lembar fotocopi dilegalisir perjanjian kerjasama 

usaha antara PT.FMPI dengan SUHARDI alias 

SUHARDI S alias FERRY S. (BB Nomor 230) 

6.232. 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Tanda Terima uang 

Travel Check sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh 
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empat milyar rupiah) dari PT.FMPI kepada SUHARDI 

alias FERRY S. (BB Nomor 231) 

6.233. 1 (satu) lembar fotocopi KTP Nomor 

09.5307.230939.0031 an. H.Abdul Aziz. (BB Nomor 

232) 

6.234. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010516 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 233) 

6.235. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010517 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 234) 

6.236. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010518 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 235) 

6.237. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010519 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 236) 

6.238. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010520 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 237) 

6.239. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010531 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 238) 

6.240. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010532 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 239) 

6.241. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010533 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 240) 

6.242. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010534 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 241) 

6.243. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010535 nominal Rp 
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50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 242) 

6.244. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010536 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 243) 

6.245. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010537 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 244) 

6.246. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010538 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 245) 

6.247. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010539 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 246) 

6.248. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010540 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 247) 

6.249. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010381 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 248) 

6.250. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010382 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 249) 

6.251. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010385 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 250) 

6.252. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010386 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 251) 

6.253. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010387 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 252) 

6.254. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010388 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 253) 
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6.255. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010389 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 254) 

6.256. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010390 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 255) 

6.257. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010383 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 256) 

6.258. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010384 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 257) 

6.259. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 

09.5006.581063.0181 an. Djamilah  (BB Nomor 258) 

6.260. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010271 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 259) 

6.261. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010272 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 260) 

6.262. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 1350102353 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 261) 

6.263. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5307.230567. 

0204 an. John Samuel T. (BB Nomor 262) 

6.264. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010551 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 263) 

6.265. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010552 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 264) 

6.266. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010553 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 265) 



 

 
 

 

396 
 

6.267. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010554 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 266) 

6.268. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010555 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 267) 

6.269. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010556 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 268) 

6.270. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010558 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 269) 

6.271. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010559 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 270) 

6.272. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010560 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 271) 

6.273. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 18.5012.220865. 

0001 an. lr.Himawan Basuki R. (BB Nomor 272) 

6.274. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010191 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 273) 

6.275. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010192 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 274) 

6.276. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010193 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 275) 

6.277. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010351 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 276) 

6.278. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010352 nominal Rp 
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50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(BB Nomor 277) 

6.279. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005517 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 278) 

6.280. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005518 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 279) 

6.281. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005519 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 280) 

6.282. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005520 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 281) 

6.283. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135005521 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 282) 

6.284. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor: 19.22.2008/8540/ 

1961492 an. Entin Rustini. (BB Nomor 283) 

6.285. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010614 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 284) 

6.286. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 21.0009.080378. 

0004 an. Dyah Listyawati.(BB Nomor 285) 

6.287. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010608 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 286) 

6.288. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010609 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 287) 

6.289. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010610 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 288) 

6.290. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5201.560271. 

5512 an. Patricia Sibarani. (BB Nomor 289) 
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6.291. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010201 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 290) 

6.292. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010202 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 291) 

6.293. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010203 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 292) 

6.294. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010204 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 293) 

6.295. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010205 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 294) 

6.296. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010206 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 295) 

6.297. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010207 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 296) 

6.298. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010208 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 297) 

6.299. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010209 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 298) 

6.300. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010210 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 299) 

6.301. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010273 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 300) 

6.302. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bll nomor 135010274 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 301) 

6.303. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010275 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 302) 

6.304. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010276 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 303) 

6.305. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010277 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 304) 

6.306. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010278 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 305) 

6.307. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010279 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 306) 

6.308. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010280 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 307) 

6.309. 1 (satu) lembar fotocopi KTP nomor : 09.5304.120273. 

0631 an. Bachtiar. (BB Nomor 308) 

6.310. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010197 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 309) 

6.311. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010198 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 310) 

6.312. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010200 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 311) 

6.313. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010611 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 312) 
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6.314. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010612 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 313) 

6.315. 1 (satu) lembar fotocopi RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bll nomor 135010613 nominal Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (BB Nomor 314) 

6.316. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 

09.5307.681264.0338 an. SUMARNI. (BB Nomor 315) 

6.317. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010379 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 316) 

6.318. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010380 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 317) 

6.319. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010581 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 318) 

6.320. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010582 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 319) 

6.321. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010583 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 320) 

6.322. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010584 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 321) 

6.323. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010640 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 322) 

6.324. 1  (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010639 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 323) 

6.325. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010638 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
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juta rupiah). (BB Nomor 324) 

6.326. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010637 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 325) 

6.327. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010636 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 326) 

6.328. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010635 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 327) 

6.329. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010634 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 328) 

6.330. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010633 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 329) 

6.331. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010632 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 330) 

6.332. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010631 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 331) 

6.333. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010630 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 332) 

6.334. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010629 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 333) 

6.335. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010628 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 334) 

6.336. 1 (satu) lembar FOTOCOPI Traveler's Cheque Bll 

Nomor 135 010627 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). (BB Nomor 335) 
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6.337. 1 (satu) lembar FOTOCOPI KTP nomor 

09.5301.420446.0118 an. RUMUNDUNG BUTAR-

BUTAR (BB Nomor 336) 

6.338. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010341 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 337) 

6.339. 1 (satu) lembar FOTOCOPI RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010342 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) (BB Nomor 338) 

6.340. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010343 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 339) 

6.341. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010344 dengan nominal Rp.50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 340) 

6.342. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 09.5208.240775. 

0265 an. RANTO LUMBAN BATU (BB Nomor 341) 

6.343. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010345 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 342) 

6.344. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010348 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 343) 

6.345. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010349 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 344) 

6.346. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 
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CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010350 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 345) 

6.347. 1 (satu) lembar FOTOCOPl KTP nomor 09.5208.050539. 

0205 an. DRS.T.D.LUMBAN BATU (BB Nomor 346) 

6.348. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010346 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 347) 

6.349. 1 (satu) lembar FOTOCOPl RUPIAH TRAVELLERS 

CHEQUE Bank Internasional Indonesia dengan nomor 

135010347 dengan nominal Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) (BB Nomor 348) 

6.350. 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Proses Pembahasan 

dan Pemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia tahun 2004(BB Nomor 349) 

6.351. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta 

Rupiah) dengan perincian Pecahan Rp.100.000.- (Seratus 

ribu rupiah) sebanyak 800 (Delapan ratus) Lembar dan 

Pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 

400 (Empat ratus) Lembar. (BB Nomor 350) 

6.352. Uang tunai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) lembar pecahan 

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (Bukti setoran ke Kas 

Negara). (BB Nomor 351) 

Tetap terlampir dalam berkas perkara. 

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I (AGUS 

CONDRO PRAYITNO), Terdakwa II (MAX MOEIN), 

Terdakwa III (RUSMAN LUMBAN TORUAN), dan Terdakwa 

V (WILLIEM MAX TUTUARIMA) masing-masing sebesar Rp. 

10.000,-    (Sepuluh ribu rupiah);---------------------------------------- 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat , pada  hari ini: KAMIS, Tanggal 16 Juni 2011 
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oleh kami: SUHARTOYO,SH.,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, 1. 

PANGERAN NAPITUPULU, SH.,MH. 2. H. ACHMAD 

LINOH,SH.,M.Pd, 3. SLAMET SUBAGYO, SH.,MH, dan 4. 

SOFIALDI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 

hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut dengan 

dibantu oleh RUSTIANI,SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti 

dengan dihadiri MOCHAMAD RUM, SH, dkk, Penuntut Umum pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa 

III dan Terdakwa V dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya 

masing-masing. 

 

 

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, 

 

1. SUHARTOYO,SH.,MH. 

 

2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.,MH. 

 

3. H.ACHMAD LINOH,SH.,M.Pd. 

 

4. SLAMET SUBAGYO,SH.,MH. 

 

5. SOFIALDI,SH. 

 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

 

RUSTIANI,SH.,MH 
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